SERI PUBLIKASI KHUSUS
05C/1979

HIMPUNAN PERATURAN NEGARA
TENTANG KELEMBAGAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

[N_D SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA




£
\C

Ao -
N

HIMPUNAN PERATURAN NEGARA
TENTANG KELEMBAGAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

S
I -

“ [ A L?T_é?}
1 et ol

A S

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA






PENGANTAR

Publikasi ini diterbitkan dengan maksud menyajikan data informasi secara
terpadu dan merupakan salah satu rangkaian Penerbitan Seri Publikasi Khusus
Sekretariat Negara berupa Himpunan Peraturan Negara tentang Kelembagaan Lembaga
Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Direncanakan penerbitan khusus dimaksud akan meliputi kurun waktu 1945
sampai dengan tahun terakhir. Publikasi yang kami sajikan ini merupakan buku
pertama yang meliputi kurun waktu 1966 — 1980.

Di dalam penerbitan ini dicantumkan uraian singkat tentang sejarah, fungsi dan
tugas Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara tersebut dengan harapan
dapat memberi gambaran ringkas tetapi jelas kepada para pembaca. Dan sebagai
kelengkapan publikasi, dilampirkan peraturan-peraturan penting yang bersangkutpaut
dengan tiap-tiap Lembaga dan daftar peraturan-peraturan yang tidak berlaku/dicabut
serta daftar Pimpinan Lembaga.

Sebagai langkah awal diakui bahwa penyusunan publikasi ini masih jauh dari
sempurna, karena itu sangat diharapkan adanya saran perbaikan dari para pembaca
sehingga publikasi ini selalu dilengkapi dengan data mutakhir dan kelak akan meru-
pakan bahan referensi di bidang tersebut.

Penerbitan ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya perhatian dan bantuan
serta kerjasama dari para Sekretaris Jenderal/Panitera beserta staf Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan
Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk hal ini kami menyampal-
kan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata kami mengharapkan kiranya Penerbitan Seri Publikasi Khusus Sekre-
tariat Negara ini bermanfaat.

Jakarta, Maret 1981
Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara,

K. SAMIL
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PERKEMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1966 — 1980

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Dewan Perwakil-
an Rakyat belum sempat dibentuk menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-
undang. Maka berlakulah ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi:

”Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasio-
nal”.

Berdasarkan ketentuan tersebut Komite Nasional Pusat dibentuk pada tanggal 29
Agustus 1945. Kedudukannya adalah membantu Presiden dalam menjalankan kekuasa-
an Pemerintah. Adapun susunan keanggotaan Komite Nasional Pusat di dalam setiap
sidang mengalami perubahan dan penambahan. Dalam sidang ke-V1 yang juga merupa-
kan sidang terakhir, susunan keanggotaahﬂya ialah sebagai berikut:

Partai-partai : Masyumi 60, PNI 45, Partai Sosialis (Indonesia) 36, PBI
34, PKI 32, Parkindo 12, PKRI 12, Partai Murba 8.

Golongan-golongan  : Buruh 38, Tani 40.

Daerah-daerah : Sumatera 50, Kalimantan 8, Sulawesi 16, Maluku 8
Sunda Kecil 6.

Minoritet (keturunan

bangsa asing) : Tionghoa 6, Arab 3, Belanda 1.

Tidak berpartai : 109.

Kemudian dengan berlakunya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16
Oktober 1945, Komite Nasional Pusat bukan lagi berkedudukan sebagai pembantu
Presiden melainkan sebagai Badan yang bertugas untuk:

1. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. membuat Undang-undang.

Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari, berhubung
~ dengan gentingnya keadaan dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara
mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Susunan keanggotaan
Badan Pekerja mengalami juga perubahan dan penambahan. Yang terakhir, menjelang
sidang ke-VI Komite Nasional Pusat susunan keanggotaannya ialah sebagai berikut:

Partai-partai : Masyumi 5, PNI 5, PSI 3, PKI 5, PBI 1, Parkindo 1,
Partai Murba 1.

Golongan-golongan : Buruh 3, Tani 3.

Daerah-daerah : Sumatera 5, Kalimantan 1, Sulawesi 1, Maluku 1, Sunda
Kecil 1.

Minoritet (keturunan

bangsa asing) : Tionghoa 1, Arab 1.

Tidak berpartai : 3.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Ilahirlah Republik Indonesia Serikat. Dalam



Konstitusinya, Negara adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi;
kedaulatan Negara dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat dan Senat. Berdasarkan pasal 109, 110 dan 80 Konstitusi RIS dibentuklah
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS yang pertama. Jumlah anggota DPR-RIS
ialah 146 orang yang merupakan wakil-wakil dari 16 Negara/Daerah bagian. Sedangkan
Senat, sesuai dengan kedudukannya sebagai badan perwakilan Daerah-daerah bagian
terdiri atas 32 anggota, yaitu utusan-utusan dari 16 Negara/Daerah bagian, masing-
masing 2 orang.

Di dalam perkembangannya bentuk Negara Serikat ini tidak memuaskan bangsa
Indonesia dan pada tanggal 15 Agustus 1950 dibentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat diganti dengan Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus
1950. Dengan demikian Senat dalam Negara RIS dihapuskan. Susunan keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas
seluruh anggota DPR dan Senat RIS ditambah 46 anggota Badan Pekerja Komite
Nasional Pusat dan 13 anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia -
Yogya. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota Dewan ini adalah 236 orang.
Fraksi-fraksi yang terbentuk dalam Dewan ini tersusun seperti berikut:

Partai-partai : Masyumi 43, PNI 42, PIR Hazairin 19, PIR Wongso 3,
PKI 17, PSI 15, PRN 13, Persatuan Progresif 10, Demo-
krat 9, Partai Katolik 9, NU 8, Parindra 7, Partai Buruh
6, Parkindo 5, Partai Murba 4, PSII 4, SKI 4, Sobsi 2,
BTI 2, GTI 1, Perti 1.

Tidak berfraksi : 11,

Dalam pada itu sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 ten-
tang Pemilihan Umum, pada tanggal 29 September 1955 diadakan pemilihan umum
yang pertama kali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada
tanggal 15 Desember 1955 disusul dengan pemilihan anggota Konstituante. Dalam
pemilihan umum tersebut terpilih 272 orang anggota DPR dan 542 orang anggota
Konstituante. Susunan Fraksi yang terbentuk dalam DPR Sementara ialah sebagai beri-
kut:

Partai-partai : Masyumi 60, PNI 58, NU 47, PKI 32, Nasional Progresif

11, Pendukung Proklamasi 11, PSII 8, Parkindo 9, Kato-
lik 8, Pembangunan 7, PSI 5, Perti 4, Gerakan Pembela
Pancasila 2, P3RI, Perorangan AKUI 1, PPTI 1, PRI Ha-
zairin 1, Persatuan yang mewakili daerah Irian Barat 3.

Tidak berfraksi 2.

Menurut UUDS 1950 Konstituante adalah Badan Pembuat Undang-Undang Dasar.
Namun dalam melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata
Konstituante mengalami kemacetan. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden menetap-
kan suatu Dekrit yang berisi pembubaran Konstituante, kembali ke Undang-Undang
Dasar 1945 serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan De-
wan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Beberapa hari setelah dikeluarkan Dekrit Presiden, ditetapkanlah Penetapan Presi-
den Nomor 1 Tahun 1959 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat.

Isi lengkapnya sebagai berikut:



”Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-Undang
Dasar 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka Dewan
Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1953 menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang

Dasar 1945~

Jumlah anggota Dewan tersebut setelah dikeluarkan Dekrit Presiden adalah 262
orang dengan susunan fraksi sebagai berikut:

Partai-partai

Tidak berfraksi

: Masyumi 53, PNI 58, NU 45, PKI 33, Nasional Progresif

12, Pendukung Proklamasi 5, IPKI 5, PSII 8, Parkindo
8, Katolik 8, Pembangunan 6, PSI 5, PERTI 4, Gerakan
Pembela Pancasila 1, P3RI 2, Persatuan 3, Perorangan
PPTI 1, PIR Hazairin 1.

. 4,

Pada masa tugas DPR tahun 1959 terjadi perselisihan pendapat antara Pemerintah
dengan DPR mengenai penetapan Anggaran Belanja Negara tahun .1960. Untuk menga-
tasi keadaan tersebut Presiden mengambil tindakan dengan mengeluarkan Penetapan
Presiden Nomor 3 Tahun 1960. Isi ketentuan tersebut antara lain menghentikan pelak-
sanaan tugas dan pekerjaan seluruh anggota DPR serta mengusahakan pembaharuan
susunan DPR berdasarkan UUD 1945 dalam waktu singkat.

Sebagai kelanjutannya pada tanggal 24 Juni 1960 dikeluarkaniah Penetapan Presi-
den Nomor 4 Tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
yang susunan anggotanya terdiri atas orang-orang yang mewakili golongan politik dan
kolongan karya serta seorang wakil dari Irian Barat. Jumlah anggota Dewan tersebut
* 283 orang dengan perincian sebagai berikut:

Golongan Politik

Golongan Karya

A. KEDUDUKAN

: PNI 44, NU 36, PKI 30, Parkindo 6, Katolik 5, PSII 5

Perti 2, Murba 1, Partindo 1..

: Angkatan Bersenjéta 35, Tani 25, Buruh 26, Alim Ula-

ma 31, Wanita 8, Cendekiawan/Pendidik 3, Koperasi; 3,
Pengusaha Nasional 2, Wartawan 2, Pemuda 9, Wakil da-
ri Irian Barat 1, Angkatan 45 2, Veteran 2, dan Seniman
2.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Un-
dang-Undang Dasar 1945 diatur secara pokok sebalgai berikut:

Pasal 19 (1)
(2)
Pasal 20 (1)

@

: Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan 'dengan

Undang-undang.

: Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali

dalam setahun.

Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan De-
wan Perwakilan Rakyat.

: Jika sesuatu Rancangan Undang-undang tidak mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan
tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan De-
wan Perwakilan Rakyat masa itu.



Pasal 21 (1) : Anggota-anggota Dewan P_erwakilan Rakyat berhak me-
majukan rancangan undang-undang.

) : Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Pre;siden, maka
rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persi-
dangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22 (1) : Dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Peng-
ganti Undang-undang.

) : Peraturan Pemerintali itu harus mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang beri-
kut.

3) : Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Peme-
rintah itu harus dicabut.

Pasal 23 (2) . Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap
tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakil-
an Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan
pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran ta-
hun yang lalu.

) : Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang
peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakil-
an Rakyat”.

Mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, penjelasan Umum Undang-Un-

dang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

”Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibu-
barkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Ma-
jelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap
bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis
itu dapat diundang untuk- persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertang-
gungan jawab kepada Presiden”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal demi pasal (pasal 19, 20, 21 dan 23) Undang-
Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai berikut:

”Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan Undang-

undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan

Undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak begrooting pasal 23.

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggo-
ta Majelis Permusyawaratan Rakyat”.



Kemudian mengenai pasal 22, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

sebagai berikut:

”Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang
perlu diadakan supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam
keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan te-
pat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang
kekuatanhya sama denganUndang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Per-
‘wakilan Rakyat™.

Sebagai langkah konstitusional di dalam usaha mengoreksi pelanggaran kehidupan
bernegara yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945, pada Sidang Umum ke-IV
tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara antara
lain menetapkan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lemba-
ga-lembaga Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur Undang-Un-
dang Dasar 1945. Ketetapan ini antara lain menggariskan:

— Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggungjiawaban masing-masing
lembaga mutlak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

—  Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan
hukum lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Sidang-sidang MPRS/MPR selanjutnya Ketetapan MPRS ini dikukuhkan,
terakhir dengan Ketetapan Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan
Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Ne-
gara.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 pada tang-
gal 19 Nopember 1966 disahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedu-
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong menjelang Pemilihan Umum. Dalam pada itu Sidang Umum ke-IV MPRS juga
mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPRS/1966 yang pada pokoknya menugaskan
Pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum selambat-lambatnya tanggal 5
Juli 1968. Kemudian, berdasarkan Ketetapan Nomor XLII/MPRS/1968, jangka waktu
ini ditunda menjadi selambat-lambatnya 5 Juli 1971.

Menjelang pemilihan umum tahun 1971 pada tanggal 17 Desember 1969 Pemerin-
tah mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 yang kemudian diubah dan ditam-
bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971.

Pada waktu bersamaan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 16 Tahun
1969, dalam rangka meletakkan landasan penyelenggaraan pemilihan umum ditetapkan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini antara lain mengatur:

—  Pemilihan Umum untuk Anggota-anggata Dewan Perwakilan Rakyat yang dise-
lenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia;
—  Pemilihan Umum, juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- —  Warga Negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komuy-



nis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau yang terlibat langsung ataupun
tak langsung dalam gerakan G30S/PKI atau organisasi terlarang yang tidak diberi
hak untuk memilih dan dipilih;

—  Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden.

—  Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden; membentuk Lembaga Pemilihan
Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri;

—  Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk
Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahu-
lu mempunyai hak untuk memilih. ‘

Untuk melaksanakan Undang-undang ini ditetapkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permu-
syawaratan/Perwakilan Rakyat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permu-
syawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 ten-
tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil-
an Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Propinsi Irian
Barat. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 kemudian disempurnakan/diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dan Undang-undang Nomor 16
Tahun 1969 diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor S Tahun 1975.

Pemilihan Umum yang diamanatkan oleh Ketetapan MPRS Nomor XLII/MPRS/
1968 dilaksanakan tanggal 3 Juli 1971, diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta, yaitu 9
(sembilan) Partai Politik dan 1 (satu) Golongan Karya. Pemilihan Umum berikutnya,
berdasar Ketetapan Nomor VIII/MPR/1973, diselenggarakan pada tanggal 2 Mei-1977.

Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1976 yang sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerin-
tah Nomor 1 Tahun 1970. '

Mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaannya diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976. jo. Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1977. Peraturan Pemerintah 1ni juga sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan Pemerintah Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 1970.

Berlainan dengan kehidupan politik pada masa yang lalu, sebelum Pemilihan
Umum 1977, untuk lebih mendayagunakan potensi masyarakat ditetapkan Undang-
undang Nomor 3-Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Yang ikut
serta dalam Pemilihan Umum tahun 1977 ialah 2 (dua) Partai Politik dan 1 (satu)
Golongan Karya, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indone-
sia (PDI), dan Golongan Karya (GOLKAR). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975
dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976, jo. Nomor 20 Tahun
1976.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 jo. Nomor 14/DPR-RI/1/78-
79 tentang Peraturan Tata Tertib, -adalah Lembaga Tinggi Negara sebagai dimaksud
dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 dan merupakan suatu wahana untuk
melaksanakan Demokrasi Pancasila.



TUGAS, WEWENANG DAN HAK

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemlhh-
an umum tahun 1977 menyelenggarakan kegiatan berdasarkan ketentuan vang
ditetapkan dalam Keputusan DPR Nomor 17/DPR/IV/77-78 tersebut .di atas.
Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Lamplran Keputusan ini menggans-

kan:

”Pasal 1(2) : Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan fugasnya ber-
dasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia..

Pasal 4 (1) : Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat adalah:

- a.

b.

bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-

undang;

bersama-sama dengan Presiden menetapkan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara;

melakukan pengawasan atas:

(a) pelaksanaan Undang-undang;

(b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara, dan

(c) kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa
Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetap%)
ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia;

membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi-
kan persetujuan atas pernyataan perang, pembuat-
an perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
yang dilakukan oleh Presiden;

membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungja-
waban keuangan Negara yang diberitahukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan;

melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Kete-
tapanketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

) : Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya,
Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengadakan konsultasi
dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.”

Untuk dapat melaksanakan tugasnya DPR mempunyai hak-hak yang ditentu-
kan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Pasal 32. Hak termaksud ialah:
— mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota,

—  meminta keterangan (interpelasi);

— mengadakan penyelidikan (angket);

— mengadakan perubahan (amandemen);

—  mengajukan pernyataan pendapat;

—  mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang

undangan.
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Khusus mengenai hak angket, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 6

Tahun 1954 tentang Hak Angket.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Susunan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ialah sebagai berikut:

1.

Susunan:
a. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Partai Politik
dan Golongan Karya; '

b. Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang, terdiri atas 360
orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat.

‘Keanggotaan: :

a.  Untuk dapat menjadi anggota DPR harus dipenuhi syarat-syarat tertentu;

b. Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden;

c. Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun, mereka berhenti bersa-
ma-sama setelah keanggotaannya berakhir.

Pimpinan:

a. Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua
yang dipilih oleh dan di antara anggota DPR;

b. . Selama pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarah un-
tuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu
oleh anggota yang termuda usianya.

Mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum

1971 susunannya sebagai berikut:

—  Partai Katolik 3orang.
—  Partai Nahdatul Ulama 58 orang.
—  Partai Serikat Islam Indonesia 10 orang.
—  Partai Muslimin Indonesia 24 orang.
—  Partai Kristen Indonesia 7 orang.
—  Partai Nasional Indonesia 20 orang.
—  Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 2 orang.
— Golongan Karya 236 orang.
ditambah dengan 100 orang diangkat:-

—  Golongan Karya ABRI 75 orang.
—  Golongan Karya Non ABRI 25 orang.

Sedangkan hasil pemilihan umum tahun 1977 susunannya sebagai berikut:

—  Partai Persatuan Pembangunan 99 orang.
—  Partai Demokrasi Indonesia 29 orang.
—  Golongan Karya 232 orang.

ditambah dengan 100 orang diangkat:
—  Golongan Karya ABRI 75 orang.
- Golongan Karya Non ABRI 25 orang.



i1

ALAT KELENGKAPAN DPR

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 17/DPR-RI/IV/

77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang disempurna-
kan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 14/DPR-RI/IV/78-79,
Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas:

Fraksi-fraksi:

L.

2.

a.

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas kekuatan-
kekuatan sosial dan politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam
masyarakat.

Fraksi-fraksi dalam Dewan terdiri atas:

—  Fraksi ABRI,

—  Fraksi Karya Pembangunan,

—  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia,

—  Fraksi Persatuan Pembangunan.

Tugas Fraksi adalah: ‘

(1) menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang me-
nyangkut urusan masing-masing Fraksi;

(2). meningkatkan kemampuan, efektifitas. dan efisiensi kerja para
anggota dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam setiap
kegiatan DPR.

Pimpinan Dewan:

a.

Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu
kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-
Fraksi;

Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR;
Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil
Ketua; -

Tugas Pimpinan Dewan adalah:

(1) menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara
Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepa-
da Rapat Paripurna; o

(2) menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPR yang di dalam
pelaksanaannya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan
Sekretariat DPR;

(3) memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata
Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam
rapat;

(4) melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajiban-

‘ nya; _ :

(5) mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan;

(6) menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu;

(7) mengadakan rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan,
antara lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat
DPR.
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3. Badan Musyawarah:

a.

b.

Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR;

Badan Musyawarah beranggota 66 (enampuluh enam) orang tetap dan
33 (tigapuluh tiga) orang Anggota Pengganti;

Tugas Badan Musyawarah adalah:

(1)

(2)

3)
(4)
;)

menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa
Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan menetapkan
ancar-ancar waktu penyelesaian sesuatu masalah, termasuk jangka
waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang, dengan ti-
dak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pimpinan 'DPR
dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksa-
naan wewenang dan tugas DPR;

menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR;
menetapkan pokok kebijaksanaan kerja-sama antar Parlemen,;
melaksanakan hal-hal yang oleh DPR diserahkan kepada Badan
Musyawarah.

4, Komisi:

Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetapkan oleh
DPR dengan Surat Keputusan tersendiri;

Tugas Komisi:

a.

b.

M

(2)

3)

di bidang perundang-undangan adalah mengadakan pembahasan,
persiapan serta penyempurnaan perumusan Rancangan Undang-
undang yang termasuk ruang lingkup tugasnya,

di bidang anggaran adalah:

— mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusun-
an Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Peme-
rintah;

— mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Peme-
rintah;

— . mengadakan pembahasan atas laporan keuangan Negara dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
termasuk ruang lingkup tugasnya;

—  memberikan bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara tentang hasil pembicaraan penda-
huluan dan hasil pembahasan. -

di bidang pengawasan adalah:

— melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang
termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk ruang-lingkup tu-
gasnya;

— melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis Be-
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sar Haluan Negara (GBHN) vang termasuk ruang lingkup
tugasnya,

— menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, me-
ngenai hal yang termasuk ruang lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Komisi dapat:

mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili
oleh Menteri;

mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat
Pemerintah yang mewakili Instansinya;

mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing), baik
atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipan-
dang perlu, dan hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dila-
porkan kepada DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditentukan
tindak lanjutnya;

mengikuti dengan saksama serta mengadakan penyelidikan terha-
dap peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat yang terjadi
baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk ruang lingkup
tugasnya;

mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada
pihak lain;

mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing)
apabila dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili
Instansinya, yang tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang
tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 52 atas persetujuan
Pimpinan DPR;

mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang
menyangkut beberapa Komisi;

membentuk Panitia Kerja; ' .

melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan/atau Badan
Musyawarah;

mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang
perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

§.  Badan Urusan Rumah Tangga:

Badan Urusan Rumah Tangga beranggota 33 (tigapuluh tiga) orang dan
17 (tujuh belas) orang anggota Pengganti; '
Tugas Badan Urusan Rumah Tangga antara lain adalah:

a.

b.

- (M)

(2)

membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pe-
laksanaan kerumahtanggaan DPR serta kesejahteraan anggota DPR
dan pegawai Sekretariat DPR;

atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap pelak-
sanaan tugas dan ketatalaksanaan Sekretariat DPR serta hal-hal
lain yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, baik atas
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penugasan oleh Pimpinan DPR' dan atau Badan Musyawarah
thaupun atas prakarsa sendiri.

6. Badan Kerjasama Antar Parlemen:
Badan Kerjasama Antar Parlemen beranggota 35 (tigapuluh lima) orang;
Tugas Badan Kerjasama Antar Parlemen antara lain adalah: ,

a.
b.

(1)

2
3
4
%)
(6)

menggalang, membina dan mengolah hubungan persahabatan dan
kerjasama antara DPR dengan Parlemen Negara lain, baik secara
bilateral maupun secara multilateral;

mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri dan
mengolah serta mengembangkan hasil kunjungannya;
mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjung-
an delegasi Parlemen Negara lain yang menjadi tamu DPR;
memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR tentang masa-
lah kerjasama antar Parlemen;

menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan Parlemen Negara lain;

melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada rapat Paripurna
DPR;

7. Panitia:

a.

Panitia beranggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPR
vang mencerminkan Fraksi-Fraksi, dan apabila dipandang perlu dapat
ditetapkan anggota pengganti.

Tugas Panitia:

(D
)

Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR;

Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkap-
an DPR yang membentuknya.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN

Pengambilan Keputusan dalam rapat DPR pada azasnya diusahakan sejauh
mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini
tidak mungkin lagi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

PRODUK-PRODUK DPR

Sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1979 Dewan Perwakilan Rakyat
telah menyetujui 151 Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang dengan
perincian sebagai berikut:

Tahun 1966: 14 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1967: 14 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1968: 25 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1969: 16 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1970: 14 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1971: 13 Rancangan Undang-undang.
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Tahun 1972: - 6 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1973: 7 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1974: 11 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1975: 5 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1976: 11 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1977: 2 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1978: 8 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1979: 5 Rancangan Undang-undang.

Di samping itu produk Dewan Perwakilan Rakyat yang bukan bersifat
perundang-undangan adalah: ’

Tahun 1966: 1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1967: 8 (delapan) Usul Resolusi.

6 (enam) Usul Interpelasi.
Tahun 1968: 3 (tiga) Usul Resolusi.

1 (satu) Usul Interpelasi

) 3 (tiga) Usul Pernyataan Pendapat.

Tahun 1969: 3 (tiga) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1970: 2 (dua) Usul Resolusi.

1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1971: 1 (satu) Usul Resolusi.
Tahun 1972: 3 (tiga) Memorandum.

1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1973: 2 (dua) Mengajukan/menganjurkan seseorang.
Tahun 1974: 1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1975: 2 (dua) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1976: —
Tahun 1977: —
Tahun 1978: 1 (satu) Mengajukan/menganjurkan seseorarig.
Tahun 1979: 2 (dua) Mengajukan/menganjurkan seseorang.

G. SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah yang bertugas
tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai kesekretariatan Lembaga Tinggi

Negara.

1. Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR.
Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR diangkat dan dihenti-
kan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.

2. Tugas Sekretariat Dewan antara lain adalah:
a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan wewe-

nang dan tugasnya sebaik-baiknya;
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b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan Anggar-
an Belanja DPR: _

c. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh DPR kepadanya;

d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama masa persidang-
an yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan persidangan;

e. melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal:

Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat DPR sebagai dimaksud
dalam pasal 149 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat masih
tetap berdasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong Nomor 22/PIMP/1V/68-69 tentang Susunan Organisasi dan Pembagi-
an Tugas Pekerjaan Sekretariat DPR-GR yaitu:

Biro 1. (Sekretariat Permusyawaratan);

Biro II. (Tata Usaha Permusyawaratan);

Biro III. (Hubungan Masyarakat);

Biro IV. (Kepegawaian);

Biro V. (Keuangan);

Biro VI. (Kerumah-Tanggaan);

Unit-unit Sekretaris Pribadi Pimpinan DPR-GR;

Bagian-bagian Sekretariat Panitia yang berada langsung di bawah Sekre-
taris Jenderal.

@ me o o w
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KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : X/MPRS/1966
TENTANG
"KEDUDUKAN SEMUA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TINGKAT PUSAT DAN
DAERAH PADA POSISI DAN FUNGSI YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa kekacauan di semua bidang kehidupan Rakyat dan
Negara yang memuncak pada terjadinya gerakan kontra-revolusi
G-30-S/PK1 adalah antara lain disebabkan oleh adanya penyele-
wengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
b. Bahwa MPRS sebagai badan yang tertinggi dalam Negara Repu-
blik Indonesia dan merupakan penjelmaan Kedaulatan Rakyat
Indonesia, wajib menghentikan penyelewengan terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 sesuai dengan tuntutan hati nurani Rakyat;

c. Bahwa untuk menjamin tidak terjadinya lagi penyelewengan-
penyelewengan ialah didudukannya kembali Lembaga-lembaga
Negara pada posisi dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945.

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2).

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966
sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG KEDUDUKAN SEMUA LEMBAGA-LEM-
BAGA NEGARA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH PADA POSISI
DAN FUNGSI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DA-
SAR 1945.

Pasal 1

Sebelum MPR hasil pemilihan umum terbentuk, maka MPRS berkedudukan dan
berfungsi seperti MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 2

Semua Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat dan Daerah didudukkan kembali
pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
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Pasal 3

Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggungan-jawab masing-masing
mutlak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menugaskan kepada Pemerintah - bersama-sama DPR—GR untuk membuat
Perundang-undangan sebagai landasan hukum daripada lembaga-lembaga termaksud pa-
da kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Juli 1966

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA '

Ketua,

Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua, Wakil Ketua,

Osa Maliki \ ' H.M. Subchan Z.E.

Wakil Ketua, Wakil Ketua,
M. Siregar Mashudi

Brig. Jen. TNI
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KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: III/MPR/1978
TENTANG

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI
NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA

TINGGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

Memper-
hatikan

Menetapkan :

2.

bahwa demi terselenggaranya hubungan tata-kerja yang sebaik-
baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara
dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan
ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan ke-
dudukan dan fungsi Lembaga masing-masing;

bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusya-
waratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1
Oktober 1977, yang mengatur kedudukan dan hubungan tata-
kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan-kenegara-
an yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23
ayat (1) dan ayat (5), pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;

Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977 No:
3/MPR/1977, No: 4/MPR/1977, No: 1/MPR/1978 dan No:
2/MPR/1978;

Ketetapan MPR-RI Nomor: I/MPR/1973 dihubungkan dengan
Keputusan MPR-RI No: 2/MPR/1977.

Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi
Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang
dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang
Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1978.

MEMUTUSKAN:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPU-
BLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN
TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU
ANTAR LEMBAGA—-LEMBAGA TINGGI NEGARA.
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¢y

(2)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut
Majelis.

Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini,

sesuai dengan urut-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945,
ialah:

Presiden.

Dewan Pertimbangan Agung.
Dewan Perwakilan Rakyat.
Badan Pemeriksa Keuangan.
Mahkamah Agung.

oo o

Pasal 2
Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau

antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan
Undang-Undang Dasar 1945,

BAB I

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

(1)

(2

(3

(H

DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 3

Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasa-
an Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.

Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk
membantu Presiden.

Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan
Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Pasal 4
Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena:

Atas permintaan sendiri.
Berhalangan tetap.
Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

_ Pasal 5

Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa
jabatannya memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Haluan Negara
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang
Majelis.
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Presiden wajib memberikan pertanggung jawaban di hadapan Sidang Istimewa
Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggung jawaban Presiden
dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar
atau Majelis.

Pasal 6
Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan

Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk
memilih Wakil Presiden.

(1

(2)

3)

4

(1
@
3)
)

(5
(6)
)

Pasal 7

Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka
pelaksanaan Haluan Negara.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar
Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum
untuk mengingatkan Presiden.

Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan
Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.

Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat
(3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat
dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertang-
gung jawaban Presiden.

BABIII

HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA
TINGGI NEGARA

Pasal 8

Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah
Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.

Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh
Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang
termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. '

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

3

(1

(2)

(3)

4

Pasal 9
Dewan Pertimbanganv Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah.

Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan
Presiden.

Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan
pertimbangan kepada Presiden.

Pasal 10

Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari
pengaruh dan k.ek;uasaan' Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas
Pemerintah. ‘

Badan Pemeriksa_'Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. : )

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama
oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang ber-
laku.

Pasal 11

Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lainnya.

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara
untuk pemberian/penolakan grasi.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya ter-
hadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.

BABIV

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUDUKAN
PROTOKOLER

Pasal 12
Untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka

kegiatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus
dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.

Pasal 13
Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota

Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-
Undang.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 22 Maret 1978,

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ADAM MALIK
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
' MASHURI, S.H. | K.H. MASJKUR
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

R. KARTIDJO H. ACHMAD LAMO MH. ISNAENI
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN

a.

PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerak-
yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-
waratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilih-
an Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Panca Sila;

bahwa pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk
memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga
permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu
sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujud-
kan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Panca
Sila/Undang-Undang Dasar 1945;

Pembukaan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat
(1) dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:

Nomor XI/MPRS/1966;
Nomor XXI/MPRS/1966;
Nomor XXII/MPRS/1966; -
Nomor XXV/MPRS/1966;
Nomor XLII/MPRS/1968.

Dengan Persetujuarn Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

oo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pemilihan Umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya
disebut DPR., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut
DPRD I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il selanjutnya disebut
DPRD 11 diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
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(2) Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang ini adalah juga untuk
mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

(1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai
Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung
ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI.” atau
organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.

(2) Organisasi-organisasi dilarang mencalonkan orang yang tidak diberi hak untuk
memilih dan dipilih seperti yang dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) mengakibatkan gugurnya calon yang
bersangkutan.

Pasal 3

Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum didasarkan atas
azas-azas demokrasi yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-Undang Dasar 1945.

BAB 1I
DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 4
(1) a. Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I;
b. Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I merupakan 1 (satu)
daerah pemilihan;

¢.  Untuk pemilihan anggota DPRD II, Daerah Tingkat II merupakan 1 (satu)
daerah pemilihan.

(2) Warganegara Republik Indonesia yang berada di luar negeri dianggap penduduk
daerah pemilihan di mana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik

Indonesia.

Pasal 5

(1) Jumlah anggota DPR yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan
berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan
tersebut.

(2) Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan bahwa:

a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang
bersangkutan;

b. tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.
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(3) Untuk keperluan pemilihan urdum, Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan
pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah Tingkat II, dalam
daerah-daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II.

(4) Jumlah anggota dalam daerah pemilihan yang terbagi dalam daerah-daerah
administratif seperti yang termaksud dalam ayat (3) ditetapkan 8 (delapan)
anggota tanpa mengurangi jiwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sub b.

(5) Jumlah anggota DPRD yang dipilih ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-
undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Jumlah anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan
seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di Iuar Jawa.

BAB III
PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk DPR, DPRD I
dan DPRD 11 dilakukan serentak secara berturut-turut dalam satu hari.

(2) Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31, pelaksanaan
ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan dalam jangka waktu tiga
bulan. :

Pasal 8 _
(1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden.

(2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden
untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.

(3) Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk sebuah Lembaga
Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas:

a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan
umum;

b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4);°
c. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data ten-
tang hasil pemilihan umum;

d. Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan
pemilihan umum.

(4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan:
a. Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, dengan tugas:

(i) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum
untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;

(i) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.



32

(5)

)

(7

(8)

)

b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah
Propinsi, dengan tugas:
( 1) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia; ‘
(ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum
untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
(iii) menyelenggarakan pemilihan Umum untuk D.P.R.D. L.
c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota
Daerah Tingkat 11, dengan tugas:
(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
(ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. II.
d. Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan,
dengan tugas: _
(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
(ii) menyelenggarakan pemungutan suara.

e. Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap-tiap Desa/atau Daerah yang setingkat
dengan Desa di tempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/daerah yang
setingkat dengan Desa dengan tugas:

(i) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;
(ii) menyelenggarakan pendaftaran pemilih.

Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/
Kepala Daerah Tingkat II, Camat/Kepala Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa/
Daerah yang setingkat dengan Desa karena jabatannya, masing-masing menjadi
anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah
Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan
Panitia Pendaftaran Pemilih.

a. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.

b. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II diangkat dan -
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala
Daerah Tingkat 1.

c. Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II

atas usul Camat.

Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggo-
ta Pertimbangan dan sebuah Sekretariat.

Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga Pemilihan
Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat keserasian.

Dalam tugas operasionilnya Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom dan
administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.

(10) Susunan, tata-kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan

Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan
Pemerintah. '
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BAB IV
HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 9
Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk

pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu
mempunyai hak memilih.

h

(2)

memilih.

(N

(2)

(D

(2)

3)

Pasal 10

Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warganegara Republik Indo-
nesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.

Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang vang terlibat langsung
ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/P.K.I.” atau
organisasi terlarang lainnya;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannva; _

c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan
keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi, karena tindak pidana
yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya lima tahun.

d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang
tidak dapat diubah lagi.

Pasal 11
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak

Pasal 12
Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama
orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, fermasuk
organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam
“Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/P.K.1.”” atau organisasi terlarang lainnya.

Menteri Kehakiman memberitahukan kepada lembaga Pemilihan Umum tiap-tiap
keputusan Pengadilan yang mengakibatkan seseorang dicabut hak pilihnya.

Pasal 13
Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih termaksud
dalam pasal 8 ayat (4).

Pemilih didaftar dalam satu daftar pemilih menurut Desa atau Daerah yang
setingkat dengan Desa, di mana ia bertempat tinggal.

Pemilih yang bertempat tinggal di luar negeri didaftar dalam daftar pemilih di
tempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negeri yang
bersangkutan.



34

(4)

(5)

(6)

(N

Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih, dan jika
seseorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal 1a harus memilih satu
di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang pasti. Apabila kemudi-
an ternyata bahwa ia terdaftar dalam lebih satu daftar pemilih, maka ia tidak
dapat mempergunakan hak memilihnya.

Setiap pemilih berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desanya atau
Kepala Daerah yang setingkat dengan Desa atau bagi mereka yang bertempat
tinggal di luar negeri kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang
bersangkutan, tentang segala hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada
daftar pemilih bagi dirinya sebagai pemilih.

Sesudah pendaftaran pemilih selesai dilakukan, Panitia Pendaftaran Pemilih
mengumumkan daftar nama-nama pemilih tersebut, untuk kemungkinan usul
penyempurnaannya dari penduduk dalam daerah pendaftaran tersebut.

Tata cara pendaftaran pemilih diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
HAK DIPILIH DAN PENCALONAN

Pasal 14
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak

dipilih.

(D

(2

Pasal 15

Yang dapat mengajukan calon untuk pemilihan umum adalah organisasi yang
memenuhi syarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 ayat (1).

Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu
masa pemilihan umum.

Pasal 16
Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Un-

‘dang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Prokla-

masi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;

Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak
langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/P.K.1.” atau organisasi
terlarang lainnya;
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Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak
dapat diubah lagi; :

Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan
ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;

Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;’

Terdaftar dalam daftar pemilih;

Dicalonkan menurut pasal 15.

Pasal 17

Untuk menjadi calon dalam pemilihan umum, seseorang harus diajukan oleh
sesuatu organisasi.

Organisasi vang dapat mengajukan calon dalam pemilihan umum harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bukan organisasi terlarang;

b. Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat
pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan
dan Kekaryaan;

c. Bagi golongan Karya ialah organisasi golongan Karya yang telah mendapat
pengakuan berdasarkan Undang-undang yang dimaksud pada huruf b.

Dalam mengajukan calon, organisasi yang bersangkutan menyampaikan keterang-
an-keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut dalam pasal 15 dan
pasal 16 telah dipenuhi.

Pasal 18

Dalam mengajukan calon untuk pemilihan‘ anggota D.P.R. dan D.P.R.D.
organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.

Dalam pemilihan umum tidak boleh digunakan tanda gambar yang sama atau
mirip dengan:

Lambang Negara Republik Indonesia;

Lambang Negara Asing;

Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih;

Bendera Kebangsaan Negara Asing;

Gambar perseorangan.

oo op

Tanda gambar-tanda gambar dalam pemilihan umum tidak boleh sama, mirip
atau dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para pemilih.

Apabila diagjukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat
menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan Umum
memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak
yang mengajukannya.

Nama calon, nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita-Negara dan melalui
media pengumuman lainnya secara luas dan effektif.
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(6)

(1)

(2)

(3)

4

(5)

(D
(2)

Nama calon dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang
berkepentingan serta kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama
calon atau tanda gambar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh
Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 19
Tata-cara pencalonan ditetapkan sebagai berikut:
a. Seorang calon diajukan dengan cara mengisi surat isian (formulir).
b. Surat isian tersebut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya dua orang
anggota pimpinan organisasi masing-masing yang bersangkutan.
c¢. Surat isian yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) antara lain
dilengkapi dengan: '

( i) nama dan tanda gambar organisasi yang dipergunakan sebagai lambang
dalam pemilihan umum berikut surat pengesahan- dari Lembaga
Pemilihan Umum;

(ii) riwayat hidup dan riwayat perjuangan calon yang dikuatkan oleh
sekurang-kurangnya dua orang anggota pimpinan organisasi.

(iii) surat pernyataan dari calon tentang kesediaannya untuk dicalonkan
serta persetujuannya mengenai tempat yang diberikan dalam tata
urutan pada daftar calon.

Daftar calon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi yang mengajukan
calon termaksud.

Antara organisasi golongan Politik/Karya dapat diadakan penggabungan suara-
nya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan
suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon di
dalam surat isian untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon yang
bersangkutan.

Daftar calon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat nama-nama
calon sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota yang dipilih.

Tata cara pelaksanaan pencalonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VI
KAMPANYE PEMILIHAN

Pasal 20

Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan.
Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/
tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanve diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB VII
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

Pemungutan suara dalam daerah pemilihan di seluruh wilayah Indonesia untuk
tiga jenis badan perwakilan dilakukan secara serentak.

Pemungutan suara di luar negeri diadakan di tempat Perwakilan Republik

- Indonesia dan dilakukan secara serentak sesuai dengan pemungutan suara di

dalam negeri.

Panitia Pemungutan Suara menetapkan jumlah dan tempat pemungutan suara
bagi daerah masing-masing sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat
dilaksanakan secara mudah dan lancar.

Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih
ada jaminan untuk dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia.

Untuk pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing jenis badan
perwakilan, dibuat surat suara yang bentuk, isi dan pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pemilihan untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II pemilih memberikan
suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya
vang terdapat dalam surat suara.

Pasal 22

Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan penghitungan suara di
tempat pemungutan suara yang bersangkutan.

Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya penghitungan suara.

Pelaksanaan pemungutan suara, dan tata cara penghitungan suara diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 23

Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi D. P.R., D. PRD I dan D.PR.D. 1I
digunakan sistim perwakilan ‘berimbang.

Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERITAHUAN
KEPADA TERPILIH

Pasal 24
Pengumuman hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D. I dan DP.R.D. II dan

pemberitahuan kepada terpilih dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dengan
tata-cara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.



38

(n

(2)

3)

(H

2

(3)

(D

2)

BAB X

PENGGANTIAN, PANITIA PEMERIKSAAN
DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN

Pasal 25

Penggantian bagi terpilih ditentukan menurut urutan penempatan dalam daftar
calon.

Untuk tiap-tiap Badan Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia Pemeriksaan yang
bertugas. menentukan tentang penerimaan seorang terpilih sebagai anggota dan
permulaan keanggotaannya. ,

Hal-hal lain mengenai penggantian terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan
Panitia Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai
diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk
pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu
tahun.

Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan
dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan
dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang
lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya lima tahun. \

Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud
dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau
menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat yang sah dan tidak
dipalsukan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 27

Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu
jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini
dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan mengha-
lang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak
terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
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(3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini
dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak
menjalankan haknyva itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan

haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga
tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap
berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

(4) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini
melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang
pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksud-
kan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dipidara dengan pidana penjara
selama-lamanya tiga tahun, -

(5) Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut Undang-un-
dang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun.

(6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

(7) Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari pada yang ditetapkan dalam
Undang-undang ini dalam satu pemilihan, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya lima tahun.

(8) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini
dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau
melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, vang menyebabkan hasil pemungut-
an suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang
diberikan dengan sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima
tahun.

(9) Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja
untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pada pekerja itu
tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga
bulan.

(10) Seorang penyelenggara pemilihan umum vang melalaikan kewajibannya dipidana
dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah.

Pasal 28

Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 26 dan 27 ayat (1) sampai dengan
ayat (8) adalah kejahatan.

Tindak  pidana yang termaksud dalam pasal 27 ayat (9) dan ayat (10) adalah
pelanggaran.

Pasal 29

Dalam menjatuhi pidana atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 26
ayat (2) dan ayat (3), surat-surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, beserta
benda-benda dan barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau
memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan, juga kalau surat-surat, bgnda-
benda atau barang itu bukan kepunyaan terpidana.
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BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Apabila di sesuatu tempat di dalam sesuatu daerah pemilihan sesudah diadakan
penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan atau hal-hal lain
yang - mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara, maka Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat I /Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan
dengan mengingat ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)
dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan
pemilihan ulangan di tempat yang bersangkutan.

Pasal 31

Apabila di sesuatu tempat di dalam suatu Daerah Pemilihan pada waktu yang
telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemilihan umum atau penyelenggaraan-
nya terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa, maka sesudah keadaan
memungkinkan, segera diadakan pemilihan susulan atau pemilihan ulangan di tempat
yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang
tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan-badan Perwakilan Rakyat yang lain
dibubarkan pada hari Badan-badan Perwakilan Rakyat yang baru menjalankan tugas
dan wewenangnya.

Pasal 33

Setelah Lembaga Pemilihan Umum beserta aparaturnya dibentuk berdasarkan
Undang-undang ini, maka badan-badan penyelenggara pemilihan umum yang lama dibu-
barkan dan segala kekayaannya diserahkan kepada Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 34

(1) Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-
organisasi golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R.
dan/atau di D.P.R.D.G.R. pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasar-
kan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam pemilihan umum.

(2) Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi golongan Karya yang akan diangkat.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Undang-undang ini diatur dengan
Peraturan Pemerintah. ‘

Pasal 36

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang
ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku
pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1969

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 58
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1969

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

UMUM.

1.

Dasar pikiran.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan azas-azas
Panca Sila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa-
naan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permu-
syawaratan/perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani
rakyat. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang
sesuai dengan azas-azas demokrasi Panca Sila ialah dengan pelaksanaan
pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk
sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan
perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar negara. Kekuasaan
Negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari
bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan
rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Hanya kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke
bawah sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kema-
nusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang

~ luhur.

Tujuan Pemilihan Umum.

Dalam mewujudkan penyusunan tata-kehidupan yang dijiwai semangat
cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus
1945 sebagaimana tersebut dalam Panca Sila/Undang-Undang Dasar 1945,

maka penyusunan tata-kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pe-
milihan Umum.

Dengan demikian, diadakannya pemilihan umum itu tidak sekedar memilih
wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakil-
an saja, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara
baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil
rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjut-
kan perjoangan mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945
guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh menga-
kibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal
yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjoangan Or-
de Baru, yaitu tetap tegaknya Panca Sila dan dipertahankannya Undang-
Undang Dasar 1945.
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Azas Pemilihan.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor
XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, maka pemilihan umum .anggota- -
anggota badan permusyawaratan/perwakilan Rakyat yang diatur dengan'
Undang-undang ini didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat umum,
langsung, bebas dan rahasia. Yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat:

a.  Umum.

lalah bahwa pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi per-
syaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah
kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun
berhak dipilih.
Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menye-
luruh bagi setiap/semua warganegara, menurut persyaratan azasi (basic)
. tertentu, seperti tersebut di atas. Persyaratan lain-lain, yang tehnis atau
politis, tidaklah dihubungkan dengan adanya pemilihan, tetapi semata-
mata dihubungkan dengan praktek pelaksanaannya dan tujuan pemilih-
an serta fungsi badan/lembaga yang disusun.

b. Langsung.

Jalah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung
memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan
tanpa tingkatan.

c. Bebas.

Ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam mengguna-
kan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut
hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari
siapapun/dengan apapun.

d. Rahasia.

Ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui
oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun siapa yang
dipilihnya.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat
diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret
ballot).

Sistem pemilihan.

Untuk pemilihan anggota D.P.R dan D.P.R.D. dipakai sistem perwakilan
berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya/kekuatan
perwakilan organisasi dalam D.P.R. dan D.P.R.D. adalah sejauh mungkin
berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Untuk
mencapai fujuan ini suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun
dalam sesuatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu
bilangan Pembagi Pemilihan ialah suatu bilangan yang diperoleh dengan
membagi jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang ter-
sedia. Sistem daftar begitu pula sistem pemilihan umum menggambarkan
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adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehi-
dupan ketatanegaraan.

Tiap-tiap Daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil,
yang ditetapkan berdasarkan sistem perwakilan berimbang yang akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Penetapan jumlah anggota dalam pemilihan umum

Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan
pemilihan umum adalah 360 dan yang diangkat adalah 100. Untuk menen-
tukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan di wilayah | Republik
Indonesia, maka untuk pemilihan anggota DPR _daerah pemilihan adalah
Daerah tingkat 1. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap daerah
pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000
penduduk memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap
daerah pemilihan mempunyai wakil s&urang—kurangnya sebanyak Daerah
tingkat Il yang terdapat dalam Daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap
Daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil.
Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi
kepada Daerah tingkat II — Daerah tingkat II diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Keseimbangan antara jumlah anggota DPR yang dipilih di Jawa dan di
luar Jawa.

Undang-undang ini menentukan bahwa jumlah anggota DPR Vang dipilih
dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota
yang dipilih di lnar Jawa (pasal 6). Untuk menentukan banyaknya wakil
yang dipilih di tiap-tiap Daerah tingkat I dipakai dasar perhitungan tiap-tiap
sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah tingkat I memperoleh
seorang wakil.

Apabila dalam pemilihan umum dipergunakan dasar jumlah penduduk, maka
jumlah wakil yang dipilih dari pulau Jawa akan banyak melebihi wakil dari
luar Jawa. Mengingat luas dan potensinya daerah-daerah di luar Jawa yang
jumlah penduduknya kurang dari pada Jawa, maka perlu kiranya daerah luar
Jawa tersebut mendapat perwakilan sesuai dengan kepentingannya daerah
tersebut. ‘
Karena itu dalam pasal 5 ayat (2) diadakan ketentuan bahwa:

a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang—kuranghya sama
dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan
yang bersangkutan.

b. Tiap Daerah tingkat II sekurangkurangnya mempunyai seorang wakil.

Dengan mengadakan kombinasi antara banyaknya penduduk di Daerah
tingkat I dan jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya
sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan
yang bersangkutan dan tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mem-
punyai seorang wakil, maka sedikit banyak akan tercapai keseimbangan
antara Wakil-wakil yang berasal dari pulau Jawa dengan luar Jawa.
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Ketentuan peralihan mengenai pencalonan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/
1966 menentukan bahwa susunan DPR dan DPRD terdiri dari golongan
politik dan karya.

Berhubung dengan itu dalam pasal 17 diadakan ketentuan bahwa seorang
calon dalam pemilihan umum- harus diajukan oleh sesuatu organisasi yang
harus memenuhi syarat:

a. bukan organisasi terlarang.

b. bagi golongan Politik dan golongan Karya yang telah memperoleh
pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan
dan Kekaryaan.

Melihat peranan dari organisasi-organisasi baik golongan Politik maupun

golongan Karya dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan sekarang

maka untuk pemilihan kali ini diadakan ketentuan pemilihan tersendiri
yaitu:

Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-
organisasi golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPRGR
dan/atau DPRDGR pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan ber-
dasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum.

ABRI

Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang
harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi
pengawal dan pengaman Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut diatas tidak akan tercapai jika
anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa
anggota ABRI berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendu-
kungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih
dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga
permusyawaratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan.
Duduknya ABRI dalam Lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan
melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Panca Sila yang meng-
hendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam
lembaga-lembaga tersebut.

G30S/PK1

Demi tetap tegak berlangsungnya kemurnian kehidupan Demokrasi berda-
sarkan Panca Sila/Undang-Undang Dasar 1945 dan mengingat, tujuan
pemilihan umum yang hendak dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka
hak memilih dan hak dipilih bagi bekas anggota G30S/PKI . yang jelas anti
demokrasi harus dibatalkan/dicabut. Pembatalan/pencabutan hak ikut serta
dalam pemilihan umum bagi bekas anggota PKI termasuk organisasi-orga-
nisasi massanya didasarkan atas pendirian, bahwa adalah suatu hak demo-
krasi untuk menyatakan bahwa suatu organisasi yang mempergunakan
kekerasan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuannya dan yang bertu-
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juan menghancurkan demokrasi itu sendiri tidak mempunyai hak hidup
dalam suatu negara demokrasi, karena itu mereka tidak diperkenankan
mengenyam hak-hak demokrasi yang hendak dihancurkan sendiri. Karena
itu pula mereka fidak diperkenankan ikut serta dalam pembentukan peme-
rintahan dan mempunyai perwakilan dalam pemerintahan.

- Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor

XXV/MPRS/1966 Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk organisasi-
organisasi massanya telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang di seluruh
wilayalt negara Republik Indonesia.
Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, Khususnya PKI telah nyata-nyata
tidak mengakui azas-azas demokrasi dan adalah musuh-musuh Panca $ila.
Jelas sudah pengkhianatan orang-orang komunis Indonesia, yang telah
dilakukan beberapa kali antara lain dalam kesatuan Pront Demokrasi Rakyat
di Madiun pada tahun 1948 dan G(erakan) 30 S(eptember)/PKI, terhadap
perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Panca Sila.

Penghapusan dan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih mereka itu
adalah kewaspadaan kita yang tidak ingin dikhianati lagi, misalnya berupa
gerilya politik dan ekonomi jika mereka ikut serta dalam pemilihan.
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dalam Undang-undang
Pemilihan Umum ini warga negara Republik Indonesia bekas anggota
organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat
langsung atau tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30.S./P K.],,
atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.

11. PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
(1) Cukup jelas.

(2) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota D.P.R.
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-
golongan.

Oleh karena itu pemilihan umum yang diatur dengan Undang-undang
ini, khususnya untuk anggota D.P.R, adalah juga untuk mengisi
Majelis Permusyawaratan Rakyat. :

Pasal 2.

(1) Mengenai pencabutan hak pilih baik yang berupa hak memilih, maupun
hak dipilih bagi bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Yang dimaksud dengan ’terlibat secara langsung” dalam G 30 S/

PKI ialah:

1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui
adanya perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak
melaporkan kepada pejabat yang berwajib;
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2
3)

Pasal 3.

2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, melakukan ke-
giatan-kegiatan dalam  pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi
tersebut.

Yang dimaksud dengan ’terlibat secara tidak langsung” dalam G 30 S/
PKI ialah: :

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau
dalam ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra
Revolusi tersebut;

3]

Mereka yang secara sadar menunjukkan, baik dalam perbuatan

atau dalam ucapan, yang menentang usaha/gerakan penumpasan
G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah
organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan pe-
raturan perundang-undangan. Ketentuanketentuan ini tidak berlaku
bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan
telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

Cukup jelas.

Apabila ternyata ada organisasi yang mencalonkan orang yang dimak-
sud pada ayat (1), maka ini berakibat gugurnya calon, dan ini berarti
calon tersebut tidak dapat diganti dengan calon lain.

Tetapi apabila pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) baru diketahui
setelah calon itu terpilih, maka ia diganti oleh calon berikut dalam
urutan daftar calon yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Lihat penjelasan pasal 21.

Pasal 5.

(1) dan (2) Telah djjelaskan dalam Penjelasan Umum.
(3) dan (4) Pembagian Daerah tingkat I dalam daerah administratif untuk

Pasal 6.

keperluan pemilihan umum ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Daerah tingkat I yang belum térbagi dalam Daerah tingkat II
otonom ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Karena
perimbangan penduduk merupakan salah satu syarat penetapan
jumlah anggota dengan mengingat ketentuan bahwa tiap-tiap
sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang
wakil, maka daerah pemilihan termaksud dalam ayat (4) yang
berpenduduk lebih dari 8 x 400.000 dapat memperoleh lebih
dari 8 orang wakil

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.
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Cukup jelas.

Pada prinsipnya pemungutan suara untuk seluruh Indonesia diselengga-
rakan pada hari dan tanggal yang sama. Berhubung dengan adanya
kemungkinan bahwa pemungutan suara untuk suatu daerah tidak
dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan,
karena adanya kesukaran-kesukaran tehnis, keadaan daerah yang ber-
beda dan lain-lain, termasuk adanya kemungkinan pemungutan suara
ulangan/susulan, maka pemungutan suara di daerah itu dapat dilaksana-
kan pada hari dan tanggal yang lain. Walaupun demikian pemungutan
suara untuk pemilihan umum bagi ketiga badan perwakilan di seluruh
Indonesia harus sudah selesai dalam jangka waktu tiga bulan.

Ketentuan ini sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat Sementara Nomor XI/MPRS/1966, yang menugaskan kepada Pe-
merintah untuk melaksanakan ketetapan tentang pemilihan umum.

Cukup jelas.

(3) dan (4) Pada Lembaga Pemililian Umum diadakan Panitia-panitia yang

(5

©

ikut menyelenggarakan pemilihan umum disamping tugas lain
yang disebut dalam ayat tersebut. Lembaga Pemilihan Umum,
menentukan kebijaksanaannya tentang pelaksanaan pemilihan
umum, sedangkan penyelenggaraan pemilihan umum itu dise-
rahkan kepada Panitia-panitia tersebut.

Dalam Panitia-panitia baik di Pusat maupun di Daerah, dnkut
sertakan sebagai anggota kekuatan-kekuatan sosial yang pada
pokoknya berupa organisasi partai Politik dan organisasi Go-
longan Karya.

Yang dimaksud dengan daerah yang setingkat dengan Desa ialah
antara lain Marga (di Sumatera), Temenggungan (di Kalimantan),
Wanua di Sulawesi, negorij di Maluku dan Irian Barat.

Yang dimaksud dengan Kepala Kecamatan antara lain di Daerah
Istimewa Yogyakarta ialah Asisten/Mantri wilayah Pamong Praja, di
Maluku Bestuur Asisten dan di Bali Punggawa.

Cuklip jelas.

(7) dan (8) Susunan dari Lembaga Pemilihan Umum, yang terdiri dari

Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan
sebuah Sekretariat, menggambarkan ikut sertanya kekuatan:
kekuatan sosial dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang
oleh MP RS ditugaskan kepada Pemerintah.

Maka dihimpunlah kekuatan-kekuatan sosial tersebut dalam
Dewan Pertimbangan, yang atas permintaan atau atas prakarsa
sendiri memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai per-
soalan-persoalan yang pokok sifatnya kepada Dewan Pimpinan,
yang terdiri dari Anggota-anggota Pemerintah.

Pada hakekatnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut dimak-
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Pasal 9.

sudkan untuk memudahkan Dewan Pimpinan dalam mengambil
keputusan dan menggariskan kebijaksanaan.

Maka bergeraklah Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggota-anggo-
ta Pertimbangan bersama-sama dengan pertanggungan jawab di
bidang masing-masing untuk menghasilkan pemilihan umum
yang demokratis. Di mana tidak dapat dihindarkan, bahwa
mengenai persoalan pokok yang dibicarakan bersama tidak
terdapat keserasian antara pertimbangan-pertimbangan yang
diberikan dan keputusan serta kebijaksanaan yang diambil oleh
Dewan Pimpinan, maka persoalan tersebut diajukan kepada
Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan pemi-
lihan umum. Dalam hal demikjan, Ketua Lembaga Pemilihan
umum mempertanggung jawabkan keputusan serta kebijaksa-
naannya kepada Presiden dan melaporkan pertimbangan dari
Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan. Setelah mendengar per-
soalan tersebut Presiden memberikan ketentuan terakhir ter-
hadap keputusan/kebijaksanaan dan pertimbangan yang ber-
sangkutan. Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin
oleh Sekretaris Umum.

Agar supaya dalam pelaksanaan tugasnya ada keleluasaan bergerak
tanpa terikat pada tugas-tugas departemental, maka kepada Lembaga
Pemilihan Umum diberikan tugas yang bersifat otonom.

Hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa pada akhirnya
Presidenlah - yang memegang pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum.

Dengan tidak mengurangi sifat otonom dari Lembaga Pemilihan Umum
dan pula untuk dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan
tugasnya, maka administratif ia termasuk Departemen Dalam Negeri,
yang dapat mengadakan penyediaan dalam bidang keuangan, materieel
dan personil.

Penentuan tugas/wewenang telah diatur dalam Undang-undang ini,
sehingga susunan, tata kerja Pembentukan dan hal-hal lain mengenai
Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dapat diserah-
kan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, maka warga-
negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah
mempunyai pertanggungan jawab politik terhadap Negara dan masyarakat,
sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilih-
an anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10.

(D
03]

Pasal 11.

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan pilih adalah hak memilih dan atau hak dipilih.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.
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Pasal 12.

(1) Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya memberikan
daftar nama orang-orang vang dimaksud dalam ayat ini.
Hal-hal lain tentang pemberitahuan nama-nama orang yang dimaksud
diatas diatur oleh Pemerintah.

(2) Cukup jelas.

Pasal 13.
Cukup jelas.

Pasal 14.
Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 15.
(1) Cukup jelas.

(2) Berhubung tidak adanya persaratan tempat tinggal bagi seorang calon,
maka seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan
dalam satu masa pemilihan umum misalnya untuk D PR dengan
DPRDI/DPRD ]I

Pasal 16.
Cukup jelas.

Pasal 17.
(1Y Cukup jelas.

(2) Ketentuan yang termaktub dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan
yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

(3) Cukup jelas.

Pasal 18.
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.

(4) Dalam hal diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip
atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga
Pemilihan memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah
mendengar pihak-pihak yang mengajukannya antara lain dengan mem-
perhatikan pihak mana yang sudah lazim mempergunakan tanda gambar
tersebut. :

(5) Cukup jelas.
(6) Cukup jelas.

‘___‘—-_.————'—'
Pasal 19. [T pmorunTAMANN
T TN S L
Cukup jelas. ‘ Dovian Farivon. i R !
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Pasal 20.

(1) Cukup jelas.

(2) Untuk menghindarkan ekses kampanye pemilihan umum maka perlu
diadakan suatu tata krama kampanye dan pembatasan waktu untuk
kampanye.

Pasal 21.
(1) Cukup jelas.

(2) Di tempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri dibentuk Panitia Pemungutan suara. Pemungutan suara bagi
warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri,
dilakukan dengan persetujuan negara yang bersangkutan.

Hasil pemungutan suara warganegara Republik Indonesia di luar negeri
dihitung bersama-sama dengan hasil pemungutan suara di dalam negeri.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.
Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.
Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 24.
Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.
Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.
Cukup jelas.

Pasal 28.
" Cukup jelas.

Pasal 29.
Cukup jelas.

Pasal 30.
Cukup jelas.



Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37.

Cukup jelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2914,
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN

Menimbang : a.

Mengingat

Menetapkan :

[u——y
.

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONFEIA,

bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar-
kan kedaulatan rakyat atas dasar Kerakyatan seperti tercantum
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan
lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang di-
bentuk dengan Pemilihan Umum;

bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan ketentu-
an-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan
Umum jo Nomor XLII/MPRS/1968 tentang perubahan Ketetap-
an Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indo-
nesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, perlu
segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga ter-
sebut.

Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan
pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; .

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:

a. Nomor X/MPRS/1966;
b. Nomor XI/MPRS/1966;
¢. Nomor XIX/MPRS/1966;
d. Nomor XXII/MPRS/1966;
e. Nomor XLII/MPRS/1968;

Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggo-
ta-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKIL-
AN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
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(D

(2)

(3)

4)

(5)

(N

BAB 1
MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
1. SUSUNAN

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut dengan singkatan M.P.R.,
terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan
dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya.

Jumlah Anggota M.P.R. adalah dua kali lipat jumlah Anggota Déwan Perwakilan
Rakyat. : .
Anggota tambahan M.P.R. terdiri dari: ‘
a.  Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;
Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan
imbangan hasil Pemilihan Umum; Organisasi Golongan Politik/Karya yang
ikut pemilihan umum, tetapi tidak mendapat wakil di D.P.R. dijamin satu

utusan di M.P.R. yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh
orang utusan;

c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan
Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.

Jumlah anggota M.P.R. yang diangkat ditetapkan sebanyak sepertiga dari
seluruh Anggota M.P.R. dan terdiri:

a. Anggota D.P.R. yang diangkat seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (4);

b.. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya +Angkatan Bersenjata
seperti tersebut dalam ayat (3) huruf ¢ yang pengangkatannya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/
Panglima Angkatan Bersenjata;

¢. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersen-
jata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf ¢ diangkat oleh Presiden baik atas
usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.

Jumlah Utusan Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.L
yang dimaksud dalam ayat (4) b dan c ditetapkan oleh Presiden.

2. KEANGGOTAAN

Pasal 2
Untuk dapat menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin;
c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-

Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia
untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
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d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,
termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung
ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30S./P.K.I.” atau
organisasi terlarang lainnya; :

e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang
tidak dapat diubah lagi;

f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputus-
an Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang
dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun;

g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Anggota M.P.R. harus bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia.

3) Keanggotaan M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama
setelah masa keanggotaannya berakhir.

(D

)

(3

4

Pasal 4
Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

meninggal dunia;

atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan M.P.R;

bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1)
berdasarkan keterangan yang berwajib;

dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota M.P.R. dengan kepu-
tusan M.P.R;

g. diganti menurut pasal 43;

h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut Bab V.

oo TP

b

Anggota-anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) tempatnya diisi

oleh: ,

a. calon dari organisasi yang bersangkutan;

b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan
maupun atas prakarsa pejabat itu.

Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota
pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatannya.

Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 2 ayat (1)
huruf c, d, f dan karena alasan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf f adalah
pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5

Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.
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Pasal 6

(1) Sebelum memang‘ku jabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama diambil sumpah/
janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam
rapat paripurna terbuka M.P.R.

(2) Ketua M.P.R. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah /janji anggota
M.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung
menurut ayat (1).

Pasal 7
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk
menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung atau
tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan
Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala
Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat
Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik
Indonesia.”

3. UTUSAN DAERAH

Pasal 8

(1) Jumlah anggota tambahan M.P.R. yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah
adalah sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang
untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Daerah Tingkat 1 yang berpenduduk kurang dari satu juta orang mendapat
empat orang utusan;

b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta sampai lima juta orang
mendapat lima orang utusan; '

c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta sampai sepuluh juta orang,
mendapat enam orang utusan;

d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta ke atas mendapat tujuh
orang utysan.

(2) Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakil-
an Rakyat Daerah Tingkat I.
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Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah. :

Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat
seperti termaktub dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sensus terakhir
dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya pemilihan
umum.

4. PIMPINAN M.P.R.

Pasal 9

Pimpinan M.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua
yang dipilih oleh dan di antara anggota M.P.R.

Cara pemilihan anggota Pimpinan M.P.R. diatur dalam Peraturan Tata tertib
M.P.R. yang dibuat oleh M.P.R. sendiri.

Selama Pimpinan M.P.R. belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk
sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh
anggota yang termuda usianya.

BAB II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
5. SUSUNAN

Pasal 10

Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R. terdiri
dari anggota-anggota:

a. Golongan Politik;
b. Golongan Karya.

Pengisian keanggotaan D.P.R. dilakukan dengan cara pemilihan umum dan
pengangkatan.

Jumlah anggota D.P.R. ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enampuluh)
orang, terdiri atas 360 (tiga ratus enampuluh) orang dipilih dan pemilihan
umum dan 100 (seratus) orang diangkat.

Anggota D.P.R. yang diangkat dalam jumlah seperti tersebut dalam ayat (3),
terdiri dari:
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan

atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Presiden baik
atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.

Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.L.
yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.



60

6. KEANGGOTAAN

, Pasal 11
(1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipenuhi syarat
tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
(2) Anggota D.P.R. harus bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

(3) Keanggotaan D.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah
masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 13

(1) Seorang Anggota D.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab
seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara
yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota
pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan.

(3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 berlaku juga bagi
Anggota D.P.R.

(4) Pemberhentian Anggota D.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R. bersama-sama diambil sumpah/
janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam
rapat paripurna terbuka D.P.R.

(2) Ketua D.P.R. atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota
D.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung
menurut ayat (1).

Pasal 15
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk
menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak
langsung deﬁgan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan ini, tiada sekali-kali
akan menefima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau
pemberian.
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Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi Amanat

Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-
undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat

Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik
Indonesia.”
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7. PIMPINAN D.P.R.

Pasal 16

Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang
dipilih oleh dan di antara anggota D.P.R.

Cara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam peraturan Tata-tertib Dewan
Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh D.P.R. sendiri.

Selama Pimpinan D.P.R. belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk
sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh
anggota yang termuda usianya.

B ABIN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
8. SUSUNAN ‘

Pasal 17

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut dengan
singkatan D.P.R.D. I, terdiri atas anggota:

a. Golongan Politik;
b. Golongan Karya.

Pengisian keanggotaan D.P.R.D. I dilakukan dengan cara pemilihan umum dan
pengangkatan,

Jumlah anggota D:P.R.D. I ditetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh)
dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.

Jumlah anggota D.P.R.D. I yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari
seluruh anggota D.P.R.D. I dan terdiri dari:

a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan
atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan
diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden, baik atas usul Organisasi yang bersangkutan
maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.

Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.L.
yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden. S .
Anggota D.P.R.D. I mewakili Rakyat di dalam wilayah tingkat I yang
bersangkutan.
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9. KEANGGOTAAN

Pasal 18

(1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. I harus dipenuhi syarat-syarat tersebut
dalam pasal 2 ayat (1).

(2) Anggota D.P.R.D. I harus bertempat tinggal di dalam w11ayah Daerah tingkat I
yang bersangkutan.

(3) Keanggotaan D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden. :

Pasal 19

Masa keanggotaan D.P.R.D. I adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah
masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 20

(1) Seorang anggota D.P.R.D. I berhenti antar waktu sebagai anggota karena
sebab-sebab seperti ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi
menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota
pada saat anggota yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatannya.

(3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga bagi anggota D.P.R.D. L.

(4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden.

Pasal 21

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. I bersama-sama diambil
sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan atas
nama Ketua Mahkamah-Agung dalam rapat Paripurna terbuka D.P.R.D. L.

(2) Ketua D.P.R.D. I. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji
anggota D.P.R.D. I yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pengadilan
atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 22
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sunguh) bahwa saya, untuk
menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau
menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), "bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak‘langsung
dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan
Pancasila sebagai Dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala
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Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat
Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik
Indonesia.”

¢

2

3)

1

(2

3

4)

)

6

10. PIMPINAN D.P.R.D. L

Pasal 23

Pimpinan D.P.R.D. I terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua
yang dipilih oleh dan di antara anggota-anggota D.P.R.D. L.

Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. I diatur dalam peraturan tata tertib
yang dibuat oleh D.P.R.D. I sendiri.

Selama Pimpinan D.P.R.D. I belum ditetapkan musyawarah-musyawarahnya
untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu
oleh anggota yang termuda usianya.

BAB 1V
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT 1I
11. SUSUNAN

Pasal 24

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, selanjutnya disebut dengan
singkatan D.P.R.D. I, terdiri dari anggota-anggota: ‘
a. Golongan Politik;
b. Golongan Karya.

Pengisian keanggotaan D.P.R.D. II dilakukan dengan cara pemilihan umum dan
pengangkatan.

Jumlah anggota D.P.R.D. II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)
orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.

Jumlah anggota D.P.R.D. II yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari
seluruh anggota D.P.R.D. II dari terdiri dari:

a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan
atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam .
Negeri atas nama Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan
maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.

Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang

dimaksud dalam- ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama

Presiden.

Anggota D.P.R.D. II mewakili Rakyat di dalam wilayah Daerah Tingkat II yang
bersangkutan.
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12. KEANGGOTAAN

Pasal 25

(1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. II harus dipenuhi syarat-syarat tersebut
dalam pasal 2 ayat (1).

(2) Anggota D.P.R.D. II harus bertempat tinggal di dalam w11ayah Daerah Tingkat
II yang bersangkutan.

(3) Keanggotaan D.P.R.D. Il diresmikan dengan Keputusan Gubemur/Kepala
Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Masa keanggotaan D.P.R.D. II adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama
setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 27

(1) Seorang anggota D.P.R.D. II berhenti antar waktu sebagai anggota, karena
sebab-sebab seperti ditentukan pada pasal 4 ayat (1) dan diganti dengan calon
berikutnya menurut urutan yang tercantum dalam daftar calon organisasi yang
bersangkutan.

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama berhenti sebagai anggota
pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatannya.

(3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga untuk anggota
D.P.R.D. Il V

(4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 28

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. II bersama-sama diambil
sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan
Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka
D.P.R.D. IL

(2) Ketua D.P.R.D. II atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji
anggota D.P.R.D. II yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pengadil-
an Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 29
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk
menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau
menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.

”Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melaku-
kan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak
langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
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”Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan
Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala
Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan kesejahteraan
Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara
Republik Indonesia. > '

13. PIMPINAN D.P.R.D. I

Pasal 30

(1) Pimpinan D.P.R.D. II terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang
dipilih oleh dan di antara anggota D.P.R.D. Il

(2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D II diatur dalam peraturan Tata-tertib
yang dibuat oleh D.P.R.D. II sendiri.

(3) Selama Pimpinan D.P.R.D. II belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya
untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan
dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

BAB V
KEDUDUKAN MAIJELIS PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

' 14. HAK-HAK BADAN PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 31

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, M.P.R. mempunyai hak-hak yang
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 32

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Dasar 1945, D.P.R. mempunyai hak:

Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;

Meminta keterangan (interpelasi};

Mengadakan penyelidikan (angket);

Mengadakan perubahan (amandemen);

Mengajukan pernyataan pendapat;

Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perun-
dang-undangan.

(2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf ¢ diatur dengan Undang-undang.

s A o

Pasal 33

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, D.P.R.D. mempunyai hak-hak yang
diatur dalam Undang-undang tersendiri.
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15. KEKEBALAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 34

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut
di muka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang
diajukannya secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa
yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud
oleh Ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua
Bab I K.U.H.P.

16. KEDUDUKAN PROTOKOLER/KEUANGAN

Pasal 35

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/anggota Badan Permusyawarat-
an/Perwakilan rakyat diatur oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan
Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Agar MPR/DPR dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat
dan martabat MPR/DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan
bagian anggaran tersendiri.

17. PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 37

Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan Permusyawaratan/Perwakilan
diatur sendiri oleh masing-masing badan tersebut.

18. RANGKAPAN JABATAN

Pasal 38

(1) Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah
Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota
Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan M.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam
ayat (1).

(3} Keanggotaan D.P.R. tidak boleh dirangkap dengan jabatan-jabatan Keanggotaan
D.P.R.D. I dan II dan ketentuan ini berlaku sebaliknya.
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Pasal 39 )

(1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Badan Permusyawarat-
an/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan
organiknya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik bagi
anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam .ayat ini diserahkan kepada Menteri
Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

(2) Seorang pegawai negeri sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara dari jabatan
organik selama masa pencalonan; setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan
tersebut dalam ayat (1) a.

Pasal 40

Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan D.P.R.D.
tidak boleh dirangkap dengan:

a. Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah
Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;

b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah
yang lain;

c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggungjawab
tentang Keuangan pada Daerah yang bersangkutan.

Pasal 41

Anggota D.P.R.D. tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang diatur dalam
Peraturan perundang-undangan.

19. TINDAKAN KEPOLISIAN

Pasal 42

Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diadakan
Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan permintaan keterangan berhubung
dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
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BABYVI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
20. HAK MENGGANTI

Pasal 43

(1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam Undang-undang ini berhak
mengganti wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
dengan lebih dahulu bermusyawarah dengan Pimipinan Badan Permusyawaratan/
Perwakilan yang bersangkutan.

(2) Anggota pengganti yang tersebut dalam ayat (1), diambil dari orang yang
bertempat tinggal di daerah pemilihan yang bersangkutan, yang memenuhi
syarat-syarat termaktub dalam pasal 2 ayat (1).

(3) Hak pengganti Utusan Daerah dalam M.P.R. ada pada D.P.R.D. I yang
bersangkutan. _

21. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT III

Pasal 44

Bagi Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk untuk Daerah Tingkat III
berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini. '

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 45

Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah ada sebelum
Undang-undang ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-un-
dang ini mulai menjalankan tugas dan wewenang.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini, akan diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan. '

Pasal 47

Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang
ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 48

Undang-undang ini dapat disebut ~Undang-undang tentang Susunan dan
Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta
pada tanggal: 17 Desember 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

V SOEHARTO
Diundangkan di: Jakarta Jenderal TNI

pada tanggal: 17 Desember 1969
SEKRETARIS NEGARA R.I,

ALAMSYAH
Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 59.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS

PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UMUM.

1.

SUSUNAN.

Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terbentuk atas dasar kerakyatan
vang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan per-
wakilan.

Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat tersebut harus mencerminkan azas-azas demokrasi Pancasila.

Azas-azas tersebut heirus dapat disalurkan. dalam wadah-wadah yang
dalam sistem Negara Republik Indonesia merupakan Badan Permusyawarat-
an/Perwakilan Rakyat, baik yang bertingkat nasional maupun bertingkat
daerah. '

Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai
pemegang kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan
Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan
legislatif.

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun dan membentuk
atau mendirikan Negara baru dan juga bukan untuk merubah Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun
keseluruhannya, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan, mengaman-
kan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik In-
donesia tahun 1945 sebagai yang diperjoangkan Orde Baru.

KEANGGOTAAN.

Sebagai kenyataan pertumbuhan fata kehidupan masyarakat yang
khas Indonesia, maka Masyarakat Indonesia telah mengelompokkan diri
dalam Golongan Politik dan Golongan Karya.

Agar Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat mencerminkan ke-

hendak dan isi hati nurani rakyat Indonesia, maka susunan anggotanya
harus mencakup kedua golongan ‘tersebut.
Hal demikian sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S Nomor XI/MPRS/1966
tentang Pemilihan Umum jo. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XLII/MPRS/1968
tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum yang
dalam pasal 3 menyebutkan bahwa susunan DPR dan DPR.D terdiri
dari Golongan Politik dan Golongan Karya.
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3.

Telah menjadi prinsip bahwa kedua golongan tersebut diatas adalah
sama pentingnya.
Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tidak menentukan cara pengisian badan-
badan tersebut, mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka

- pengisian dilakukan dengan jalan pemilihan dan pengangkatan.

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk mem-
bentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan musyawarah
perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara.

Pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghen-
daki ikut sertanya segala kekuatan representatif dalam badan-badan tersebut.

Pengisian dengan jalan pengangkatan dilakukan bagi golongan Karya
Angkatan Bersenjata dan sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Ber-
senjata.

Golongan Karya Angkatan Bersenjata.

Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial

yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi
pengawal dan pengaman Pancasila/Undang-Undang Dasar 1945 yang kuat
dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri.
Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut diatas tidak akan tercapai jika
anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa
anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukung-
nya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak
memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai Wakil-wakilnya dalam Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan melalui pengangkatan.

Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.

Sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang karena sifat
keanggotaan Organisasinya tidak ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi
merupakan kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan
dan sebagai pionir yang tidak dapat diabaikan, secara representatif periu
ada dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Perwakilan mereka itu diadakan melalui pengangkatan.

A. GOLONGAN POLITIK.

Anggota dari Golongan Politik, mewakili paham politik yang
telah hidup secara meluas dan mendalam dikalangan rakyat.

Dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-

undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, yang di-

" maksudkan dengan Golongan Politik ialah Partai Politik yang telah
mendapat pengakuan berdasar Undang-undang tersebut.

Dalam Pemilihan Umum pertama yang dimaksud dengan Golong-
an Politik ialah organisasi Golongan Politik sebagaimana termaksud
dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemi-
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lihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan‘
Rakyat.

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Wakxl/utusan dalam
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang
ini digunakan hasil yang dicapai dalam pemilihan umum.

B. GOLONGAN KARYA.

Golongan Karya sebagai subyek politik yang hidup dalam ma-
syarakat, sudah seyogyanya mendapat perwakilan di dalam Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dengan berpedoman dan ber-
landaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian,
Keormasan dan Kekaryaan, maka yang dimaksud dengan Golongan
Karya adalah yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-
undang tersebut.

Di dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Go-
longan Karya ialah Golongan Karya sebagaimana termaksud dalam
pasal 34 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.’ Sebagai
dasar telah digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta
pemilihan umum supaya duduknya dalam Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat merupakan hasil pemilihan umum. Dengan ikut
serta pemilihan umum organisasi Golongan Karya dapat mencalonkan/
menentukan Wakil Golongannya. Namun ada Golongan Karya yang
tidak ikut pemilihan umum, ialah Golongan Karya Angkatan Bersen-
jata dan sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.
Perwakilan golongan ini dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat dilakukan dengan pengangkatan.

Anggota golongan Karya. Angkatan Bersenjata dalam Badan Per-

musyawaratan Perwakilan diangkat atas usul Menteri Pertahanan dan
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
Anggota-anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang
tidak ikut dalam pemilihan umum, dalam Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat diangkat atas usul organisasi yang bersangkutan
atau atas prakarsa pejabat yang berwenang.

UTUSAN DAERAH.

Bagi Lembaga Permusyawaratan Rakyat Tertinggi yang tidak harus
membawakan suara rakyat secara langsung, tetapi juga harus dapat membina
keutuhan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia disamping anggota-
anggotanya yang mencakup dua Golongan tersebut diatas masih diperlukan
tambahan keanggotaan, yaitu utusan Daerah.

Sesuai dengan namanya, maka Utusan Daerah adalah seorang yang
diutus oleh Daerah, untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rak-
yat. Oleh karena itu Utusan daerah merupakan perutusan yang dianggap



74

II.

dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing
disamping dianggap mengetahui dan mempunyai tinjauan yang menyeluruh
mengenai persoalan Negara pada umumnya.

Masuknya Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah
dengan jalan dipilih oleh DPR.D. I.
Pemilihan oleh DPR.D. I tersebut sesungguhnya merupakan pemilihan
yang demokratis pula, karena para anggota D PR D telah mendapat
kepercayaan Rakyat disebabkan keanggotaannya diperoleh dengan jalan
dipilih dalam pemilihan umum.

PERSYARATAN ANGGOTA.

- Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari Anggota yang
benar-benar mempunyai martabat dan memenuhi syarat-syarat seperti ter-
cantum dalam pasal 2, sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan ke-
adilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.

(1) Haruslah diusahakan agar Utusan Daerah yang dipilih oleh Anggota
DPRD I mencerminkan jiwa dan isi hati nurani rakyat yang ada dan
berkembang di daerah itu serta mencerminkan juga kepentingan/
kebutuhan daerah yang bersangkutan. Jadi Utusan-utusan Daerah
seharusnya mencerminkan juga kekuatan sosial-politik yang hidup
dalam masyarakat di daerah masing-masing. Walaupun Utusan Daerah
itu kebetulan terpilih dari salah satu golongan yang ada dalam DPRD [

- tetapi ia bukan semata-mata mewakili golongannya, melainkan dalam
hal ini ia mewakili daerahnya. Sesuai dengan perkembanéan masyarakat
dan ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan maka
pengertian Utusan Golongan di dalam MPR ini adalah Utusan Golongan
Karya (menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945) dan Utusan
Golongan Politik (sesuai dengan perkembangan tersebut di atas).
Hal ini sesuai pula dengan Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966
pasal 3 yang menentukan bahwa susunan DPR dan DPRD terdiri dari
Golongan Politik dan Golongan Karya.

(2) Jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dua kali lipat
jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengingat fungsi
lembaga tersebut, sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam negara berdasarkan sistem kenegaraan me-
nurut Undang-Undang Dasar 1945.

(3), (4), (5) Cukup jelas.

Pasal 2.
(1)Subd:

Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung” dalam G30S/PKI
ialah:



(2)

(3)

Pasal 3.
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1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui
adanya perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak
melaporkan kepada pejabat yang berwajib.

2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, melakukan ke-
giatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi ter-
sebut. '

Yang dimaksud dengan “terlibat secara tidak langsung” dalam G30S/
PKI ialah:

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau
dalam ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra
Revolusi tersebut.

2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam per-
buatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha/Gerakan Pe-
numpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang dalam pasal ini ialah
organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan per-
aturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku
bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan
telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi. '

Ketentuan bertempat tinggal di Indonesia dipandang perlu, mengingat
fungsinya yang harus selalu mengikuti dan mengetahui dari dekat dan
langsung segala kehidupan di Indonesia.

Sesuai dengan kedudukan keanggotaan yang pada prinsipnya diten-
tukan dengan pemilihan umum, maka Peresmian dengan Keputusan
Presiden adalah untuk mengatur kedudukan administrasi selanjutnya.
Peresmian tidak secara konstitutif menentukan dapat atau tidaknya
seseorang menjadi anggota, tetapi memberikan status resmi kepadanya
sebagai anggota. o

Bagi anggota tambahan MPR Golongan Karya Angkatan Bersenjata
dan Golongan Karya bukan Anggota Angkatan Bersenjata Pengangkatan
anggota tersebut adalah peresmian yang dimaksud dalam ayat ini.

Perkembangan yang terjadi selama lima tahun cukup wajar untuk dipakai
sebagai dasar pembaharuan, dan sesuai pula dengan fungsi MPR yang harus
memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali.

Pasal 4.
43
(2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan organisasi adalah organisasi Golongan Politik/
Partai, organisasi Golongan Karya atau gabungan organisasi Golongan
Karya.
Yang dimaksud dengan instansi adalah misalnya DPRD, I dan bagi
ABRI Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Ber-
senjata.



Anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) pasal ini tempat-
nya diisi menurut ketentuan sebagai berikut:

a. bagi yang menjadi anggota DPR yang dipilih berdasarkan Pe-
milihan Umum tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang
bersangkutan.

b bagi Utusan Daerah tempatnya diisi oleh calon dari DPR 1 yang
bersangkutan;

c.  bagi Utusan yang berasal dari organisasi yang ikut dalam pemilihan
umum tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang ber-
sangkutan;

d. bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari
Presiden baik atas usul organisasi/instansi yang bersangkutan
maupun atas prakarsa Presiden.

(3),(4) Cukup jelas.

Pasal 5.
Cukup jelas.

Pasal 6.
Cukup jelas.

Pasal 7.

Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu,
sesuai dengan agama masing-masing yaitu, misalnya untuk penganut agama Islam
didahului dengan kata ’Demi Allah” dan untuk penganut agama Krlsten/Kathollk
diakhiri dengan kata-kata ’Semoga Tuhan menolong saya”.

Pasal 8.

Dasar untuk menentukan jumlah utusan daerah yang terutama ialah Ke-
pentingan daerah dan kepentingan Rakyat di daerah, karena itu kepadatan
penduduk merupakan dasar pertimbangan juga untuk menentukan batas minimum
dan maksimum jumlah anggota.

Gubernur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah yang mengetahui persoalan
daerah sewajarnya dipilih untuk mewakili daerahnya di MPR_ sebagai Utusan
Daerah.

Pasal 9.
Cukup jelas.

Pasal 10.

Dari jumlah Anggota DPR sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan
pemilihan umum adalah 360. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap
daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan Anggota
DPR, daerah pemilihan adalah daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya
wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap
sekurang-kurangnya 400.000 penduduk warga negara Indonesia memperoleh
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seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai
wakil sekurang-kurangnya sebanyak daerah tingkat II yang terdapat dalam
daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap daerah tingkat II mempunyai sekurang-
kurangnya seorang wakil. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pem-
bagian jumiah 360 kursi kepada daerah-daerah tingkat Il diatur dengan Peraturan
Pemerintah. .

Pasal 11.
Cukup jelas.

Pasal 12.
Cukup jelas.

Pasal 13.
Cukup jelas.

Pasal 14.
Cukup jelas.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16.
Cukup jelas. \

Pasal 17.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ditetapkan
dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 200.000 jiwa penduduk men-
dapat Seorang Wakil dalam DPRD 1.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah Negara,
maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian
Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil dalam DPRD. I yang
cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum di seluruh
wilayah daerah yang bersangkutan secara baik.

Pasal 18.
Cukup jelas.

Pasal 19.
Cukup jelas.

Pasal 20.

(1) Anggota DPRD 1 yang berhenti antar waktu karena sebab-sebab
seperti yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) tempatnya diisi
menurut ketentuan sebagai berikut:

a. bagi anggota yang dipilih tempatnya diisi oleh calon dari organi-
sasi yang bersangkutan.



b. bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul instansi/
organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsanya sendiri.

(2), (3), (4). Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.
Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.
Cukup jelas.

Pasal 24.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ditetapkan
dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 10.000 penduduk mendapat
seorang wakil dalam DPRD II. Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata
di seluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum
agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai
wakil dalam DPRD II yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya
kepentingan umum di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik.

Pasal 25.
Cukup jelas.

Pasal 26. '
Cukup jelas.

Pasal 27.
Lihat penjelasan pasal 20.

Pasal 28.
Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.
Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.
Cukup jelas.

Pasal 32.
(1) Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah:

a. Membuat Undang-undang bersama dengan Pemerintah;
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b. Menetapkan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Negara bersama-
sama Pemerintah; '

‘¢.  Mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas DPR mempunyai hak-hak tersebut
dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga
dapat merubah sistem Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
”Hak interpelasi” adalah salah satu hak yang penting DPR dalam menjalankan
tugasnya mengawasi/mengoreksi tindakan Pemerintah. Hak interpelasi ini dapat
diakhiri dengan suatu pernyataan pendapat yang pemakaiannya dilakukan dengan

bijaksana. Pernyataan pendapat yang tersebut dalam pasal 32 ayat (1) sub e
dapat berbentuk memorandum, resolusi dan atau mosi.

Pasal 33.
Cukup jelas.

Pasal 34.

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang seyog-
yanya harus dijamin dalam Negara Demokrasi. Namun demikian para anggota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, wajib memegang teguh kode yang
mengandung prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibocorkan.
Yang dimaksud dengan rapat dalam pasal ini/\adalah rapat Parlementer, yang
diadakan baik di dalam maupun di luar gedung Badan Permusyawaratan/Perwa-
kilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup.

Pasal 35.
Cukup jelas.

Pasal 36.

Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adalah tepat bila MPR/DPR.
mempunyai anggaran sendiri. Penguasaan atas kredit-kreditnya yang disediakan
dalam bagian anggaran yang termaksud ‘dalam pasal ini, dilakukan dengan cara
seperti yang berlaku bagi suatu Departemen.

Pasal 37.

Dalam peraturan tata-tertib juga diatur antara lain bahwa:
1. a. MPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam lima tahun;

b. MPR mengadakan persidangan istimewa sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar 1945;

2. DPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.
3. DPRD mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.
Pasal 38.

Jabatan keanggotaan Badan Perwakilan pada hakekatnya tidak dapat di-
rangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam pasal ini.

Pasal 39.

(1). Pegawai Negeri yang dimaksud dalam pasal ini adalah mereka yang
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diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas badan Anggaran Negara.

" Anggota MPR yang berkedudukan sebagai anggota tambahan termak-
sud dalam pasal 1 ayat (3) yang tidak menjalankan tugas secara
terus-menerus tidak termasuk dalam ketentuan ini.

(2). Cukup jelas.

Pasal 40.

Selain jabatan-jabatan yang termaksud dalam pasal 38, bagi anggota DPRD.
diadakan larangan perangkapan dengan jabatan yang bertanggung jawab mengenai
Keuangan daerah dari Daerah yang bersangkutan dan larangan ini meliputi semua
pejabat yang bersangkutan dengan keuangan daerah termasuk Kepala Biro, Kepala
Bagian yang bertugas di Biro/Bagian Keuangan dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 41.
Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam pasal ini antara lain:

a. menjadi Pengacara (Advokaat) atau kuasa dalam perkara hukum, dalam
mana Daerah yang bersangkutan tersangkut;

b. ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang berhu-
bungan dengan kepentingan daerahnya yang dibuat oleh sesuatu badan
dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini
mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;

c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung
untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau
berlaku sebagai rekanan (leveransir) guna kepentingan Daerah;

d. melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal
yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.

Apabila kepentingan Daerah sangat memerlukan maka terhadap larangan-
larangan tersebut dalam pasal ini, Kepala Daerah semufakat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dapat memberikan pengecualian.

Pasal 42.

Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota MPR/DPR dapat leluasa
melakukan tugasnya sebagai anggota MPR/DPR dengan sebaik-baiknya, dan
mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya.

Pasal 43.

Musyawarah yang lebih bersifat konsultasi dengan Pimpinan Badan Per-
musyawaratan/Perwakilan dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan yang se-
obyektif-obyektifnya dan guna menghindari hal-hal yang bersifat subyektif dan
sewenang-wenang. Karena Utusan Daerah dipilih oleh DPRD I, dan terutama
berkedudukan sebagai Wakil Daerah, maka yang berhak untuk menggantikannya
juga adalah pada DPRD 1 yang bersangkutan. :

Pasal 44.

Karena pembentukan daerah tingkat III masih dalam taraf pertumbuhan,
maka ketentuan-ketentuan mengenai lembaga perwakilannya tidak dimasukkan
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dalam Undang-undang ini, cukup jika prinsip-prinsip dan azas-azas yang diatur di
dalam Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman selanjutnya.

Pasal 45.
Cukup jelas.

Pasal 46.
Cukup jelas.

Pasal 47.
Cukup jelas.

Pasal 48.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2915.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum
dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan Umum Anggota-
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang bertujuan
untuk menyempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan;

1.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2914);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2915);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGO-
TA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
RAKYAT.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

a.

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan
Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut
DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daérah Tingkat I selanjutnya disebut DPRD I,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II;

Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilih-
an Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, diubah
sebagai berikut:

1.

Pada Pasal 2 ayat (1) ditambahkan kalimat yang berbunyi “kecuali apabila
Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuan-
nya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah™,

Pada Pasal 7 ayat (1) perkataan serentak secara berturut-turut dalam satu
hari” diganti dengan “’dalam satu* hari dan serentak di seturuh Indonesia”.

Pada Pasal 10 ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (3), yang berbunyi
sebagai berikut:

”Persyaratan  seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak berlaku
bagi mereka yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya berdasar-
kan Pasal 2 ayat (1)”.

Pada Pasal 15 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi “untuk pemilihan umum
adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam Pasal 17 dan atau Pasal
34 ayat (1)” diganti dengan “untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat
dalam Pemilihan Umum adalah dua Organisasi Golongan Politik dan satu
Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demo-
krasi Indonesia dan Golongan Karya”.

Pada Pasal 16 huruf b, ditambahkan ketentuan yang berbunyi “’serta berpen-
didikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahu-
an sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau
kenegaraan”.

Pada Pasal 17 ayat (1) kata “seorang’ diganti dengan “’seseorang’™ dan sesudah
kata “’organisasi” ditambahkan perkataan seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat
(1),’.

Pasal 17 ayat (2) dihapus.

Pada Pasal 18 ayat (5), perkataan “Nama calon” dihapus, dan kata “ditetap-
kan” diganti dengan kata “diputuskan”.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
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Pada Pasal 18 ayat (6), perkataan “Nama calon” diganti dengan “Nama
organisasi’’.

Pada Pasal 19 ditambahkan ketentuan yang dijadikan ayat (4a), ayat (4b) dan
ayat (4c) yang berbunyi sebagai berikut:

”(4a) Daftar calon beserta lampiran-lampirannya disampaikan kepada:
a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk pemilihan anggota DPR;

b. .Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, untuk pemilihan anggota DPRD
I;

c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, untuk pemilihan anggota DPRD
I1.

(4b) a. Seorang calon ditolak oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan jika
ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon seperti tersebut
dalam Pasal 16;

b. Pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan
yang bersangkutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan
calon dengan disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi
kesempatan untuk memperbaikinya.

(4¢c) Nama calon dari organisasi vang telah disahkan disusun dalam daftar calon
dan diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan melalui media
pengumuman lainnya secara luas dan effektif”.

Pada Pasal 21 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi badan perwakilan
dilakukan secara serentak’ diganti dengan ’Badan Perwakilan Rakyat dilakukan
serentak pada tanggal yang sama di tempat pemungutan suara”,

Pada Pasal 21 ayat (5), bagian kalimat yang berbunyi masing-masing jenis
badan perwakilan” diganti dengan “’bagi ketiga jenis Badan Perwakilan Rakyat”,
dan kata pelaksanaannya” diganti dengan “Hal-hal lain mengenai surat suara”.

Pada Pasal 23 ditambahkan ayat (la) yang ketentuannya berbunyi “Penetapan
bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan
DPRD II terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan™,

Judul BAB X Undang-undang yang berbunyi “PENGGANTIAN, PANITIA
PEMERIKSAAN DAN PERMULAAN KEANGGCTAAN” diganti dengan
“"PENGGANTIAN TERPILIH DAN PANITIA PEMERIKSAAN™.

Pada Pasal 25 ayat (2) perkataan “dan permulaan keanggotaannya” dihapus.

Pada Pasal 27 ayat (2), antara kata “’dan’ dengan perkataan “’tidak terganggu™
ditambah dengan perkataan “’rahasia serta”,

Pada Pasal 27 ayat (4):

a. kata “orang” diganti dengan “organisasi”;

b. perkataan “menjadi terpilih™ diganti dengan “memperoleh tambahan
suara”.

Pada Pasal 27 ayat (10) antara kata ”pidana” dengan kata “denda” ditambah
dengan perkataan “Kkurungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana” dan kata
”seribu” diganti dengan “’lima belas ribu”.
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19.

20.
21.

Pada BAB XII ditambah dengan ketentuan yang dijadikan Pasal 3la ayat (1)

dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

”(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah
sejak saat pendaftaran Pemilih dimulai sampai dengan diresmikannya keanggo-
taan.Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

(2) Tahun Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah tahun pada
waktu diselenggarakan pemungutan suara”.

BAB XIII Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dihapus.
Ketentuan Pasal 35 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang-undang ini yang diperlukan
untuk penyelenggaraan Pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, ditetapkan
dengan peraturan Pemerintah”.

Pasal 111

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan Undang-undang Pemi-
lihan Umum”. '

Pasal IV -

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta SOEHARTO
pada tanggal 24 Nopember 1975 JENDERAL TNI

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 38.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
:BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

PENJELASAN UMUM

Perubahan terhadap Undang-undang Pemilihan Umum ini, pada pokoknya
didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomeor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemi-
lihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti tidak
merubah dasar fikiran, tujuan, azas serta sistim pemilihan umum seperti vang dimaksud
dalam Penjeiasan Umum Undang-undang Pemilihan Umum. Tujuan mengadakan peru-
bahan itu adalah semata-matamenyempurnakan Undang-undang Pemilihan Umum di-
sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang politik yang termaktub dalam
kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut di atas.

Di antara ketentuan-ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan adalah:
a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak mungkin
Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum;

b. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang
Partai Politik dan Golongan Karya, maka ditetapkan untuk selanjutnya
Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik dan satu Golongan Karya yaitu
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan
Karya. !

Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut didasarkan pula
atas pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang itu pada Pemilihan Umum Tahun

1971, ,
Di antara pengalaman tersebut adalah mengenai prinsip sistim daftar yang dalam
Undang-undang dinyatakan sebagai pengakuan terhadap stelsel organisasi atau
kedaulatan organisasi vang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui

pemilihan umum. o
Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Undang-undang ini men-

cakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pendaftaran Pemilih.
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan {didasarkan
atas hasil pendaftaran jumiah penduduk).

3. Pengajﬁan MNama dan Tanda Gambar Organisasi,
4, Pengajuan Nama Calon (Pencalonan).

5. Penelitian Calon-calon.
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Penetapan Calon-calon/Penyusunan Daftar Calon.
Pengumuman Daftar Calon,
Kampanye Pemilihan.

o 0o -1 On

Pemungutan Suara.
10. Penghitungan Suara.
11. Penetapan hasil Pémilihan Umum, meliputi:

a. Pembagian Kursi (Jumlah kursi untuk tiap Organisasi);
b. Penetapan Terpilih;
¢. Penetapan/Peresmian menjadi anggota.

12. Pengambilan Sumpah/Pelantikan anggota-anggota.

Untuk kepentingan pemilihan umum para peserta Pemilihan Umum tetap
mempunyai kebebasan, perlakuan dan kesempatan yang sama untuk bergerak di
seluruh  wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Selanjutnya tetap berlaku ketentuan, bahwa mereka yang tidak menggunakan
dan atau tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih antara lain seperti dimaksud
dalam Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 2 ayat (1), tidak dibenarkan berkampanye.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Irian Jaya diatur tersendiri berdasarkan
atas perkembangan keadaan di daerah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang ini.

Perubahan-perubahan dalam Undang-undang Pemilihan Umum tersebut antara
lain meliputi:

a. Penambahan perkataan “Kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan peng-
gunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah” pada Pasal 2 ayat (1), ialah untuk memberikan kewenangan kepada
Pemerintah membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya itu,
pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, terbatas di
antara Golongan C dengan penelitian secara cermat;

b. Penggantian perkataan “serentak secara berturut-turut dalam satu hari” dalam
Pasal 7 ayat (1), dimaksudkan agar supaya pemungutan suara dalam Pemilihan
Umum untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II dilakukan oleh Ke-
lompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam satu hari dan serentak
di seluruh Indonesia dengan menggunakan 3 (tiga) macam surat suara.

Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (10), Pasal 21 ayat (3) dan (4), dan Pasal 22
ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, anggota KPPS terdiri dari
unsur-unsur Pemerintah. -

Utusan-utusan dari Parpol/Golkar mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, ikut
serta menghitung dan menanda-tangani Berita Acara Penghitungan Suara sebagai

saksi;

¢. Penambahan syarat pendidikan bagi calon anggota, dimaksudkan bahwa di
samping dapat berbahasa Indonesia dengan baik, cakap menulis dan membaca
huruf latin, perlu juga peningkatan syarat pendidikan, yakni berpendidikan
Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat serta perlu
dilengkapi dengan syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau
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kenegaraan mengingat tugas yang harus dihadapi anggota Badan Perwakilan
Rakyat.

Adapun mengenai syarat keschatan jiwa/ingatan bagi Calon Anggota Badan
Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerin-
tah;

d. Penghapusan perkataan “Nama calon” dalam Pasal 18 ayat (5), dimaksudkan

untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 yang mengatur pengajuan dan

- pengumuman Tanda Gambar dan Nama Organisasi. Menurut Undang-undang

Pemilihan Umum pencalonan dimulai dengan pengajuan Tanda Gambar Organi-

sasi dan Nama Organisasi sedangkan pengajuan nama calon dilakukan kemudian

setelah Tanda Gambar dan Nama Organisasi ditetapkan dan diumumkan dalam
Berita Negara;

e. Penambahan ketentuan pada Pasal 23 dimaksudkan untuk menentukan prosedur
dalam penetapan calon yang dinyatakan terpilih segera setelah selesai penetapan
hasil pemilihan yaitu dengan cara Panitia Pemilihan yang bersangkutan
menetapkan calon-calon yang menjadi terpilih menurit nomor urut penempatan
nama calon dalam daftar calon yang diajukan oleh organisasi yang bersangkut-
an:

f.  Penggantian kata “orang” dan perkataan “menjadi terpilih” dalam Pasal 27 ayat
(4) dimaksudkan untuk menyesuaikan sistim Pemilihan Umum yang mengguna-
kan stelsel daftar, yaitu pemilih tidak memilih orang tetapi memilih organisasi,
sehingga sesuatu organisasi yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk dipilih
dalam hal ini kemungkinan akan memperoleh tambahan suara.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan/perkataan
dari Undang-undang yang dinyatakan hapus, maka ketentuan/perkataan tersebut
dalam Penjelasannya juga dihapus. Selanjutnya apabila dalam Penjelasan Undang-
undang ada hal-hal yang telah berubah dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peratur-
an perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 11T
Cukup jelas.

Pasal 1V
Cukaup jelas.

‘TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3063.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJFLIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN

Menimbang :

Mengingat

RAKYAT DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara dan Ketetapan  Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII//MPR/1973 tentang Pemilih-
an Umum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu-
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; '

l. Pasal 1, Paéal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan-Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakydt Republik Indonesia
Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum;

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2915);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3041);

7. Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

-8. Un&mg-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat {Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2914); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan



Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Tahiun 1975 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3063);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUK-
AN MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PER-
WAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE-
RAH.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 ayat (3) huruf b, perkataan "tetapi tidak mendapat Wakil di DPR”
dihapus, dan kata “satu” diganti dengan perkataan “’sekurang-kurangnya lima”
serta perkataan “yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utus-
an” dihapus.

2. Pada Pasal 1 ayat (4) huruf b, Pasal 10 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat (4)
huruf a, kata ”dan” pada perkataan “Pertahanan dan keamanan™ dihapus.

3. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf b ditambahkan ketentuan yang berbunyi
“berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang ber-
pengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau
kenegaraan”’.

4. Pada Pasal 10 ayat (4) huruf a, di antara kata “ditetapkan” dan kata “atas”
ditambah dengan perkataan “dengan Keputusan Presiden”, dan perkataan”dan
diresmikan dengan Keputusan Presiden” dihapus.

Pada Pasal 13 ayat (3), perkataan dan Pasal 5 dihapus,

6. Pada Pasal 17 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a antara kata
“ditetapkan™ dan kata atas” ditambah dengan perkataan “dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden”, dan perkataan™ dan diresmikan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri” diganti dengan perkataan “atau
Pejabat yang ditunjuknya”.

7. Pada Pasal 27 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi ”dan diganti dengan calon
berikutnya menurut urutan yang tercantum dalam daftar calon organisasi yang
bersangkutan” diganti dengan “dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur
dalam Pasal 4 ayat (2)". '

8. Pada Pasal 27 ayat (4), perkataan “Menteri Dalam Negeri” diganti dengan
”Gubernur Kepata Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri”.



1G.

il.

12,

13.

14.

15.

16.
7.

18.

93

Pada Pasal 39 ayat (1) huruf a pada akhir kalimat ditambah perkataan “kecuali
dalam hal-hal tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah™.

Pada Pasal 40 huruf a tanda koma di antara kata “Daerah™ dan kata “Wakil”
diganti dengan kata “atau”, dan perkataan “atau anggota Badan Pemerintah
Harian” dihapus.

Pada Pasal 40 huruf ¢ di antara perkataan "Sekretaris Daerah™ dan ’dan
Pegawai” ditambah perkataan “Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pada Pasal 43 ketentuan ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi
sebagai berikut: “Penggantian seperti tersebut dalam ayat (1) ditentukan oleh
organisasi/golongan yang bersangkutan berdasarkan nama-nama yang tercantum
dalam daftar calon organisasi/golongan fersebut dan pelaksanaannya diatur
dalam Peraturan Pemerintah”.

Pada BAB VI, ditambahkan bagian 20 a dengan jﬁdul sebagai berikut:
"PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYA-
WARATAN/PERWAKILAN RAKYAT™. ‘

Pada BAB VI bagian 20 a, ditambahkan Pasal 43 a yang berbunyi sebagai
berikut: :

”(1) Sebelum peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak-
yat, Pemerintah membentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas memeriksa
surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seorang terpilih/yang
diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.

(2) Tata cara kerja Panitia Pemeriksaan seperti tersebut dalam ayat (1) diatur
lebihlanjut dalam Peraturan Pemerintah”.

Pada BAB VI, bagian 21 dengan judul:

" ’DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH TINGKAT III” dihapus.

Pasal 44 dihapus.
Ketentuan Pasal 45 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang lama ber-
akhir keanggotaannya pada hari Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat yang baru diambil sumpah/janjinya”.

Ketentuan Pasal 46 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
“Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang-undang ini yang diperlukan

untuk mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dengan
sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal II

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka masa jabatan Keanggotaan MPR,
DPR dan DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 disesuaikan waktunya dengan
memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973.
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Pasal 111

Undang-undang ini dapat disebut ”Undang-undang Perubahan Undang-undang tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD”.

Pasal IV
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang
‘undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Nopember 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 39
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969

TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

. PENJELASAN UMUM

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD yang selanjutnya dalam Penjelasan ini disebut Undang-undang, pada
pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/
1973 tentang Pemilihan Umum serta didasarkan pula atas pengalaman pelaksanaan
"~ Undang-undang tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 1971. Perubahan tersebut
tidak bersifat fundamentil yang berarti tidak merubah Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD.

Perubahan tersebut semata-mata untuk menyempurnakan Undang-undang ten-
tang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan dalam bidang politik yang tercantum dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara terutama mengenai organisasi-organisasi sosial politik yang telah dapat
mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karva, yaitu
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Pasal 4 dan 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VIII/MPR/1973 menyebutkan dengan tegas, bahwa dalam susunan DPR dan
MPR didudukkan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Golongan Karya ABRI
duduk dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (MPR, DPR, DPRD I dan
DPRD II) dengan pengangkatan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b,
Pasal 10 ayat (4) huruf a, Pasal 17 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969.
Dalam Pasal-pasal itu disebutkan juga bahwa Golongan Karya bukan ABRI duduk
dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan pengangkatan. Golongan
Karya bukan ABRI yang dapat mengajukan calon untuk anggota yang diangkat
adalah yang mempunyai potensi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.
Pengangkatan anggota dari Golongan Karya bukan ABRI dilakukan oieh Presiden
atas prakarsanya untuk keanggotaan MPR dan DPR dan untuk keanggotaan DPRD i
dan DPRD II dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan
memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan
Organisasi lainnya.

Perubahan—perubahan dalam Undang-undang tersebut antara lain meliputi:

a. Penggantian kata satu” dalam Pasal 1 ayvat (3) huruf b dimaksudkan untuk
memberikan jaminan hak hidup dalam MPR kepada organisasi yang ikut
pemilihan umum tetapi tidak memperoleh kursi di DPR.
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Penambahan syarat pendidikan bagi anggota dimaksudkan bahwa di samping
dapat berbahasa Indonesia dengan baik, cakap menulis dan membaca huruf
latin, perlu juga peningkatan syarat pendidikan yakni berpendidikan Sekolah
Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat serta perlu dilengkapi
dengan syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan
mengingat tugas yang harus dihadapi anggota Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat.

Untuk Daerah Irian Jaya diatur tersendiri berdasarkan atas perkembangan
keadaan di daerah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang ini.

Adapun mengenai syarat Kesehatan jiwa/ingatan bagi keanggotaan Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter
umum Pemerintah.

Penghapusan ketenfuan mengenai “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
111 dilakukan mengingat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tidak terdapat ketentuan menge-
nai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat III. Namun bagi pembentukan
Badan Perwakilan Rakyat yang diperlukan dalam pembentukan daerah sebagai
kelanjutan dari usaha perkembangan dan pengembangan otonomi yang dimak-
sud dalam Pasal 3 ayat (2} Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku
prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini. Penghapusan perkataan
”Anggota Badan Pemerintah Harian” dan penambahan perkataan “’Sekretaris
DPRD” dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tersebut.

Pembentukan Panitia-panitia Pemeriksaan oleh Pemerintah untuk keanggotaan
MPR, DPR, DPRD | dan DPRD II, merupakan tambahan ketentuan.

Pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organik bagi Pegawai Negeri
Sipil yang menjadi anggota DPRD I atau DPRD II adalah wajar. Namun-
demikian mengingat bahwa untuk seorang Pegawai Negeri Sipil yang merupakan
tenaga ahli pembebasan dari jabatan organiknya itu banyak menghadapi
kesulitan fungsionil terutama dalam melaksanakan pembangunan, maka dalam
hal-hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan catatan bahwa
perangkapan jabatan dengan keanggotaan DPRD 1 ataupun DPRD II tidak
merugikan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang bersangkutan.

Dalam penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat oleh organisasi/golongan dapat atau tidak mempergunakan nomor urut
daftar calon tetap. :

Dengan tersusunnya keanggotaan baru Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat, perlu diatur saat peralihan pada waktu anggota-anggota yang lama
berakhir keanggotaannya dan anggota-anggota yang baru mulai dapat menjalan-
kan tugas dan wewenangnya.

Anggota-anggota yang lama pada saat yang ditentukan itu dinyatakan berakhir
keanggotaannya secara bersama-sama dalam arti keseluruhan tanpa pengecualian
dan anggota-anggota yang baru diambil sumpah/janji secara bersama-sama pada
waktu upacara pelantikan yang menandai tersusunnya secara baru keanggotaan
Badan vang bersangkutan.
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Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan/perkataan
dari Undang-undang yang dinyatakan hapus, maka ketentuan/perkataan tersebut
dalam Penjelasannya juga dihapus. Selanjutnya apabila dalam Penjelasan Undang-
undang ada hal-hal yang {elah berubah dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peratur-
an perundang-undangan yang berlaku.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal [

Angka 16 Lihat Penjelasan Umum huruf c.
Angka-angka lain cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 1II
Cukup jelas.

Pasal IV
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3064






99

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR i5 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/
MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/
. MPR/1978 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu mengadakan
perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwa-
kilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No-
mor 4 Tahun 1975, dengan tujuan untuk menyempurnakannya
sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat .

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal
5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Peng-
amalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indone-
sia Nomor VI/MPR/1978 tentang PengukuhanPenyatuan Wila-
yah Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik In-
donesia;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-
nesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 15 Tazhun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4
Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 135
Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3063);
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Menetapkan

10.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa-
kilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2915%) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3064);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik
dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN:

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DE-
NGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975,

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan

Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebigaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut:

1. Pada Pasal 8 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ketentuan yang dijadikan
ayat (4a) dan ayat (4b) yang berbunyi sebagai berikut:

”(4a) Di dalam Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

(4b)

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara
diikutsertakan unsur Partai Politik dan Golongan Karya sebagai Anggota;

Pada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara
dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Panitia
Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksa-
naan Pemilthan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Peng-
awas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Peng-
awas Pelaksanaan Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-
turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merang-
kap Anggota dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang
diiabat oleh pejabat Pemerintah serta beberapa orang Anggota vang
diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersen-
jata Republik Indonesia;

b. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum bertugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota-anggota
DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerjanya masing-masing
sesuai dengan tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Ketua
Panitia Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan;

c. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan juga
melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyam-
paian surat pemberitahuan/panggilan, yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diganti dengan ketentuan yang' berbunyi sebagai
berikut:

”Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari:

4.

Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan Anggota-
anggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri;

Dewan Pertimbangan vang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota
yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap
Anggota dan beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan
Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;

Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum™.

Pada Pasal 8 diantara ayat {7} dan ayat (8) disisipkan ketentuan yang dijadikan
ayat (7a) yang berbunyi sebagai berikut;

3

a.

Tugas Dewan Pimpinan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah:

(i) menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;

(ii) mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul
vang diberikan oleh Dewan Pertimbangan.

Tugas Dewan Pertimbangan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah mem-
berikan pertimbangan-pertimbangan dan usui-usul, baik atas permintaan
Dewan Pimpinan maupun atas prakarsa sendiri”.

Pada Pasal 8 ayat (10) di antara perkataan “ayat (4)” dan kata “diatur” disisipkan
perkataan “’dan ayat (4b)” sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (10) berbunyi sebagai
berikut:
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10.

1.

“Susunan, tata kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan
Umum dan Papitia-panitia tersebut dalam ayat (4) dan ayat (4b) diatur dengan
Peraturan Pemerintah”.

Pada Pasal 10 di antvara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ketentuan yang dijadikan
ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

"Seorang Warganegara Republik Indonesia yang setelah terdaftar dalam daftar
pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya™. )

Pada Bab V sebelum Pasal 14 ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 13a yang
berbunyi sebagai berikut:

”Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya®.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai
berikut:

”Yang mengajukan calon untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam
Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13a™.

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai
berikut: '

“Dalam mengajukan calon, organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a,
menyampaikan surat-surat keterangan dari masing-masing calon, yang menyatakan
bahwa syarat-syarat sebagai calon telah dipenuhi”.

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang beibunyi sebagai
berikut:

”Pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon yang dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh organisasi yang berwenang mengajukan calon termaksud’.

Pada Pasal 19 ayat (3) perkataan “organisasi golongan politik/karya’ di antara
kata ”Antara” dan kata dapat’” diganti dengan perkataan '3 (tiga) organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a”, sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi
sebagai berikut:

” Antara 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a dapat diadakan
penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan
penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan
daftar calon di dalam surat isian untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon
yang bersangkutan”.

Pada Pasal 19 ayat (4b) huruf b kata "memperbaikinya™ diganti dengan perkataan
“membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon™, sehingga ketentuan
Pasal 19 ayat (4b) huruf b berbunyi sebagai berikut;

"Pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan yang bersang-
kutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan calon dengan disertai
alasannya, dah organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang
ditolak dan memperbaiki daftar calon™.
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Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai
berikuf:

”Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, 3 (tiga)
organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a mempunyai kedudukan, hak
dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di
seluruh wilayah Indonesia™.

Pada Pasal 20 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan
ayat (1a) terdiri dari huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

”(1a} a. Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang mempersoalkan Panca-
sila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi
peserta Pemilihan Umum vang berhubungan dengan Pembangunan
Nasional”.

Pada Pasal 20 sesudah ayat (la) ditambahkan ayat (1b) yang berbunyi sebagai
berikut;

”Dalam kampanye Pemilihan Umum di seluruh Indonesia rakyat mempunyai
kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum”

Pasal 22 ayat (3) dihapus.

Pada Bab VII sesudah Pasal 22 ditambah dengan ketentuan baru yang dijadikan
Pasal 22a terdiri dari 4 (empat) ayat yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Organisasi kekuatan sosial politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a

masing-masing mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam
pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara,

(2)  Saksi-saksi tersebut pada ayat (1) di dalam melakukan tugasnya merangkap
sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di tempat pe-
mungutan suara dan memulai tugasnya sejak penyiapan tempat pemu-
ngutan suara sampai dengan pengiriman kotak swara kepada Panitia
Pemungutan Suara.

(3) Saksi/Pengawas secara organik masuk Kelompok Penyelenggara Pemu-
ngutan Suara dan menerima petunjuk tehnis dari Panitia Pengawas Pelak-
sanaan Pemilihan Umum Kecamatan.

(4) Pelaksanaan pemungutan suara dan tata cara penghitungan suara diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah™.

Pada Pasal 27 ayat (9) kata “penjara™ di antara kata ”pidana’ dan kata “selama-
lamanya’ diganti dengan kata “kurungan”, sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (9)
berbunyi sebagai berikut:

”Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang peketja
untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan daripada pekesja itu
tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana kurungan seilama-lamanya tiga
bulan™.

Pada Bab XII ditambah ketentuan vang dijadikan Pasal 2%a terdiri dari 3 (tiga)
ayat, yvang berbunyi sebagai berikut:
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”(1) Mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor
Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Ting-
kat I Timor Timur dapat berbeda dengan di daerah-daerah lain dalam
wilayah Republik Indonesia.

(2) Setelah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk Daerah
Tingkat II sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka dengan
mengingat keadaan dan perkembangan daerahnya, pengaturan cara pelak-
sanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat
lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan
Umum.

(3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Pemerintah™. ‘

19. Pada Pasal 31a ayat (1) perkataar "dimulai sampai dengan diresmikannya” diganti
dengan perkataan ’’sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-
sama”, sehingga ketentuan Pasal 31a ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah sejak
saat pendaftaran pemilih sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-
sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat™,

Pasal 11

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-undang ini
disusun dalam satu naskah oleh Pemerintah dan selanjutnya tetap disebut Undang-
undang Pemilihan Umum.

Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang
Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 1980.

. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 24.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

UMUM

Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat seba-
gaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang dapat disebut
Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum, didasarkan atas
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum ini pada hakekat-
nya bermaksud mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun
1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975. Pada
prinsipnya perubahan-perubahan yang diadakan itu tidak bersifat fundamental vang
berarti tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas dan sistem Pemilihan Umum.

Tujuan diadakan perubahan itu adaiah untuk lebih menyempurnakan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1975, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam bidang politik dan
kenegaraan sehubungan dengan adanya kedua Xetetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia tersebut serta sehubungan pula dengan adanya Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat |
Timor Timur yang dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah
Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan dimaksud
adalah antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Presiden/Mandataris, 3
(tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, ditingkatkan peranannya dalam
pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah yang diatur dengan
Undang-undang Pemilihan Umum;
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Bahwa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan juga Pemi-
lihan Umum, namun mengingat perkembangan keadaan di Daerah tersebut
mengenai hal-hal tertentu dapat diatur tersendiri berdasarkan ketentuanketentuan
Undang-undang Pemilihan Umum;

Bahwa menurut pengalamén dalam pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum
pada Pemilihan Umum Tahun 1977, ternyata antara lain diperlukan adanya
penyempurnaan organisasi penyelenggara/pelaksana Pemilihan Umum.

Perubahan-perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang diatur dalam Undang-
undang ini dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

I

Perubahan terhadap Pasal 8, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 dan penambahan
ketentuan yang dijadikan Pasal 13a dan Pasal 22a pada hakekatnya merupakan
pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum untuk meningkatkan peranan
Partai Politik dan Golongan Karya di bidang pelaksanaan dan pengawasan dari

tingkat Pusat sampai Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum
dibawah pimpinan Presiden/Mandataris MPR.

Pengaturan tersebut terutama mengenai pembentukan Panitia Pengawas Pelaksa-
naan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat
11 dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang anggota-
anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai
Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indo-
nesia, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. Demikian pula mengenai
pemberian kesempatan bagi peserta Pemilihan Umum dalam pengisian danf pe-
nyusunan urutan calon dalam daftar calon maupun untuk membela calon yang
ditolak dan memperbaiki daftar calon, serta mengenai pemberian kesempatan
mengirimkan seorang wakilnya masing-masing sebagai saksi tidak saja dalam
penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, tetapi juga dalam
pemungutan suara ditiap tempat pemungutan suara, yang juga merangkap sebagai
pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara
dan memul;ﬁ tugasnya sejak penyiapan tempat pemungutan suara sampai dengan
pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara.

Dalam hal saksi tersebut berhalangan, maka organisasi peserta Pemilihan Umum
yang bersangkufan dapat menunjuk penggantinya.

Setiap organisasi kekuatan sosial politik dapat menugaskan anggota-anggotanya
untuk’ mengawasi apakah surat pemberitahuan/panggilan sudah diterima oleh para
Pemilih.

Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam
mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan
Umum yang diprakarsai oleh LPU.

Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik/Golongan Karya untuk
keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat diatur sedemikian rupa sehingga pelaksa-
naan pencalonannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
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Yang dimaksud dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melak-
sanakan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
adalah, bahwa kepada tiap organisasi kekuatan sosial politik diberi kedudukan,
_kebebasan, kesempatan, pertakuan dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan
kampanye serta kewajiban yang sama untuk mentaati Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ”dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dalam kampanye Pemilihan Umum”, adalah bahwa dalam kegiatan
kampanye semua pihak tidak boleh mempermasalahkan eksistensi, menyeleweng-
kan, memutar balikkan arti dan isi, merongrong Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, serta membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karenanya dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap
berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-
nesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila {Ekaprasetya Pancakarsa) dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa.

Dalam menggunakan kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye
Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1b), semua fihak mem-
perhatikan keamanan dan ketertiban umum.

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik/Golongan
Karya dan atau yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat
dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.

Penambahan ketentuan pada BAB XII yang dijadikan Pasal 29a, adalah untuk
mengadakan ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenai pelak-
sanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Dengan memperhatikan keadaan serta perkembangan daerah dan masyarakatnya,
adalah wajar bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Propinsi Daerah Tingkat
1 Timor Timur mendapat pengaturan dan perlakuan tersendiri berdasarkan
Undang-undang Pemilihan Umum. Pengaturan tersendiri tersebut adalah mengenai
cara pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan perlakuan tersendiri fersebut
adalah mengenai penentuan jumlah Anggota DPR yang dipilih bagi Daerah
Pemilihan Timor Timur vang tidak diambilkan dari jumlah Anggota DPR yang
360 (tiga ratus enam puluh) orang vang dipilih bagi daerah-daerah di luar Timor
Timur, dan pengaturannya diserahkan kepada Presiden.

Perubahan terhadap Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 31a adalah penyempur-
naan pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenai hal-hal se-
hubungan dengan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
1977.

Pengaturan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: penyempurnaan ketentuan
bahwa sescorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan kemudian sebelum
menggunakan hak memilihnya diketahui tidak lagi memenuhi persyaratan untuk
dapat didaftar sebagai pemilih, ditentukan tidak dapat menggunakan hak memi-
lihnya, memantapkan ketentuan mengenai tata cara pencalonan, serta memper-
tegas ketentuan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimulai dengan
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pendaftaran pemilih berakhir sampai dengan kegiatan pengambilan sumpah/janji
secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
Untuk menyatakan seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak
diperbolehkan menggunakan hak memilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2a), diperlukan keterangan dari pihak/instansi yang berwenang, dan bagi
vang sedang terganggu jiwa/ingatannya didasarkan pada kenyataan keadaan orang
yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Yang dimaksud
dengan “tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5
Tahun” dalam Pasal 10 ayat (2) hutuf ¢ dan Pasa!l 16 huruf f adalah tindak pidana
vang ancaman hukumannya 5 tahun sebagai ancaman hukuman maksimum, atau
lebih. Yang dimaksud dengan surat-surat keterangan dalam Pasal 17 ayat (3)
adalah surat-surat pernyataan dan atau surat-surat keterangan yang berfungsi
sebagai bukti bahwa syarat sebagai calon telah dipenuhi, dan yang dlkeiuarkan/
disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan faktor yvang penting dalam Pemilihan -
Umum oleh karena itu perlu diperhatikan dan dipelihara oleh seluruh masyarakat.
Meskipun G30S/PKI tetap merupakan bahaya latent tetapi mengingat makin
terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban, maka “kewenangan yang dibe-
rikan kepada Pemerintah dalam membuat penilaian terhadap mereka yang kehi-
langan hak pilihnya untuk pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan
hak memilihnya dengan penelitian secara cermat’ sebagaimana dimaksud dalam
Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 mengenai Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1975 tidak lagi terbatas hanya di antara Golongan C saja.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan atau
perkataan dari Undang-undang vang dinyatakan dihapus atau diganti atau ditam-
bah, maka ketentuan atau perkataan tersebut dalam Penjelasannya juga dihapus
atau diganti atau ditambah.

PASAL DEMI PASAL

Pasai 1
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3163.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1976
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAK-
YAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Menimbang :

Mengingat

I

5 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susun-
an dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, sechingga
karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan
dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970
sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun
1969 telah tidak sesuai lagi dan karena itu perlu disesnaikan;

bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah
Tingkat 1 Irian Jaya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 sebagai peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1969 untuk Propinsi Daerah Tingkat I
Irian Jaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970
sepanjang mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 16
Tahun 1969 perlu dicabut;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu men-
cabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan
Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 dan
menetapkan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2914), jo Undang-undang Nomor 4
Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun
1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
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Menetapkan :

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2915), jo Undang-undang Nomor 5§ Tahun 1975 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De-
wan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3064);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 3041); '

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya. (Lembaran Negara .Tahun 1975 Nomor 32;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UN-
DANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN
DAN KEDUDUKAN MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan
Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut
DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disesbut DPRD I,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II;
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Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya ialah dua Organisasi Partai Politik
dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, sebagai dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Goiongan Karva, yang mengajukan nama dan tanda gambar dalam Pemilihan
Umum;

Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata adalah
Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Undang-
undang;

Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah atas hasil pemilihan oleh
DPRD I yang bersangkutan untuk menjadi Anggota MPR yang dianggap dapat
membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya dan mengetahui serta
mempunyai tinjavan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umum-
nva sebagai dimaksud dalam Undang-undang,

BAB Il

SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Paragrap |
Jumlah Anggota

Pasal 2

Jumlah Anggota MPR adalah dua kali jumlah Anggota DPR yaitu sebanyak 920
(sembilan ratus dua puluh) orang terdiri dari:

a.  Anggota DPR sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang;

b. Anggota Tambahan Utusan Daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 4
(empat) dan sebanyak-banvaknya 7 (tujuh) orang untuk tiap-tiap Daerah
Tingkat [, dengan dasar perhitungan untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I vang
berpenduduk:

( 1) kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang;

(i) 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang
mendapat 5 (lima) orang;

(iii) 5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.006.000 (sepuluh juta) orang
mendapat 6 {enam) orang;

(iv) 10.000.000 (sepuluh juta) orang ke atas mendapat 7 (tujuh) orang.

Anggota Tambahan Utusan Daerah didasarkan atas sensus terakhir dan
seluruhnya berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) orang dengan perincian
sebagai berikut:



1. Daerah Istimewa Acch 5 orang
2. Sumatera Utara 6 orang
3. Sumatera Barat 5 orang
4, Riau 5 orang
5. Sumatera Selatan 5 orang
6. Jambi 5 orang
7. Bengkulu 4 orang
8. Lampung 5 orang
9. Jawa Barat 7 orang
10. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6 orang
11. Jawa Tengah 7 orang
12. Daerah Istimewa Yogyakarta - 5 orang
13. Jawa Timur 7 orang
14. Kalimantan Barat 5 orang
15. Kalimantan Tengah 4 orang
16. Kalimantan Timur o 4 orang
17. Kalimantan Selatan 5 orang
18. Sulawesi Utara 5 orang
19. Sulawesi Tengah 5 orang
20. Sulawesi Tenggara 4 orang
21. Sulawesi Selatan 6 orang
22. Bali S orang
23. Nusa Tenggara Barat 5 orang
24. Nusa Tenggara Timur 5 orang
25. Maluku 5 orang
26. Irian Jaya S orang

Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karva wyang
ditetapkan berdasarkan imbangan hasil Pemilihan Umum keanggotaan DPR
adalah sebanvak 118 (seratus delapan belas) orang, yaitu jumiah 920
(sembilan ratus dua puluh) orang Anggota MPR, dikurangi jumlah Anggota
DPR sebagai dimaksud dalam huruf a, Anggota Tambahan Utusan Daerah
sebagal dimaksud dalam huruf b dan jumlah Anggota Tambahan Utusan
Partai Politik dan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI sebagai
dimaksud dalam huruf e.

Jumlah 118 (seratus delapan belas) orang ini dapat berkurang dengan
jumlah jaminan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya sebagai
dimaksud dalam huruf d. '

( i) Partai Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum tetapi

tidak mendapat kursi di DPR dijamin sekurang-kurangnya lima orang
utusan di MPR.

(ii) Partai Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan
mendapat kursi di DPR tetapi berdasarkan imbangan hasil Pemilihan
Umum memperoleh kurang dari lima orang utusan di MPR, diberikan
tambahan sehingga menjadi lima orang utusan di MPR.

Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang
diangkat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang, yaitu sepertiga dari jumlah
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920 (sembilan ratus duapuluh) orang anggota MPR dikurangi 100 (seratus)
orang Anggota DPR yang berasal dari Anggota DPR yang diangkat.

Perhitungan jumlah Utusan Daerah sebapgai dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada
saat dilangsungkannya Pemilihan Umum,

Perubahan jumlah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ tergantung pada
hasil perhitungan ayat {1) huruf b dan huruf d.

Penambahan atau pengurangan jumlah Anggota Tambahan sebagai dimaksud
dalam avat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatur oleh Presiden, yang dapat
melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga
Pemilihan Umum.

Paragrap 2
Anggota Tambahan Utusan Daerah

Pasal 3

Utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah dipilih oleh DPRD I dalam
Rapat Paripurna Terbuka.

Calon Utusan Daerah yang dipilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
Gubernur Kepala Daerah dan eksponen-eksponen Daerah yang dapat diambil
dari Partai Politik dan Golongan Karya baik yang berasal dari Anggota maupun
bukan Anggota DPRD L

Untuk penyelenggaraan  pencalonan dan pemilihan, oleh DPRD I dibentuk
Panitia Tehnis pelaksanaan.

Pencalonan dan pemilihan Utusan Daerah diatur sebagai berikut:

a. nama calon diajukan dalam Rapat Paripuma Terbuka DPRD 1 vang
diadakan khusus untuk pencalonan dan pemilihan Utusan Daerah;

b. seorang calon diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota
DPRD I dan seorang Anggota DPRD I tidak boleh mengajukan lebih dari
satu orang calon;

c. jumlah semua calon yvang diajukan untuk dipilih sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah Utusan Daerah dan sebanyak-banyaknya dua kali jumlah
Utusan Daerah yang ditetapkan bagi Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

d. Panitia Tehnis sebagai dimaksud dalam ayat (3) mengadakan penelitian
apakah calon-calon memenuhi syarat keanggotzan MPR, dan ketentuan
sebagai Utusan Daerah;

e.  hasil penelitian disertai pendapat Panitia Tehnis dimuat dalam Berita Acara
Pencalonan dan diajukan dalam Rapat Paripurna Terbuka sebagai dimaksud
dalam huruf a;

f. calon yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai dimaksud dalam
huruf b dan huruf d adalah calon yang dapat dipilih dalam rapat sebagai
dimaksud dalam huruf a;

g. seorang Anggota DPRD I dalam rapat tersebut hanya dapat memberikan
suaranya untuk seorang calon;
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h. calon-calon yang dinyatakan terpilih ialah calon-calon yang mendapat suara
terbanyak berturut-turut sampai sejumiah Utusan Daecrah yang ditetapkan
untuk Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa
Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya ditetapkan sebagai terpilih;

i.  hasil pemilihan Utusan Daerah dimuat dalam suatu berita acara dan
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lemba-
ga Pemilihan Umum.

Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Perhilihan Umum mengatur lebih lanjut
tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Anggota Tambahan Utusan Daerah.

Paragrap 3

Anggota Tambaban Utusan
Golongan Politik dan Golongan Karya

Pasal 4

Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya yang- ikut Pemilihan Umum dan
mendapat wakil di DPR, memperoleh tambahan Anggota berdasarkan imbangan
hasil Pemilihan Umum keanggotaan DPR yang diperolehnya.

Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam ayat (1)
memperoleh tambahan Utusan di MPR atas dasar perhitungan, jumlah kursi
hasil Pemilihan Umum vang ‘diperoleh organisasi yang bersangkutan dibagi
jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum dikalikan jumlah kursi
tambahan yang tersedia sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Dalam menentukan jumlah Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan
Karya sebagai dimaksud dalam ayat (2}, diadakan pembulatan ke atas apabila
angka hasil perhitungan berupa angka pecahan setengah atau lebih dan
dihapuskan apabila kurang dari setengah. Dalam pembulatan ini didahulukan
organisasi yang memperoleh angka pecahan terbesar berturut-turut sampai
jumlah kursi yang tersedia terbagi habis.

Calon Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golengan Karya sebagai
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d diusulkan oleh organisasi
bersangkutan kepada Presiden, vang diambilkan dari Daftar Calon Tetap dalam
Pemilihan Umum keanggotaan DPR yang telah disahkan,

Tata cara pengajuan calon Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan
Golongan Karya diatur lebih lanjut oleh Presiden yang dapat melimpahkan
kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan
Umum. :

Paragrap 4

Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI
dan bukan ABRI yang diangkat

Pasal §

Anggota Tambahan MPR yang diangkat terdiri dari Utusan Golongan Karya
ABRI dan bukan ABRI. '
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Imbangan jumlah Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan
ABRI adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu), vaitu sebanyak 155 (seratus lima
puluh lima) orang untuk Golongan Karya ABRI, dan 52 (lima puluh dua) orang
untuk Golongan Karya bukan ABRI.

Pasal 6
Golongan Karya ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
¢.  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
d. Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dimaksud dalam ayat
(1) diusulkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua kali jumlah utusan yang ditetapkan,
yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ialah
Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang tidak ikut Pemilihan Umum, yang
mempunyai potensi dalam kemasyarakatan dan kenegaraan.

Calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya bukan ABRI sebagai
dimaksud dalam ayat (3) diusulkan kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua
kali jumlah utusan yang ditetapkan, dan pengangkatannya dilakukan Presiden
atas prakarsanyva dengan memperhatikan perkembangan keadaan QOrganisasi
peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.

Organisasi Golongan Karya bukan ABRI, vang dapat mengusulkan Calon
Anggota untuk diangkat sebagai dimaksud dalam ayat (4) ditentukan oleh
Presiden.

Presiden atas prakarsa sendiri dapat mengangkat Anggota Tambahan Utusan
Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam ayat (3) di luar calon
sebagai dimaksud dalam ayat (4).

Tata cara pengajuan calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI
dan bukan ABRI vang diangkat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat

Paragrap 1
Jumlah Anggota
Pasal 7

Jumlah Anggota DPR adalah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang

terdiri dari:

a. 360 (tiga ratus enam puluh) orang Anggota yang dipilih dari Partai Politik
dan Golongan Karya;

b. 100 (seratus) orang Anggota yang diangkat dari Goldngan Karya ABRI dan
bukan ABRI.
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Jumlah Anggota sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipilih dalam 26 (dua
puluh enam) Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I, dengan perhitungan untuk
sekurang-kurangnya 400.000 (empat ratus ribu) orang penduduk mendapat
seorang wakil.

Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, jumlah Anggata yang dipilih untuk
tiap-tiap Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam ayat (2)
didasarkan atas hasil sensus terakhir adalah sebagai berikut:

1. Daerah Istimewa Aceh : 10 orang
2. Sumatera Utara 19 orang’
3. Sumatera Barat 14 orang
4. Riau 6 orang
5. Sumatera Selatan 10 orang
6. Jambi : 6 orang
7. Bengkulu ' 4 orang
&. Lampung 7 orang
9. Jawa Barat 48 orang
10. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13 orang
11. Jawa Tengah . : 52 orang
12. Daerah Istimewa Yogyakarta 6 orang
13. Jawa Timur 60 orang
14. Kalimantan Barat 7 orang
15. Kalimantan Tengah 6 orang
16. Kalimantan Selatan 10 orang
17. Kalimantan Timur 6 orang
18. Sulawesi Utara 6 orang
19. Sulawesi Tengah 4 orarfg
20. Sulawesi Tenggara 4 orang
21. Sulawesi Selatan 23 orang
22. Bali 8 orang
23. Nusa Tenggara Barat 6 orang
24. Nusa Tenggara Timur 12 orang
25. Maluku 4 orang
26. Irian Jaya 9 orang

Perhitungan jumlah Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (3) akan
bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat
dilangsungkannya Pemilihan Umum.

Dalam menentukan jumlah Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (3),
diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka
pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah.
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Paragrap 2
Anggota Golongan Karya ABRI dan
bukan ABRI yang diangkat

Pasal 8

Anggota DPR yang diangkat terdiri dari Golongan Karya ABRI dan bukan
ABRI dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6.

Imbangan jumiah Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI sebagai
dimaksud dalam ayat {1) adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu), yaitu sebanyak 75
(tujuh puluh lima) orang untuk golongan Karya ABRI dan 25 {dua puluh lima)
orang untuk Golongan Karyva bukan ABRI.

Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) berlaku bagl
pencalonan Golongan Karva ABRL

Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), (5), (6) dan ayat (7)
berlaku bagi pencalonan Golongan Karya bukan ABRI

Bagian Ketiga
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Paragrap 1

Jumiah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1I.

Pasal ¢
Jumiah Anggota DPRD adalah:

a. bagi DPRD I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyak-
nya 75 (tujuh puivh lima} corang dengan perhitungan untuk sekurang-
kurangnya 200.000 (dua ratus ribu) jiwa penduduk mendapat seorang
wakil;

b. bagi DPRD II sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya
40 (empat puluh) orang dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya
10.000 (sepuluh ribu) jiwa penduduk mendapat seorang wakil.

Jumlah Anggota DPRD sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a.- Anggota vang dipilih dari Golongan Politik dan Golongan Karya;

b. Anggota yang diangkat dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.

Jumlah Anggota DPRD 1 untuk:

a.  Daerah Tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing
sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang;

b. Daerah Tingkat I selain sebagai dimaksud dalam huruf a ayat ini,
masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) orang.

Perhitungan jumlah Anggota DPRD sebagai dimaksud dalam ayat (3) didasarkan
atas sensus terakhir dan dapat bertambah atau berkurang dengan memperhati-
kan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.
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Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan jumlah
Anggota DPRD II dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) huruf b, dan ayat
(4) serta perhitungannya sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Perubahan jumlah Anggota DPRD I/DPRD II ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Paragrap 2
Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI
yang diangkat
Pasal 10

Anggota DPRD yang diangkat terdiri dari Golongan Karyva ABRI dan bukan
ABRI dengan imbangan jumlah Anggota 3 :1 dan memperhatikan ketentuan
Pasal 6 ayat (1) dan (3). '

Jumlah Anggota DPRD yang diangkat adalah seperlima dari jumlah Anggota
DPRD yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Dalam menentukan jumlah Anggota yang diangkat sebagai dimaksud dalam ayat
(2), diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka
pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah.

Pasal 11

Calon Anggota dari Golongan Karya ABRI diusulkan oleh Menteri Pertahanan
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya, ke-
pada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebanyak-banyak-
nya dua kali jumlah Anggota yvang ditetapkan yang pengangkatannya ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Calon Anggota dari Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi
Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada
Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya
dua kali jumlah yang ditetapkan dan pengangkatannya dilakukan atas prakarsa
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan perkembangan
keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.

Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang dapat mengusulkan Calon
Anggota sebagai dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden.

Atas prakarsanya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat
Anggota Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
di luar calon sebagai dimaksud dalam ayat (2).

Tata cara pengajuan calon Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI
yang diangkat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
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BABII

KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Persyaratan Keanggotaan
Paragrap 1

Svarat-syarat dan Ketentuan Keanggotaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat

Pasal 12

Untuk menjadi Anggota MPR harus dipenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud Pasal 2 ayat (2)
Undang-undang, sedangkan untuk menjadi Anggota DPR harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ketentuan
keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1)
dan (3) Undang-undang.

Tata cara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan
sebagai dimaksud dalam avat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Untuk melaksanakan penelitian calon Anggota MPR/DPR mengenai syarat-sya-
rat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan dengan
memperhatikan ayat (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan
Umum membentuk Panitia Peneliti Pusat.

Daftar riwayat hidup lengkap Calon Anggota MPR/DPR beserta surat-surat
keterangan tidak tersangkut “Gerakan Kontra Revolusi G.30.8/PKI”, surat
pernyataan tidak pernah terlibat atau pernah terlibat tetapi sudah mendapat
amnesti dan abolisi dalam pemberontakan sebagai dimaksud dalam Keputusan
Presiden Nomor 449 Tahun 1961 dan pemberontakan-pemberontakan lainnya,
serta surat Keterangan kesetiaan kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideclogi
Negara dan kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus diteliti pula oleh
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Ketentuan bagi Anggota MPR/DPR untuk bertempat tinggal di dalam wilayah
Republik Indonesia, sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 ayat
(2) Undang-undang, adalah wilayah dalam batas-batas geografis.

Anggota MPR/DPR yang pindah tempat-tinggal dan menetap di luar wilayah
geografis Negara Republik Indonesia kehilangan status keanggotaannva.
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Paragrap 2
Syarat-syarat dan Ketentuan Keanggotaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Pasal 13

Untuk menjadi.Anggota DPRD I harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan
keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasa
40 Undang-undang. :

Untuk menjadi Anggota DPRD II harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan
keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal
40 Undang-undang.

Tata cara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan
sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.

Untuk melakukan penelitian calon Anggota DPRD I dan DPRD II mengenai
syarat-syarat dan Ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan
(2) serta dengan memperhatikan ayat (3), Menteri Dalam Negeri selaku Ketua
Lembaga Pemilihan Umum membentuk Panitia Peneliti Daerah yang dapat
melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berlaku bagi calon
Anggota DPRD I dan DPRD II, dengan pengertian bahwa penelitiannya
dilakukan oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban.

Anggota DPRD I dan DPRD II yang pindah tempat tinggal dan menetap di luar
wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan kehilangan
status keanggotaannya. !

Bagian Kedua
Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan
Pasal 14

Anggota MPR/DPR diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan
Keputusan Presiden.

Anggota DPRD 1 diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Anggota DPRD II diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat T atas nama Menteri Dalam Negeri.

Tata cara peresmian dan pemberhentian keanggotaan MPR/DPR diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.

Tata cara peresmian dan pemberhentian keanggotaan DPRD I/DPRD II diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
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Bagian Ketiga
Pengambilan Sumpah/Janji
Pasai 15

Pengambilan sumpah/janii keanggotaan MPR bersama-sama dilakukan menurut
masing-masing agama atau Kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh
Ketua Mahkamah Agung di dalam Rapat Paripurna MPR.

Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR bersama-sama dilakukan menurut
masing-masing agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh
Ketua Mahkamah Agung di dalam Rapat Paripurna DPR. ‘

Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan dalam penyelenggaraan peng-
ambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR dapat menunjuk seorang Hakim
Agung pada Mahkamah Agung untuk mewakilinya.

Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD 1 bersama-sama dilakukan menu-
rut masing-masing agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa
oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua MahRamah Agung di dalam
Rapat Paripurna DPRD L

Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD II bersama-sama dilakukan
menurut masing-masing agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang
Maha Esa oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung di
dalam Rapat Paripurna DPRD 1.

Di Daerah Tingkat I yang tidak/belum ada Pengadilan Tinggi, pengambilan
sumpah/janji keanggotaan DPRD I dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang
daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat 1 yang_bersangkutan.

Di Daerah Tingkat II yang tidak/belum ada Pengadilan Negeri, pengambilan
sumpah/janji keanggotaan DPRD If dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Apabila penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam
ayat (4), (5), (6), dan ayat (7) harus dilakukan pada waktu yang sama atau
Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri berhalangan dapat menunjuk Wakil
Ketua atau seorang Hakim pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri untuk
mewakilinya dalam pengambilan sumpah/janji tersebut.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan
Pasal 16

Masa keanggotaan MPR/DPR/DPRD adalah lima tahun dan mereka berhenti
bersama-sama sefelah masa keanggotaannya berakhir.

Pada saat Anggota MPR/DPR/DPRD yang baru diambil sumpah/janjinya oleh
Pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam Pasal 15, maka semuna Anggota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang lama berakhir keanggotaan-
nya, dan pemberhentiannya diresmikan menurut ketentuan sebagai dimaksud
dalam Pasal 14.
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Bagian Kelima
Pemberhentian Antar waktu keanggotaan dan penggantinya
Pasal 17

Anggota MPR/DPR/DPRD berhenti antar wakiu karena ketentuan sebagai
dimaksud dalam Pasali 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pagal
27 ayat (1) Undang-undang.

Pelaksanaan pemberhentian sebagai .dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Pejabat yang berwenang secbagai dimaksud dalam Pasal 14 dengan
memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 13
ayat (3), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang.

Pasal 18

Calon pengganti untuk mengisi lowongan - keanggotaan antar waktu bagi
Anggota Partai Palitik dan Golongan Karya vang dipilih/Anggota Tambahan
MPR dari Partai Politik dan Golongan Karya:

a. untuk MPR/DPR diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada
Presiden melalui Pimpinan MPR/DPR; :

b. untuk DPRD I diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD 1;

¢. untuk DPRD II diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Pimpinan DPRD II;

d. calon sebagai dimaksud dalam ayat ini diambil dari Daftar Calon Tetap
keanggotaan DPR/DPRD yang telah disahkan.

Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi
Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 8
Undang-undang diajukan oleh Pimpinan DPRD [ yang bersangkutan kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut ketentuan sebagai dimaksud

dalam Pasal 3. ' ’

Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi
Anggota MPR/DPR yang diangkat diatur sebagai berikut:

a. bagi Golongan Karya ABRI diajukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/
Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan
MPR/DPR menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);

b. bagi Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan
Karya bukan ABRI, atau atas prakarsa Presiden, dengan memperhatikan
perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi
lainnya. ‘

Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi
Anggota DPRD I/DPRD II yang diangkat diatur sebagai berikut:

a. bagi Golongan Karva ABRI diajukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/
Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat yang ditunjuknya kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I/DPRD II menurut
ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
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b. ~bagi Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan
Karya bukan ABRI atau atas prakarsa Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta
Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.

Pimpinan MPR/DPR/DPRD yang bersangkutan segera meneruskan calon peng-
ganti kepada Pejabat yang berwenang meresmikannya.

Pasal 19
Pemberhentian Keanggotaan antar waktu MPR/DPR/DPRD mulai berlaku pada

-tanggal penetapan surat keputusan peresmian pemberhentiannya.

Selambat-lambatnya satu bulan setelah diterimanya surat keputusan peresmian
keanggotaan oleh Anggota yvang baru, maka pengambilan sumpah/janji Anggota
tersebut harus sudah dilakukan.

Bagian Keenam

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 20

Pimpinan MPR/DPR terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil
Ketua,

Selama Pimpinan MPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk
sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh
Anggota yang termuda usianya berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR yang
sudah ada. ‘

Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk
sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh
Anggota yang termuda usianya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR yang
sudah ada. .

Pimpinan DPRD I/DPRD 1I terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil
Ketua yang meliputi Partai Politik dan Golongan Karva.

Apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri atas usul DPRD I/DPRD 1i
dapat menambah seorang Wakil Ketua pada DPRD [/DPRD Il yang bersangkut-
an, 4

Selama Pimpinan DPRD I/DPRD II belunr ditetapkan, musyawarah-musyawa-
rahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya
dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

Tata cara pemilihan Anggota Pimpinan DPRD I/DPRD II ditentukan dalam
Peraturan Tata Tertib DPRD vang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan
pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
BABIV
RANGKAPAN JABATAN
Pasal 21

(1) Untuk menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD Pegawai Negeri Sipil harus mendapat

persetujuan dari Menteri atau pejabat yang berwenang.
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Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Anggota MPR/DPR dibebaskan untuk
sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang
berwenang, kecuali Anggota Tambahan MPR yang tidak menjadi Pimpinan
MPR. _ '

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dibebaskan
untuk sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang
berwenang, kecuali apabila Anggota DPRD tersebut adalah merupakan tenaga
ahli dan pembebasan dari jabatan organiknya menghadapi kesulitan fungsionil
dalam melaksanakan pembangunan.

Pembebasan dari jabatan organiknya sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3)
tidak menghilangkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
PANITIA PEMERIKSAAN

Pasal 22

Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 43 a Undang-unca  adalah
Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-uadang
Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1975 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertugas memeriksa
surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seorang sebagai Anggota
MPR/DPR/DPRD, baik yang terpilih dalam Pemilihan Umum maupun yang
diangkat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai syarat-syarat keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya diatur oleh Menteri Dalam
Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

B ABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-un-
dang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang
Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970
serta semua peraturan pelaksanaannya; '
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-un-
dang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakvat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun
1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah
Propinsi Irian Barat dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 serta semua peraturan
pelaksanaannya sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 13 Januari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta SCEHARTO
pada tanggal 13 Januari 1976 JENDERAL TNI

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1976
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969

TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAK-
YAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

5 TAHUN 1975

L. PENJELASAN UMUM

1.

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat vang susunan dan kedudukan-

‘nya diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, dibentuk
melalui Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun
1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1975 adalah merupakan sarana utama melaksanakan Demokrasi Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan Undang-undang tersebut harus menjamin tegaknya Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, Ini berarti harus pula terjamin tegaknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistim Pemerintahannya yang
meletakkan tanggungjawab tertinggi penyelenggaraan Pemerintahan Negara
di tangan Presiden di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden
bertanggungjawab pada MPR dan tidak kepada DPR. Presiden dibantu oleh
Menteri-Menteri Negara vyang tidak bertanggungjawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, akan tetapi kedudukannya tergantung daripada Presi-
den.

Hal vang demikian itu akan menjamin stabilitas Pemerintahan. Juga harus
dapat menjamin terciptanya Garis-garis Besar Haluan Negara yang sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Demokrasi Pancasila.

Sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 46 Undang-undang,
maka perlu segera mengadakan Pengaturan-pengaturan lebih lanjut menge-
nai ketentuan-ketentuan Undang-undang dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini bermaksud mengatur pelaksanaan Xketentuan-
ketentuan tersebut, yaitu:

a.  pelaksanaan Kketentuan-ketentuan yang dengan tegas diperintahkan
oleh Undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan
Pemerintah;

b. ©beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang masih memerlukan
pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut.

Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 2 huruf a Penjelasan
Umum ini, ketentuan-ketentuan yang menghendaki pengaturan pelaksana-
annya lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-pasal Undang-un-
dang adalah:
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d.

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang mengenai Utusan Daerah termasuk .
Gubernur Kepala Daerah yang dipilih DPRD I;

Pasal.39 ayat (1) huruf a Undang-undang mengenai pengecualian
pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD;

Pasal 43 ayat (2) Undang-undang mengenai penggantian Wakil-wakil
Organisasi/Golongan berdasarkan Nama-nama yang tercantum dalam
Daftar Calon Organisasi/Golongan tersebut yang telah disahkan;

Pasal 43 a, ayat (2) mengenai Tata Kerja Panitia Pemeriksaan.

Di samping ketentuan tersebut di atas untuk kepentingan pelaksanaan
perlu mengadakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa ketentuan dalam
Undang-undang, yaitu antara lain:

Penentuan jumlah Anggota MPR dari Anggota DPR, Tambahan
Anggota dari Utusan Daerah, Tambahan Anggota dari Partai Politik
dan Golongan Karya, dan Tambahan Anggota dari Golongan Karya
ABRI dan bukan ABRI yang diangkat serta perbandingannya;

Penentuan jumlah Anggota DPR vyang dipilih untuk tiap-tiap Daerah
Tingkat 1/Daerah Pemilihan, dan perbandingan antara jumlah Anggota
DPR yang diangkat dari Golongan ABRI dan bukan ABRI;

Penentuan jumlah Anggota DPRD I/DPRD I yang dipilih dan
perbandingan antara jumiah Anggota DPRD I/DPRD II yang diangkat
dari Golongan Karva ABRI dan bukan ABRI;

Penentuan susunan Pimpinan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II;

Tata cara pencalonan Anggota-anggota Tambahan MPR dari Partai
Politik dan Golongan Karya berdasarkan imbangan hasil Pemilihan
Umum dan dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI vang
diangkat, Anggota DPR/DPRD I/DPRD II vang diangkat dan peng-
ganti Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat vang ber-
henti antar waktu;

Tata cara penelitian calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II;

Tata cara pelaksanaan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang mengenai
beberapa pengaturan dan ketentuan pelaksanaan Undang-undang,
sehingga memungkinkan adanya keluwesan dalam penyelenggaraan-
nya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah ini
mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Un-
dang-undang dan mengadakan pengelompokan ketentuan-ketentuan yang
sejenis, '



129

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1) huruf b

Angka-angka sensus terakhir sebagai dimaksud dalam ayat ini adalah
angka sensus Tahun 1971 yang telah diproyeksikan sampai dengan
akhir Tahun 1976.

Avat (1) huruf ¢

Pembagian Anggota tambahan MPR Utusan Partai Politik dan Golong-
an Karya sebanvak 118 (seratus delapan belas) orang ditentukan
menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (7) dengan perhitungan
jumlah hasil pemilihan yang diperoleh organisasi yang ikut dalam
Pemilihan Umum dan mendapat wakil di DPR yang bersangkutan
dibagi jumlah hasil pemilihan keseluruhan organisasi-organisasi yang
ikut dalam Pemilihan Umum dan mendapat wakil di DPR, dikalikan
jumlah tambahan Anggota yang tersedia, misalnya:

Organisasi A memperoleh wakil di DPR 100

Organisasi B memperoleh wakil di DPR 60

Organisasi C memperoleh wakil di DPR 200

maka masing-masing organisasi akan memperoleh tambahan wakil di
MPR sebagai berikut:

100
A —X118=327= 33
360 ’
60
B —X118=196= 20
360 6
200
C =—X118=655= 65
360
= 118
Ayat (2)

Pengertian pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum vaitu pada
waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum vyang dimulai dengan
Pendaftaran Pemilih, termasuk pencatatan jumlah penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jeias.

Pasal 3
Cukup jelas.



130

Pasal 4
Avyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Avat (3)
Cukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang mempunyai potensi
penting dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan vang dapat
mengajukan calon ialah organisasi yang tidak ikut sebagai peserta
Pemilihan Umum dengan tanda gambar sendiri.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6) |
Cukup jelas

Avat (7)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Avyat (3)

Jumlah Anggota DPR dipilih untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/Daerah
Pemilihan dengan memperhatikan Pasal 5 dan 6 Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, ditentukan pembagiannya
sebagai berikut:

a. Pertama-tama untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan
dibagikan sebanyak jumlah Daerah Tingkat Il yang ada di dalam
wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan,
dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagikan 8 (delapan)
orang Anggota berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, sehingga untuk 277 (dua
ratus tujuh puluh tujuh) Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus
Ibukota dibagikan seluruhnya 285 (dua ratus delapan puluh
lima) orang;

b. Sisa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yaitu 360285,
diberikan kepada Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang
jumlah penduduknya apabila dikurangi 400.000 (empat ratus
ribu) dikalikan jumlah Daerah Tingkat I yang ada di dalam
wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan
menunjukkan sisa lebih;

¢. Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan tersebut huruf b mendapat-
kan tambahan wakil dengan perhitungan: sisa lebih penduduk
Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan dibagi sisa
lebih penduduk seluruh Daerah Pemilihan tersebut huruf b
dikalikan 75 (tujuh puluh lima) wakil;

d. Apabila setelah perhitungan tersebut huruf ¢ masih terdapat sisa
kursifwakil, maka sisa kursi tersebut dibagikan satu demi satu
kepada Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan dengan mendahulu-
kan Daerah Tingkat I[/Daerah Pemilihan yang mempunyai sisa
perhitungan jumlah penduduk terbanyak;

e. Perhitungan berdasarkan perkiraan jumlah penduduk Tahun
1976 bagi Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang mempunyai
penduduk lebih dan berhak mendapat tambahan wakil sebagai
dimaksud dalam huruf b adalah sebagai berikut:

i. Sumatera Utara

a. Penduduk
b. Daerah Tingkat 1I
¢. Sisa lebih penduduk

1.726.737

17
7.726.737 — (17 x 400.000)
= 926.737
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2.  Lampung
a. Penduduk = 3.239.792
b.  Daerah Tingkat II = 4
¢.  Sisa lebih penduduk = 3.239.792 — (4 x 400.000)
= 1.639.792
3. Jawa Barat
a. Penduduk = 23.943.605
b. Daerah Tingkat II = 24

c.  Sisa lebih penduduk = 23.943.605 — (24 x 400.000)

= 14.343.605 :
4. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
a. Penduduk = 6.122.000
b. Daerah Tingkat 1I = 8

¢.  Sisa lebih penduduk = 6.122.000 — (8 x 400.000)

= 2.922.000
5. Jawa Tengah
a. Penduduk = 24.213.658
b. Daerah Tingkat 11 = 35
c. Sisa lebih penduduk = 24.213.658 — (35 x 400.000)
= 10.213.658

6. Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Penduduk T = 2.755.952
b. Daerah Tingkat II 5
c. Sisa lebih penduduk 2.755.952 — (5 x 400.000)
= 755952

7.  Yawa Timur
a. = Penduduk = 28.253.512

b. Daerah Tingkat IT = 37
¢c.  Sisalebih penduduk = 28.253.512 — (37 x 400.000)
= 13.453.512

Jumlah tersebut angka 1 sampai dengan 7
sisa lebih penduduk = 44.255.256.

Tambahan kursi

926.737 9.26.737
1. tera Utara = — 228737 x 75 - 9.26.737
Sumatera Utara = 42 255.256 590.070
= 1 kursi dengan sisa 336.667
1.639.792 1.639.792
. o= 1639791 g 1.639.792
2. Lampung 44255256 590.070
= 2 kursi dengan sisa 459.652
14.343.605 14.343.605
. = e~ =MV 75 = I e =
3. Jawa Barat 44.255.256 * 590.070

= 24 kursi dengan sisa 181.385



4,  Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

5.  Jawa Tengah

6. Daerah Istimewa
Yogyakarta

7. Jawa Timur

dengan huruf d.
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2.922.000 X 75 = 2.922.000
44.255.256 590.070
4 kursi dengan sisa 561.720
10.213.658 - 10.213.658 _
44,255,256 590.070

17 kursi dengan sisa 182.468

755.952 - = 135.952
44,255.256 590.070
1 kursi dengan sisa 165.882
13.453.512 X 75 = 13.453.512 _
44,255.256 590.070

22 kursi dengan sisa 471.972,

Sisa kursi yang telah terbagi = 71, sedang sisa kursi
dibagikan kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur,
Lampung, Sumatera Utara masing-masing 1 (satu) kursi sesuai

=4’

Dengan demikian maka Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan
tersebut di atas mendapatkan:

Il

17+1+1
4+2+1
24 + 24

8+4+1
35+ 17

5+1
37+22 +1

I

19
7
48

13
52

6
60

Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

1.  Sumatera Utara
2.  Lampung
3, Jawa Barat
4.  Daerah Khusus
Ibukota Jakarta =
5. Jawa Tengah
6. Daerah Istimewa
Yogyakarta
7.  JYawa Timur-
Ayat (4)
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,
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Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Kewenangan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum
untuk merubah jumlah Anggota DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud
dalam ayat ini meliputi perubahan sebagai dimaksud dalam Pasal 9
ayat (4) dan kemungkinan perkembangan jumlah penduduk Daerah
Tingkat 1/Daerah Tingkat IL

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ’dan pemberontakan-pemberontakan lainnya”

ialah -pemberontakan-pemberontakan yang tidak disebut dalam Kepu-
tusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
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Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Peresmian pemberhentian sebagai Anggota DPR berarti pula peresmi-
an pemberhentian sebagai Anggota MPR yang dinyatakan daiam Surat
Keputusan Pemberhentiannya.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Pejabat yang berwenang dalam ayat ini ialah pejabat yang berwenang
meresmikan keanggotaan dan pemberhentian Anggota MPR/DPR/
DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasat 21
Ayat (1)

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pembebasan
sebagai dimaksud dalam Pasal ini ialah bagi:
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a. Pegawai Negeri Sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan;

b. Pegawai Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah;

c. Pegawai Badan/Lembaga Negara oleh Ketuanya masing-masing.

Ayat (2)

Pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Badan Permusyawaratan
/Perwakilan Rakyat adalah wajar tetapi mengingat rapat-rapat/volume
tugas pekerjaan MPR atau DPRD tidak terus menerus seperti DPR,
maka Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Tambahan MPR
yang tidak menjabat sebagai Pimpinan MPR atau yang tidak menjabat
sebagai Pimpinan DPRD tidak perlu dibebaskan dari jabatan organik-
nya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam avat ini ialah tenaga-tenaga
vang sangaf dibutubkan dalam kelancaran roda Pemerintahan dan
kelangsungan Pembangunan pada Daerah yang bersangkutan, dan
apabila dibebaskan menghadapi kesulitan untuk menggantinya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum seorang diresmikan menjadi Anggota Badan Permusyawarat-
an/Perwakilan Rakyat baik yang bersangkutan terpilih melalui Pemi-
lihan Umum maupun diangkat, terlebih dahulu harus diperiksa
kelengkapan surat-surat bukti dirinya.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3066
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1980
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak-
yat telah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1975 dan diubah lagi yang kedua kali dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1980;

bahwa sehubungan dengan hal itu, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1976, tidak sesuai lagi sebagai peraturan pelak-
sanaan Undang-undang Pemilihan Umum;

bahwa mengenai hal-hal tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan
Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya masih dipandang
perlu diatur tersendiri;

bahwa mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah
Tingkat [ Timor Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum
di Propinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur dalam hal-hal tertentu
dapat berbeda dengan di Daerah-daerah lain dalam wilayah
Republik Indonesia yang diatur tersendiri;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam hurufa, b, ¢ dand,
perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksa-
naan Undang-undang Pemilihan Umum dan mencabut Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1977.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
(Lembszran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusvawaratan/Per-
wakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo. Undang-undang Nomor
2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15
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Menetapkan :

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2915)jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomeor 55, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pe-
nyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Pembenfukan Propinsi Daerah Tingkat 1 Timor
Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3084);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3153);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat’ Daerah sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (L.embaran
Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3066).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UN-
DANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM.
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"BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.

Undang-undang adalah Undang-undang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1980;

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut
dapat disebut MPR, DPR, DPRD 1 dan DPRD II;

Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD [ dan DPRD II;

Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 9
Undang-undang;

Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan
Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat [, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia
Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara vang selanjutnya berturut-turut dapat disebut LPU, PPI,
PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH dan KPPS;

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Panitia-panitia sebagai
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) Undang-undang, yaitu Panitia Pengawas Pelak-
sanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah
Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang
selanjutnya berturut-turut dapat disebut PANWASLAKPUS, PANWASLAK I,
PANWASLAK II dan PANWASLAKCAM; ‘

Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik
yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan
Karya yang selanjutnya berturut-turut dapatdisebut Partai Persatuan, PDI dan
GOLKAR;

Pendaftar adalah Anggota-anggota PANTARLIH sebagai dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4) huruf ¢ Undang-undang atau petugas yang membantu PAN-
TARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;

Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau Daerah setingkat Desa/
Kelurahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilihan Umum mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.

Pendaftaran pemilih/jumlah penduduk.

2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan.
3. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.
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Pengajuan nama calon (pencalonan).

Penelitian calon-calon.

Penetapan calon-calon/penyusunan daftar calon.
Pengumuman. daftar calon.

Kampanye pemilihan.

Pemungutan suara.

Penghitungan suara.

Penetapan hasil Pemilihan Umum meliputi:

a. pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi);
b. penetapan terpilih;

c.  penetapan/peresmian menjadi anggota

moXrRNo A

p— p—

12. Mengadakan upacara pengambilan sumpah/janji secara bersama—sama keanggotaan
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 4

Apabila awal dan atau akhir suatu waktu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum vang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu
kegiatan tersebut diundurkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan
jangka waktu vang telah ditentukan.

Pasal 5

Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini,
apabila suatu atau beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ternyata
atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan.

BAB 1I

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA/
PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama
Lembaga Pemilihan Umum

Pasal 6

(1) Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertim-
bangan dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat
permanen.

(2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari
Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang
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Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri
sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan
tugasnya.

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU
dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dan atau
menunjuk pejabat-pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.

Dalam hal-hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya
kepada PPI.

Pasal 7

Tugas LPU adalah:

48]

(2)

(3)

(1}

(2)

mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum,;
memimpin dan mengawasi Panitia-panitia yang ada pada LPU;

mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data fentang
hasil Pemilihan Umum;

mengerjakan hal-hat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan
Umum.

Pasal 8

Dewan Pimpinan LPU terdiri dari:
a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;

Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;

Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;

Menteri Keuangan sebagai Anggota;

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai
Anggota; '

f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;

g Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.

oo g

Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah:

a. menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;
b. mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul vang
diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang
dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan
beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan, PDI, GOLKAR
dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Ketua, Wakil Ketuz dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
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Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan
usul-usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas pra-
karsa sendiri.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa
diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan
vang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU,

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk

seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU.

Tata kerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh Sekretaris Umum dan dibantu oleh seorang
atau lebih Wakil Sekretaris Umum.

Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.

Susunan dan tata kerja Sekretariat Umum LPU ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Indonesia

Pasal 11

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dibentuk dengan Keputusan Presiden.
Pada PPI dibentuk Sekretariat dan PANWASLAKPUS.

Tugas PPI adalah:

a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPRD]1 dan DPRDII;

b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.

PANWASLAKPUS bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemi-
lihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dan bertanggung jawab kepada
Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Pasal 12

Anggota PPI terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan
ABRI sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Wakil-wakil
Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

a.  Sekretariat PPI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang
atau lebih Wakil Sekretaris;

b.  Sekretaris dan Wakil Sekretaris PPI diangkat dan diberhentikan cleh Presiden.

Ketua LPU, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU dan Ketua Dewan Per-
timbangan LPU serta Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum LPU masing-
masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua PPl serta Sekretaris dan
Wakil Sekretaris PPI.
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Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil-wakil Ketuva dan Anggota Dewan Pertim-
bangan LPU merangkap menjadi Anggota-anggota PPI.

PANWASLAKPUS terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat
oleh Jaksa Agung dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota vang dijabat oleh
Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri serta beberapa orang Anggota yang
diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI,
masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga} orang, yang diangkat dan diberhenti-
kan oleh Presiden.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKPUS ditunjuk seorang
Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua
PPIL.

Pasal 13

Tata keria PPI dan PANWASLAKPUS serta susunan dan tata kega Sekretariat
PPI ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah hari pemungutan suara, PPI termasuk
Sekretariatnya dan PANWASLAKPUS dibubarkan dengan Kepufusan Presiden.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Pasal 14

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) dibentuk dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pada PPD I dibentuk Sekretariat dan PANWASLAK 1.

Tugas PPD 1 adalah:

a. membantu fugas-tugas PPI;

b. mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
DPRD I dan DPRD II; '

¢. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD L.

PANWASLAK I bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD I dan
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1.

Pasal 15

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya menjadi Anggota merang-
kap Ketua PPD I.

Anggota PPD I terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR
dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil
Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua
LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1.

a. Sekretariat PPD I dipimpin cleh seorang Sekretaris;
b. Sekretaris PPD I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1/Ketua PPD 1.
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PANWASLAK I terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh
Kepala Kejaksaan Tinggi dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang
dijabat oleh Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi serta beberapa orang Anggota
vang diambil dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan
ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala
Daerah Tingkat 1/Ketua PPD L.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK 1 ditunjuk seorang
Sekretaris vang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I/Ketua PPD 1.

Pasal 16

Tata kerja PPD I dan PANWASLAK I serta susunan dan tata kerja Sekretariat

PPD 1 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua
LPU.

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD I
termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK 1 dibubarkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

" Pasal 17

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD I»I.) dibentuk dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pada PPD II dibentuk Sekretariat dan PANWASLAK II.

Tugas PPD II adalah:
a. membantu tugas-tugas PPD I;
b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II.

PANWASLAK II bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemi-
lihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD II
dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/
Ketua PPD 11,

Pasal 18

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya menjadi
Anggota merangkap Ketua PPD II.

Anggota PPD II terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR,
dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil
Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua
LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1.
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a.  Sekretariat PPD II dipimpin oleh seorang Sekretaris;

b. Sekretaris PPD II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I/Ketua PPD I atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II/Ketua PPD II.

PANWASLAK II terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh
Kepala Kejaksaan Negeri dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang
dijabat oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya serta beberapa
orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI,
GOLKAR dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1/Ketua PPD L.

Menteri Dalam Negeri/Ketua- LPU mendelegasikan wewenang mengangkat dan
memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PPD II dan PANWASLAK II
sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK Il ditunjuk seorang

Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupatl/’Wahkotamadya Kepala
Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Pasal 19

Tata kerja PPD II dan PANWASLAK 1I serta susunan dan tata kerja Sekretariat
PPD 1l ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua
LPU.

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD I1

termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK II dibubarkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kelima _
"Panitia Pemungutan Suara

Pasal 20

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1.

Pada PPS dibentuk Sekretariat dan PANWASLAKCAM.

Tugas PPS adalah:

a. membantu tugas-tugas PPD II;

b. menyelenggarakan pemungutan suara,

PANWASLAKCAM bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemi-
lihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerja PPS serta
melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat

pemberitahuan/panggilan kepada Pemilih dan bertanggung jawab kepada Camat/
Ketua PPS.

Pasal 21

Camat karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PPS.

Anggota PPS terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan
ABRI sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua,
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yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 1I/Ketua PPD II atas usul Camat/Ketua PPS.

Untuk keperluan Pemilihan Umum Menteri Dalam Negeri dapat memnetapkan
pembagian Kotamadya Daerah Tingkat Il yang belum terbagi dalam wilayah
Kecamatan dalam wilayah yang setingkat dengan Kecamatan.
a.  Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris;
b. Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Ke-
pala Daerah Tingkat I1/Ketua PPD II, atas usul Camat/Ketua PPS.
PANWASILAKCAM terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang
dijabat oleh unsur Pemerintah ditingkat Kecamatan serta beberapa Anggota yang
diambil dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI,
masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhenti-
kan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat [I/Ketua PPD II.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKCAM ditunjuk seorang
Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Ketua PPS.

Pasal 22

Tata kerja PPS dan PANWASLAKCAM serta susunan dan tata kerja Sekretariat
PPS ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.,

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah hari pemungutan suara, PPS termasuk
Sekretariatnya dan PANWASILAKCAM dibubarkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1.

Bagian Keenam
Panitia Pendaftaran Pemilih

Pasal 23

Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH) dibentuk dengan Keputusan Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Tugas PANTARLIH adalah:
a. membantu tugas-tugas PPS;
b. menyelenggarakan pendaftaran pemilih.

Pasal 24

Kepala Desa/Kelurahan karena Jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua
PANTARLIH.

Anggota PANTARLIH terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhenti-
kan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I/Ketua PPD II, atas
usul Camat/Ketua PPS.

a.  Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANTARLIH ditunjuk seorang
Sekretaris dan beberapa orang pembantunya;

b. Sekretaris PANTARLIH diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Ketua PPS
atas usul Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH.
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Pasal 25

Tata kerja PANTARLIH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah daftar pemilih disahkan,
PANTARLIH dibubarkan dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Bagian Ketujuh
Panitia Pemilihan untuk Warganegara
Republik Indonesia di Luar Negeri

Pasal 26

Untuk melaksanakan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal
13 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang, di Departemen
Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan untuk Warganegara Republik Indonesia di
Luar Negeri yang disebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dengan Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pada PPLN dibentuk sebuah Sekretariat.

Tugas PPLN adalah membantu pelaksanaan tugas PPI dan PPD I Daerah Khusus
Ibukota Jakarta untuk Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia
yang bertempat tinggal di Luar Negeri.

Pasal 27

Anggota PPLN terdiri dari pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat Sekre-
tariat Umum LPU sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Menteri Luar
Negeri.

Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengangkat di antara Anggota Panitia sebagai
dimaksud dalam ayat (1) seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul
Menteri Luar Negeri.

a. Sekretariat PPLN d1p1mpm oleh seorang Sekretaris;

b. Sekretaris PPLN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU, atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 28

Tata kerja PPLN serta susunan dan tata kerja Sekretariatnya ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPLN dan
Sekretariatnya dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 29

Di tiap-tiap Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri termasuk Konsulat
Jenderal serta Konsulat-konsulat yang tidak langsung di bawah Kedutaan Besar
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(2)

(3)

(4)

Republik Indonesia dibentuk PPS untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar
Negeri yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat
dan diberhentikan oleh Ketua PPLN, atas usul Kepala Perwakilan yang ber-
sangkutan.

a. Ketua PPLN mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua di antara
Anggota PPS sebagai dimaksud dalam avat (1);

b. Kepala Perwakilan Repubilik Indonesia di Luar Negeri karena jabatannya
tidak dibenarkan diangkat menjadi Anggota PPS setempat.

‘Dalam pelaksanaan tugasnya, PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertanggung
jawab kepada PPLN melalui Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang selanjut-
nya bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri/
Ketua PPI.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1)

ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Per-
wakilan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Anggota Organisasi Penyelenggara/
Pelaksana Pemilihan Umum

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPLN,
PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.

(1

Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun
serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

cakap menulis dan membaca huruf latin;

setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang
Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang bersumber
kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, untuk mengemban Amanat Penderitaan
Rakyat;

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau yang tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung
dalam ”Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI” atau organisasi-organisasi terlarang
lainnya; :

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak
dapat diubah lagi;

nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

penduduk wilayah kerja panitia yang bersangkutan.

Pasal 31

Sebelum memangku jabatannya, Anggota-anggota Dewan Pertimbangan LPU,
PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau
mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh.
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Pengucapan sumpah/fjanji sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai be-

rikut:

a.  bagi penganut agama Islam, didahului dengan ucapan ’Demi Allah™;

b. bagi penganut agama Kristen/Katolik, diakhiri dengan ucapan “Kiranya
Tuhan menolong saya’’;

¢. bagi penganut agama Hindu, didahului dengan ucapan Om Atah Parama-
wisesa’”;

d. bagi penganut agama Budha, didahului dengan ucapan “Demi Sang Hyang
Adi Budha™.

Bunyi sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
”Saya bersumpah (berjanji dengan sungguh-sungguh):

bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Pertimbangan
LPU/PPI/PPLN/PPD I/PPD II/PPS/PANTARLIH/Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun,
tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada.
siapapun;

bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus saya rahasiakan;

bahwa dalam menjalankan tugas saya akan bekerja dengan jujur dan cermat dan
senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada
kepentingan pribadi atau golongan;

bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat;

bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan
Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Revolusi Kemerdekaan Bangsa
Indonesia yang bersumber kepada Proklamasi 17 Agustus 1945;

bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi Negara Republik Indonesia”.

Pasal 32

Sumpah/janji sebagai dimaksud dalam Pasal 31 diucapkan dihadapan pejabat yang
mengangkat Anggota yang bersangkutan atau dihadapan pejabat lain yang diberi kuasa
untuk mengambil sumpah/janji.

BAB Il
DAFTAR PEMILIH

Bagian Pertama
Pendaftaran Pemilik dan Jumlah Penduduk
Warganegara Republik Indonesia

Pasal 33

Permulaan waktu penyelenggaraan pendafiaran pemilih ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri/Ketua LPU.
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(D

(2

(3)

8y

(2)

Pasal 34

Setelah Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH mengumumkan jangka waktu
penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam wilayah kerjanya, pendaftar menda-
tangi rumah-rumah penduduk untuk mencatat di antara penghuni rumah-rumah
tersebut nama-nama Pemilih serta keierangan-keterangan sebagai dimaksud dalam-
Pasal 36 pada formulir Kartu Pemilih (Model A). ,

Selain catatan sebagai dimaksud dalam avat (1) pendaftar mencatat juga jumlah
penduduk Warganegara Republik Indonesia dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini
diperoleh dari kepala keluarga atau dari salah seorang anggota keluarga yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Jika ada keragu-raguan, pendaftar dapat meminta bantuan penduduk Desa/
Kelurahan yang dianggap mengetahuinya dan setelah memperoleh keterang-
anketerangan seperlunya disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan/Ketua

PANTARLIH untuk diambil keputusan.

Pasal 35

Untuk tiap-tiap Desa/Kelurahan disusun dan dipelihara sebuah daftar pemilih
dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Mo-
del AA), yang memuat nama-nama Pemilih dari Desa/Kelurahan itu.

Seorang Pemilih hanya boleh didaftar satu kali dalam daftar pemilih di seluruh
Indonesia dan jika seorang Pemilih mempunyai tempat tinggal lebih dari satu,
maka ia harus memilih salah satu di antara tempat tinggal itu, di mana ia terdaftar
sebagai penduduk,

Pasal 36

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan-keterangan mengenai tiap-tiap Pemilih sebagai
berikut:

e A o

(1)

(2)

nama lengkap termasuk gelar dan nama panggilan (jika ada);
umur/tanggal lahir;

belum/sudah/permah kawin;

jenis kelamin;

alamat rumah;

pekerjaan.

Pasal 37

Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Ko-
munis Indonesia termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung atau
tidak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI”, tidak didaftar
sebagai Pemilih, kecuali yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya
berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang ‘
Demikian pula bekas anggota organisasi terlarang lainnya tidak didaftar sebagai
Pemilih, kecuali apabila berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan sese-
orang telah mendapat amnesti, abolisi atau grasi.

Mereka yang dipertimbangkan dapat menggunakan hak memilihnya adalah bekas
anggota Partai Komunis Indonesia atau bekas anggota organisasi terlarang lainnya
atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi
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G30S/PKI”, vyang berada dalam masyarakat serta bekas narapidana G30S/PKI,
yang pertimbangannya dilakukan secara selektif berdasarkan penelitian dan
penilaian secara cermat oleh pejabat yang berwenang.

Kepala Desa/Kelurahan memberikan daftar Warganegara Republik Indonesia
sebagai dimaksud dalam ayat {1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Camat,
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I, setelah diadakan penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam
ayat (2} oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan
dan Ketertiban Daerah yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam
avat (3) Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar-daftar tersebut setelah
disetujui Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan
selanjutnya menyampaikan salinan daftar-daftar tersebut kepada Menteri Dalam
Negeri/Ketua LPU.

Untuk keperluan pendaftaran pemilih, Menteri Dalam NegerifKetua LPU mene-
ruskan salinan daftar sebagai dimaksud dalam ayat (4) kepada Panitia-panitia
Pemilihan vang bersangkutan.

Tata cara penelitian dan penilaian terhadap mereka sebagai dimaksud dalam
ayat (2) dan pengesahannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Daftar yang memuat nama-nama Warganegara Republik Indonesia yang tidak
dapat didaftar sebagai Pemilih dan yang telah dipertimbangkan penggunaan hak
memilihnya sebagai dimaksud dalam ayat (1) tetap dipelihara sebaik-baiknya dan
pengaturan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38

Pendaftaran pemilih berakhir setelah Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud
dalam Pasal 43 disahkan.

(N

(2)

Bagian Kedua
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 39

Atas dasar bahan-bahan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 33, PANTARLIH harus sudah menyusun
Daftar Pemilih Sementara yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut
abjad pada formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA)
sesuai keperluan.

Seorang Pemilih didaftarkan dengan nama lengkap dan cara penulisannya adalah

sebagai berikut:

a. nama Pemilih ditulis lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama
keluarga/marga/suku, gelar dan sebagainya, dan apabila seorang Pemilih
mempunyai/menggunakan nama dewasa dan nama kecil maka namanya
ditulis menurut kelaziman sehari-hari, dan jika ada nama panggilan ditulis
paling belakang;
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

b. wanita yang bersuami atau janda yang masih memakai nama almarhum
suaminya, namanya ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis di
betakang.

Daftar Pemilih Sementara dibubuhi cap Kepala Desa/Kelurahan dan ditanda
tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH serta sekurang-kurang-
nya 2 (dua) orang Anggota lainnya.

Pasal 40

a. Satu rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 39,
sehari sesudah selesai penyusunannya diumumkan oleh PANTARLIH pada
kantor Kepala Desa/Kelurahan atau ruangan lain yang ditentukan oleh
Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH;

b. Tiga rangkap Daftar Pemilih Sementara oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua
PANTARLIH segera dikirimkan kepada Camat/Ketua PPS.

Daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak boleh dibawa keluar
ruangan, dan masyarakat diberi kesempatan melihat daftar itu selama 20 (dua
puluh) hari, sejak tanggal pengumumannya.

Dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) yvang berkepentingan
dapat mengajukan usul perubahan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan yang
belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PANTARLIH untuk dimasukkan
namanya dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42.
PANTARLIH segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Jika
usul itu dapat diterima oleh PANTARLIH segera dilakukan perubahan dan hal ini
diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Berhubung dengan keputusan
itu, Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunya.

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud ‘dalam ayat (3) oleh
Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH berangsur-angsur diteruskan kepada
Camat/Ketua PPS, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada Daftar
Pemilih Sementara yang sudah dikirimkan kepadanya. '

Jika usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta
perubghan dengan melalui PANTARLIH kepada Camat/Ketua PPS. Kepala Desa/f
Kelurahan/Ketua PANTARLIH meneruskan secara berangsur-angsur pengaduan
tersebut kepada Camat/Ketua PPS untuk segera mendapat keputusan.

Bagian Ketiga
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 41

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) berakhir, Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus sudah diperbaiki menurut tata cara sebagai
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), (4), dan ayat (5).

Setelah Daftar Pemilih Sementara tersebut diperbaiki, Camat/Ketua PPS menge-
sahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
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(2) Camat/Ketua PPS segera mengirimkan Daftar Pemilih Tetap sebagai dimaksud
dalam ayat (1), satu rangkap kepada Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH
yang bersangkutan, dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM dan satu rangkap
disimpan di Kantor PPS. '

Bagian Keempat
Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 42

(1) Selama 10 (sepuluh) hari sesudah pengesahan Daftar Pemilih Tetap sebagai
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), kepada Pemilih yang namanya belum tercantum
dalam Daftar Pemilih Tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri kepada
PANTARLIH supaya namanya dimasukkan dalam Paftar Pemilih Tambahan.

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam
ayat (1) berakhir, PANTARLIH sudah menyusun Daftar Pemilih Tambahan
menurut bentuk dan cara sebagai-dimaksud dalam Pasal 39 serta mengirimkan
kepada Camai/Ketua PPS untuk disahkan.

Pasal 43

Camat/Ketua PPS segera mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) dan mengirimkan kembali satu rangkap kepada Kepala Desa/
Kelurahan/Ketua PANTARLIH dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM dan satu
rangkap disimpan di kantor PPS.

Bagian Kelima
Pengawasan Pendaftaran Pemilih

Pasal 44

Pendaftaran Pemilih ses_agai dimaksud dalam Pasal 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, dan Pasal
43 diawasi oleh PANWASLAKCAM.

Bagian Keenam
Pendaftaran Pemilih Penghuni Asrama ABRI

Pasal 45

(1) Yang dimaksud dengan asrama dalam Bagian ini, ialah pérumahan tempat tinggal
anggota ABRI dan keluarganya, yang tata tertibnya diatur oleh dan dipertanggung-
jawabkan kepada seorang Komandan. '

(2) Mengenai keluarga anggota ABRI dan orang-crang bukan anggota ABRI yang
bertempat tinggal dalam asrama, keterangan-keterangan sebagai dimaksud dalam
Pasal 36 dan keterangan-keterangan tentang jumlah penduduk sebagai dimaksud
dalam Pasal 34, dapat diperoleh PANTARLIH berdasarkan keterangan Komandan
yang bertanggung jawab atas asrama tersebut.

{3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga bagi penyusunan Daftar
Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42.
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Pasal 46

Camat/Ketua PPS memberikan salinan daftar nama-nama orang yang telah terdaftar
sebagai dimaksud dalam Pasal 45 kepada Komandan sebagai dimaksud dalam Pasal
tersebut.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Pemilih dalam Rumah Sakit, Lembaga
Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Tempat Kediaman
Perwakilan Asing dan Yang Tidak Mempunyai
Tempat Tinggal Tetap

Pasal 47

(1) Pemilih yang sedang dirawat dalam rumah sakit dan Pemilih yang berada dalam
Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana yang tidak sedang menjalani pidana
sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang, atau Pemilih
yang sedang berada dalam tahanan, didaftar dalam rumah sakit, Lembaga Pemasya-
rakatan atan rumah tahanan oleh pendaftar dari Desa/Kelurahan tempat rumah
sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan itu berada.

(2) Pemilih yang telah didaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian
dikeluarkan dari rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan, atas
permintaannya diberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan
(Model AB) oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan.
Apabila PANTARLIH sudah dibubarkan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar
Pemilih Tambahan (Model AB) tersebut diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
Dengan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB)
tersebut, ia meminta kepada PANTARILIH di Desa/Kelurahan tempat tinggalnya
supaya namanya dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan di
tempat itu. ’

(3) Seorang Pemilih yang sudah didaftar, kemudian dirawat dalam rumah sakit,
dipidana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau ditahan dalam rumah tahanan,
meminta dari tempat tinggalnya Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih
Tambahan (Model AB) mengenai dirinya untuk dipergunakan pada pemungutan
suara.

Permintaan itu diajukan dengan perantaraan kepala rumah sakit, kepala. Lembaga
Pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan, yang meneruskan permintaan itu
kepada Camat/Ketua PPS dari tempat tinggalnya.

Setelah Camat/Ketua PPS memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar
Pemilih Tambahan (Model AB) dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar. Pemilih
Tambahan diadakan catatan, bahwa Pemilih dimaksud tidak akan memberikan
suara pada tempat pemungutan suara di mana ia didaftarkan.

Apabila Pemilih mengembalikan kutipan itu kepada Camat/Ketua PPS yang
bersangkutan, maka catatan dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan
tersebut dihapus.

(4) Tata cara pendaftaran Pemilih yang bertempat tinggal di tempat kediaman
Perwakilan Asing dan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap diatur dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

»
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Bagian Kedelapan
Pendaftaran Pemilih di Luar Negeri

Pasal 48

Pemilih yapg berada di luar negeri mendaftarkan diri dengan datang sendiri atau
dengan surat kepada PPS sebagai dimaksud dalam Pasal 29, yang bertindak sebagai
PANTARLIH dengan membawa/disertai surat-surat bukti yang diperlukan.
Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 dan
Pasal 36.

Penyusunan dan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan
dilakukan oleh PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 39.

Perubahan-perubahan dalam Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tambahan
diadakan atas keterangan Pemilih sendiri.

Jika pada Kantor Perwakilan di Luar Negeri sudah tersedia daftar Warganegara
Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kantor Perwakilan itu yang
terpelihara, maka daftar tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun Daftar
Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan.

Bagian Kesembilan
Daftar Jumlah Pemilih/Jumlah Penduduk

Pasal 49

Selambat-lambatnya 15 (lima belas} hari sesudah disahkannya Daftar Pemilih
Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 43, Camat/Ketua PPS harus sudah
mengirimkan daftar jumlah pemilih vang terdaftar dalam daerah pemungutan
suara, kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat [1/Ketua PPD II dan
bagi Ketua PPS untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri harus
sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih kepada Ketua PPLN. ‘

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud
dalam ayat (1) berakhir, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat [I/Ketua
PPD I harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih dalam daerahnya kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1, dan Ketua PPLN harus sudah
menyampaikan daftar jumlah pemilih di Luar Negéri kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam
ayat (2) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah
mengirimkan daftar jumiah pemilih yang terdaftar dalam daerahnya kepada
Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang
diperinci menuriut Daerah Tingkat II.

Daftar jumlah pemilih yang terdaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan
ayat (3) dibuat pada formulir Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model

AC D).

Pasal 50

Sehari sesudah berakhir penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH memberita-
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hukan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar dalam
Desanya/Kelurahannya kepada Camat/Ketua PPS vang bersangkutan.

(2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud
dalam ayat (1) berakhir, Camat/Ketua PPS harus sudah memberitahukan jumlah
penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar dalam daerah pemu-
ngutan suara kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1/Ketua
PPD 11, dan bagi Ketua PPS untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri
harus sudah memberitahukan jumlah Warganegara Republik Indonesia di Luar
Negeri kepada Ketua PPLN. '

(3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud
dalam ayat (2) berakhir, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua
PPD II harus sudah memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik
Indonesia yang terdaffar dalam daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1/Ketua PPD I, dan Ketua PPLN harus sudah memberitahukan jumlah
Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I/Ketua PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(4 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam
avat (3) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah
memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang ter-
daftar dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri
Dalam Negeri/Ketua LPU yang diperinci menurut Daerah Tingkat II.

(5) Jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai
dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dibuat pada formulir Daftar
Jumlah Penduduk Warganegara Republik Indonesia (Model AD 1).

Bagian Kesepuluh
Pemeliharaan Daftar Pemilih

Pasal 51

(1) PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang
dibuat pada formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebanyak yang
diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara, dengan memperhatikan
nama-nama Pemilih yang akan memberikan suara di tiap tempat pemungutan
suara.

(2) Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam
ayat (1) disampaikan oleh Camat/Ketua PPS kepada KPPS sesudah KPPS dibentuk.

Pasal 52

(1) Sampai pada waktu 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara, PPS
memelihara Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan
dengan mengadakan perubahan yang diperlukan berhubung dengan kepindahan
tempat tinggal atau meninggalnya seorang Pemilih yang telah terdaftar.

Perubahan itu diadakan atas keterangan Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTAR-
LIH yang bersangkutan atau apabila PANTARLIH sudah dibubarkan, dari Kepala
Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
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Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari menjelang hari pemungutan suara,
tidak boleh lagi diadakan perubahan sebagai dimaksud dalam ayat (1), kecuali
untuk menghapus nama Pemilih yang dapat dibuktikan tidak mempunyai hak
untuk memilih.

Pasal 53

Seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih
Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43, apabila
ternyata tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) Undang-undang tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Bagi secrang Pemilih yvang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar
Pemilih Tambahan yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya sebagai
dimaksud dalam ayat (1), diperlukan keterangan dari pihak/instansi yang ber-
wenang, dan bagi yang sedang terganggu jiwa/ingatannva didasarkan pada kenya-
taan keadaan orang yang bersangkutan pada waktu pemungutan suara dilak-
sanakan.

Pasal 54

Dalam hal seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih pindah
tempat tinggal dari satu Desa/Kelurahan ke Desa/Kelurahan lain sebelum waktu
sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka yang bersangkutan memberitahu-
kan kepindahannya kepada Kepala Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan
memberikan surat keterangan kepindahan yang dibuat pada formulir Kutipan
Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB), guna memindahkan
namanya sebagai Pemilih di Desa/Kelurahan di tempat tinggalnya yang baru.

Sebelum jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berakhir,
Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggal Pemilih yang baru sesuai maksud ke-
pindahan Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) mencatat nama Pemilih
tersebut dalam formulir Kartu Pemilih (Model A) dan dalam formulir Daftar
Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) serta dalam Salinan Daftar
Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan pada Kutipan Daftar
Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambazhan (Model AB) dari Pemilih yvang ber-
sangkutan diberi tanda/keterangan yang menyatakan bahwa formulir Model AB

~ tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Apabila pemindahan nama Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berakhir, maka
Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan {Model AB) dibubuhi
tanda/keterangan bahwa formulir Model AB tersebut berlaku untuk memberikan
suara di TPS serta ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggal
Pemilih yang baru dan dikembalikan kepada Pemilih yang bersangkutan tetapi
namanya tidak dicatat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih
Tambahan.

Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang
dikembalikan sebagai dimaksud dalam ayat (3) diperlukan sama sebagai Surat
Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara menurut ketentuan sebagai
dimaksud dalam Pasal 116.
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Pasal 55

Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan Kartu Pemilih, tetap dipelihara
sebaik-baiknya sesudah selesainya pemungutan suara dan pengaturan selanjutnya
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB 1V

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DPR, DPRD I,
DAN DPRD II YANG DIPILIH

Pasal 56

Selambat-lambatnva 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (4) berakhir, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sudah menetapkan:

a. Jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan;

b. Jumlah Anggota DPRD I yang dipilih untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
¢.  Jumlah Anggota DPRD II yang dipilih untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 57

(1) Penetapan jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan diatur
menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, berdasarkan hasil pendaf-
taran jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam
Pasal 50.

(2) Penetapan jumlah Anggota DPRD I dan DPRD II yang dipilih untuk masing-
masing Daerah Pemilihan diatur menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam
ayat (1), berdasarkan hasil pendaftaran jumlah penduduk Warganegara Republik
Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 50.

BAB V
PENCALONAN

Bagian Pertama
Nama dan Tanda Gambar Organisasi Peserta
Pemilihan Umum

Pasal 58

(1) Organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf g,
selanjutnya dalam Bab V ini dapat disingkat organisasi, yang akan mengajukan
calon-calonnya untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II, mengajukan
nama dan tanda gambar organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 18 Undang-
undang kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari terhitung mulai tanggal permulaan waktu penyelenggaraan pen-
daftaran pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 33. ;
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(2) Yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi untuk Pemilihan Umum
Anggota Badan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan,
PDI dan GOLKAR.

(3) Nama organisasi yang diajukan adalah nama organisasi peserta Pemilihan Umum
atau singkatannya.

(4) a. Tanda gambar organisasi yang diajukan harus terang dan jelas, sederhana dan
hanya berwama hitam dan putih; '

b. Tanda gambar organisasi dibuat dalam persegi empat yang berukuran 5 (lima)
sentimeter panjang dan 5 (lima) sentimeter lebar dan gambarnya di atas
kertas putih persegi panjang vang berukuran 20 (dua puluh) sentimeter
panjang dan 15 (lima belas) sentimeter lebar, sehingga di bawah tanda gambar
itu tersedia persegi empat yang kosong yang berukuran 15 (lima belas)
sentimeter panjang dan 15 (}ima belas) sentimeter lebar;

c¢. Tanda gambar organisasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua
LPU dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 59

Apabila nama dan tanda gambar organisasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan
sebagai dimaksud dalam Pasal 58, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengembalikan
tanda gambar tersebut kepada organisasi yang bersangkutan untuk diperbaiki.

Pasal 60

(1) Tanda gambar organisasi difolak Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU apabila:
a. bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
Undang-undang;

b. tanda gambar organisasi sama atau mirip dengan tanda gambar organisasi lain

atau tanda gambar organisasi tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan bagi
para Pemilih.

(2) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dapat mengadakan perundingan seperlunya
dengan yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi dalam jangka waktu
20 (dua puluh) hari sesudah jangka waktu yang ditentukan sebagai dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) berakhir.
Dalam perundingan tersebut diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
terganggunya keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya persatuan dan
kesatuan bangsa vang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
dihubungkan dengan penggunaan tanda gambar organisasi dalam Pemilihan Umum.

Pasal 61

(13} Nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) segera diberitahukan secara
langsung kepada organisasi yang mengajukan nama dan atau tanda gambar dengan
disertai alasan penolakannya. Organisasi yang menerima pemberitahuan penoclakan
harus memberikan tanda penerimaan.
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(2) Setelah menerima pemberitahuan penolakan nama dan atau tanda gambar, orga-
nisasi yang mengajukannya harus segera menyampaikan nama dan atautanda gam-
bar yang lain sebagai penggantinya.

Pasal 62

Pengganti nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak harus sudah diterima
oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah
jangka waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berakhir.

Pasal 63

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah menerima penggantian nama
dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU
harus sudah memutuskan nama dan tanda gambar yang dipakai dalam Pemilihan
Umum dan menentukan nomornya masing-masing.

(2) Nama dan tanda gambar organisasi serta nomornya yang telah diputuskan sebagai
dimaksud dalam avyat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU dan diumumkan dalam Berita Negara.

(3) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengirimkan salinan surat keputusan sebagai
dimaksud dalam ayat (2) kepada yang mengajukan nama dan tanda gambar
organisasi.

(4) Setelah nama dan tanda gambar organisasi beserta nomornya diumumkan dalam
Berita Negara, organisasi dapat:
a. memasangnya di depan kantor organisasi yang bersangkutan baik di tingkat
Pusat maupun di tingkat Daerah;

b. memuatnya dalam surat-surat kabar atau penerbitan-penerbitan lainnya yang
telah mendapat surat izin terbit;

¢. menyebarkannya kepada anggota-anggotanya.

Bagian Kedua
Cara Pencalonan

Pasal 64

{1) Organisasi mengajukan calon-calonnya dengan mengisi formulir Surat Pencalonan
(Model B).

(2) Untuk keperluan pencalonan Dewan Pimpinan Pusat organisasi menerima salinan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal
63 ayat (3) sebanyak yang diperlukan.
Pengurus organisasi di tingkat Daerah yang memerlukan salinan tersebut dapat
memintanya kepada Dewan Pimpinan Pusat Organisasi masing-masing.

(3) Partai Persatuan, PDI dan GOLK AR dapat mengadakan kesepakatan penggabungan
suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian jumlah wakil. Kesepakatan
penggabungan suara ifu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengajukan calon
pada formulir Surat Pencalonan (Model B) sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan
juga pada daftar calon sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
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Surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya sebagai dimaksud dalam Pasal 66

disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai 10

(sepuluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)

berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk keanggotaan DPR oleh Pimpinan Pusat Partai Persatuan, PDI dan
GOLKAR kepada PPI; ' ;

b. untuk keanggotaan DPRD I oleh Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Persatuan,
PDI dan GOLKAR kepada PPD I;

¢. untuk keanggotaan DPRD II oleh Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Persa-
tuan, PDI dan GOLKAR kepada PPD II.

Pasal 65

Nama calon ditulis menurut cara yang ditentukan untuk pengisian Daftar
Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2). '

Nama calon diajukan untuk tiap Daerah Pemilihan dalam daftar calon tersendiri
pada formulir Daftar Calon Organisasi (Model BA) dalam urutan sebagaimana
dikehendaki oleh organisasi yang mengajukan daftar tersebut. Untuk Pemilihan
Umum Anggota DPR, nama calon vang diajukan untuk mewakili Daerah Tingkat
II diambil dari nama-nama calon yang tercantum dalam formulir Daftar Calon
Organisasi (Model BA) tersebut di atas, ditulis dalam formulir Lampiran Daftar
Calon Organisasi (Model BA 1).

a.  Organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk pemilihan umum Anggota
DPR lebih dari satu Daerah Pemilihan;

b. Organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk lebih dari satu DPRD
yang sejenis. '

Pasal 66

Surat Pencalonan harus dilampiri Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) dan surat-surat keterangan dari masing-masing calon mengenai
syarat-syarat sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat-surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari antara lain:

a. surat-surat keterangan mengenai syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal
16 Undang-undang;

b. surat keterangan mengenai hal sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf ¢ Undang-undang.

Surat-surat keterangan sebagali dimaksud dalam ayat (1) adalah surat-surat
pernyataan dan atau surat-surat keterangan yang berfungsi sebagai bukti bahwa
syarat sebagai calon telah dipenuhi dan yang dikeluarkan/disahkan oleh Pejabat/
Instansi yang berwenang.

Pasal 67

Surat Pencalonan beserta lampiran-lampirannya untuk keanggotaan DPR sebagai
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan Pasal 66 diajukan kepada Menteri
Dalam Negeri/Ketua PPI.
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Menteri Dalam Negeri/Ketua PPl menyampaikan Surat-surat Pencalonan tersebut
beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Peneliti Pusat sebagai dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1975 guna memperoleh penelitian.

Surat Pencalonan beserta lampiran-lampirannya untuk keanggotaan DPRD I atau
DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b dan huruf ¢ serta Pasal
66, diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupatif
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat [1/Ketua PPD II.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1 atau Bupati/Walikotamadya Ke-
pala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II menyampaikan Surat-surat Pencalonan
tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Peneliti Daerah sebagai di-
maksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976
sebagai dimaksud dalam ayat (I), guna memperoleh penelitian.

Jika Daftar Calon Organisasi memuat nama calon melebihi jumiah yang ditentukan
sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-undang, maka Daftar Calon
Organisasi itu dikembalikan kepada organisasi yang bersangkutan untuk diadakan
penyelesaian sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

a. - Seorang calon dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi jika ia tidak meme-
nuhi syarat-syarat untuk menjadi calon sebagai dimaksud dalam Pasal 66;

b.  Pengeluaran seorang calon dari Daftar Calon Organisasi oleh Panitia Pemilih-
an yang bersangkutan, diberitahukan kepada organisasi-organisasi yang meng-
ajukan Daftar Calon Organisasi itu disertai alasannya dan organisasi tersebut
diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak oleh Panitia Pemilihan
vang bersangkutan dan diberi kesempatan pula untuk memperbaiki Daftar
Calon Organisasi itu. '

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (4) berakhir, Panitia-panitia Pemilihan harus sudah selesai
memeriksa surat-surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya, termasuk pene-
litian oleh Panitia Peneliti Pusat/Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 12 dan 13
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan
sudah memberitahukan tentang Daftar Calon Organisasi yang tidak memenuhi
syarat kepada organisasi yang bersangkutan.

Kesempatan untuk membela calon dan memperbaiki Surat Pencalonan/Daftar
Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam ayat (4) huruf b, diadakan selama 30
(tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (5) berakhir.

Pasal 68

Surat Pencalonan ditolak apabila yang digunakan bukan formulir sebagai dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (1), atau apabila diterima oleh Panitia Pemilihan yang bersang-
kutan sesudah waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4).

Formulir-formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2),
formulir-formulir yang dipergunakan untuk memenuhi ketentuan sebagai dimak-
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sud dalam Pasal 66 ayat (1)serta formulir-formulir kelengkapan administrasi
pencalonan disediakan oleh PPI/PPD I/P¥D II dapat diminta kepada kantor PPI/
PPD I/PPD II pada hari/jam kerja kantor Pemerintah selama 15 (lima belas) hari
terhitung mulai wakitu pengesahan nama dan tanda gambar sebagai dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) berakhir.

Bagian Ketiga
Daftar Calon Sementara

Pasal 69

Selambat-lambatnya 15 (lima belas} hari sesudah kesempatan untuk membela
calon dan memperbaiki Surat Pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 67 a-
yat (6) berakhir, PPl, PPD 1 dan PPD Il masing-masing harus sudah selesai me-
nyusun daftar calon sementara dengan menggunakan formulir Daftar Calon
Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR (Model BC), formulir Daftar Calon
Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD 1 (Model BD), dan formulir Daftar
Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD Il (Model BE).

Penyusunan Daftar Calon Sementara dilakukan seperti berikut:

a. tanda gambar sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditempelkan ber-
jajar dari kiri ke kanan menurut urutan nomornya di atas sehelai kertas;

b. di atas tanda gambar dicantumkan nama organisasi, di atas nama organisasi
itu ditulis nomor;

¢.  di bawah masing-masing tanda gambar dicantumkan nama-nama calon sesuai
dengan Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);

d. di bawah masing-masing nama calon ditulis dalam tanda kurung nama Kota
tempat tinggalnya, dicetak dalam huruf balok;

e. Daftar Calon Sementara ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya
seperdua jumlah anggota masing-masing Panitia Pemilihan.

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah jangka waktu
sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, masing-masing Panitia Pemilihan sebagai
dimaksud dalam ayat (1) harus sudah memperbanyak Daftar Calon Sementara
vang telah disusun, untuk diumumkan secara fuas dan efektif. Untuk pengumuman
itu PPl mengirimkan Daftar Calon Sementara untuk DPR bagi tiap Daerah
Pemilihan kepada PPD I yang bersangkutan dan PPD Il mengirimkan Daftar Calon
Sementara untuk DPRD II kepada PPD I yang bersangkutan.

Pengumuman Daftar Calon Sementara dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat [/Ketua PPD I dalam Daerah Pemilihannya dan memuatnya dalam seku-
rang-kurangnya satu harian yang diterbitkan di tempat kedudukan PPD I atau ji-
ka harian yang dimaksud itu tidak ada, dimuat dalam satu harian lain yang oleh
PPD I dianggap terbanyak dibaca dalam daerah itu, atau dengan cara lain yang
ditetapkan oleh PPD I tersebut.

Selain cara pengumuman sebagai dimaksud dalam ayat (4) Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I/Ketua PPD I berusaha supaya selembar dari harian itu atau
selembar dari pengumuman dengan cara lain sebagai dimaksud dalam ayat (4)
dapat dilihat di tiap-tiap kantor PPS oleh khalayak ramai.
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Pasal 70

Selama 30 (tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 69
ayat (3) berakhir, setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi Daftar Calon
Sementara dengan disertai alasan-alasannya kepada Panitia Pemilihan yang bersang-
kutan.

Panitia Pemilihan tersebut memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan itu.

Bagian Keempat
Daftar Calon Tetap

Pasal 71

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud

dalam Pasal 70 berakhir, PPI, PPD I dan PPD Il masing-masing harus sudah
menyusun Daftar Calon Tetap untuk Daerah Pemilihan sebagai dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang.
Bilamana jumlah calon kurang daripada jumlah anggota yang harus dipilih dalam
suatu Daerah Pemilihan, maka Panitia Pemilihan yang bersangkutan mengusahakan
penambahan calon menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Bagian Kedua BAB
V, dan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dengan mengingat ketentuan
sebagai dimaksud dalam Pasal 5§ ayat (2) Undang-undang.

(2) Daftar Calon Tetap segera diumumkan oleh masing-masing Ketua Panitia Pemi-
lihan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara/Lembaran Daerah
dan diumumkan secara luas sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), (4), dan
ayat (5).

(3) Panitia-panitia Pemilihan masing-masing mengirimkan Daftar Calon Tetap yang
tercetak kepada tiap-tiap PPS dalam wilayah kerjanya sebanyak yang diperlukan.

BAB VI
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Pasal 72

(1} Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, Partai
Persatuan, PDI, dan GOLKAR mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang
sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indo-
nesia, yaitu bahwa ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum mempunyai kedu-
dukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam
melaksanakan kampanye serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) rakyat
mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan
Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2): '
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a, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan MPR-RI Nomor
11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka-
prasetya Pancakarsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

b. seluruh.masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan
ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 73

Kampanye Pemilihan Umum yang merupakan kegiatan organisasi sebagai dimaksud

+dalam Pasal 72 ayat (1) diselenggarakan oleh pengurus dan atau anggota organisasi

peserta Pemilihan Umum.

Kegiatan-kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

‘rapat umum;

pawai;

keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum;

penyiaran melalui RRI/TV-RI;

penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat-tempat umum:
poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, film, karet, slogan/semboyan,
spanduk, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan dan penggunaan media massa
serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya;

f.  segala macam dan bentuk pertunjukan umum.

pan s

Pasal 74

Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta
Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional.

Pasal 75

Kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dilaksana-
kan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, dan berakhir 5 (lima) hari sebe-
lum pemungutan suara dilaksanakan.

(1)

(2

Pasal 76

Organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengadakan kegiatan kampanye Pemi-
lihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, b, ¢, dan huruf f
harus memberitahukan secara tertulis kepada penguasa yang berwenang setempat
serendah-rendahnya Komandan Kepolisian Tingkat Kecamatan, dan dalam hal di
suatu wilayah belum ada kantor Kepolisian ialah Camat Kepala Kecamatan selam-
bat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye tersebut diadakan.

Bilamana penguasa sebagai dimaksud dalam ayat (1) mengetahui, bahwa pada
waktu yang bersamaan akan diadakan beberapa rapat, pertemuan umum, pawai
atau pengumpulan massa lainnya, di tempat yang letaknya sama atau berdekatan
dan ia berpendapat bahwa keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik, maka
ia dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat, per-
temuan umum, pawai atau pengumpulan massa lainnya tersebut.
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(3) Poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, film, kaset, slogan/semboyan, spanduk,
brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, dan alat peragaan lainnya sebagai dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diper-
gunakan dalam kampanye Pemilihan Umum, harus diberitahukan lebih dahulu
kepada penguasa sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

Untuk penelitian naskah kampanye Pemilihan Umum dari masing-masing organisasi
peserta Pemilihan Umum yang disiarkan melalui RRI dan TV-RI dibentuk panitia
peneliti naskah kampanye pada PPl, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 78

Menteri Penerangan mengatur lebih lanjut penggunaan RRI dan TV-RI dalam rangka
kampanye Pemilihan Umum termasuk pengaturan penggunaan Radio bukan RRL

Pasal 79

(1) Pegawai Neieri Sipil yang menjadi anggota/pengurus Partai Persatuan, PDI, atau
GOLKAR serta Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan
Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

(3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi pegawai Bank milik
Negara, Perusahaan milik Negara, dan Perusahaan milik Daerah.

(4) Ketentuan tehnis perijinan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan
oleh Kepala Badan Adminisirasi Kepegawaian Negara.

’

Pasal 80

(1) Ketentuan bahwa anggota ABRI tidak dibenarkan berkampanye karena tidak
menggunakan hak memilih dan dipilih sebagai dimaksud dalam Pasal 11 dan 14
Undang-undang, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima
Angkatan Bersenjata.

(2) Mereka yang tidak diberi hak memilih dan dipilih, dan mereka yang hak pilihnya
dicabut oleh keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dilarang:
a. ikut aktif dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum;
b. diperkenalkan atau diperlihatkan kepada umum dalam kampanye Pemilihan
Umum.

Pasal 81

Dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum semua pihak tidak boleh mempermasalah-
kan eksistensi, menyelewengkan, memutar balikkan arti dan isi, merongrong Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membuat rakvat ragu-ragu terhadap kebenaran
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,



(1

(2)

(3)

167

Pasal 82

Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang memfitnah, menghina
atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatuya, agama/kepercayaan,
golongan, organisasi, negara asing atau perorangan serta perbuatan-perbuatan
lainnya yang bertentangan dengan etika/tata krama menurut Pancasila.

Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum organisasi peserta Pemilihan
Umum dilarang menyalahgunakan tanda gambamya sedemikian rupa sehingga
dapat mengakibatkan timbuinya tekanan bathiniah pada Pemilih dalam memberi-
kan suaranya.

Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang untuk mengadakan
segala kegiatan berupa tindakan, ucapan, tulisan, gambar dan. lukisan yang dapat
memberikan kesan pada orang banyak bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat
dirasakan mengandung maksud:
a. sebagai usaha:
(i) menghina Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing
agama;
(i) menjelekkan atau menghina suatu agama atau kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;
(iii} anti agama lain;
(iv) mengaburkan dan memberikan ketidak pastian jaminan akan kebebasan
menjalankan dan menganut agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa;

b. melakukan intimidasi, tekanan atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak
Iain;

¢. vang berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan nasional;
dapat menimbulkan perasaan kesukuan/kedaerahan yang berlebih-lebihan
atau anti kesukuan, serta rasialisme;

e. memberikan penilaian negatif dan atau menjelek-jelekkan:

{i) terhadap organisasi atau negara asing; :

(ii) dengan memperbandingkan antar organisasi peserta Pemilihan Umum
dan atau antar organisasi lain;

(iii) terhadap panji-panji, bendera, vandel -dan tanda gambar dari suatu
organisasi.

f.  mengadakan suatu penilaian dan usaha memperkecil serta meremehkan ke-
 bijaksanaan Pemerintah, pejabat-pejabatnya baik sipil maupun Militer, dan
dari perorangan dari pejabat dimaksud.

Pasal 83

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai larangan pelaksanaan karhpanye sebagai
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, dan Pasal 82 dapat berakibat dibubarkan
atau diberhentikannya pelaksanaan kampanye oleh yang berwenang,
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BAB VII
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama
Pemungutan Suara

Pasal 84

Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD [ dan DPRD -II
dilaksanakan serentak dalam satu hari pada tanggal yang sama di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

Untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPRD I dan DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kecamatan/
Wilayah setingkat dengan Kecamatan sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
yang menjadi wilayah ketja PPS merupakan Daerah Pemungutan Suara.

Pasal 85

Pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan di tempat
pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS.

Camat/Ketua PPS menetapkan jumlah dan letak TPS dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan pemungutan suara, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II/Ketua PPD II membentuk KPPS untuk tiap TPS sebagai dimaksud
dalam ayat (2). ‘

Anggota-anggota KPPS, termasuk Ketuanya terdiri dari sebanyak-banyaknya 7
(tujuh) orang, semuanya dari unsur Pemerintah yang diangkat dan diberhentikan
oleh pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (3) atas usul Camat/Ketua PPS.
Anggota-anggota KPPS sedapat-dapatnya diambilkan dari bekas pendaftar sebagai
dimaksud dalam Pasal 1 huruf h dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
sebagai dimaksud dalam Pasal 30.

Masa kerja KPPS ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dengan
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menyelesaikan
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sampai menyerah-
kan hasilnya kepada PPS yang bersangkutan untuk disampaikan kepada PPD II.

Pasal 86

Penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD
1 dan DPRD 11 yang menjadi tugas dan tanggung jawab PPS dilaksanakan oleh
KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara bertempat di TPS pada hari dan tanggal
pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).

Rapat Pemungutan Suara menyelesaikan dua acara yaitu:
a.  pelaksanaan pemungutan suara, dan
b.  pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
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Dalam melaksanakan Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2},
KPPS bertanggung jawab kepada PPS yang wilayah kerjanya rnehput; TPS yang
bersangkutan. .

Pasal 87

Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) hari sebelum pemungutan suara dilaksana-

kan, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah

menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus organisasi peserta Pemilihan

Umum Daerah Tingkat II dalam wilayah kerjanya mengenai:

a. hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 ayat
Q) |

. letak TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2);

¢. kesempatan bagi organisasi peserta Pemilihan Umum untuk mengirimkan
seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan peng-
hitungan suara di tiap TPS.

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ ialah
komisaris/pembantu komisaris organisasi yang bersangkutan.

Dalam hal jumlah komisaris/pembanfu komisaris organisasi peserta Pemilihan
Umum dalam wilayah kerja PPS kurang dari jumlah TPS maka untuk memenuhi
jumlah wakil organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan sebanyak
jumlah TPS dapat diambil dari anggotanya yang bertempat tinggal di Desa/
Kelurahan yang meliputi TPS yang bersangkutan.

a. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara dilak-
sanakan tiap organisasi peserta Pemilihan Umum harus sudah mengajukan
kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II
nama seorang saksi untuk tiap TPS sebagai wakil organisasi vang bcrsangkutan
dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;

b. Dalam mengajukan nama saksi sebagai dimaksud dalam huruf a dapat juga
diajukan nama seorang wakil organisasi peserta Pemilihan Umum vang
bersangkutan yang akan ditunjuk untuk menggantikan saksi apabila yang
bersangkutan berhalangan.

Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) secara organik masuk KPPS yang penge-
sahannya dilakukan dengan keputusan Pejabat sebagai dimaksud dalam Pasal 85
ayat (3).

Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) juga merangkap sebagai pengawas pelak-
sanaan Kegiatan Pemilihan Umum di TPS dan memulai tugasnya sejak penylapan
TPS sampai dengan pengiriman kotak suara kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas saksi tersebut menerima petunjuk teknis dari PAN-
WASLAKCAM.

Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (5) dalam melakukan tugasnya bertanggung
jawab kepada Ketua KPPS.
Saksi sebagai dimaksud dalam ayat {4) pada saat akan mulai melakukan tugasnya

sebagai dimaksud dalam ayat (5) harus menunjukkan surat keputusan pengesah-
annya sebagai saksi dan menyerahkan surat keterangan mengenai dirinya dari
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pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dan surat ke-
terangan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam wilayah kerja PPS atau dalam Desa/
Kelurahan kepada Ketua KPPS di TPS.

Ketidakhadiran saksi dari organisasi peserta Pemilihan Umum pada hari pemu-
ngutan suara tidak mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara dan keabsahan
pemungutan suara.

Apabﬂa dalam suatu TPS saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) tidak seorangpun
vang hadir pada saat dimulai Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS dapat me-
minta Pemilih yang hadir sebagai saksi.

Pasal 88

Ketua KPPS sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah menurut
agamanya masing-masing atau mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh di
hadapan Camat/Ketua PPS atau Pejabat yang ditunjuknya.

Anggota KPPS dan saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 yang hadir pada Rapat
Pemungutan Suara mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau
mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh di hadapan Ketua KPPS.

Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berlaku untuk pengucapan
sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)..

Pasal 89

Dalam penetapan jumlah dan letak TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 85 avat (2),
Camat/Ketua PPS juga menentukan wilayah keja KPPS dengan memperhatikan
tempat tinggal Pemilih-pemilih yang akan memberikan suaranya di TPS tersebut,
sehingga untuk datang ke TPS dan kembali pulang tidak perlu bermalam.

Bagi tiap TPS diterangkan wilayahnya dan alamatnya yang didasarkan atas per-
kiraan bahwa jumlah Pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah tersebut dapat
selesai memberikan suaranya di TPS itu dalam waktu pemungutan suara yang
sudah ditentukan dan keadaan tempatnya dapat menjamin bahwa Pemilih dapat
memberikan suara secara bebas dan rahasia serta tidak terganggu.

Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan di mana TPS itu ditetapkan letaknya.
Apabila dalam satu Desa/Kelurahan ditetapkan lebih dari satu TPS, maka pada
nama itu ditambahkan angka Rumawi I, II, dan seterusnya.

Tiap TPS harus cukup luas, sehingga di dalamnya terdapat cukup ruang untuk:

a. tempat duduk Ketua, Anggota dan Saksi;

b. tempat duduk Pemilih yang menunggu giliran akan memberikan suara;

c. tempat bilik pemberian suara yang menjamin Pemilih dapat memberikan
suara dengan bebas dan rahasia;

d. tempat kotak suara.

Pasal 90

Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan
DPRD II dibuat surat suara, yang mudah dapat dilihat perbedaan warnanya bagi
tiap jenis Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
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Pada surat suara dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

tulisan ”’Surat Suara”;

nama Badan Perwakilan Rakyat;

nama Daerah Pemilihan/Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan;

tahun pemilihan;

nomor, nama dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum;

tanda yang menjamin bahwa surat suara itu tidak palsu atau yang dipalsukan;
nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;

nama TPS;

dan disediakan bagian untuk tanda tangan Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.

PR o a0 o

Nomor, nama dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum disusun
berurutan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). Bentuk, isi dan hal-hal lain mengenai surat
suara ditentukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan dan nama TPS yang akan diisi oleh
Ketua KPPS, ditempatkan di bagian luar daripada ‘surat suara dalam keadaan
terlipat, sedangkan bagian yang memuat nomor, nama, dan tanda gambar berada
di bagian dalam. Pada bagian luar tersebut disediakan pula bagian untuk mem-
bubuhkan tanda tangan Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.

Pasal 91

Pembuatan surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD
IT dilakukan oleh LPU.

LPU mengirimkan surat suara kepada PPD II sebanyak jumiah Pemilih yang ter-
daftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan vang tercantum
dalam Daffar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC 1) sebagai dimaksud
dalam Pasal 49 ayat {4), ditambah 20% (dua puluh persen) dan harus sudah
diterima oleh PPD II selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari sebelum hari
pemungutan suara. ,

Pengiriman surat suara tersebut dilakukan dengan mengutamakan pengamanannya.

PPD Il mengatur pembagian jumlah surat suara untuk tiap PPS sesuai dengan
jumlah Pemilih yang akan memberikan suaranya di tiap TPS dalam tiap wilayah
kerja PPS menurut daftar jumlah pemilih vang diterima dari masing-masing PPS.

PPD II mengirimkan surat suara dalam keadaan dibungkus dan disegel terperinci
untuk tiap TPS kepada PPS dalam wilayah kerja PPS. Dari tambahan jumlah
surat suara 20% (dua puluh persen) sebagai dimaksud dalam ayat (2), yang 10%
(sepuluh persen) dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan tersebut dan yang 10%
{sepuluh persen} lagi dibungkus tersendiri untuk cadangan di PPS. Dibagian luar
bungkusan ditulis keterangan tentang isinya dan alamatnya. Selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara, PPS harus sudah menerima
surat suara tersebut. :

Setelah menerima bungkusan surat suara sebagai dimaksud dalam ayat (4), tanpa
membukanya PPS mengirimkan bungkusan-bungkusan surat suara untuk tiap TPS
dalam wilayah kerjanya kepada KPPS yang bersangkutan.
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Pasal 92

Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan oleh KPPS dipergunakan
untuk meneliti Pemilih-pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah TPS yang
bersangkutan guna penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada Pemilih-
pemilih tersebut mengenai waktu dan tempat memberikan suara.

PPS menyediakan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk
tiap TPS yang diperlukan oleh KPPS untuk meneliti Pemilih-pemilih yang datang
untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 93

PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap DPR/DPRD I/DPRD II sebagai
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), menurut jenjang jabatannya masing-masing
kepada tiap PPS sebanyak 5 (lima) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS
vang bersangkutan.

Daftar Calon Tetap sebagai dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya
dikirimkan kepada tiap KPPS untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara
sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai di tempat-tempat sebagai berikut:
a. sehelai di dalam tiap bilik pemberian suara;

b. sehelai di dekat tempat duduk para Pemilih;

c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk.

Pasal 94

Untuk keperluan pemungutan suara, PPD II mengatur pengadaan alat-alat per-
lengkapan untuk pemberian suara yaitu:

a. alas pencoblosan surat suara yang berbentuk bantalan;

b. alat pencoblos surat suara.

Alas pencoblosan maupun alat pencoblos sebagai dimaksud dalam ayat (1),
dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak pula dapat menyebabkan
surat suara menjadi rusak.

Alat pencoblos dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan dan lubang
pada surat suara bekas pencoblosan dengan alat tersebut harus dapat dilihat dengan
mudah dan surat suara tidak menjadi rusak karenanya.

Bentuk, ukuran, bahan dan pengadaan alas pencoblosan surat suara dan alat
pencoblos surat suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU.

Pasal 95

Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara untuk tempat surat-
surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih.

Kotak suara dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak merusakkan
surat suara, sedangkan tata pembuatannya diatur sedemikian rupa sehingga kera-
hasiaan surat suara terjamin.
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Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPRD I dan DPRD Il di tiap TPS disediakan 1 (satu) buah kotak suara. '

Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat dibuka dan ditutup
dengan kunci dan mempunyai celah yang cukup lebar untuk memasukkan sehelai
surat suara dalam keadaan terlipat, tetapi tidak dapat untuk mengambilnya kem-
bali melalui celah tersebut.

Tata pembuatan, bahan dan pengadaan kotak suara diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 96

Selain alat-alat perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara, sebagai dimaksud
dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 94 dan Pasal 95, maka disediakan pula -alat-alat
keperluan administrasi untuk keperfuan pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS. :

Alat-alat keperluan administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri:
a. formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
(Model CA) beserta lampiran-lampirannya;

b. formulir Catatan Penghitungan Suara di TPS (Model CA 1);

formulir Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Mo-
del C);

d. sampul-sampul dan map-map;

e. kertas pembungkus dan tali;

f.  alat untuk menyegel sampul-sampul, kotak suara dan lain sebagainya;

g.  alat-alat tulis/kantor lainnya.

Alat-alat keperluan administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh

Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU vang dalam pelaksanaan pengadaannya dapat
memberikan wewenang kepada Panitia-panitia Pemilihan.

Pasal 97

Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara, Ketua KPPS
sudah mengumumkan tempat dan wakfu penvelenggaraan pemungutan suaia
dalam wilayah kerjanya.

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara KPPS telah
menyampaikan Surat Pemberitahvan/Panggilan Untuk Memberikan Suara kepada
Pemilih-pemilih_yang akan memberikan suara.

Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara tersebut berisi:

a. nomor dan nama Pemilih seperti yang tercantum dalam salinan Daftar Pe-
milih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS;

b.  hari, tanggal dan waktu pemungutan suara yang dimulai pukul 08.00 dan ber-
akhir pukul 14.00 waktu setempat;

c. alamat TPS.



174

(3)

4

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

Pemilih yang sampai 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara belum menerima
Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2), diberi kesem-
patan memintanya kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 {dua puluh empat)
jam sebelum pemungutan suara dimulai.

Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2), harus dibawa
oleh Pemilih sendiri dan diserahkan kepada Ketua KPPS pada waktu akan mem-
berikan suaranya sebagai bukti kehadirannya.

Pasal 98

Pemilih yang sehubungan dengan pekerjaan/perjalanannya pada waktu pemungut-
an suara tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan sebagai
dimaksud. dalam Pasal 97 ayat (2) dapat meminta Kutipan Daftar Pemilih Tetap/
Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) vang berlaku sebagai Surat Pemberitahuan/
Panggilan untuk memberikan suara di TPS lain kepada Kepala Desa/Kelurahandi
tempat tinggalnya dan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan harus mem-
berikannya.

Kepala Desa/Kelurahan setelah memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar
Pemilih Tambahan (Model AB) yang diminta oleh Pemilih sebagai dimaksud dalam
ayat (1) mengadakan catatan pada Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan
dan pada Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS,
dengan tujuan agar kepada Pemilih yang bersangkutan tidak diberikan Surat
Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara di TPS dimana Pemilih yang
bersangkutan terdaftar. '

Permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB)
oleh Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum menerima Surat
Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara sebagai dimaksud dalam Pasal
97 ayat (2).

Apabila permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan
(Model AB) sebagai dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesudah menerima Surat
Pemberitahuan/Panggilan, maka Surat Pemberitahuan/Panggilan, vang sudah dite-
rima Pemilih harus dikembalikan kepada Kepala Desa/Kelurahan vang memberikan
Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB).

Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4),
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 99

Penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada Pemilih-pemilih yang akan mem-
berikan suaranya sebagai dimaksud dalam Pasal 97, diawasi oleh PANWASLAKCAM.

)

Pasal 100

Untuk mengadakan Rapat Pemungutan Suara di TPS, disediakan:

a. meja dan tempat duduk Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
Anggota KPPS;

b. meja dan tempat duduk Anggota KPPS;
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meja dan tempat duduk 3 (tiga) erang saksi;

tempat duduk para Pemilih;

bilik pemberian suara dan meja/papan;

tempat untuk menempatkan kotak suara;

tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap masing-masing untuk Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD 1I;

tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara (Mo-
del CA 13.

Tata susunan TPS diatur sedemikian rupa sehingga dari tempat duduk Ketua
KPPS yang memimpin Rapat Pemungutan Suara harus dapat diawasi ke luar masuk-
nya Pemilih-pemilih yang memberikan suaranya, sedangkan perbuatan-perbuatan
Anggotia KPPS dan saksi dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS.

Meja dan tempat duduk Anggota KPPS disediakan dekat pintu masuk dalam TPS
untuk mencatat para Pemilih yang akan memberikan suara.

Meja dan tempat duduk para saksi disediakan untuk 3 (tiga) orang saksi dekat
tempat duduk Ketua KPPS.

Tempat duduk para Pemilih disediakan untuk sejumlah Pemilih yang sudah
mencatatkan diri untuk memberikan suara.

Bilik pemberian suara diatur sedemikian rupa, sehingga Pemilih dapat memberikan
suara dengan bebas dan rahasia serta tidak terganggu, tetapi dari tempat duduk
Ketua KPPS dapat dilihat bahwa Pemilih berada dalam bilik sedang memberikan
suara. Di dalam bilik pemberian suara disediakan meja/papan untuk menempatkan
alas pencoblosan dan alat pencoblos surat suara.

Tempat untuk menempatkan kotak suara disediakan di luar bilik pemberian suara,
sechingga dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS dan dari tempat duduk
Ketua KPPS dapat- mudah dilihat apabila Pemilih setelah memberikan suara
memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.

Tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap disediakan di dekat tempat duduk
para Pemilih dan di luar TPS sehingga Pemilih yang belum memberikan suara
dapat melihat nama-nama calon yang tercantum dalam Daftar tersebut.

o Ao

!—"‘

Tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA
1) disediakan dekat tempat duduk Ketua KPPS.

Pasal 101

Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, KPPS harus
sudah selesai menyiapkan TPS dengan tata susuman sebagai dimaksud dalam
Pasal 100.

Saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) mengawasi pelaksanaan penyiapan
TPS sebagai dimaksud dalam ayat (1).

KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagai
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 102

Sejak selesainya penyiapan TPS sampai dengan pemberangkatan pengiriman
kotak suara ke PPS, untuk setiap TPS ditugaskan beberapa petugas keamanan
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setempat yang ditentukan oleh Camat/Ketua PPS bersama-sama dengan aparatur
keamanan di tingkat Kecamatan.

Petugas keamanan sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertugas uatuk mengadakan
penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS dengan sebaik-baiknya atas petunjuk
Ketua KPPS, sehingga pemungutan suara dapat berjalan dengan bebas, rahasia,
lancar dan tertib serta para Pemilih dalamn memberikan suaranya bebas dari
sesuatu pengaruh, ancaman atau paksaan.

Ketua KPPS berhak mengeluarkan setiap orang yang mengganggu keamanan
maupun ketertiban di dalam TPS atau yang mencoba mempengaruhi Pemilih, dan
apabila dianggap perlu Ketua KPPS dapat meminta bantuan petugas keamanan
yang ditugaskan di TPS tersebut.

Apabila keamanan dan atau ketertiban dalam TPS terganggu, hanya atas permin-
taan Ketua KPPS petugas keamanan vang bersenjata dibolehkan berada dalam
TPS.

Selain petugas keamanan sebagai dimaksud dalam ayat (4) siapapun tidak diper-
bolehkan membawa senjata apapun ke dalam dan sekitar TPS.

Pasal 103

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara KPPS harus
sudah menerima benda-benda dan surat-surat untuk keperluan pemungutan suara
dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 94, 95 dan
Pasal 96 dari Camat/Ketua PPS.

KPPS bertanggung jawab atas keamanan benda-benda dan suratsurat sebagai
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 104

Pada hari pemungutan suara sebelum pukul 08.00 waktu setempat KPPS bersama-
sama dengan saksi dalam kedudukan sebagai pengawas jika ada yang hadir, harus
sudah melakukan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan
Rapat Pemungutan Suara di TPS.

Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuka oleh KPPS
pukul 08.00 waktu setempat.

Sebelum dan selama berlangsungnya Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud
dalam ayat (2) Pemilih secara bergiliran diperbolehkan masuk ke dalam TPS setelah
mencatatkan diri dengan memperlihatkan Surat Pembentahuan/Panggﬂan kepada
KPPS.

Setelah Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) dibuka, Ang-
gota KPPS dan saksi yang hadir dengan disaksikan oleh Pemilih yang hadir me-
ngucapkan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam Pasal 88.

Apabila Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) sudah dibuka,
sedangkan saksi dan pemilih belum ada seorangpun yang hadir, maka Rapat Pe-
mungutan Suara tersebut ditunda sampai ada saksi dan Pemilih yang hadir di TPS.

Apabila dalam penundaan Rapat Pemungutan Suvara sebagai dimaksud dalam ayat
(5) Pemilih sudah ada yang hadir, sedangkan saksi belum ada seorangpun yang




N

(&)

)

)

(3)

)

()

(6)

0]

177

hadir di TPS, maka Ketua KPPS meminta diantara Pemilih yang hadir untuk
menjadi saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (9).

Setelah Anggota KPPS dan saksi mengucapkan sumpah/janji sebagai dimaksud
dalam ayat (4) Ketua KPPS melanjutkan Rapat Pemungutan Suara dengan mem-
perlihatkan kepada para saksi dan Pemilih yvang hadir, bahwa kotak suara benar-
benar kosong dan selanjutnya kotak suara dikunci dan ditempatkan pada tempat
yang sudah ditentukan.

Setelah perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (7) dilakukan, Ketua
KPPS memperlihatkan bungkusan-bungkusan yang masih bersegel dan berisi surat
surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) kepada saksi dan Pemﬂlh
bahwa bungkusan dan segel masih dalam keadaan utuh.

Selanjutnya Ketua KPPS membukanya dan mencocokkan jumlah surat suara yang
terdapat dalam bungkusan itu dengan jumlah yang tertulis di bagian luar bung-
kusan.

Pasal 105

Setelah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 104, Ketua
KPPS mempersilahkan para Pemilih untuk memberikan suara, secara bergiliran.

Pemilih yang meminta surat suara kepada Ketua KPPS menyebutkan namanya
dengan jelas serta menyerahkan Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud
dalam Pasal 97.

Ketua KPPS dengan dibantu cleh 2 (dua) orang Anggota KPPS mencocokkan
nama yang disebutkan dengan nama yang tertulis dalam Salinan Daftar Pemilih
Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS dan kemudian memberikan tanda
di dalam salinan daftar tersebut.

Ketua KPPS memberikan kepada Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (2), 3 (ti-

ga) helai surat suara masing-masing untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD
I dan DPRD II dalam keadaan terlipat, setelah diisi dengan nama Daerah Pemu-
ngutan Suara dan TPS serta dibubuhi tanda tangan oleh Ketua dan 2 (dua) orang
Anggota KPPS di bagian luar yang ditentukan pada surat suara sebagai dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (4).

Pemilih yang telah menerima surat suara menuju langsung ke bilik pemberian suara
untuk memberikan suaranya.

Sebelum memberikan suaranya Pemilih membuka suratsurat suara lebar-lebar
sehingga tidak dalam keadaan terlipat sama sekali dan memeriksa surat-surat
suara tersebut apakah tidak rusak dan apabila ternyata rusak meminta ganti surat
suara.

Apabila sampai dua kali Pemilih meminta ganti surat suara karena rusak, maka
untuk ketiga kalinya, pemeriksaan surat suara dilakukan oleh Ketua KPPS sebelum
diserahkan kepada Pemilih.

Pemilih memberikan suaranya kepada suatu organisasi peserta Pemilihan Umum
dengan mencoblos salah satu tanda gambar yang tercantum dalam masing-masing
surat suara.
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Pasal 106

(1) Setelah Pemilih memberikan suaranya dalam bilik pemberian suara, surat-surat
snara yang telah dipergunakan itu dilipat kembali seperti semula.

(2) Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat-surat suaranya
dalam keadaan terlipat kepada Ketua KPPS.

(3) Setelah Ketua KPPS menyaksikan bahwa pada surat-surat suara itu betul terdapat
tanda tangan sebagai dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Ketua KPPS memper
silahkan Pemilih untuk memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.

(4) Pemilih yang telah memasukkan surat-surat suaranya ke dalam kotak suara, segera
ke luar dari TPS. '

Pasal 107

Apabila Pemilih dalam memberikan suaranya keliru mencoblos tanda gambar yang
diinginkan, maka Pemilih dapat meminta surat suara yang baru setelah surat suara yang
keliru dicoblos tersebut dikembalikan kepada Ketua KPPS. Penggantian surat suara
yang keliru dicoblos oleh Pemilih hanya dapat dilakukan satu kali dan Ketua KPPS
membubuhkan tanda bahwa surat suara yang keliru dicoblos tersebut tidak terpakai
lagi.

Pasal 108

Setelah waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan
kepada hadirin bahwa waktu telah menunjukkan pukul 14.00. Selanjutnya yang
diperbolehkan memberikan suaranya hanya Pemilih yang pada saat itu sudah hadir di
dalam TPS menunggu gilirannya, Anggota KPPS dan saksi-saksi serta petugas-petugas
lain yang namanya tersebut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tam-
bahan untuk TPS itu atau yang membawa Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemni-
lih Tambahan (Model AB).

Pasal 109

Dengan memperhatikan waktu pemungutan suara yang ditentukan sebagai dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dan Pasal 108, Ketua KPPS memberikan kesempatan
kepada Anggota KPPS dan para saksi serta petugas-petugas lainnya yang namanya
terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan di TPS lain
untuk memberikan suaranya di TPS lain itu.

Pasal 110

(1} Jika terjadi gangguan ketertiban, sehingga jalannya pemungutan suara terganggu
dan bilamana pemungutan suara diteruskan tidak akan terjamin sahnya pemungut-
an suara itu, maka Ketua KPPS segera menghentikan pemungutan suara, serta
menyegel celah kotak suara dan lobang kunci kotak suara.

(2) Surat-surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan dan Salinan Daftar
Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan serta anak kunci kotak suara masing-
masing dibungkus tersendiri dan disegel setelah ditulis tentang isinya pada bagian
luar bungkusan, lalu semuanya dimasukkan ke dalam satui bungkusan yang ke-
mudian disegel juga.
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Kotak suara dan bungkusan itu disimpan di kantor PPS atau di kantor Kepala
Desa/Kelurahan atau di kantor instansi keamanan yang terdekat.

(3) Dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh KPPS sebagai dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh semua
Anggota KPPS dan saksi yang hadir.

Pasal 111

(1} Pemungutan suara yang dihentikan sebagai dimaksud dalam Pasal 110 dilanjutkan
sedapat-dapatnya pada hari itu juga atau hari berikutnya dan jika tidak mungkin,
pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan diumumkan oleh PPS apabila pemu-
ngutan suara yang felah dimulai dan terhenti itu oleh PPS dapat dipertanggung-
jawabkan. '

(2) Bilamana pemunguian suara yang dihentikan sebagai dimaksud dalam Pasal 110
ayat (1) apabila dilanjutkan sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diper--
tanggungjawabkan, maka PPS menetapkan bahwa pemungutan suara diulangi
seluruhnya dan menetapkan serta mengumumkan hari dan tanggal pemungutan
suara ulangan itu. ' '

Pasal 112

Bilamana terjadi gangguan Keamanan/ketertiban sehingga pemungutan suara di suatu
TPS sama sckali tidak dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
sebagai dimaksud dalam Pasal 84 maka PPS menetapkan dan mengumumkan hari dan
tanggal pemungutan suara susulan.

Pasal 113

Dalam menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan sebagai
dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 PPS memperhatikan jadwal waktu pengiriman
Berita Acara penghitungan suara kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan.

" Pasal 114

(1) Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara sebagai di-
maksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 berlaku juga untuk pemungutan
suara lanjutan/ulangan/susulan sebagai dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112.

(2) Dalam hal pemungutan suara lanjutan, Ketua KPPS lebih dahulu membuka segel
celah kotak suara dan segel lubang kunci kotak suara, dihadapan para pemilih dan
saksi yang hadir tetapi tidak membuka kotak suara itu.

{(3) Dalam hal pemungutan suara ulangan, tiap-tiap surat suara yvang telah dimasukkan
dalam kotak suara di keluarkan dan KPPS membububkan tanda bahwa surat
suara itu tidak dipakai lagi.

Pasal 115

(1) Pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) diadakan
juga bagi pemungutan suara yang dinyatakan batal apabila ada laporan ancaman/
kecurangan atau dugaan adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara
dan ancaman/kecurangan tersebut telah terbukti sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.
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(2)

(1)
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Pembuktian mengenai adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara
sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus sudah selesai diputuskan oleh yang ber-
wenang selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah hari pemungutan
suara.

Pasal 116

Pemilih-pemilih yang berhubung dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan
suara tidak dapat memberikan suara di tempat dimana ia seharusnyva memberikan
suara menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat mem-
berikan suaranya pada TPS lain dengan menunjukkan Kutipan Daftar Pemilih
Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) vang memuat namanya kepada
Ketua KPPS, Kutipan tersebut diperlakukan sama seperti Surat Pemberitahuan/
Panggilan untuk memberikan suara, dengan pengertian bahwa TPS untuk Pemi-
lihan Umum Anggota DPRD 1 itu harus terletak dalam Daerah Tingkat I dan
untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II harus terletak dalam Daerah Tingkat II
vang bersangkutan.

Kepada Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagai dimaksud dalam ayat

(1) diperlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila TPS lain itu terletak di dalam wilayah Daerah Tingkat II, dimana
Pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, maka kepadanya diberikan
surat suara untuk DPR, DPRD [ dan DPRD II;

b. apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat II, tetapi masih -
dalam wilayah Daerah Tingkat I, dimana Pemilih itu seharusnya memberikan
suaranya, maka kepadanya hanya diberikan surat suara untuk DPR dan
DPRD [;

c.  apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat I dimana Pemilih
itu seharusnya memberikan suaranya maka kepadanya hanya diberikan surat
suara untuk DPR.

Pasal 117

Pimpinan Badan Pemerintah maupun Swasta berkewajiban memberi kesempatan A
kepada anggota/karyawan/buruhnya yang berhak memilih untuk memberikan
suara dalam pemungutan suara.

Pada Badan Pemerintah maupun Badan Swasta yvang pada waktu pemungutan
suara yang anggota/karyvawan/buruhnya tidak mungkin meninggalkan pekerja-
annya terlalu lama, maka kewajiban sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan memberi kesempatan kepada anggota/karyawan/buruhnya yang berhak
memilih untuk memberikan suaranya dengan cara bergiliran di TPS yang berde-
katan dengan tempat bekerjanya sehingga tidak mengganggu kelancaran kerja,
yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 118

Rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan merupakan TPS
untuk Pemilih yang dirawat di rumah sakit, dipidana dalam Lembaga Pemasya-
rakatan atau ditahan dalam rumah tahanan tersebut.
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(2) Pemilih sebagai dimaksud dalam avat (1) dapat memberikan suaranya pada
TPS di tempat-tempat sebagai dimaksud dalam ayat (1} dengan memberikan
Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang me-
muat namanya kepada Ketua KPPS yang bersangkutan.

(3) Instansi dan atau yang diberi kuasa olehnya atas permintaan Pemilih sebagai di-
maksud dalam ayat (1) mengusahakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pe-
milih Tambahan (Modei AB) bagi Pemilih yang bersangkutan sebagai dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 119

(1} Bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dengan mencoblos tanda

 gambar pada surat suara yang dipilthnya disebabkan karena cacad badan dapat

meminta bantuan salah seorang Anggota/Ketua KPPS dengan disaksikan oleh
Anggota KPPS lainnya.

(2) Bagi Pemilih yang tuna netra yang tidak dapat melihat tanda gambar pada surat
suara yang dipilihnya, untuk memberikan suaranya menggunakan alat pembantu
bagi tuna netra yang disediakan oleh KPPS.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 120

Pemungutan suara bagi Pemilih yang berada di Luar Negeri diatur dengan Keputusan
 Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 121

Saksi-saksi yang hadir dalam pemungutan suara, menyaksikan dan mengawasi pelaksa-
naan pemungutan suara. Para saksi tersebut dapat memberitahukannya kepada Ketua
KPPS apabila pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketua KPPS seketika itu juga memberikan keputusan atas
pemberitahuan saksi tersebut.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara

Pasal 122

(1) Segera setelah pemungutan suara berakhir KPPS mengadakan penghitungan suara
di TPS.

(2) Saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 bertugas juga menyaksikan dan mengawasi
pelaksanaan penghitungan snara dan memberitahukan kepada Ketua KPPS, apabila
pelaksanaan penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang-
an vang berlaku, dan Ketua KPPS seketika ifu juga memberikan keputusan atas
pemberitahuan tersebut.

(3) Ketidakhadiran saksi dalam penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (2)
tidak mempengaruhi pelaksanaan pénghitungan suara dan keabsahan penghitungan
suara.
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Pemilih-pemilih dengan sepengetahuan Ketua KPPS boleh hadir pada penghitungan
suara sepanjang kehadiran mereka tidak mengganggu pelaksanaan penghitungan
suara.

Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (4) dapat mengemukakan keberatan atas
pelaksanaan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan keberatan tersebut seketika itu juga diputus oleh Ketua
KPPS.

Pasal 123

Ketua KPPS menghitung jumlah Pemilih yang menurut catatan dalam Salinan
Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS dan yang mempergu-
nakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud
dalam Pasal 92 dan Pasal 116 telah memberikan suaranya dan jumlah surat suara
vang dikembalikan sebagai dimaksud dalam Pasal 107 serta jumiah surat suara
yang tidak dipergunakan dan mengumumkannya kepada hadirin.

Tiap jenis surat-surat suara yang dikembalikan dan tiap jenis surat-surat suara yang
tidak dipergunakan dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan tersendiri. Di bagian
luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlah-
nya, ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

Pasal 124

Setelah dilakukan perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 123 Ketua
KPPS segera membuka kotak suara.

Surat suara dikeluarkan dari kotak suara dan dihitung jumlahnya serta diu-
mumkan jumlah itu kepada hadirin.

Ketua KPPS memperlihatkan kepada hadirin, bahwa di dalam kotak suara tidak
ada surat suara yang tertinggal lagi, lalu mengunci kotak suara tersebut.

Ketua dengan dibantu Anggota-anggota KPPS segera membuka surat-surat suara
satu demi satu dan menyatakan surat suara yang sah dan yang tidak sah, secara
bertahap berturut-turut untuk DPR, DPRD I dan DPRD II. Surat suara yang
berlainan dari vang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak
sah.

Suara pada surat suara yang sah dinyatakan tidak sah apabila:

a. cara pemberian suara tidak dengan mencoblos sebagai dimaksud dalam Pasal

105 ayat (7);

lebih dari satu tanda gambar yang dicoblos;

tidak terang tanda gambar mana yang dicoblos;

d. pada surat suara ditambah tulisan nama Pemilih, tanda tangan Pemilih dan
atau tanda/catatan lain oleh Pemilih.

o=

Jika suara pada surat suara dinyatakan sah, diumumkan pula nama organisasi
peserta Pemilihan Umum yang memperoleh suara dari surat suara itu. Jika suara
pada surat suara dinyatakan tidak sah, diumumkan pula alasannya.

Surat-surat suara yang dinyatakan sah satu demi satu ditumpuk menurut orga-
nisasi yang memperoleh suara itu.

Surat-surat suara yang dinyatakan tidak sah, disusun dalam satu tumpukan ter-
sendiri. '
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(7) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS mencatat dalam formulir
Catatan Penghitungan. Suara (Model CA 1) satu demi satu suara yang diberikan
kepada setiap organisasi peserta Pemilihan Urnum.

(8) Surat suara dalam tiap-tiap tumpukan sebagai dimaksud dalam ayat (6) dihitung
dan disesuaikan dengan catatan sebagai dimaksud dalam ayat (7).
Apabila jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum
dalam Catatan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (7) tidak cocok
dengan jumlah surat suara yang diperoleh dari penghitungan tiap-tiap tumpukan
sebagai dimaksud dalam ayat (6), maka diadakan penelitian dan atau pengulangan
dari perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (3), (5) dan ayat (6).

)] Hasil_penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (8) diumumkan oleh Ketua
KPPS kepada hadirin.

(10) Hal-ha! lain mengenai sah atau tidak sahnya suara pada surat suara ditentukan
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasat 125

(1) Pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam
Pasal 124 ayat (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh
hadirin. )

(2) Pernyataan sah atau tidak sahnya surat suara oleh Ketua KPPS sebagai dimaksud
dalam Pasal 124 ayat (4) dan penctapan Ketua KPPS tentang sahnya suara pada
surat suara yang sah yang diperoieh oleh organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal
124 ayat (5) diawasi oleh saksi yang hadir.

Pasal 126

Tiap-tiap tumpukan surat-surat suara yang sah maupun tidak sah sebagai dimaksud da-
lam Pasal 124 ayat (6), masing-masing menurut jenisnya, dibungkus lalu disegel. Di
bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlah-
nya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

Pasal 127

(1) Mengenai pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan
Pasal 121 dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai
dengan Pasal 126 segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita
Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) yang
ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir pada
Rapat Pemungutan Suara itu.

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS memuat hal-hal
sebagai berikut:

nama Badan Perwakilan Rakyat;

tahun pemilihan;

hari dan tangpal pemungutan suara;

nama TPS;

nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;

nama Daerah Tingkat II;

e ROooR
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(2)

(3)

(4

(5)

(1)

(2)

nama Daerah Tingkat I;

jumlah surat suara yang diterima dari PPS untuk pemungutan suara di TPS;
jumlah surat suara yang tidak terpakai;

jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi;

jumlah surat suara vang dinyatakan tidak sah;

jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah;

jumlah surat suara yang memuat suara yang sah diperinci menurut masing-
masing organisasi yang memperolehnya;

n. nama Ketua dan semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir pada Rapat
Pemungutan Suara.

= —ETr e

Dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dimuat juga
keterangan mengenai:

a. pemberitahuan oleh saksi dan keberhtan yang dikeinukakan Pemilih disertai
dengan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS sebagai dimaksud dalam
Pasal 121 dan Pasal 122 ayat (2) dan ayat (5), dengan menggunakan formulir
Catatan Pernyataan Keberatan-keberatan Pemilih dan Saksi Yang Berhu-
bungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model CA 2);

b. kejadian-kejadian/hal-hal khusus dalam Rapat Pemungutan Suara dengan
menggunakan formulir Catatan Kejadian-kejadian/Hal-hal Khusus Yang Ber-
hubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model CA 3).

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dimasukkan da-
lam sampul-sampul dan disegel.

Di bagian luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlah-
nyadan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemi-
lihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 dicatat dalam formulir
catatan Penghitungan Suara (Model CA 1).

Catatan Penghitungan Suara tersebut dibuat sebanyak yang diperlukan yang ditan-
datangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir dan kepada saksi
vang hadir diberikan masing-masing satu lembar Catatan Penghitungan Suara
tersebut.

Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagai dimaksud dalam
avat (3) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan/
keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (8) dan Pasal 122 ayat (3) termasuk keabsahan Berita Acara tersebut.

Pasal 128

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam
Pasal 127 bersama-sama surat-surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 126
dimasukkan ke dalam kotak suara, lalu dikunci dan disegel.

Di bagian luar dari kotak suara itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlah
bungkusan-bungkusan dan sampul di dalamnya serta ditandatangani oleh Ketua
dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan pemungutan suara, kotak suara
yang berisi bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul sebagai dimaksud dalam
ayat (1) oleh Ketua KPPS disampaikan kepada Camat/Ketua PPS yang bersang-
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kutan dengan diserfai surat pengantar vang memuat keterangan-keterangan seperti
yvang ditulis di bagian luar kotak suara. Pengiriman kotak suara tersebut disaksi-
kan oleh saksi yang hadir dan diikuti oleh petugas keamanan.

Pasal 129

Setelah menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari KPPS sebagai
dimaksud dalam Pasal 128, PPS segera mengadakan rapat untuk menyelenggara-
kan penghitungan suara, di Daerah Pemungutan Suara.

Rapat ini disebut Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.

Pada rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) diundang juga Anggota PANWAS-
LAKCAM.

Seorang Anggota PANWASLAKCAM dari masing-masing unsur organisasi peserta
Pemilihan Umum dalam Rapat Penghitungan Suvara Daerah Pemungutan Suara
ditetapkan sebagai saksi.

Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara
sebagai dimaksud dalam ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan penghltungan
suara dan keabsahan penghitungan suara.

Untuk menghadiri Rapat Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1)
dapat juga diundang pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang
dipandang perlu oleh Camat/Ketua PPS.

Pasal 130

Dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud
dalam Pasal 129, Ketua PPS dibantu Anggota PPS yang hadir, membuka sampul-
sampul dari masing-masing KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara yang berisi
Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagai dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (3).

PPS mengadakan penghitungan suara berdasarkan hal-hal sebagai dimaksud dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf L

Sekurang-kurangnya 2 {dua) orang Anggota PPS membuat catatan peng]ntungan
suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) dengan menggunakan formulir Daftar
Jumilah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Mcdel D 1) dan
formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2),
yang kemudian hasilnya dicocokkan vang satu dengan yang lain, Apabila pada
catatan yang satu terdapat selisih mengenai bilangan jumiahnya dengan catatan
yang lain, maka diadakan penelitian dan atau pengulangan penghitungan suara.

Semua perbuatan Ketua dan Anggota-anggota PPS dalam Rapat Penghitungan
Suara Daerah Pemungutan Suara itu harus dapat dilihat dan diawasi oleh semua
orang sebagai dimaksud dalam Pasal {29 yang menghadiri rapat.

Semua orang sebagai dimaksud dalam ayat (4) dapat menyatakan keberatan atas
penghitungan suara itu, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Camat/Ketua PPS seketika memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
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(6)
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Dari penghitungan suara-dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita

Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) sebanyak yang

diperlukan dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta saksi

vang hadir pada Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.

Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara memuat:

nama Badan Perwakilan Rakyat;

tahun pemilihan;

hari dan tanggal Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara;

nama PPS;

nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;

nama Daerah Tingkat II;

nama Daerah Tingkat I; :

jumlah surat suara yang diterima dari KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara;

jumlah surat suara yang tidak terpakai;

jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi;

jumlah surat suara yang ternyata tidak sah; '

jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah;

jumlah surat suara yang memuat suara yang sah, diperinci menurut masing-

masing organisasi yang memperclehnya;

n. nama Ketua dan semua Anggota PPS, nama Ketua dan semua Anggota
PANWASLAKCAM serta nama saksi yang hadir pada Rapat Penghitungan
Suara Daerah Pemungutan Suara.

Dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimuat juga

keterangan mengenai:

a.  Pemberitahuan oleh Saksi dan keberatan vang dikemukakan hadirin disertai
dengan keputusan yang diambil oleh Camat/Ketua PPS sebagai dimaksud
dalam ayat (5), dengan menggunakan formulir Catatan Pernyataan Keberatan-
keberatan Pemilih Dan Saksi Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara
Daerah Pemungutan Suara Moedel D 3).

b. Kejadian-kejadian/hal-hal khusus dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah
Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian-kejadian/
Hal-hal Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Daerah
Pemungutan Suara (Model D 4).

JrFAT I mE e s o

Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimasukkan ke dalam
sampulsampul dan disegel. Di Bagian luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis kete-
rangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani cleh Ketua dan semua
Anggota PPS serta saksi yang hadir.

Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemi-
lihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 dicatat dalam formulir
Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2).

Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara tersebut dibuat sebanyak
yang diperlukan yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta
saksi yang hadir.

(10) Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagai dlmaksud dalam

ayat (6) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan/
keabsahan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) ter-
masuk keabsahan Berita Acara tersebut.
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Pasal 131

Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud
dalam Pasal 130 termasuk lampirannya satu rangkap disimpan oleh Camat/Ketua
PPS.

Selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari setelah hari pemungutan suara,
Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud
dalam ayat (1) dan suraf-surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 128 harus sudah
diterima oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dari
Camat/Ketua PPS.

Pasal 132

Setelah menerima Berita Acara dari PPS, PPD II mengadakan Rapat Penghitungan
Suara Daerah Tingkat II menurut ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam
Pasal 129 dan Pasal 130, dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara ini ada-
lah untuk Daerah Tingkat I1. Dalam penyesuaian itu termasuk pengertian, bahwa
PPD 1I sebagai dimaksud dalam Pasal 131 dibaca PPD I, PPS dibaca PPD II,
Camat/Ketua PPS dibaca Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT/Ketua
PPD 1I, dan PANWASLAKCAM dibaca PANWASLAK Ii, serta formulir Berita
Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) dibaca formulir
Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat Il (Model DA), formulir Daftar
Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1)
dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan
Suara (Model DA 1) dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan
Suara (Model D 2) dibaca formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat Il
(Model DA 2).

Berdasarkan Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud
dalam ayat (1), PPD Il membuat daftar hasil penghitungan suara di Daerah Ting-
kat 1I bagi tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam formulir Daftar Hasil
Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DB) yang memuat:

a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi dalam Daerah Tingkat II;

b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagai dimaksud dalam huruf a;

¢. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi dalam Daerah Tingkat I1.

Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II beserta lampirannya sebagai
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), satu rangkap disimpan oleh Bupati/Wali-
kotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Selambat-lambatnya 31 (tiga puluh satu) hari setelah hari pemungutan suara,
Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II dan Catatan Penghitungan
Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
sudah diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1/Ketua PPD I dari Bupati/
Walikotamadya_Kepala Daerah Tingkat [I/Ketua PPD II.

Pasal 133

Bungkusan-bungkusan surat suara, yang diterima oleh PPS dari KPPS dan kemu-
dian disampaikan kepada PPD II, tidak dibuka dalam Rapat Penghitungan Suara
yang diadakan oleh PPD Il apabila tidak diperlukan untuk penelitian pada peng-
hitungan suara.
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Penghitungan suara oleh PPD Il sebagai dimaksud dalam Pasal 132 diadakan
dengan mempergunakan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Berita Acara
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Penghitungan
Suara Daerah Pemungutan Suara.

Setelah penghitungan suara untuk Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam
Pasal 132 selesai, bungkusan-bungkusan surat suara disimpan oleh Bupati/Wali-
kotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I/Ketua PPD II dan diperlakukan sebagai
bungkusan-bungkusan surat-surat rahasia kedinasan sampai dengan waktu diada-
kan rapat pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Per-
wakilan Rakyat yang bersangkutan.

Perlakuan terhadap surat-surat suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasat 134

Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat 11 beserta
lampiran-lampirannya (Model DA 1, Mode! DA 2 dan Model DB), maka PPD 1
segera mengadakan Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, menurut keten-
tuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 131, 132 dan Pasal 133 dengan
penyesuaian bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat I.
Dalam penyesuaian itu termasuk pengertian, bahwa PPD II dibaca PPD 1, Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dibaca Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, PANWASLAK II dibaca PANWASLAK I, serta
formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) dibaca
formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC), formulir
Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model
DA 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk
Pemungutan Suara (Model DC 1), dan formulir Catatan Penghitungan Suara
Daerah Tingkat II (Model DA 2) dibaca formulir Catatan Penghitungan Suara
Daerah Tingkat 1 (Model DC 2).

Berdasarkan Berjta Acara sebagai dimaksud dalam ayat (1) PPD I membuat Daftar

Hasil Penghitungan Suara dengan menggunakan formulir Daftar Hasil Penghitung-

an Suara Daerah Tingkat 1 (Model DD) yang memuat:

a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam
Daerah Tingkat II;

b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagai dimaksud dalam huruf a;

c. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi peserta Pemilihan Umum dalam

Daerah Tingkat II.

Setelah dibuat Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, dengan meng-

gunakan formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat [ (Model DO),

maka Ketua PPD 1 berdasarkan Berita Acara tersebut memuat Daftar Hasil

Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota

DPR yang memuat;

a, jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum
dalam Daerah Tingkat | diperinci menurut tiap-tiap Daerah Tingkat I.
Pada daftar ini untuk tiap bilangan jumlah suara dibubuhi nomor yang
menunjukkan urutan besarnya jumlah suara;
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i.  yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam
tiap-tiap Daerah Tingkat I dengan menggunakan formulir Daftar
Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD);

i. yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam
Daerah Tingkat I dengan menggunakan formulir Catatan Penghitungan
Suara Daerah Tingkat I (Model DC 2);

b. jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum dalam
wilayah Daerah Tingkat 1i;

¢. jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum dalam
wilayah Daerah Tingkat 1.

Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I beserta lampirannya sebagai
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) satu rangkap disimpan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1.

Selambat-lambatnya 38 (tiga puluh delapan) hari setelah hari pemungutan suara,
Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat [ dan Daftar Hasil Penghitungan
Suara Daerah Tingkat I untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud
dalam ayat €1) dan ayat (3) harus sudzh diterima oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua PPI dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD L.

Pasal 135

Apabila dalam penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara atau di Daerah
Tingkat 11 atau di Dzerah Tingkat I, sesudah dilakukan penelitian danpemerik-
saan terhadap keterangan-keterangan dalam Berita Acara Penghitungan Suara
yvang diterima oleh PPS atau oleh PPD II atau oleh PPD I sebagai dimaksud dalam
Pasal 130, Pasal 132, Pasal 134 ternyata terdapat hal-hal yang mengakibatkan
penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara atau di Daerah Tingkat II
atau di Daerah Tingkat I yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan, karena
belum diterima Keterangan-keterangan mengenai hasil pemungutan suara dari
pelaksanaan pemungutan suara ulangan di suatu TPS dalam wilayah Daerah
Pemungutan Suara atau dalam wilayah Daerah Tingkat II atau dalam wilayah
Daerah Tingkat | vang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 111, maka
hal ini disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan
Suara atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II atau dalam
Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I vang bersangkutan.

Setelah PPS atau PPD II atau PPD I menerima Berita Acara Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara di TPS atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah
Pemungutan Suara atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat 1I dar
permungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka PPS atau PPD
II atau PPD I yang bersangkutan mengadakan penghitungan suara lanjutan untuk
menyelesaikan penghitungan suara yang belum dapat diselesaikan sebagai dimak-
sud dalam ayat (1}.

Hasil penghitungan suara lanjutan disusulkan dalam hasil penghitungan suara
sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Apabila hasil pemungutan suara ulangan scbagai dimaksud dalam ayat (2) tidak
dapat dipergunakan untuk menyelesaikan penghitungan suara tersebut, karena
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sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan masih terdapat hal-hal yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan, maka PPS mengadakan pemungutan suara ulangan
sekali lagi.

Apabila dalam hasil pemungutan suara ulangan yang kedua sebagai dimaksud
dalam ayat (3) masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
maka dalam pelaksanaan penghitungan suatra lanjutan sebagai dimaksud dalam
ayat (2) tidak diikut sertakan hasil pemungutan suara ulangan tersebut. Hal ini
disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara
atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II atau dalam Berita
Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 136

Tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal
84 sampai dengan Pasal 135 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri/Ketua LPU.
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_ BAB VIII
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR

Pasal 137

Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I dan Daftar
Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud
dalam Pasal 134 ayat (4), PPI mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota DPR.

Pada rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) diundang juga anggota PANWAS-
LAKPUS.

Seorang Anggota PANWASLAKPUS dari masing-masing unsur organisasi peserta
Pemilihan Umum ditetapkan sebagai saksi dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota DPR.

Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
DPR sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan penetapan
hasil pemilihan dan keabsahan penetapan hasil pemilihan.

Untuk menghadiri Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai
dimaksud dalam avat (1) dapat juga diundang pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh
masyarakat yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI,

Pasal 138

Dari Daftar Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR,
sebagai dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemi-
lihan dengan cara membagi bilangan jurnlah suara sebagai dimaksud dalam Pasal
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134 ayat (3) huruf ¢ dengan bilangan jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam
Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan untuk DPR yang bersangkutan, dibulatkan
ke atas.

Setelah ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan untuk suatu Daerah Pemilihan
sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka ditetapkan jumlah wakil vang diperoleh
tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Pemilihan tersebut
dengan cara membagi bilangan jumlah suara vang diperoleh suatu organisasi dalam
Daerah Tingkat I itu dengan Bilangan Pembagi Pemilihan tersebut.

Bilangan bulat yvang diperoleh dari pembagian ini adalah bilangan jumlah wakii
yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan. Perhitung-
an ini disebut Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama.

Berdasarkan perhitungan sebagai dimaksud dalam ayat {(2), disusun daftar jumlah
wakil, yang memuat jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta
Pemilihan Umum dan bilangan sisa-sisa jumlah suara dari hasil pembagian me-
nurut perhitungan itu. Bilangan-bilangan ini adalah sisa-sisa suara bagi tiap-tiap
organisasi peserta Pemilihan Umum setelah perhitungan Pembagian Jumlah Wakil
Tingkat Pertama.

Bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara
dalam pembagian jumtah wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-
undang, sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan
penggabungan suara dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah
gabungan sisa suara bagi organisasi peserta Pemilihan Umum vang menyatakan
penggabungan suara tersebut. ’

Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam
ayat (2) belum semua jumlah wakil untuk suatu Daerah Pemilihan terbagi habis,
maka diadakan Pembagian jumlah Wakil Tingkat Kedua hanya bagi organisasi
peserta Pemilihan Umum vang menyatakan penggabungan suara vang menunjuk-
kan gabungan sisa suara sebagai dimaksud dalam ayat (4). Qrganisasi peserta
Pemilihan Umum vang menyatakan penggabungan suara itu memperoleh wakil
sejumlah angka bulat dari hasil pembagian gabungan sisa suara bagi organisasi
peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud
dalam ayat (4), dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat
(2), sedangkan bilangan sisa dari hasil pembagian itu merupakan gabungan sisa
suara pula bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabung-
an suara tersebut.

Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua sebagai dimaksud dalam
ayat (5) masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan, maka jumlah sisa wakil
dibagikan satu demi satu berturut-turut dimulai dengan organisasi peserta Pemi-
lihan Umum yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan pengertian bahwa
jumlah sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum vang menyatakan peng-
gabungan suara merupakan satu bilangan sisa suara.

Apabila dalam pembagian jumlah wakil tidak ada organisasi peserta Pemilihan
Umum yang menyatakan penggabungan suara dan pada Pembagian Jumlah Wakil
Tingkat Kedua masih ada jumlah sisa wakil yang belum terbagi habis berdasarkan
Pembagian Jumliah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3), maka jumlah sisa wakil tersebut dibagikan kepada organisasi peserta
Pemilihan Umum menurut tata cara sebagai dimaksud dalam ayat (6).
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Apabila dalam pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam ayat (6) atau ayat
(7) terdapat jumlah sisa suara yang sama, pembagian jumlah sisa wakil dilakukan
dengan undian yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/
Ketua LPU.

Pasal 139

Setelah pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 138 dilaksanakan,
maka ditetapkan jumlah wakil vang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan
Umum dalam masing-masing Daerah Pemilihan.

Jumlah Wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyata-
kan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dan ayat (5),
diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan
penggabungan suara itu yang mempunyai jumlah sisa suara terbanyak di antara
organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang
bersangkutan yang dinyatakan dalam Surat Pencalonan sebagai dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (3).

Jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam
Daerah Pemilihan diberikan kepada Daftar Calon Organisasi tersebut dalam Daerah
Tingkat II, dimana organisasi itu memperoleh suara terbanyak pertama dibanding-
kan dengan organisasi peserta Pemilihan Umum lainnya, menurut Daftar Hasil
Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat
(3) huruf b.

Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh sejumiah
wakil sebagai dimaksud dalam ayat (3), tidak memperoleh suara terbanyak per-
tama disuatu Daerah Tingkat II manapun, maka jumlah wakil yang diperoleh
organisasi peserta Pemilihan Umum itu diberikan kepada daftar calonnya di
Daerah Tingkat II dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh
suara terbanyak kedua, suara terbanyak ketiga, dan seterusnya, sampai semua
Daerah Tingkat II memperoleh perwakilan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) Undang-undang.

Apabila semua Daerah Tingkat Il sudah mendapat perwakilan sebagai dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang, maka jumlah wakil yang diper-
oleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang belum diberikan kepada
daftar calonnya diberikan satu demi satu kepada daftar calonnya di Daerah Ting-
kat II, dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara ter-
banyak dibandingkan dengan di Daerah Tingkat II lainnya dengan mengingat
penetapan mengenai jumlah wakil untuk tiap Daerah Tingkat Il didasarkan atas
imbangan jumlah penduduk dalam Daerah Tingkat II.

Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum tidak menyediakan daftar
calon untuk suatu Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)
sedangkan organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut memperoleh jumlah wakil
di Daerah Tingkat II itu, atau apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi
peserta Pemilihan Umum lebih banyak dari jumlah calon dalam daftar calonnya,
maka organisasi peserta Pemilihan Umum itu dapat mengemukakan Daftar Calon
Organisasi Susulan yang diambil dari Daftar Calon Organisasi Daerah Pemilihan
lainnya atau menurut tata cara pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64, 63,
66, 67, dan Pasal 68.
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Pasal 140

Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II
memperoleh lebih dari 1 (satu) orang wakil, maka wakil-wakil tersebut diambilkan
dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menuruf urutan nomor dimulai
dari nomor 1 (satu).

Apabila seorang calon yang dinyatakan Terpilih mengundurkan diri, maka tem-
patnya diisi oleh calon pertama berikutnya vang belum dinyatakan terpilih dari
Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

Apabila hal sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan karena semua
calon sudah terpilih, atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajukan oleh
organisasi peserta Pemilihan Umum vang mengajukan daftar calon bersangkutan
menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6).

Pasal 141

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 138
dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh hadirin.

Hadirin yang diundang diperbolehkan mengemukakan keberatan, yang seketika itu
juga diputus oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPIL.

(1

()

(1)

(2)

Bagian Kedua
Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPRD I/DPRD II

Pasal 142

Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD I sebagai dimaksud dalam Pasal
134, maka PPD I mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD ]
dalarn suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
DPRD I yang diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai Rapat Peng-
hitungan Suara Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).

Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal
132 maka PPD 11 mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I
dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
DPRD II yang diadakan sesuai dengan ketentuan mengenai Rapat Penghitungan
Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).

Pasal 143

Dalam rapat sebagai dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) ditetapkan Bilangan
Pembagi Pemilihan DPRD I dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf ¢ dengan bilangan jumlah Anggota
DPRD I vang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan untuk DPRD I
yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.

Dalam rapat sebagai dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) ditetapkan Bilangan
Pembagi Pemilihan DPRD II dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai.
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2} huruf ¢ dengan bilangan jumlah Anggota
DPRD II yang dipilih dalam Daerah Tingkat [I/Daerah Pemilihan untuk DPRD II
yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.
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(1)

(3)

4

(5)

(6)

(1)

Pasal 144

Dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama suatu organisasi peserta Pemi-
lihan Umum memperoleh wakil sejumlah bilangan bulat hasil bagi yang diperoleh
dari pembagian bilangan jumlah suara vang diperoleh organisasi peserta Pemilihan
Umum itu dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 143.
Organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh jumlah suara kurang dari-
pada Bilangan Pembagi Pemilihan, tidak mendapat wakil dalam Pembagian Jumlah
Wakil Tingkat Pertama ini.

Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam
ayat (1) jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah
Tingkat II belum terbagi habis, maka diadakan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat
Kedua, hanya bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan peng-
gabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-undang. Pem-
bagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua ini dilakukan sesuai ketentuan sebagai
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dan ayat (5).

Apabila dengan pembagian sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat {2) jumlah
wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum juga
terbagi habis, maka jumlah sisa wakil itu dibagi satu demi satu kepada organisasi
peserta Pemilihan Umum yang mempunyai sisa suara sesudah Pembagian Jumlah
Wakil Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, berturut-turut dimulai dengan orga-
nisasi peserta Pemilihan Umum yang menunjukkan sisa suara terbanyak, sehingga
jumlah sisa wakil itu terbagi habis, dengan pengertian bahwa jiumlah sisa suara
dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara
merupakan satu bilangan sisa suara.

Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil tidak ada organisasi peserta Pemilihan
Umum yang menyatakan penggabungan suara dan Pembagian Jumlah Wakil
Tingkat Kedua masih ada jumiah sisa wakil yang belum terbagi habis berdasarkan
Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2),
maka jumlah sisa wakil tersebut dibagikan kepada organisasi menurut tata cara
sebagai dimaksud dalam ayat (3).

Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil sebagai dimaksud dalam ayat (3) dan
ayat (4) terdapat jumlah sisa suara yang sama, maka pembagian jumlah sisa wakil
dilakukan dengan undian yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Menteri
Dalam Negeri/Ketua LPU.

Jumlah wakil yang diperoleh organisasi vang menyatakan penggabungan suara
sebagai dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada salah satu organisasi peserta
Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai sisa
suara terbanyak di antara orpganisasi peserta Pemilihan Umum tersebut ataun
berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat penca-
lonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

Pasal 145

Setelah Pembagian Jumlah Wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 144 dilaksanakan,
maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan
Umum yang bersangkutan untuk DPRD I/DPRD II.
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(2) Jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyata-
kan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (6)
diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan
penggabungan suara itu yang mempunyai sisa suara ferbanyak di antara organisasi
peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang bersang-
kutan vang dinyatakan dalam surat pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal
64 ayat (3).

{3) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Ang-
gota DPRD I/DPRD 1 memperoleh lebih dari 1 {satu) orang wakil, maka wakil-
wakil tersebut diambilkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menurut
urutan nomor penempatannva dimulai dari nomor urut 1 (satu).

(4) Apabiia seorang calon yang dinyatakan terpilih mengundurkan diri, maka tempat-
nya diisi oleh calon pertama berikutnya vang belum dinvatakan terpilih dari
Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

(5) Apabila hal sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan karena semua
calon sudah terpilih, atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajukan
oleh organisasi peserta Pemilihan Umum yvang mengajukan Daftar Calon organisasi
yang bersangkutan, menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 64, 65, 66,
67, dan Pasal 68.

Pasal 146

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam
Pasal 142 dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat disaksikan oleh hadirin. Hadirin
vang diundang diperbolehkan mengemukakan keberatan, yang seketika ifu juga di-
putus oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD IL.

) Bagian Ketiga
Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR/DPRD I/DPRD 1I

Pasal 147

(1) Mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II
segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR (Model ED)/DPRD I (Model EB)/DPRD 11
(Model E), yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPI/PPD I/PPD II
serta saksi yang hadir.

Berita Acara ini disebut Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan yang di dalamnya

atau di dalam lampirannya dimuat juga keterangan tentang:

a. nama Daerah Pemilihan untuk DPR/DPRD I/DPRD II;

b. hari dan tdanggal Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

¢. nama Ketua dan semua Anggota PPI/PPD I/PPD II, nama Ketua dan Anggota
PANWASLAKPUS/PANWASLAK [/JPANWASLAK II serta nama saksi yang
hadir;

d. jumlah suara sah untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II
untuk masing-masing Daerah Pemilihan;
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(2)

(3)

(1

(2)

e. jumlah Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih untuk masing-masing
Daerah Pemilihan;

f.  bilangan pembagi pemilihan DPR/DPRD I/DPRD II;
jumlah suara yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan
Umum yang bersangkutan;

h. jumlah wakil yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan
Umum dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama, Tingkat Kedua dan
Tingkat Ketiga;

i.  jumlah wakil selurubnya yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemi-
lihan Umum.

Keberatan hadirin yang dikemukakan dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan
Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 141 dan 145 dan keputusan atas keberatan
itu dimuat juga dalam Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1)
disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan tembusannya
dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan yang tingkatnya lebih tinggi, dan
kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 148

Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang diterima oleh
PPI sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hasil
penghitungan suara belum termasuk hasil pemungutan suara ulangan sebagai
dimaksud dalam Pasal 134, maka PPI tetap mengadakan Rapat Penetapan Hasil
Pemilihan Umum sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 146 bagi Daerah
Pemilihan yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena
belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemungutan suara ulangan sebagai
dimaksud dalam Pasal 135, penetapan hasil pemilihannya ditangguhkan sampai
diterimanya Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I untuk Pemilihan
Umum Anggota DPR dari PPD I yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara/Daerah
Tingkat II yang diterima oleh PPD I/PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 132/
Pasal 131 yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena
belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemungutan suara ulangan sebagai
dimaksud dalam Pasal 135, penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD 1/
DPRD II ditangguhkan sampai diterimanya Berita Acara Penghitungan Suara
Daerah Tingkat 11/Daerah Pemungutan Suara dari PPD II/PPS yang bersangkutan.

Pasal 149

Isi Berita Acara yang langsung berhubungan dengan penetapan hasil Pemilihan Umum
sebagai dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i oleh Panitia
Pemilihan yang bersangkutan diumumkan menurut cara sebagai dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (4).
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Bagian Keempat
Penetapan Calon-calon Yang Dinyatakan Terpilih

Pasal 150

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 145, PPI/PPD I/PPD II menetapkan calon-
calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat yang
bersangkutan.

(1

(2)

3

O

(2)

(3

@

Pasal 151

Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum
sama dengan jumiah calon organisasi tersebut, maka semua calon dinyatakan
terpilih menjadi Anggota.

Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum
kurang dari jumlah calon organisasi itu, maka yang dinyatakan terpilih ialah
calon-calon sebanyak jumlah wakil vang diperoleh organisasi itu menurut urutan
nomor penempatan namanya dalam Daftar Calon Organisasi vang bersangkutan
sebagai dimaksud dalam Pasal 65.

Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum memperoleh jumlah wakil lebih
dari jumlah calon organisasi itu, maka organisasi itu, dapat menyampaikan
Daftar Calon Organisasi Susulan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (6) dan Pasal 145 ayat (5).

Pasal 152

Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum pada waktu pengajuan calon
tidak menyediakan Daftar Calon Organisasi untuk suatu Daerah Pemilihan karena
organisasi tersebut belum mempunyai pengurus di Daerah yang bersangkutan
sedangkan organisasi tersebut berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam
Pasal 139 dan 145 memperoleh sejumlah wakil untuk keanggotaan DPR/DPRD If
DPRD II, maka organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut dapat mengajukan
Daftar Calon Organisasi Susulan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam
Pasal 64, 65, 66, 67 dan Pasal 68.

Calon yang diajukan dalam Daftar Calon Organisasi Susulan sebagai dimaksud
dalam ayat (1} dapat diambilkan dari Daftar Calon Tetap di Daerah Pemilihan
fain dengan kefentuan, bahwa jika diambilkan dari Daerah Pemilihan yang sejenis,
maka nama calon tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi
yang bersangkutan.

Apabila calon sebagai dimaksud dalam ayat (2) diambilkan dari Daftar Calon
Tetap Daerah Pemilihan yang tidak seienis nama calon tersebut tidak dikeluarkan
dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

Pengajuan Daftar Calon Organisasi Susulan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum peresmian
keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II vang bersangkutan.
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BAB IX

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN
PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH

Bagian Pertama
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggeta DPR

Pasal 153

PPl membuat daftar yang memuat narﬁa—nama calon yang dinyatakan terpilih
menjadi Anggota DPR, selanjutnya disebut Terpilih, dibagi menurut Daerah
Tingkat II serta diperinci menurut organisasinya masing-masing dengan mengguna-
kan formulir Daftar Terpilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR (Model EF).

Menteri Dalam Negeri/Ketua PPl mengumumkan daftar-daftar sebagai dimaksud
dalam ayat (1) dalam Berita Negara dan menyampaikan kepada masing-masing
PPD I/PPD 11 daftar yang bersangkutan dengan Daerahnya.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat [/Ketua PPD I, Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengumumkan daftar sebagai dimaksud dalam
ayat (2) dalam Daerahnya dengan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(3) dan ayat (4). '

Menteri Dalam Negeri/Ketua PPl memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri
selaku Ketua LPU jumlah dan nama Terpilih, dan Menteri Dalam Negeri/Ketua
LPU memberitahukan jumlah dan nama Terpilih kepada Presiden.

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPRD I/DPRD II

Pasal 154

PPD I/PPD II membuat daftar yang memuat nama-nama calon yang dinyatakan
terpilih menjadi Anggota DPRD I/DPRD II, selanjutnya disebut Terpilih diperinci
menurut organisasinya masing-masing dengan menggunakan formulir Daftar Ter-
pilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model EC 2)/Daftar Terpilih
untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Il (Model EF 2).

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II/Ketua PPD Il mengumumkan Daftar Terpilih itu dalam wila-
yahnya dengan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4).

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1/Ketua PPD 1 memberitahukan jumlah dan
nama Terpilih kepada:

a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

b. PPI;

c. LPU.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I/Ketua PPD II memberitahukan
jumlah nama Terpilih kepada:

a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
b. PPDI;

c. PPL;

d. LPU.
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Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU memberitahukan jumlah dan nama Terpilih
kepada Presiden.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Pasal 155

Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua
PPD 1 atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II
mengirimkan surat pemberitahuan penetapan terpilih kepada masing-masing Ter-
pilih, melalui Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada
Terpilih yang bersangkutan dengan tanda penerimaan.

Apabila pengiriman surat pemberitahuan penetapan terpilih sebagai dimaksud
dalam ayat (1) perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Terpilih yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II/Ketua PPD II dengan sarana komunikasi yang tercepat meminta Ter-
pilih untuk menemui PPI/PPD I/PPD Il atau orang yang ditunjuknya di tempat
yvang ditentukan unfuk menerima surat pemberitahuan penetapan tersebut.

Sesudah surat pemberitahuan penetapan terpilih disampaikan kepada Terpilih
yang bersangkutan, maka PPI/PPD I/PPD Il harus sudah menerima surat dari
Terpilih tersebut yahg menyatakan bahwa ia menerima atau tidak bersedia mene--
rima penetapan terpilihnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
mulai tanggal surat pemberitahuan penetapan terpilih dikirimkan vang dilihat
dari cap pos. '
Apabilasurat pemberitahuan penetapan terpilih disampaikan dengan sarana komu-
nikasi yang tercepat sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka jangka waktu tersebut
adalah 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan penetapan
terpilih diterima oleh yang berhak menerimanya dilihat dari tanggal surat tanda
penerimaannya.

Jika seorang dinyatakan Terpilih untuk lebih dari satu Badan Perwakilan Rakyat,
maka ia harus menyatakan untuk Badan Perwakilan Rakyat mana ia menerima
penetapan terpilihnya itu.

Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I
dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II segera mem-
beritahukan kepada Terpilih tentang penerimaan pernyataan sebagai dimaksud
dalam ayat (3) dengan mengulangi pokok isi pernyataannya.

BAB X
PENGGANTIAN TERPILIH

Pasal 156

Apabila sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) berakhir,
PPI/PPD I/PPD II belum menerima surat pernyataan dari seorang Terpilih, maka
Terpilih itu dianggap tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya.

Anggapan itu disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan organisasi peserta Pe-
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milihan Umum yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya untuk memperoleh
penguatan secara tertulis bahwa Terpilih itu tidak bersedia menerima penetapan
terpilihnya.

(2) Apabila penguatan dari Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai
dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah waktu sebagai dimaksud
dalam Pasal 155 ayat (3) berakhir tidak diterima oleh PPI/PPD I/PPD II, maka
Terpilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak bersedia menerima
penetapan terpilihnya.

Pasal 157

(1) Apabila seorang Terpilih tidak bersedia menerima atau dianggap/dinyatakan tidak
bersedia menerima penetapan terpilihnya sebagai dimaksud dalam Pasal 155
ayat (3) atau Pasal 156 maka PPI/PPD I/PPD Il menggantinya dengan calon per-
tama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih menurut urutan nomor dalam
Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

(2) Terpilih yang menyatakan tidak bersedia menerima atau dianggap/dinyatakan
tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya sebagai dimaksud dalam ayat (1),
tidak berarti ia mengundurkan diri sebagai calon.

(3) Apabila penggantian menurut cara sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin
dilakukan karena tidak ada lagi calon dalam daftar tersebut, maka pimpinan
organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan mengajukan calon baru
untuk ditetapkan sebagai Terpilih.

(4) Calon baru sebagai dimaksud dalam ayat (3) diajukan menurut ketentuan sebagai
dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) atau Pasal 145 ayat (5).

BAB XI
PANITIA PEMERIKSAAN

Pasal 158

Untuk menentukan penerimaan seorang Terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD [/DPRD
Il pada PPI/PPD I/PPD II dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas memeriksa
surat-surat bukti diri Terpilih yaitu surat penetapan terpilihnya dan surat keterangan
yang menyatakan bahwa Terpilih telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota
DPR/DPRD I/DPRD II.

Pasal 159

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Panitia Pemeriksaan, seseorang harus
memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 30,

(2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPR terdiri dari sekurang-kurangnya 9
(sembilan) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, seorang
di antaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.
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(3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD [ terdiri dari sekurang-kurangnya 7
(tujuh} orang Anggota vang diangkat dan diberhieniikan oleh Menteri Dalam
Negeri/Ketua LPU, seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang
sebagai Sekretaris.

(4)  Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD II terdiri dari sekurang-kurangnya
7 (tujuh) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua
dan seorang sebagai Sekretaris.

Pasal 160

Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 158 dibentuk untuk jangka' waktu
3 (tiga) bulan dimulai 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengambilan sumpah/janji
secara bersama-sama Kkeanggotaan Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 161

Ketua, Sekretaris, dan Anggota-anggota Panitia Pemeriksaan sebelum memangku jabat-
annya, mengucapkan sumpah/janji di hadapan Pejabat yang mengangkat menurut
ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 31.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemilihan Umum
di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

Pasal 162

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya,
maka hal-hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus mengenai penyelengga-
raan Pemilihan Umum di Daerah tersebut diaturlebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Dajam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Umum
di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Pasal 163
(1) Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan
untuk memilih Anggota DPR dan DPRD 1.

(2) Pemilihan Umum Anggota DPRD Il tidak diselenggarakan selama di Daerah
tersebut belum terbentuk Daerah Tingkat I menurut ketentuan Pasal 4 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
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Pasal 164

(1) Jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi Daerah Pemilihan
Timor Timur sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan tidak diambilkan dari
jumlah Anggota DPR yang dipilih bagi Daerah-daerah Pemilihan di luar Timor
Timur.

(2) Penentuan jumlah dan penetapannya sebagai Anggota DPR diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 165

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
di samping bahasa Indonesia dapat juga digunakan bahasa Daerah yang dimengerti oleh
sebagian besar masyarakat.

Pasal 166

Susunan, pembentukan dan tata kerja PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS
berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal
25 dan Pasal 85 disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Ting-
kat I Timor Timur.

Pasal 167

Pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I dilaksanakan
dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 68.

Apabila di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ada organisasi peserta Pemilihan
Umum yang belum terbentuk, maka pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota
DPRD I dilakukan cleh Pimpinan Pusat organisasi yang bersangkutan.

Pasal 168

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan
Pasal 121 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam masyarakat.

(2) Penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 127
yang dilaksanakan oleh KPPS, di Propinsi Daerah Tingkat [ Timor Timur dilaksa-
nakan oleh PPS.

Pasal 169

Hal-hal mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor
Timur yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang masih
memerlukan pengaturan secara khusus sesuai perkembangan keadaan di Propinsi ter-
sebut, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. '
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Bagian Ketiga
Formulir-formulir Yang Digunakan Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 170

Formulir-formulir sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

BAB XHI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 171

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permu-
syawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No-
mor 4 Tahun 1975;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;

¢. Ketentuan-ketentuan peraturan 'perundang-undangan lain yang bertentangan de-
ngan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 172

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lébih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 173
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1980 SOEHARTO
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 67.
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PENJELASAN
ATAS .
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1980
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

UMUM

1

Dalam Undang-undang Pemilihan Umum ditentukan dalam beberapa pasainya
bahwa pelaksanaan materinya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Ketentuan Penutup Undang-undang Pemilihan Umum dinyatakan
bahwa “Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang-undang ini yang
diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya,
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Seldin hal sebagai dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 beberapa hal yang
materinya dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang sedangkan
materinya yang bersangkutan tidak menjadi diktum Undang-undang tersebut,
perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah ini

mengatur: .

a. pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam angka 1, yang dengan
tegas telah dinyatakan dalam pasal-pasal yang bersangkutan; .

b. pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam angka 2, yvang untuk
pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut;

¢. beberapa hal vang materinya tercantum dalam Penjelasan Umum Un-
dang-undang yang perlu diadakan pengaturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 4 huruf a ketentuan-keten-

tuan vang menghendaki pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut adalah:

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang, mengenai pertimbangan Pemerintah
tentang penggunaan hak memilih bagi mereka yang terlibat dalam
”Gerakan Xontra Revolusi G30S/PKI™;

b. Pasal 8 avat (10) Undang-undang, mengenai susunan, tata kerja, pem-
bentukan dan hal-hal lain mengenai LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS,
dan PANTARLIH serta Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum;

¢. Pasal 13 ayat (7) Undang-undang, mengenai tata cara pendaftaran
pemilih;
d. Pasal 19 ayat (5) Undangundang, mengenai tata cara pencalonan;

Pasal 20 ayat (2) Undang-undang, mengenai penyelenggaraan kampa-
nye Pemilihan Umum termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan
pembatasan waktu untuk kampanye;

f. "Pasal 21 ayat (5) Undang-undang, mengenai bentuk dan isi serta hai-hal
lain mengenai surat suara;
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k.

Pasal 22a ayat (4) Undang-undang, mengenai pelaksanaan pemungutan
suara dan tata cara penghitungan suara;

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang, mengenai tata cara penetapan hasil
Pemilihan Umum;

Pasal 24 Undang-undang, mengenai tata cara pengumuman hasil Pemi-
lihan Umum dan pemberitahuan kepada Terpilih;

Pasal 25 ayat (3) Undang-undang, mengenai penggantian Terpilih dan
hal-hal yang berhubungan dengan Panitia Pemeriksaan;

Pasal 29a ayat (3) Undang-undang, mengenai tata cara pelaksanaan
Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur,

Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 4 huruf b, maka pengaturan-
pengaturan ketentuan dalam Undang-undang yang tidak dengan tegas dinya-
takan dalam pasalnya tetapi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut
untuk pelaksanaannya, adalah ketentuan-ketentuan mengenai:

a.

b.
C.

hak untuk memilih dan dipilih sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Undang-
undang;

saat dan pentahapan waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum;

pelimpahan wewenang oleh LPU kepada PPI mengenai hal-hal yang
dianggap perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum;

penetapan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia;

pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum untuk menjamin suksesnya
perjuangan Orde Baru, tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 4 huruf ¢ yang materinya
tercantum dalam Penjelasan Undang-undang dan memerlukan pengaturan
lebih lanjut antara lain adalah sebagai berikut:

d.

Dewan Pertimbangan LPU senantiasa diminta pertimbangannya dalam
mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pe-
milihan Umum yang diprakarsai oleh LPU;

Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik dan Golongan
Karya diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pencalonannya
dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus Partai Politik dan
Golongan Karya, dan atau yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan
Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum;

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap ber-
pedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara, serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

Keamanan dan ketertiban umum perlu diperhatikan dan dipelihara oleh
seluruh masyarakat;
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f.  Penilaian dan penelitian terhadap mereka yang terlibat G30S/PKI yang
dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya tidak terbatas hanya di
antara Golongan C saja.

8. Ikut sertanya Partai Politik dan Golongan Karya dalam Badan-badan Pe-
nyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah dalam rangka peningkatan
peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam pelaksanaan dan penga-
wasan dari tingkat Pusat sampai Daerah. Sedangkan KPPS yang bertugas
menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat-
tempat pemungutan suara hanya terdiri dari unsur Pemerintah. Untuk
mengawasi dan menyaksikan pemungutan suara dan penghitungan suara yang
diselenggarakan oleh KPPS tersebut diundang wakil Partai Persatuan, PDI
dan GOLKAR untuk menjadi saksi.

Adapun dalam pengaturan mengenai pembentukan PANWASLAKPUS,

- PANWASLAX I, PANWASLAK I, PANWASLAKCAM pada PPI, PPD I,
PPD I, dan PPS didudukkan dari unsur Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR
masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai Anggota.
Duduknya unsur Partai Politik dan Golongan Karya pada LPU selain sebagai
Anggota juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. .

3. LPU bertugas mengumpulkan data-data, mengadakan perencanaan serta
persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya, karena itu LPU
bersifat permanen, sedangkan masa kerja PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS,
PANTARLIH, dan KPPS ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.

10. Tujuan Pemilihan Umum adalah untuk menjamin tetap tegaknya Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam kampanye Pemilihan Umum
tidak dibenarkan mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Juga harus dihindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dalam
masyarakat dan yang dapat mengakibatkan perpecahan persatuan dan ke-
satuan bangsa.

Ketenfuan dalam BAB VI dimaksudkan agar kampanye Pemilihan Umum
dapat berjalan dengan aman dan tertib, sehingga dapat menunjang suksesnya
Pemilihan Umum.

11, Dalam penyusunan Panitia Pemeriksaan berpedoman kepada susunan Badan-
badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum, yaitu terdiri dari unsur
Pemerintah dan unsur Partai Politik dan Golongan Karya.

12. Dengan memperhatikan perkembangan keadaan sesuai dengan situasi dan
kondisi di Propinsi Daerah Tingkat [ Irian Jaya yang belum memungkinkan
pelaksanaan Pemilihan Umum sepenuhnya atas dasar Undang-undang Pemi-
lihan Umum dan Peraturan Pemerintah ini, maka mengenai beberapa hal
tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat
I Irian Jaya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 173
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3181,
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SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

No. 22/Pimp/IV/68-69
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS

- PEKERJAAN SEKRETARIAT DPR-GR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan:

Mempelaiari

Bahwa dengan keluarnya Peraturan Tata Tertib DPR-GR No. 10/
DPRGR/III/67-68 tanggal 17 Pebruari 1968, yang antara lain memu-
at perobahan-perobahan dalam tata-kerja DPR-GR, maka dianggap
perlu menyempurnakan susunan Organisasi dan pembagian tugas
Sekretariat DPR-GR, dalam rangka usaha peningkatan daya kerja
untuk mencapai efficiensy dan effectivitas Kerja yang positif dan
produktif yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan DPR-GR.

et

. Undang-undang pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961.

2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang PGPS Republik
Indonesia tahun 1968.

3. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tentang penda-
ya gunaan Pegawai Negeri.

4. Surat Keputusan Presidium No. 75/U/Kep/kk/1966 tentang struk-
tur Organisasi dan pembagian tugas Departemen-departemen.

5. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 21/Pimp/1961 tentang
susunan Organisasi dan Pembagian Pekerjaan Sekretariat DPR-GR
dan No. 51/Pimp/1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Sekreta-
riat DPR-GR.

6. Peraturan Tata Tertib DPR-GR Keputusan DPR-GR No. 10/

DPR-GR/III/67-68.

Surat Keputusan Presiden No. 57 dan 58 tanggal 9-2-1968 tentang
penyegaran/refreshing dan perubahan jumlah keanggotaan DPR-GR,

1. Surat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur
Negara tanggal 1-8-1968 No. P. 137/BP/MENPAN/8/1968.

2. Pertimbangan-pertimbangan atau usul-usul vang diajukan oleh-
Panitia Rumah Tangga DPR-GR dalam suratnya tanggal 26-8-1968
No. 95/PRT/DPR-GR/1968 serta pertimbangan yang disampaikan
oleh Panitia Rumah Tangga DPR-GR dalam rapat segi tiga antara
Pimpinan DPR-GR, Panitia Rumah Tangga DPR-GR dan Sekreta-
ris Jenderal DPR-GR tanggal 20-11-1968.
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MEMUTUSKAN:

I. Mencabut : a. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 51/Pimp/1962 tentang

Pokok-pokok Organisasi Sekretariat DPR-GR.
b. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 21/Pimp/1961 tentang
Susunan Organisasi dan Pembagian Pekerjaan Sekretariat DPR-GR.
c. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 60/Pimp/[V/64-65 dan
Ne. 68/Pimp/IV/64-65 tentang Penetapan Bagian Hubungan Ma-
syarakat dan Bagian Protokol.

. Menetapkan:

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1
(2)
(3

(4)

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS PEKERJAAN
SEKRETARIAT DPR-GR, seperti di bawah ini.

BAB 1
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Pimpinan DPR-GR adalah Badan Pimpinan dan Pengawas Tertinggi Sekretariat
DPR-GR.

Panitia Rumah Tangga membantu dan memberi pertimbangan kepada Pimpinan
DPR-GR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kewajiban dan
kebijaksanaan dalam bidang organisasi, tugas tata-laksana Sekretariat DPR-GR
untuk melancarkan segala urusan kerumah-tanggaan DPR-GR.

Sekretariat -DPR-GR adalah Badan Pelaksana kebijaksanaan Pimpinan DPR-GR
dan Badan Penyelenggara Urusan Perundang-undangan dan Urusan Kerumah-
Tanggaan DPR-GR.

Pasal 2
Sekretariat DPR-GR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang bertanggung jawab
kepada Pimpinan DPR-GR.

Wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 3
Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:

Biro-biro.
Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Bagian/Komisi vang dibawahi oleh Biro.

Unit-unit Sekretariat Pribadi Pimpinan DPR-GR yang taktis berada langsung di
bawah masing-masing Pimpinan DPR-GR dan administratip di bawah Sekretaris
Jenderal.

Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Panitia yang langsung berada di bawah
koordinasi Sekretaris Jenderal.
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Pasal 4
(1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
(2) Sekretariat Bagian/Komisi dipimpin oleh Sekretaris Bagian/Komisi.
(3) Unit Sekretariat Pribadi Pimpinan DPR-GR dipimpin masing-masing oleh seorang
Sekretaris Pribadi.

(4) Bagian/Sekretariat Panitia yang langsung berada di bawah Sekretaris Jenderal
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Sekretaris Panitia. ‘

(5) Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Pribadi
mempunyai kedudukan yang sama.

Pasal 5

(1) Jabatan Wakil Kepala Biro/Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi dan Sekretaris Priba-
di tidak diadakan.

(2) Iika seorang Kepala atau seorang Sekretaris berhalangan, maka ia diwakili oleh
pejabat bawahannya yang tertua dan tertinggi pangkatnya.

Pasal 6

Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi Sekre-
taris Panitia dan Sekretaris Pribadi menurut ruang lingkup tugasnya masing-masing
memegang pimpinan, koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan serta tugas pembinaan
akan kemajuan kesejahteraan dan suasana kekeluargaan dalam kerja diantara para
pegawai Sekretariat DPR-GR.

Pasal 7

(1) Jika diperlukan sebagai bantuan yang sifatnya teknis administratif kepada masing-
masing Fraksi dalam DPR-GR dapat diperbantukan tenaga-tenaga honorair menu-
rut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR.

{2) Kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro masing-masing menurut kebutuhan
dan diperbantukan pegawai-pegawai Sekretariat DPR-GR.

Pasal 8

Untuk memecahkan/membicarakan persoalan-persoalan atau untuk menetapkan
policy dalam koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan atau untuk mengadakan evaluasi
dari pelaksanaan tugas kewajiban dari Sekretariat, secara periodik diadakan rapat oleh
Sekretaris Jenderal dengan para Kepala Biro, Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi
Sekretaris Panitia dan Sekretaris-sekretaris Pribadi.

Pasal 9

Sekretariat DPR-GR meliputi:
a. Biro I — (Sekretariat Permusyawaratan).

b. Biro 1l — (Tata Usaha Permusyawaratan).
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¢. BiroIIl — (Hubungan Masyarakat).

d. BirolV — (Kepegawaian).

e. Biro V — (Keuangan).

f. Biro VI " — (Kerumah Tanggaan).

g.  Unit-unit Sekretaris Pribadi Pimpinan DPR-GR.

h. Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Panitia yang berada langsung di bawah

Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1) Biro I (Sekretariat Permusyawaratan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
a Sekretariat Bagian A,

b.  Sekretariat Bagian B,

c.  Sekretariat Bagian C,

d. Sekretariat Bagian D,

e Sekretariat Bagian E,

f.  Sekretariat Komisi I,

g Sekretariat Komisi II,

h. Sekretariat Komisi IlI,
i, Sekretariat Komisi IV,
j.  Sekretariat Komisi V,

k. Sekretariat Komisi VI,

L Sekretariat Komisi VII,
m. Sekretariat Komisi VIII,
n.  Sekretariat Komisi IX,
0. Sekretariat Komisi X.

(2) Biro II (Tata Usaha Permusyawaratan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
a.  Bagian Risalah,
b. Bagian Tik-Roneo,
c.  Bagian Arsip-Ekspedisi,
d. Bagian Percetakan.
(3) Biro Il (Hubungan Masyarakat) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
a.  Bagian Hubungan Masyarakat,
b. Bagian Protokol,
c. Bagian Perpustakaan,
d. Bagian Dokumentasi.

(4) Biro IV (Kepegawaian) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
a.  Bagian Pembinaan Kepegawaian,
b. Bagian Tata Usaha Kepegawaian,
¢.  Bagian Kesejahteraan Kepegawaian,
d. Bagian Kepegawaian Anggota.
(5) Biro V (Keuangan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
a. Bagian Pembukuan,
b. Bagian Anggaran,
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¢.  Bagian Keuangan,
d. Bagian Perbendaharaan,
e.  Bagian Perjalanan.

Biro VI (Kerumah Tanggaan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam :

a. Bagian Bangunan,

b. Bagian Perlengkapan,

¢.  Bagian Teknik,

d. Bagian Angkutan,

e.  Bagian Ketertiban - Keamanan.

Unit-unit SeKretariat Pribadi pimpinan DPR-GR dibagi dalam:
a.  Unit Sekretariat Pribadi Ketua,
b.  Unit-unit Sekretariat Pribadi masing-masing Wakil Ketua DPR-GR.

Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Panitia yang langsung di bawah Sekre-
taris Jenderal, dibagi dalam:

a.  Bagian Hukum,

Bagian Perencanaan/Pengawasan/Pemeriksaan,

Sekretariat Musyawarah Pimpinan,

Sekretariat Panitia Musyawarah,

Sekretariat Panitia Anggaran,

Sekretariat Panitia Rumah Tangga.

me ae o

Pelaksanaan ayat 8 di atas sehari-harinya dapat diserahkan kepada Wakil Sekretans
Jenderal.

Pasal 11

Bagian menurut keperluan dibagi dalam Sub-sub Bagian yang ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal.

BAB 1I
TUGAS KEWAJIBAN

Pasal 12

Sekretaris Jenderal.
Tugas kewajiban Sekretaris Jenderal ialah:

(H
(2)

3
NG

&)
(6)

Memimpin, membina, mengkoordinasi dan mengawasi Sekretariat DPR-GR.

Memberikan pertanggungan jawab secara insidentiil maupun laporan secara
periodik (sedikit-dikitnya tiap triwulan) kepada Pimpinan DPR-GR.

Membantu Pimpinan DPR-GR dalam melakukan pekerjaannya.

Mengatur penempatan para pegawai pada Sekretariat DPR-GR dan menetapkan
secara terperinci pembagian tugas pekerjaan.

Mengadakan secara teratur (planmatig) tour of duty diantara para pegawai.
Menetapkan wewenang yang harus dimiliki para Kepala Biro/Bagian, Sekretaris

Bagian/Komisi, Sekretaris Panitia untuk menandatangani surat-surat keluar atas
nama Sekretaris Jenderal.
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Pasal 13

Kepala-kepala Biro/Bagian/Sekretaris Bagian/Komisi/Panitia.

(1) Kepala Biro/Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi dan Sekretaris Panitia
memimpin, membina, mengkoordinasi dan mengawasi menurut bidangnya masing-
masing pekerjaan Biro/Bagian, Sekretariat Bagian/Komisi dan Sekretariat Panitia.

(2) Kepala Biro/Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi dan Sekretaris Panitia
memberikan laporan secara insidentil maupun periodik (sedikit-dikitnya tiap
triwulan) secara tertulis kepada atasannva.

Pasal 14
Biro I (Sekretariat Permusyawaratan).

(1) Tugas kewajiban Sekretariat-sekretariat Bagian A, B, C, D, dan E menurut bidang

nyva masing-masing antara lain ialah:
1.

~
Loa

Mengurus penyelesaian administratif Rancangan Undang-undang dan lain-lain
pokok pembicaraan dalam Bagian maupun pleno dari mula sampai akhir.
Mengurus persiapan rapat, termasuk undangan, tempat rapat, minuman,
daftar hadir, pendaftaran pembicara, pengeras suara dan lain-lain.

Membantu pimpinan Bagian, termasuk- menyediakan suratsurat, bahan-
bahan, dokumentasi dan lain-lain.

Membuat notulen, laporan, nota pertimbangan, rumusan keputusan/kesim-
pulan rapat dan lain-lain dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat.
Mengadakan bahan-bahan pembicaraan dan distribusinya kepada para
anggota dan pihak-pihak lain yang memerlukan untuk rapat Bagian, Pleno
dan lain-lain.

Membuat konsep surat keluar.

Membantu Wakil Ketua DPR-GR/Koordinator Bagian dalam melakukan
tugasnya.

Mengadakan hubungan dengan Pemerintah dan Instansi-instansi lain menge-
nai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Sekretariat Bagiannya.
Mengadakan kerja sama dengan Sekretariat-sekretariat Bagian lain dalam
menyelesaikan Rancangan Undang-undang yang menyangkut materi yang
sama.

10. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Bagian.

(2) Tugas kewajiban Sekretariat-sekretariat Komisi [ s/d X menurut bidangnya

masing-masing antara lain ialah:

1.

2.

Mengumpulkan bahan-bahan pembicaraan/surat-surat masuk untuk keperlu-
an rapat-rapat Komisi. _

Mengurus persiapan rapat, termasuk undangan, tempat rapat, minuman,
daftar hadir, pendaftaran pembicara, pengeras suara dan lain-lain,

Membantu Pimpinan Komisi, termasuk penyediaan surat-surat, bahan-bahan,
dokumen-dokumen dan lain-fain.

Membuat notulen, laporan, nota pertimbangan, rumusan keputusan/Kesim-
pulan rapat dan lain-lain, dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat.
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Membuat konsep surat keluar.

Membantu Wakil Ketua DPR-GR/Koordinator Komisi dalam melakukan
tugasnya.

Mengadakan hubungan dengan Pemerintah dan instansi-instansi lain menge-
nai hal-hal vang berhubungan dengan tugas Sekretariat Komisinya.
Menyimpan bahan-bahan peninjavan, membuat surat keputusan peninjauan
dan membantu pelaksanaan peninjauan.

Mengadakan keria sama dengan Sekretariat Komisi-komisi lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang sama.

Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Komisi.

Pasal 15
Biro II (Tata Usaha Permusyawaratan).

Tugas kewajiban Bagian Risalah antara lain ialah :

1.

©oA W

Menyelenggarakan pembuatan tulisan cepat dari rapat-rapat Paripurna,
rapat-rapat Gabungan Bagian dan sebagainya.

Membuat zakenregister risalah.

Membuat namenregister risalah.

Menyusun lampiran-lampiran surat-surat perundingan dan index risalah.
Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Tugas kewajiban Bagian Tik-Roneo antara lain ialah:

i.
2.
3.
4.

Melakukan semua pekerjaan tik dan roneo dari Sekretariat DPR-GR.
Menyusun secara sistimatis registrasi permintaan tik atau roneo.
Menyimpan semua stencil sheet.

Menyelengparakan administrasi Bagian.

Tugas kewajiban Bagian Arsip-Ekspedisi antara lain ialah:

Sk WM

Meregistrasi surat-surat masuk.

Membagi surat-surat masuk menurut disposisi.

Mengurus pengiriman surat-surat keluar.

Menyeienggarakan penyimpanan surat-surat.

Menyusun laporan surat-surat keluar/masuk setiap triwulan.
Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Tugas kewajiban Bagian Percetakan antara lain ialah:

1.

w

Mengurus percetakan risalah-risalah resmi disertai lampiran-lampiran/surat-
surat perundingan, daftar isinya, daftar index risalah resmi akhir tahun,
namen dan zakenregister dan sebagainya. :

Mengatur- persediaan serta pengiriman cetakan-cetakan tersebut dan meng-
urus langganannya. '
Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Mengurus keperluan Sekretariat DPR-GR, terhadap barang-barang cetakan
(kop surai, pensrbitan-penerbitan, dan lain-lain yang ada hubungannya
dengan cetak-mencetak).
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Pasal 16
Biro III (Hubungan Masyarakat).

(1) Tugas kewajiban Bagian Hubungan Masyarakat, antara lain ialah:

(2)

1.

10.

11.

Mengadakan hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara, Departemen-de-
partemen, Instansi-instansi, Badan-badan dari Dalam dan Luar Negeri yang
ada hubungannya dengan DPR.

Memberikan penerangan kepada masyarakat, Perwakilan Asmg di Indonesia
tentang hasil pekerjaan DPR-GR yang bersifat umum.

Mengadakan Press-release dengan Pers/RRI/TV dan Mass-media lainnya.
Mempersiapkan Konperensi Pers yang diadakan oleh Pimpinan DPR-GR.
Mengurus dan menerbitkan publikasi antara lain berupa bulletin, majalah
dan lain-lain.

Mengusahakan untuk memperoleh bahan-bahan dari majalah, bulletin,
pamplet dan harian serta lain-lainnya yang ada hubungannya dengan DPR-
GR.

Mengatur pengambilan foto-foto vang dianggap pertu untuk bahan dokumen-
tasi atau publikasi.

Mengikuti rapat-rapat Pimpinan DPR-GR dan rapat-rapat Bagian/Komisi/
Panitia untuk mendapatkan bahan-bahan dari kegiatan DPR-GR yang bersifat
umum untuk di Press-releasekan.

Menyediakan Harian, Bulletin Kantor-kantor Berita yang dianggap penting,
untuk Pimpinan DPR-GR dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat
DFPR-GR setiap hari.

Mengadakan hubungan dengan Press/Mass-Media untuk menjelaskan dan
menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberitaan menge-
nai DPR-GR misalnya membantah berita-berita yang salah yang menjatuh-
kan martabat dan wibawa Pimpinan dan para Anggota DPR-GR atau DPR-
GR sendiri.

Menyelenggarakan administrasi Bagiannya.

Tugas kewajiban Bagian Protokol antara lain ialah:

1.

Mengatur/menyelenggarakan penerimaan tamu-tamu resmi, dalam dan luar
negeri yang akan berhubungan dengan Pimpinan DPR-GR.
Mengatur/mengurus/menerima kunjungan Missi Parlemen, Tamu-tamu Nega-
ra yang berkunjung ke DPR-GR.

Menerima dan memberi penerangan kepada rombongan Darmawisata dalam
negeri atau Pariwisata Luar Negeri.

Mengurus mengenai undangan-undangan yang ditujukan kepada Pimpinan
DPR-GR.

Mengatur perjalanan keberangkatan Pimpinan DPR-GR dan Anggota DPR-
GR ke Luar Negeri.

Mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan
acara yang akan dibicarakan dan mengadakan hubungan ini atas persetu;uan
atau anjuran Pimpinan DPR-GR.

Mengatur perjalanan Ketua/Wakil Ketua yang akan pergi ke luar kota/daerah.
Mengurus dengan Departemen Luar Negeri RI dan Instansi-instansi lainnya
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tentang keberangkatan Pimpinan atau para Anggota DPR-GR yang akan
berangkat ke luar negeri.

Menyediakan tenaga interpreter (translator) jika szpman DPR-GR mem-
butuhkan.

10. Menyelenggarakan administrasi Bagian Protokol yang baik dan teratur.

Tugas kewajiban Bagian Perpustakaén antara lain ialah:

L.

3.
6.

Berusaha memperoleh bacaan yang berguna bagi pekerjaan Parlemen berupa
buku-buku, brosur-brosur, prospektus-prospektus, majalah-majalah, harian-
harian dan lain-lain penerbitan dari dalam dan luar negeri dengan membeli,
berlangganan, menerima sebagai hadiah atau dengan pertukaran.

Mengurus serta memeriksa bacaan-bacaan termasuk mendaftarkan, memberi
nomor, membuat kartu-karfu, menyusun katologis dan sebagainya.

Mengurus ruangan bacaan, bahan-bahan bacaan dan peminjaman buku
kepada Anggota dan Pegawai DPR-GR.

Memelihara hubungan dengan perpustakaan dan instansi lain untuk memper-
oleh pengetahuan tentang persediaan buku dan sebagainya.

Mengurus penjilidan bagi Sekretariat DPR-GR.

Menvelenggarakan administrasi Bagian Perpustakaan.

Tugas kewajiban Bagian Dokumentasi antara Iain ialah;:

1.

Mengurus dokumentasi tentang keanggotaan dan susunan DPR-GR serta
badan-badan perlengkapannya, termasuk riwayat hidup, alamat, mutas1
kegiatan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota dan lain-lain.

Mengurus dokumentasi foto-foto tentang kegiatan DPR-GR dengan menghu-
bungi Badan Humas DPR-GR dan Instansi-instansi di luar DPR-GR.
Menyusun dokumentasi tentang pembicaraan RUU dan Pokok-pokok pem-
bicaraan lainnya.

Menyusun dokumentasi tentang perundang-undangan.

Mengurus dokumentasi tentang peraturan—peraturan dan lain-lain dokumen
dari DPR dan Sekretariat DPR-GR.

Menyusun Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara dan berita negara/
tambahan berita negara.

Mengurus dan mengatur administrasi Bagian.

Pasal 17
Bire IV Kepegawaian

Tugas kewajiban Bagian Pembinaan Kepegawaian antara lain ialah:

1.

Sk e

)

Merencanakan serta membina kebijaksanaan (policy) dalam bidang kepega-
waian.

Mempersiapkan dan mengatur penerimaan dan penempatan pegawai.
Membuat rancangan formasi dan anggaran belanja pegawai DPR-GR.
Mengawasi formasi dan bezetting.

Mengatur dan menyelenggarakan pendidikan (latihan mental dan spirituil dan
ujian dinas pegawai baik di dalam maupun di luar negeri).

Menyelenggarakan administrasi Bagian.
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(2) Tugas kewajiban Bagian Tata Usaha Kepegawaian antara lain ialah:

(3)

(4)

l.

Ha vk

Mengurus daftar-daftar mengenai pegawai, yaitu:

a. daftar nama dan alamat pegawai.

b.  daftar keluarga.

c.  daftar riwayat hidup.

d. daftar hadir (absensi).

Mengurus pensiun pegawai, tunjangan janda/anak yatim dan uang muka
bagi janda/ahli waris pegawai yang meninggal dunia. '
Menyelenggarakan surat-surat keputusan tentang pengangkatan pegawai-
pegawai, istirahat tahunan pegawai-pegawai dan lain-lain.

Memberikan surat-surat keterangan, surat jalan, cuti dan sebagainya.
Menyelenggarakan tata usaha pensiun dan sebagainya.

Melaksanakan pemberian hukuman jabatan/penghargaan kepada pegawai.
Menyelenggarakan pengangkatan pegawai baru, kenaikan/penundaan kenaik-
an gajifkenaikan pangkat, pemberhentian sementara, bebas tugas pemberian
uang tunggu, pemberhentian karena pensiun/peremajaan ataupun atas
permintaan sendiri.

Menyelenggarakan konduite pegawai.

Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Tugas kewajiban Bagian Kesejahteraan antara lain ialah:

1.

Mengurus kesejahteraan pegawai/anggota, spirituil maupun materiil yang

meliputi usaha:

a.  Mengusahakan dan membagikan bahan-bahan kebutuhan pokok, yang
didapat dari Pemerintah maupun atas usaha sendiri.

b.  Rekreasi.

¢.  Peristirahatan.

d.  Mengurus jaminan sosial lainnya seperti mengusahakan adanya makanan
tambahan seperti kacang ijo, susu dan lain sebagainya, bagi para pegawai
para Pimpinan DPR-GR, mengusahakan perumahan pegawai dan peng-
gantian ongkos berobat.

Menyelenggarakan balai kesehatan (Poliklinik) dan BKIA untuk pegawai dan

Anggota DPR-GR beserta keluarganya.

}V{engurus restitusi pengobatan untuk pegawai dan anggota DPR-GR dan lain-

ain.

Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Tugas kewajiban Bagian Kepegawaian Anggota antara lain ialah:

SR e

Menyelenggarakan administrasi masa kerja/jabatan anggota-anggota DPR-GR.
Mengurus pensiun Anggota-anggota DPR-GR.

Mengurus Taspen Anggota-anggota DPR-GR.

Mengurus sumbangan perkawinan dan kematian Anggota-anggota DPR-GR.
Mengurus kenaikan pangkat Anggota-anggota DPR-GR.

Menyelenggarakan administrasi Bagian.
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Pasal 18
Biro V(Keuangan)

(1) Tugas kewajiban Bagian Pembukuan antara lain ialah:
Menyelenggarakan administrasi pembukuan anggaran, serta pertanggungan jawab-
nya.
(2) Tugas kewajiban Bagian Anggaran antara lain ialah:
1.  Menyusun rancangan anggaran belanja dan pendapatan DPR-GR.
2. Menyusun planning anggaran setiap triwulan.
3. Mengadakan hubungan dengan Direktorat Anggaran untuk penyelesaian
rancangan anggaran DPR-GR.
4. Mengadakan penjagaan atas pelaksanaan anggaran DPR-GR,
5. Menyusun perhitungan anggaran setiap triwulan dan setiap tahun,
6. Menyusun konsep kebutuhan ortorisasi untuk ditandatangani Pimpinan /
Sekretariat Jenderal/Kepala Biro menurut ketentuan yang berlaku.
7. Menyelenggarakan administrasi Bagian.

(3} Tugas kewajiban Bagian Keuangan, antara lain ialah:

1. Mengkoordinir pekerjaan dalam Bagian Keuangan dengan teliti.

2. Mengotorisasikan uang dan mengurusi keuangan yang telah menjadi anggaran
DPR-GR. ,
Mengurusi gaji, uang makan dan uang lembur pegawai.
Mengurusi uang kehormatan dan paket harian Pimpinan dan Anggota
DPR-GR.
Mengurusi permintaan pensiun bekas/janda anggota DPR-GR.
Menyelesaikan difikasi.
Menyelenggarakan Tata Usaha penggajian, honorarium dan paket.
Mengurusi uang rappel pegawaifanggota DPR-GR.
Mengawasi dan memeriksa keuangan DPR-GR berdasarkan anggaran.
Memeriksa administrasi keuangan, pertanggungan jawab dan keadaan jumlah
anggaran, .
11. Membuat Laporan-laporan tetap kepada Sekretaris Jenderal untuk diterus-

kan kepada Pimpinan mengenai perkembangan masuk/keluarnya keuangan.

=W

I

—

{4) Tugas kewajiban Bagian Perbendaharaan antara lain ialah:
1. Mengurus nang masuk yang diperoleh dari penjualan, penerbitan, percetakan
dan lain sebagainya.
Mengurus/menyimpan uang dalam peti besi, kluiz dan/atau Bank.
Menyelenggarakan voor verifikasi.
Mengurus pemasukan vang dari Pemeriniah.
Mengurus pembayaran-pembayaran menurut Anggaran Belanja.
Meneiiti setiap kwitansi pembayaran terhadap pengeluaran uang dan amanah.

AN o

(5} Tugas kewajiban Bagian Perjalanan antara lain ialah:
1. Mengurus persekot uang untuk perjalanan dinas/anggota/pegawai.
2. Mengusahakan pengangkutan/mengurus pembelian ticket kapal/plans, kartu
tahunan kereta api, dan pemesanan tempat dalam kereta api bagi Anggota
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yang datang menghadiri persidangan dan pulang reses atau melakukan
perjalanan dinas lainnya demikian pula untuk. keperluan perjalanan dinas
lainnya demikian pula untuk keperluan perjalanan dinas pegawai.
Mengurus penginapan para anggota DPR-GR waktu masa sidang.
Membantu anggota dan pegawai dalam membuat perhitungan ongkos jalan.
Menyusun pertanggungan jawab tentang ongkos perjalanan.
Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Pasal 19
Biro VI (Kerumah Tanggaan)

(1) Tugas kewajiban Bagian Bangunan, antara lain ialah:

L.

2.

8.

9.

Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan rumah/gedung/kantor yang
dimiliki/dikuasai oleh DPR-GR dan rumah-rumah jabatan Pimpinan DPR-GR.
Mengurus, mengatur, merawat dan memelihara kebersihan seluruh Gedung
DPR-GR dan halaman sekitarnya. ‘
Memperbaiki gedung kantor, rumah-rumah instansi/rumah-rumah jabatan
Pimpinan DPR-GR.

Menyiapkan ruangan-ruangan untuk rapat beserta alat-alat perlengkapannya.
Mengatur dan mengawasi pekerjaan pesuruh-pesuruh kantor DPR-GR..
Merencanakan pembangunan rumah-rumah instansi/rumah-rumah jabatan
Pimpinan serta perumahan/mess anggota/pegawai DPR-GR.

Membuat inventarisasi dan mengadakan registrasi untuk mengetahui jumlah
dari gedung kantor, rumah-rumah instansi/rumah-rumah jabatan Pimpinan,
rumah-rumah dan mess yang ditempati anggota/pegawai DPR-GR yang
menjadi milik DPR-GR.

Mengawasi penyelenggaraan Guest House DPR-GR dan Mess Pegawai
DPR-GR.

Mengatur administrasi Bagian Bangunan dengan baik dan tertib.

(2) Tugas kewajiban Bagian Perlengkapan antara lain ialah:

1.

3.

4.

Menyelenggarakan pembelian, penyimpanan serta distribusi barang-barang
perlengkapan kantor, alat-alat tulis menulis dan sebagainya.

Mengurus dan membuat pertanggungan jawab tentang pengeluaran/permin-
taan dan stock barang-barang vang ada di Bagian Perlengkapan.
Menyelenggarakan inventarisasi meubelair dan alat-alat perlengkapan kantor/
Guest House DPR-GR/rumah jabatan/Mess Pegawai DPR-GR.
Menyelenggarakan administrasi Bagian.

(3) Tugas kewajiban Bagian Teknik antara lain ialah:

1.

2.

Mengatur pemeliharaan dan pengawasan pemakaian listrik, air minum dan
telepon.

Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi seperti PMI, Perusahaan Air
Minum, Postel, Telekomunikasi dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.
Mengurus pemasangan listrik, air minum dan telepon kepada rumah-rumah
instansi, rumah-rumah jabatan Pimpinan/Anggota/Pegawai DPR-GR atas
perintah Pimpinan Sekretariat DPR-GR dan dengan persetujuan Pimpinan
DPR-GR.
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Bagian Teknik bekerja sama dengan Bagian Bangunan untuk teknik perbaik-
an gedung kantor dan rumah-rumah instansi DPR-GR.

Mengawasi listrik pada tiap-tiap ruang rapat, sehingga rapat-rapat tidak
terganggu karena listrik,

Menyiapkan pengeras suara (loudspeker) jika diperlukan untuk sidang-sidang
atau rapat-rapat di DPR-GR. .
Mengatur administrasi Bagain Teknik dengan baik dan tertib, sehingga tidak
terjadi pencaplokan dengan Bagian Bangunan, karena antara kedua Bagian
ini terdapat banyak persamaan dalam tugas kewajibannya.

Membuat inventarisasi dan mengadakan registrasi untuk mengetahui jumlah
pesawat telepon dan lain-lain yang dibayar dan yang menjadi milik DPR-GR,
dan mengurus pembayarannya.

(4) Tugas kewajiban Bagian Angkutan antara lain ialah:

L.

w

':Jl

7.
8.

Mengurus pool mobil dan kendaraan-kendaraan dinas DPR-GR lain, inventa-
risasi mobilnya dan perkakasnya.

Menyelenggarakan pemeliharaan dan pembetulan mobil dinas DPR-GR.
Menyelenggarakan pengangkutan pegawai DPR-GR.

Menyelenggarakan peminjaman mobil{kendaraan dinas DPR-GR kepada
anggota/pegawai DPR-GR untuk keperluan dinas dan sosial.

Mengatur pembagian jatah bensiri/oli bagi mobil/kendaraan dinas DPR-GR.
Mengurus dan membuat pertanggungan jawab tentang penerimaan dan
Pengeluaran uang untuk pembiayaan pengurusan mobil-mobil dan kendaraan-.
kendaraan dinas DPR-GR lainnya.

Mengatur dan mengawasi perbengkelan.

Mengurus administrasi Bagian.

(5) Tugas kewajiban Bagian Ketertiban dan Keamanan antara lain jalah:

1.

Mengurus dan mengatur penjagaan keamanan dalam rapat-rapat DPR-GR
dan keamanan disekitar kantor sidang maupun malam bagi Pimpinan/anggota
serta pegawai DPR-GR. , :
Mengurus dan mengatur penjagaan keamanan bangunan-bangunan dan alat-a-
lat kantor DPR-GR.

Mengurus dan mengatur penjagaan keamanan rumah-rumah kediaman
Pimpinan DPR-GR.

Mengurus dan mengatur parkir mobil serta mengawasi ketertiban sekitar

- bangunan-bangunan kantor DPR-GR.

Mengamat-amati dan membantu penyaluran tamu-tamu yang berkunjung
ke gedung DPR-GR.

Memberi informasi kepada Pimpinan DPR-GR/Pimpinan Sekretariat DPR-
GR, jika ada anasir-anasir, oknum-oknum, infiltran-infiltran yang akan atau
telah menyusup ke dalam DPR-GR.

Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Pasal 20

Tugas kewajiban Sekretariat-sekretariat Pribadi Pimpinan DPR-GR, ialah untuk
-seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua antara lain ialah:
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1. Melayani dan membantu Pimpinan DPR-GR yang bersangkutan dalam me_lakukan
pekerjaannya sehari-hari.

2.  Mengadakan hubungan dengan Departemen-departemen, Lembaga-lembaga dan
Instansi-instansi lain.

3. Membuat teks pidato/sambutan untuk Pimpinan DPR-GR yang bersangkutan.

Membuat konsep jawaban atas surat-surat yang dialamatkan kepada salah
seorang Pimpinan DPR-GR secara pribadi.

5. Mengumpulkan laporan-laporan Bagian-bagian, Komisi-komisi, Panitia-panitia dan
lain-lain.
6. Menyelenggarakan administrasi untuk masing-masing Pimpinan DPR-GR.

‘Pasal 21

Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat yang langsung
dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Tugas kewajiban Bagian Hukum antara lain ialah:

1.  Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan DPR-GR menge-
nai soal-soal hukum.

2.  Mempelajari dan meneliti produk-produk legislatif yang berguna bagi kelan-
caran tugas DPR-GR. '

3. Membuat suatu research dan memberikan bahan-bahan bagi penyusunan
perundang-undangan yang perlu diselesaikan oleh DPR-GR. )

4. Menyelenggarakan suatu operation room dalam bidang perundang-undangan
dan lain-lain.

5. Memberikan bantuan secara aktif dalam penyusunan rancangan undang-
undang, usul inisiatif DPR-GR, usul resolusi dan lain-lain.

6. Mengumpulkan bahan-bahan dari Komisi/Bagian/Panitia dan lain-lain untuk
menyusun konsep rancangan acara rapat-rapat DPR-GR.

7. Mengurus surat-surat masuk dan keluar mengenai perundang-undangan.

8. Mengurus pendaftaran pokok dan surat-surat perundingan tersebut.

9. Menyelenggarakan administrasi Bagian.

(2) Tugas kewajiban Perencanaan/pengawasan/ pemeriksaan antara lain:

1. Mengoreksi, menginventarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat DPR-GR. -

2. Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan dari Bagian-bagian Sekretariat ~
DPR-GR. . '

3.  Menyusun pola perencanaan pekerjaan Sekretariat DPR-GR untuk mening-
katkan effisiensi kerja.

4. Mengumpulkan laporan-laporan tentang pelaksanaan perencanaan dan peker-
jaan-pekerjaan lainnya di Sekretariat DPR-GR dan menyampaikan evaluasi
terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal.

5. Mengadakan penelitian atas laporan pekerjaan-pekerjaan Bagian-bagian/
Komisi-komisi/Panitia-panitia dan lain-lain Unit Sekretariat DPR-GR.

6. Mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal mengenai legalisasi dan pengesahan
rencana-rencana pembelian dan rencana-rencana pekerjaan.

7. Meneliti laporan pengeluaran Anggaran Belanja DPR-GR.

8.  Menyelenggarakan administrasi Bagian. -
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(3) Tugas kewajiban Bagiah Sekretariat Musyawarah Pimpinan antara lain ialah:

L
2.
3.
4.

5.

Mempersiapkan rapat Musyawarah Pimpinan DPR-GR termasuk undangan,
tempat rapat, minuman, daftar hadir dan sebagainya.

Membantu Ketua dan para Wakil Ketua secara teknis administratif dalam
memimpin rapat-rapat Pimpinan.

Menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan acara rapat Pimpinan
dan lain-lain.

Membuat konsep surat-surat keluar, termasuk surat undangan, surat-surat
keputusan Pimpinan DPR-GR.

Menyelenggarakan administrasi Bagian.

(4) Tugas kewajiban Bagian Sekretariat Panitia Musyawarah termasuk antara lain ialah:

i.

2.

4,

5.

Mempersiapkan rapat Panitia Musyawarah termasuk undangan, tempat rapat,
minuman, daftar hadir dan sebagainya.

Membantu Ketua dan para Wakil Ketua secara teknis administratif dalam
memimpin rapat-rapat Panitia Musyawarah.

Menyiapkan bahan-bahan termasuk penyusunan rancangan acara rapat-rapat
DPR-GR, penyediaan surat-surat dan sebagainya, yang diperlukan untuk
rapat-rapat Panitia Musyawarah dan rapat-rapat Pimpinan DPR-GR, mem-
buat laporan serta melaksanakan keputusannya.

Membuat konsep surat-surat keluar, termasuk surat-surat undangan dan
surat-surat keputusan Pimpinan DPR-GR.

Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Panitia Musyawarah.

(5) Tugas kewajiban Sekretariat Panitia Anggaran antara lain ialah:

L

2.

6.

Mengadakan persiapan untuk rapat, termasuk undangan, tempat rapat, mi-
numan, daftar hadir, bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat.
Menyekertarisi rapat-rapat {fermasuk rapat paripurnanya) dan membuat
catatan, laporan dan atau rumusan-rumusan/keputusan-keputusan/kesimpui-
an yang diambil oleh rapat mengenai anggaran belanja negara dan sebagainya
dan melaksanakan keputusan-keputusan itu.

Melayani pimpinan Panitia Anggaran/Pimpinan DPR-GR dalam melakukan
pekerjaannya {menyediakan surat-surat dan sebagamya yang diperlukan).
Membuat konsep surat-surat keluar.

Mengadakan hubungan dengan Departemen-departemen dan Instansi-instansi
lain dalam rangka penyelesaian pembicaraan tentang anggaran belanja.
Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Panitia Anggaran.

(6) Tugas kewajiban Sekretariat Panitia Rumah Tangga antara lain ialah:

1.

2.

Mengadakan persiapan untuk rapat, termasuk undangan, tempat rapat,
minuman, daftar hadir, bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat.
Menyekertarisi rapat, membuat catatan, laporan dan atau rumusan/Keputusan
Kesimpulan-kesimpulan rapat dan melaksanakan keputusan-keputusan itu.
Melayani Pimpinan Panitia Rumah Tangga (Pimpinan DPR-GR ataupun
Pimpinan Harian Panitia Rumah Tangga) dalam melakukan pekerjaan
(menyediakan surat-surat, membuat konsep surat yang diperlukan).
Mengadakan hubungan dengan departemen-departemen/instansi-instansi lain
dalam rangka perkerjaan Panitia Rumah Tangga.

Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Panitia Rumah Tangga.
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Pasal 22

(1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan
diatur atau akan ditetapkan kemudian.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pa_da hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1969

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,
Ketua,

H. A. Sjaichu

Sekretaris Jenderal,

‘Djoko Soemarjono, SH
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KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO. 17/DPR-RI/IV/77-78
TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Dalam Rapat Paripurna ke 26 pada tanggal 29 Juni 1978

Bahwa berhubung dengan tidak berlakunya lagi Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yvang termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia No. 7/DPR-RI/III/71-72 karena ber-
aikhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 1971, dan
diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 1977, maka
perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru;

Bahwa Peraturan Tata Tertib yang baru itu akan mengatur
tatacara untuk menghayati kedudukan, susunan, wewenang,
tugas, hak dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia beserta alat-alat kelengkapannya ber-
dasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; -

Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan, Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

“diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain
menegaskan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;

Undang-Undang Dasar 1945,

— pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) yang menentukan
bahwa tiap Undang-undang menghendaki persetujuan De-
wan Perwakilan Rakyat,

— pasal 11 yang menentukan bahwa Presiden menyatakan
perang, membuat perdamaian dan pepanjian dengan ne-
gara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

— pasal 21 ayat (1) vang menentukan bahwa Anggota-Ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Ran-
cangan Undang-undang,
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Memperhatikan

- pasal 22 ayat (2) yvang menentukan bahwa tiap Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang harus mendapat per-
setujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

— pasal 23 ayat (1) vang menentukan bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun
dengan Undang-undang,

— pasal 23 ayat (5) yang menentukan bahwa Hasil Pemerik-
saan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan harus diberi-
tahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/

1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Panca-
sila (Ekaprasetia Pancakarsa),

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/

1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi
Negara; :

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/

1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/

1978 tentang Pemilihan Umum,

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VIII/MPR/

1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Pre-
siden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam
rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Na-
sional |

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/
1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden
Republik Indonesia Berhalangan:

Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum,
sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-
undang No. 4 tahun 1975, dan Undang-undang No. 16 tahun
1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan
DPRD, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-undang No, 5 tahun 1975;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
No. 4/DPR-RI/I1/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khu-
sus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rak-
vat Republik Indonesia, dengan segala perubahan dan tam-
bahannya.

Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada tanggal
29 Juni 1978.
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MEMUTUSKAN:

: a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-

donesta No. 2/DPR-RI/I1/77-78 tentang Pengesahan Peratur-
an Tata Tertib Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Repu-
blik Indonesia;

b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-
donesia No. 6/DPR-RI/II/77-78 tentang Pasal-Pasa] Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
vang mengatur tentang Badan Musyawarah Dewan Perwakil-
an Rakyai Republik Indonesia.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

: Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-

donesia adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata

Tertib pasal-pasal 10 ayat (1), 12 ayat (3), 14 ayat (1), 15 ayat
(1), 20 ayat (2), 24 ayat (1), 28 avat (3), 44 ayat (3) dan (4),
76 ayat (1) huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (1) dan 160 ayat (1).
vang diambil dari pasal-pasal 11 avat (1), 13 ayat (3), 15 ayat (1),
16 ayat (1), 21 ayat (2), 25 ayat (1), 28 ayat (3), 35 ayat (3) dan
(4), 33 ayat (1) huruf c, 99, 100, 101, 116 ayat (1) dan 127 ayat
(1) Peraturan Tata Tertib Sementara, serta pasal-pasal 8 huruf f,
dan 56 dan Bab XIV adalah ketentuan-ketentuan yang masih
bersifat sementara dan akan diusahakan agar dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya disempurnakan sehingga menjadi ketentuan
vang bersifat tetap.

:. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata

Tertib pasal-pasal 9 avat (1), 111 ayat (2), 116, 117 dan 118 akan
disesuaikan dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kedua.

: -Pelaksanaan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kedua dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam diktum
Ketiga ditugaskan kepada Panitia Khusus Penyusun Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1978.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 JUNI 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

DARYATMO
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PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

(Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78 tanggal 29 Juni 1978)

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang
selanjutnya disebut dengan singkatan DPR, ialah Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana ditentukan daiam Undang-Undang Dasar 1945,
yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977.

DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah mengangkat sumpah/janji sesuai
dengan peraturan perundangan vang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya
sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

BAB 1I
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS DPR
Kedudukan
Pasal 2

DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1978 dan merupakan
suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

(1)

(2)

(3)

Susunan
Pasal 3

DPR beranggotakan 460 (empat ratus enam puluh) orang, terdiri atas anggota Go-
longan Politik dan Golongan Karya, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi-
Fraksi.

DPR terdiri atas Fraksi-Fraksi, Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi-
Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan
Panitia-Panitia Khusus.

DPR mempunyai sebuzh Sekretariat sebagai unsur pelayanan.
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Wewenang dan. tugas
Pasal 4

(1) Wewenang dan tugas DPR adalah:

(2)

bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;

bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara;

melakukan pengawasan atas:

(a) pelaksanaan Undang-undang,

(b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan
keuangan Negara, dan

(c) kebijaksanaan Pemerintah,
sg_suai dengan jiwa.Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Ma-
jelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas’
pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain yang dilakukan oleh Presiden; .

membahas hasil pemeriksaan atas perfanggungjawaban keuangan Negara
yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan
konsultasi dan kordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

BAB I
KEANGGOTAAN DPR

Pasal 5

Anggota DPR harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Anggota DPR berhenti bersama-sama Pada saat Anggota DPR hasil Pemilihan Umum
berikutnya mengangkat sumpah/janji.

Pasal 7

(1) Anggota DPR berhenti antar waktu karena:

meninggal dunia;

atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
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¢. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPR;

e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu
bermusyawarah dengan Pimpinan DPR;

f. . merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua
dan Hakim-Hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan
Pemeriksa Keuvangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan
jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap, yang diatur dalam peraturan
perundangan.

Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, tempatnya diisi oleh:

a, calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan;

b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organisasi yang bersangkutan
maupun atas prakarsa Pejabat itu.

Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPR, diresmikan dengan
Keputusan Presiden.

BAB 1V
HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR
Pasal 8

Untuk melaksanakan wewenang. dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal 4, DPR mempunyai:

a.

b
C.
d
e
f.

8}

hak meminta keterangan (interpelasi);
hak mengadakan penyelidikan (angket);

hak mengadakan perubahan (amandemen);
hak mengajukan pernyataan pendapat;

hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu peraturan
perundangan;
hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 9
Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota DPR mem-
punyai:
a.  hak mengajukan pertanyaan;
b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.
Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataannya

dalam rapat-rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan
atau tertulis, kecuali jika mereka mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalam
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rapat tertutup dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) pasal 87, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengu-
muman rahasia Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan vang
berlaku, -

(3) a. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR harus sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap Ang-
gota DPR.

b. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian ialah:

{(a) pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
(b) meminta keterangan tentang tindak pidana;

(c) penangkapan;

(d) penahanan;

(e) penggeledahan;

(f) penyitaan.

c. Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian harus diperhatikan kedudukan pro-
tokoler Anggota DPR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Meminta keterangan (interpelasi)
Pasal 10

(1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri
dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan
kepada Presiden tentang sesuatu kebijaksanaan Pemerintah.

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun secara singkat, jelas
dan ditandatangani oleh para Pengusul, kemudian disampaikan kepada Pimpinan
DPR.

Pasal 11

(1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada para
Anggota DPR tentang masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden.
Usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota.

{(2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu
bilamana usul permiiitaan keterangan itu dibicarakan dalam Rapat Paripurna,
kepada para Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang
usul tersebut.

(3) Dalam suatu Rapat Paripurna para Pengusul memberikan penjelasan tentang
maksud dan tujuan usul permintaan keterangan itu.

Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui
atan ditolak untuk menjadi permintaan Keterangan DPR, ditetapkan dalam
Rapat Paripurna itu atau dalam Rapat Paripurna yang lain.
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Pasal 12

Selama suatu usul permintaan keterangan belum diputuskan menjadi permintaan
keterangan DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya
kembali.

Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani
oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR,
yang kemudian membagikannya kepada para Anggota.

Apabila jumlah penandatangan suatu usul permintaan keterangan yang belum
memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh)
orang Anggota maka harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlah-
nya menjadi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota dan yang tidak
hanya terdiri dari satu Fraksi.

Apabila sampai dua kali Masa Persidangan ketentuan ini tidak dapat dipenuhi,
maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 13

Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui sebagai
permintaan keterangan DPR, maka Pimpinan DPR mengirimkannya kepada Pre-
siden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.

Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada Pengusul maupun
Anggota lainnya untuk mengemukakan pendapatnya.

Atas pendapat para Pengusul dan atau Anggota lainnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) pasal ini, Presiden memberikan jawabannya.

' Pasal 14

Atas usul sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR yang tidak
hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap
jawaban Presiden tersebut.

Untuk keperluan sebagaimané dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diajukan
usul pernvataan pendapat, yang diselesaikan menurut ketentuan yang dimaksud
dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29.

Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang vang bersangkutan ternyata tidak ada
usul pernyataan pendapat yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, maka pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden
tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Peripurna penutupan Masa Sidang yang
bersangkutan.
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(1)

(2)

(3)

Mengadakan penyelidikan (angket)
Pasal 15

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sejumlah Anggota yang tidak hanya
terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidik-
an mengenai sesuatu hal.

Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dinyatakan dalam
suatu perumusan yang memuat isi yang jelas tentang hal yang harus diselidiki
dengan disertai penjelasan dan rancangan jumlah biaya.

Usul itu setelah ditandatangani oleh para Pengusul dlsampaxkan kepada Pimpinan
DPR.

Pasal 16

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 beserta penjelasan-penjelasan dan rancangan
biaya, dibagikan kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 17

Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-fraksi untuk mempelajari usul
tersebut, dan waktu pembicaraannya dalam Rapat Paripurna.

(1)

(2)

3)

(1}

(2)

Pasal 18

Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal belum
disetujui oleh DPR, para Penpusul berhak untuk mengadakan perubahan atau
menariknya kembali.

Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani
oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR
vang kemudian membagikannya kepada para Anggota dan mengirimkannya ke-
pada Presiden.

Apabila jumlah penandatanganan suatu usul untuk mengadakan penyelidikan me-
ngenai sesuatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna, ternyata
menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 15, maka
harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya mencukupi.
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang diperlukan
tidak dapat dipenuhi, maka usut itu menjadi gugur.

Pasal 19

Apabila DPR memutuskén menyetujui usul mengadakan penyelidikan, DPR
membentuk suatu Panitia Khusus Penyelidikan yang beranggotakan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan juga masa kerja
dan biaya Panitia Khusus Penyelidikan.
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Atas permintaan Panitia Khusus Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, masa kerjanya dapat diperpanjang atau diperpendek oleh DPR.

Pasal 20

Panitia Khusus Penyelidikan harus memberikan laporan tertulis berkala sekurang-
kurangnya sebulan sekali kepada Pimpinan DPR.
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR dan dikirimkan kepada Presiden.

Atas usul 10 (sepuluh) orang Anggota DPR laporan berkala itu dapét dibicarakan
dalam rapat DPR kecuali kalau DPR menentukan lain.

Pasal 21

Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus Penyelidikan memberikan
laporan tertulis kepada DPR. Laporan itu dibagikan kepada para Anggota dan
kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan akhir,
kecuali kalau Rapat Paripurna itu menentukan lain.

Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Penyelidikan tersebut disampaikan
kepada Presiden.

Panitia Khusus Penyelidikan dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan
selesai.

Mengadakan perubahan (amandemen)
Pasal 22
Para Anggota DPR dapat mengajukan usul perubahan atas usul suatu Rancangan
Undang-undang.

Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Pemandangan Umum pada
pembicaraan tingkat II.

Usul perubahan disampaikan cleh Anggota dalam pembicaraan tingkat Iﬂ, untuk
dibahas dan diambil keputusan.

Pasal 23

Pembahasan perubahan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat. Jika terpaksa diambil keputusan berdasarkan suara
terbanyak, maka yang dilakukan pemungufan suara adalah terhadap rumusan baru
hasil pendekatan dalam musyawarah.
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(1

(2)

(3)

Mengajukan pernyataan pendapat
Pasal 24

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota yvang tidak hanya terdiri dari
satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul pernyataan pendapat dalam bentuk
memorandum, resolusi atau mosi, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang
dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri.

Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara ter-
tulis kepada Pimpinan DPR. '

Dalam Rapat Paripurna yang berikut Ketua Rapat memberitahukan kepada para
Anggota tentang masuknya usul tersebut.

Pasal 25

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan kepada para Anggota dan
dikirimkan kepada Presiden.

(D

(2

(3

(4)

(5)

(6)

(1

Pasal 26

Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat dilakukan dalam 4
(empat) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115.

Badan Musyawarah menetapkan waktu untuk membicarakan usul pernyataan
pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna.

Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang
merupakan pembicaraan tingkat I, para Pengusul diberi kesempatan memberikan
penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan para Pengusul,
kepada Anggota lain diberi kesempatan untuk memberikan pemandangannya dan
kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya.

Para Pengusul dapat memberikan jawaban ataspemandangan paraAnggota serta
pendapat Presiden tersebut.

Jika Rapat Paripurna memandang perlu, maka dapat diberikan kesempatan satu
kali lagi kepada Anggota untuk memberikan pemandangannya, kepada Presiden
untuk menyatakan pendapatnya dan kepada Pengusul untuk memberikan jawab-
an afas pemandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut.

Setelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini
selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 27

Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, maka pembicaraan lebih lanjut
mengenai usul pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan dalam pembicaraan
tingkat III.
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Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasai ini
dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan atau Rapat
Dengar Pendapat Umum {Public Hearing) dengan pihak yang dipandang perlu,
termasuk Pengusul.

Pasal 28

Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh DPR, para Pengusul
berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.

Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani
olehh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR
yang kemudian membagikannya kepada para Anggota, dan mengirimkannya
kepada Presiden.

Apabila jumlah penandatangan suatu usul pernyataan pendapat yang belum
memasuki pembicaraan tingkat I ternvata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh),
maka harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlahnya sekurang-
kurangnya menjadi 30 (tiga puluh) orang, yvang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.
Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang di-
maksud tidak dapat dipenuhi, maka usul vang bersangkutan menjadi gugur.

Pasal 29

Setelah pembicaraan tingkat 111 selesai, maka pembicaraan diakhiri dengan tingkat IV,
di mana DPR mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak usul pernyataan
pendapat tersebut.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 30

Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar
Haluan Negara, maka DPR menyampaikan pernyataan pendapat untuk mengingat-
kan Presiden (memorandum).

Tatacara pengajuan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini serta penyelesaiannya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam
pasal 24 sampai dengan pasal 20.

Pelaksanaan selanjutnya daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan
oleh suatu peraturan perundangan.

Pasal 31

Apabila suatu peraturan perundangan menentukan agar DPR mengajukan/meng-
anjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka Rapat Paripurna menugaskan
Badan Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertim-
bangannya.
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{2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
sekurang-kurangnya begjumlah 2 (dua) kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali
apabila peraturan perundangan menentukan lain,

{(3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan pertimbangan Ba-
dan Musyawarah.

Pasal 32

Calon yangtelah ditetapkan oleh DPR, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif
Pasal 33

Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan penyelesaian
selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII.

Mengajukan pertanyaan
Pasal 34

(1) Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun bersama-sama dapat mengaju-
kan pertanyaan kepada Presiden.

(2) Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat serta jelas dan disampaikan kepada
Pimpinan DPR.

(3) Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksinya dan atau Pimpinan DPR
dapat memberi/meminta penjelasan tentang pertanyaan tersebut.

(4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden dengan
disertai permintaan agar supaya mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya, membagikan pertanyaan tersebut kepada para Anggota.

(5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak dapat diumumkan.

Pasal 35

(1} Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 disampaikan oleh Presiden dengan tertulis, maka tidak diadakan pembi-
caraan dengan lisan.

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut dijawab dengan lisan.

(3) Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka Penanya dalam rapat yang
ditentukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang
pertanyaannya supaya Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih luas
tentang soal vang terkandung di dalam pertanyaan itu.
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Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif
Pasal 36

Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif bagi Pimpinan dan Anggota
DPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
FRAKSI
Kedudukan
Pasal 37

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan
sosial dan politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

(1)

(2

(D

(2)

(3

Susunan
Pasal 38

DPR yang terdiri dari unsur Golongan Politik dan Golongan Karya sesuai dengan
Undang-undang No. 16 Tahun 1969 juncto Undang-undang No. 5 Tahun 1975,
membentuk 4 (empat) Fraksi, ialah:

Fraksi ABRI,

Fraksi Karya Pembangunan,

Fraksi Partai Demokrasi Indonéesia, dan

Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan.

Setiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Tugas
Pasal 39

Fraksi bertugas menentukan dan mengﬁtur sepenuhnya segala sesuatu yang me-
nyangkut urusan masing-masing Fraksi.

Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efisiensi kerja para
Angsota dalam melaksanakan tugasnva, yang tercermin dalam setiap kegiatan
DPR.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan sarana yang
memadai, dan anggaran menurut perimbangan jumlah Anggota masing-masing
Fraksi.



240

BAB VI
PIMPINAN DPR
Kedudukan
Pasal 40
(1) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pim-
pinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi.
(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Susunan
Pasal 41

Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.

Tugas
Pasal 42

(1) Tugas Pimpinan DPR adalah:

a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan
Wakil-Wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;

b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR yang dalam pelaksana-
annya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat DPR;

¢.  memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib ini
serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;

melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;
mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan;

menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu;

© o~ oA

mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan, antara
lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPR.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pim-
pinan DPR bertanggungjawab kepada DPR. :

Pasal 43

(1) Ketua dan Wakil-Wakii Ketua bertugas penuh di DPR.
(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil-Wakil
Ketua. :

(3) Dalam hal memimpin suatu rapat, apabila Ketua dan Wakil-Wakil Ketua berhalang-
an, maka rapat itu dipimpin oleh Anggota DPR yang tertua usianya di antara
yvang hadir.
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Cara pemilihan
Pasal 44

(1Y a. Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara
waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu Anggota
yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.

b. Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini berhalangan, maka sebagai penggantinya
adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya di antara yang
hadir.

(2) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota DPR.
(3) Calon Ketua/Wakil Ketua divsulkan oleh para Anggota dalam satu paket,

(4) Setiap usul paket harus didukung sedikit-dikitnya oleh 30 (tiga puluh) orang
Anggota DPR.

(5) Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musyawarah secara
tertulis dengan disertai daftar tandatangan para Pengusul.

(6) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan
atau usulnya melalui jurubicara masing-masing.

(7) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk
mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.

(8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, sedangkan
jumlah penandatangan pada satu usul paket atau pada paket-pakef yang sama
isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar 1945, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menetap-
kan paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan DPR,

(9) Apabiia keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan avat
(8) pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
sebagaimana diatur dalam Bab XV.

(10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara Musyawarah
menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih.

Pasal 45

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua diambil sumpah
menurut agamanya masing-masing atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung
dalam Rapat Paripurna DPR.

(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah
seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku,

Pasal 46

Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, maka DPR secepatnya
mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan
yvang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal 40.
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BAB VI
BADAN MUSYAWARAH
Kedudukan
Pasal 47

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang
bersifat tetap. '

)
(2)

3

(4)

Susunan -
Pasal 48

Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Badan Musyawarah beranggotakan 66 (enam puluh enam) orang, dengan
perincian:

Fraksi ABRI 11 (sebelas) orang,

Fraksi Karya Pembangunan 37 (tigapuluh tujuh) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 4 (empat) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 14 (empatbelas) orang.

Badan Musyawarah mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
orang, dengan perincian:

Fraksi ABRI ) 6 (enam) orang,

Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapanbelas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 (dua) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang.

Anggota Pengganti Badan Musyawarah menggantikan kedudukan Anggota Badan
Musyawarah dari Fraksinya yang berhaiangan.

Tugas
Pasal 49

Tugas Badan Musyawarah adalah:

d.

menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa Persidangan atau
sebagian dari suatu Masa Sidang, dan menetapkan ancar-ancar waktu penyelesaian.
sesuatu masalah, termasuk jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang-
undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;

memberikan pedoman serta pertimbarigan kepada Pimpinan DPR dalam menentu-
kan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;

menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR;
menetapkan pokok kebijaksanaan kerjasama antara Parlemen;
melaksanakan hal-hal yang oleh DPR diserahkan kepada Badan Musyawarah.
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Rapat dan pengambilan keputusan
Pasal 50

Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara DPR dapat mengundang
Ketua alat kelengkapan DPR lainnya atau yang mewakilinya dan atau Anggota
DPR yang dipandang perlu oleh Badan Musyawarah; mereka yang diundang itu
mempunyai hak bicara.

Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas
DPR dianggap prinsipiil dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPR
selaku Pimpinan Badan Musyawarah secepatnya memanggil Badan Musyawarah
untuk mengadakan rapat.

Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebapaimana diatur
dalam Bab XV, dan apabila dalam perhitungan suara terdapat lebih dari satu
pendapat yang mempunyai pendukung yang sama jumlahnya, maka Pimpinan
Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

BAB VINII
KOMISI
Kedudukan
Pasal 51

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

)

(2)

(1)

@

(3)

)

Susunan

Pasal 52
Jumtiah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetapkéh‘qleh DPR
dengan surat keputusan tersendiri.
Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 53
Setiap Anggota DPR, kecuali Anggota Pimpinan DPR, harus menjadi Anggota
salah satu Komisi.

Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetapkan komposisi keanggotaan
Komisi menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan Komisi;
nya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.

Pengganti antarwakiu Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila
Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap.
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Pasal 54

Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta
mencerminkan Fraksi-fraksi.

Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua,
yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap permulaan Tahun Sidang dalam
rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR,

Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas
Komisi.

Apabila dalam rapat Pimpinan Komisi ada Anggota Pimpinan yang berhalangan
hadir, maka ia dapat digantikan oleh Anggotanya Fraksinya dalam Komisi yang
bersangkutan. '

Penggantian antarwaktu Anggota Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperha-
tikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, apabila
Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap.

Tugas
Pasal 55

Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah:

mengadakan pembahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan Rancangan
Undang-undang yang termasuk ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Bab XIII.

Di bidang anggaran, tugas Komisi adalah:

a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

b. mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

¢. mengadakan pembahasan atas laporan Keuangan Negara dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup
tugasnya; ,

d. memberikan bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimak-
sud pada huruf a dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b
dan ¢ ayat ini, '

Di bidang pengawasan, tugas Komisi adalah:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, fermasuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya
vang termasuk ruang lingkup tugasnya;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Halvan Ne-
gara (GBHN) yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
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menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang
termasuk ruang fingkup tugasnya.

(4) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan
(3) pasal ini, Komisi dapat:

a.
b.

mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, vang dapat diwakili oleh Menteri;
mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat Pemerintah
yang mewakili Instansinya;

mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing), baik atas per-
mintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;

mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipandang perlu,
yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada DPR
dalam Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya;

mengikuti dengan seksama serta mengadakan penyelidikan terhadap peris-
tiwa yang menyangkut kepentingan rakyat yang terjadi baik di dalam
maupun di luar negeri yvang termasuk ruang lingkup tugasnya;

mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada pihak lain;

mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) apabila di-
pandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, vang
tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal 52 atas persetujuan Pimpinan DPR; ’
mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang menyang-
kut beberapa Komisi;

membentuk Panitia Kerja;

melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau Badan Musyawarah;

mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang perlu untuk
dimasukkan dalam acara DPR.

(5) Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum sébagai-
mana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, b dan ¢ pasal ini tidak boleh dilakukan di
luar gedung DPR, kecuali dengan persetujuan Pimpinan DPR.

(6) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d pasal ini tidak
boleh dilakukan dalam Masa Sidang, kecuali dengan persetujuan Badan Musya-
warah,

(7) Komisi menentukan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas Komisi sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini, terutama hasil Rapat
Kerja dengan Presiden.

Pasal 56

Disamping tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, khusus Komisi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut dengan singkatan APBN, ber-
tugas pula:

a. menampung hasil pembicaraan pendahuluan dari Komisi lainnya dengan pihak
Pemerintah untuk dijadikan bahan dalam mengadakan pembicaraan pendahuluan
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dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

memberikan pendapat kepada DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang disam-
paikan oleh Presiden kepada DPR, dalam Rapat Paripurna;

menampung dan membicarakan semua bahan mengenai Rancangan Undang-
undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya
yang diperoleh dari:

—  Pemandangan Umum para Anggota DPR dan jawaban Pemerintah,
—  saran dan pendapat Badan Musyawarah,

—  saran dan pendapat masing-masing Komisi, serta

—  saran dan pendapat masing-masing Fraksi;

mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan
Keuangan Negara pada keseluruhannya;

membahas bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan Peru-
bahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, setelah
memperoleh gambaran tenfang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan;

membahas dan mengajukan pendapat terhadap Rancangan Undang-undang ten-
tang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR;

membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran serta mem-
berikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna;

memberikan pendapatnya mengenai hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa
Keuangan kepada DPR untuk ditentukan tindak lanjutnya.

BAB IX

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
Kedudukan
Pasal 57

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BURT,
dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(H

Susunan
Pasal 58
BURT beranggotakan 33 (tiga puluh tiga) orang dengan perincian:
Fraksi ABRI 6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapanbelas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 (dua) orang, dan

Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang.
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BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tujuhbelas) orang dengan
perincian:

Fraksi ABRI 3 (tiga) orang,
Fraksi Karya Pembangunan 9 (sembilan) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 1 (satu) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 4 (empat) orang.

Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan Anggota BURT dari Fraksi-
nya yang berhalangar,

Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang dan tidak
dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi.

BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 59

Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta
mencerminkan Fraksi-fraksi.

Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yvang
dipilih dari dan oleh Anggota BURT pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam
rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BURT diatur sendiri berdasarkan
tugas BURT.

Tugas
Pasal 60

Tugas BURT adalah:

a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pelaksana-
an kerumahtanggaan DPR serta kesejahteraan Anggota DPR dan Pegawai
Sekretariat DPR;

b.  atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan ketatalaksanaan Sekretariat DPR serta hal-hal lain yang berhubungan
dengan kerumahtanggaan DPR, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan
atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;

¢. membantu Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
pasal 42 dan sesuai pula dengan pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan
oleh Badan Musyawarah, dalam hal:

(2) menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR,

(b) meneliti dan ‘menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja DPR
yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPR,

(c) mengawasi proses penyvelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR
selanjutnya,

(d) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Belanja DPR;
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d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtangga-
an dan kesejahteraan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan
Musyawarah, termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang perlu.

(2) Sekretariat DPR harus memberikan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang
diperlukan oleh BURT.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BURT
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.

(4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun
Sidang kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah dan
dibagikan kepada para Anggota DPR.

BAB X

BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
Kedudukan
Pasal 61

Badan Kerjasama Antar Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BKSAP,
dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan
Pasal 62
() BKSAP beranggotakan 35 (tigapuluh lima) orang dengan perincian:
Fraksi ABRI _ 6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapanbelas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 4 (empat) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang.

(2) Keanggotaan BKSAP ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang.
{(3) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 63

(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta
mencerminkan Fraksi-Fraksi.

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua,
yang dipilih dari dan oleh Anggota BKSAP pada setiap permulaan Tahun Sidang
dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. -

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri berdasarkan
tugas BKSAP.
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Tugas
| Pasal 64
Sesual dengan pokok kebijaksanaan vang ditetapkan oleh Badan Musyawarah,
BKSAP bertugas:

a. menggalang, membina dan mengolah hubungan persahabatan dan kerjasama
antara DPR dengan Parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun secara
multilateral;

b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri dan mengolah
serta mengembangkan hasil kunjungannya;

¢. mempersiapkan segala sesuatw yang berhubungan dengan kunjungan delegasi
Parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;

d. memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja-
sama antar Parlemen;

e. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan Parlemen negara lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan

ayat (2) pasal 65, BKSAP bertanggungjawab kepada DPR. '

BKSAP melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR,

BKSAP memberikan laporan tfertulis kepada Badan Musyawarah sekurang-kurang-
nya sekali dalam satu Tahun Sidang serta membagikannya kepada para Anggota
DPR.

Pasal 65

Pimpinan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan
Musyawarah, memberikan garis kebijaksanaan Kerjasama antar Parlemen kepada’
Pimpinan BKSAP.

BKSAP, selain melaksanakan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen, juga
dapat melaksanakan hubungan dengan luar negeri atas nama DPR berdasarkan
wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh Badan Musyawarah.

BAB XI
PANITIA
Kedudukan
Pasal 66
DPR dan atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu dapat membentuk
Panitia yang bersifat sementara.

Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat
kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR
disebut Panitia Kerja.
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Susunan
Pasal 67
Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPR yang

mencerminkan Fraksi-Fraksi, dan apabila dipandang perlu dapat ditetapkan Ang-
gota Pengganti.

Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua yang dipilih dari
dan oleh Anggota Panitia setelah mendengar pendapat Fraksi-Fraksi.

Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, sedangkan Panitia Kerja dapat
pula dibantu oleh sebuah Sekretariat apabila dipandang perlu.

Tugas
Pasal 68
Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR.
Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPR.
DPR menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

Ketentuan yangberlaku bagi Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal
55, berlaku pula bagi Panitia Khusus.

Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dmyatakan selesai.
Pasal 69

Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertenfu dan dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

Tatacara kerja Panitia Kerja dltetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang mem-
bentuknya.

Panitia Kerja bertanggungjawab kepada alat kelengkapan DPR yang memben-
tuknya.

Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR
yang membentuknya.

Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah
tugasnya dinyatakan selesai.

BAB XII
PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DPR
Ketentuan umum
Pasal 70

Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan dlakhm pada tanggal
15 Agustus tahun berikutnya.
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Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan Tahun Sidang
dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa Persidangan.
Tiap-tiap Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama di dalam gedung
DPR.

Masa Reses adalab masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang dilakukan oleh
para Anggota DPR secara perorangan atau berkelompok, terutama di luar gedung
DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Pasal 71

Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Badan Musyawa-
rah, dengan memperhatikan agar pembahasan Rancangan Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan
Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dapat selesai tepat pada waktunya.

Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan
acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pimpinan
DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pen-
dapat Pimpinan Fraksi-Fraksi.

Pasal 72

Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan
Presiden dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato
Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.

Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR me-
nyampaikan pidate .pembukaan vang terutama menguraikan kegiatan DPR yang
akan dilakukan dalam Masa Sidang yang bersangkutan.

Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyam-
paikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR dalam
Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan dan
rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam Masa Reses berikutnya.

Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang,
Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan
yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang
bersangkutan.

Pasal 73

Waktu-waktu rapat DPR ialah:

a, pagi : hari Senin sampai dengan hari Kamis dari pukul 09.00 sampai
pukul 14.00:
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hari Jum’at dari pukul 08.30 sampai pukul 11.00;
hari Sabtu dari pukul 09.00 sampai pukul 13.00;

b. malam : hari Senin sampai dengan hari Jum’at dari pukul 19.30 sampai
pukul 23.30.

(2) Penyimpangan dari waktu-waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, dapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Jenis rapat
Pasal 74

Jenisjenis rapat DPR ialah:

Rapat Paripurna;

Rapat Paripurna Luar Biasa;

Rapat Fraksi;

Rapat Pimpinan DPR;

Rapat Badan Musyawarah;

Rapat Komist dan Rapat Gabungan Komisi;

Rapat BURT dan Rapat BKSAP;

Rapat Panitia;

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan Rapat Dengar Pendapat Umum
(Public Hearing).

Pasal 75

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPR yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan
merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Pasal 76 _
(1) Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa
Reses, apabila:
a. diminta oleh Presiden; atau™

b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah;
atau

¢. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR,
dengan persetujuan Badan Musyawarah.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan DPR mengun-
dang Anggota DPR untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut.

Pasal 77
Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
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Pasal 78

Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Anggota Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua
DPR.

ey
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Pasal 79

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Badan Musyawarah beserta Ang-
gota Penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah,

Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila
daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Anggota
Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh jumlah Anggota Badan Musyawarah,
dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Pasal 80

Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu
Komisi, dihadiri oleh Anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dan dipimpin
oleh Pimpinan vang dipilih oleh rapat gabungan itu atau yang ditentukan oleh dan
dari Pimpinan Komisi-Komisi yang bersangkutan.

Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat berlangsung -
apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota
Komisi, atau Gabungan Komisi dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pimpinan Gabungan Komisi adalah rapat
Anggota Pimpinan Komisi atau Anggota Pimpinan Gabungan Komisi yang di-

" pimpin oleh Ketua Komisi atau Ketua Gabungan Komisi.

Pasal K1

a. Rapat BURT adalah rapat Anggota BURT beserta Anggota Penggantinya
yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.

b. Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP vang dipimpin oleh Pimpinan
BKSAP. o

a. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, dapat berlang-
sung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun
oleh Anpgota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh jumiah Anggota
BURT dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi,

b. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, dapat ber-
langsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh
jumlah Anggota BKSAP dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat Anggota Pim-
pinan Badan yang bersangkutan yang dipimpin oleh Ketua Badan tersebut.
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Pasal 82

Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh
Pimpinan Panitia Khusus.

Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila
daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Panitia
Khusus dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Anggota Pengganti, maka berlakulah
ketentuan yang mengatur tentang Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud
dalam pasal 79.

Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota Pimpinan Panitia Khusus,
yvang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus.

Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Pim-
pinan Panitia Kerja.

Pasal 83

Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus
dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk
untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR, dan dipimpin oleh Pimpinan
Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.

Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada
Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantum-
kan perscalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk
mempelajari persoalan itu.

Pasal 84

Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi
atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, baik
atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan Pejabat yang bersangkut-
an, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pim-
pinan Panitia Khusus.

Rapat Dengar Pendapat Umum (Publlc "Hearing) adalah rapat antara Komisi,
Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan perorangan, kelompok, organisasi,
atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan
yang bersangkutan, vang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Surat rapat
Pasal 85

Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan
Komisi dan Rapat Panitia Khusus pada dasarnya bersifat terbuka, tetapi atas
keputusan rapat yang bersangkutan atau atas keputusan Badan Musyawarah
rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat tertutup.
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Rapat Pimpinan DPR, Rapat BURT dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup.

Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnya bersifat fertutup,
tetapi atas keputusan Rapat Badan Musyawarah rapat-rapaf tersebut dapat dinya-
takan bersifat terbuka. ‘

Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.

Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh para Anggota DPR, juga dapat
dihadiri oleh bukan Anggota DPR, baik diundang maupun tidak.

Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri ol¢h Anggota DPR dan
mereka yang diundang.

Pasal 86

Rapat DPR yang sedang berlangsung, dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup
oleh Ketua Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi.

Apabila dipandang periu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi
waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-Fraksi dan Pengusul membicarakan usul
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal ini.

Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, disetujui atau ditolak.

Dalam hal rapat menyetujui, maka Ketua Rapat menyatakan rapat yang bersang—
kutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para Peninjau untuk meninggal-
kan ruangan rapat.

Pasal 87
Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh
diumumkan.

Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus dipegang
teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Berhubung dengan sifatnya dan atau karena hal tertentu, maka atas usul Pimpinan
Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi, rapat dapat memutuskan

untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian dari pembicaraan dalam rapat

tertutup itu.

Tatacara rapat
Pasal 88

Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir,
Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
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Pasal 89

(1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, daftar hadir
telah ditandatangani cleh lebih dari separoh jumlah Anggota Rapat dan dihadiri
oleh unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat membuka rapat.

(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum dipenuhi, maka Ketua Ra-
pat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam.

(3) Jika pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini belum juga dipenuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka rapat, de-
ngan ketentuan bahwa rapat tersebut tidak berwenang untuk mengambil ke
putusan.

Pasal 90

(1} Sesudah rapat dibuka, Ketua Rapat meminta Sekretaris untuk memberitahukan
kepada rapat mengenai surat masuk dan surat keluar.

(2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut.

Pasal 91

(1} Setelah semua acara yang telah ditetapkan selesai dibicarakan, maka Ketua Rapat
menutup rapat.

(2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk rapat tersebut belum terselesaikan,
sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 telah habis, maka
Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat
berikutnya, atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.

(3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan
dan atau kesimpulan yang telah dihasilkan oleh rapat.

Pasal 92

Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua dan
apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Anggota
yang tertua usianya diantara yang hadir.

Tatacara merubah acara rapat yhng telah ditentukan
Pasal 93

(1) Usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan, baik mengenai perubahan
waktu dan atau mengenai masalah baru yvang ingin dimasukkan dalam acara,
dapat diajukan oleh Fraksi, dan alat kelengkapan DPR, atau oleh pihak Pemerin-
tah kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musya-
warah.



(2)

(3)
4)

(3)

(1)

(2)

(D

(3)

(1

(2)

(1)
)

257

Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan secara
tertulis dengan menyebutkan masalah dan waktu yang diusulkan, selambat-
lambatnya dua hari sebelum acara rapat vang bersangkutan dilaksanakan.

Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini kepada Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul
perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini,

Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, maka berlakulah
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 71

Pasal 94

Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR-atau Fraksi dapat mengajukan
usul perubahan acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.

Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap usul perubahan
acara itu.

Tatacara permusyawaratan
Pasal 95
Ketua Rapat menjaga agar rapat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang
termuat dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat unfuk menjelaskan masalah
vang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenar-
nya, mengembalikan pembicaraan pada pokok persoalan dan menyimpulkan
pembicaraan para Anggota. \

Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota, maka untuk sementara
pimpinan rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan yang lain.

Pasal 96
Sebelum berbicara, Anggoia yang akan berbicara mendaftarkan nama lebih
dahulu, Pendaftaran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.

Anggota yang belum mendaftarkan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, tidak berhak ikut berbicara, kecuali bila menurut pendapat Ketua Rapat
ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 97

Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.

Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan seteiah dipersilahkan oleh
Ketua Rapat.
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Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat
digantikan oleh Anggota lain dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.

Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 98

Ketua Rapat dapat menentukan lamanya para Anggota berbicara.

Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua
Rapat memperingatkannya untuk mengakhiri pembicaraan, dan harus ditaati.

Pasal 99

Setiap waktu di dalam rapat dapat diberikan kesempatan interupsi kepada

Anggota untuk:

a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah
yang sedang dibicarakan,

b. menjelaskan soal-soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau
tugasnya, '

¢.  mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, atau

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara mengadakan interupsi sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. —

Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a dan b pasal ini tidak diadakan pembahasan.

Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d pasal ini, untuk dapat
menjadi pokok pembicaraan, harus mendapat persetujuan dari rapat.

Pasal 100

Seorang pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok pembicaraan,
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 99.

Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari
pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya
pembicara kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 101

Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan kata-kata yang tidak layak, atau
melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka Ketua Rapat memper-
ingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan atau memberi ke-
sempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya.

Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap
tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.
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Pasal 102

Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 101, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut untuk meneruskan
pembicaraannya.

Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masih juga tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat meminta yang bersang- -
kutan meninggalkan rapat.

Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang-
an rapat atas perintah Ketua Rapat.

Yang dimaksud déngan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk
rapat termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu lainnya.

Pasal 103

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 dan pasal 102,
dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, maka
Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut.

Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal ini tidak
boleh melebihi 24 (duapuluh empat) jam.

Risalahl, Catatan Rapat dan Laporan Singkat
Pasal 104

Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah Resmi yang ditanda tangani oleh
Ketua Rapat. '

Risalah ialah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi
seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi dengan
catatan tentang:

jenis dan sifat rapat,

hari dan tanggal rapat,

tempat rapat,

acara rapat,

waktu pembukaan dan penutupan rapat,

Ketua dan Sekretaris Rapat,

jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir dalam rapat, dan
undangan yang hadir.

PR e 0 o

Pasal 105

Setelah rapat selesai, Sekretaris -Rapat secepatnya menyusun Risalah Sementara
untuk segera dibagikan kepada para Anggota dan pihak vang bersangkutan.
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Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengada-
kan koreksi terhadap Risalah Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak
diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekre-
tariat DPR.

Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat {3) pasal ini lewat, maka
Sekretaris Rapat segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada para
Anggota dan pihak yang bersangkutan.

Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah, keputusan diserahkan
kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.

Pasal 106

Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi,
Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP dan Rapat Panitia Khusus,
dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.

Catatan Rapat ialah suatu catatan yang memuat pokok-pokok pembicaraan, ke-
simpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud
datlam ayat (1) pasal ini, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal-hal se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h pasal 104,

Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga dibuat Laporan
Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 107

Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 106 selesai, Sekretaris
Rapat secepatnya menyusun Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan
kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan,

Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengada-
kan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari
sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya
kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 108

Pada Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat mengenai rapat yang
bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA”, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 87.

Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicara-
kan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan
Rapat dan atau Laporan Singkat.

Undangan dan Peninjau
Pasal 109

Undangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR yang hadir dalam rapat DPR
atas undangan Pimpinan DPR, dan Anggota DPR bukan Anggota suatu alat
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kelengkapan DPR yang hadir dalam rapat alat kelengkapan tersebut atas undangan
Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan
DPR.

Untuk undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.

Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata fertib rapat dan atau ketentuan lain
vang diatur oleh DPR.

Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak
mempunyai hak suara, sedangkan Peninjau disamping tidak mempunyai hak suara,
juga tidak dibenarkan menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun
dengan cara lain. '

Pasal 110
Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109
tetap dipatuhi.

Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan atau Peninjau yang mengganggu
Ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat mengeluarkannya dari ruangan
rapat dengan paksa.

Dalam hal terjadi apa yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Rapat dapat
menutup atau menunda rapat.

Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak
boleh melebihi 24 (duapuluh empat) jam.

BAB XII
PEMBENTUKAN. UNDANG-UNDANG
Ketentuan umum
Pasal 111

DPR bersama Presiden membentuk Undang-undang.

Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau berupa usul.
inisiatif dari DPR.

Pasal 112

Di dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah Rancangan Undang-undang diterima
oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang
masuknya Rancangan Undang-undang tersebut.

Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
dibagikan kepada para Anggota dan pihak vang bersangkutan.
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Pasal 113

Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang diajukan mengenai persoalan yang
sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-undang yang diterima lebih
dulu, sedangkan Rancangan Undang-undang yang diterima kemudian dipergunakan
sebagai pelengkap. ‘

Pasal 114

Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui DPR, disampaikan oleh Pimpinan
DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Tingkat-tingkat pembicaraan
Pasal 115

(1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang dilakukan melalui 4 (empat)
tingkat pembicaraan, kecuali kalau Badan Musyawarah menentukan lain.

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pasal ini,
adalah sebagai berikut:

tingkat I dalam Rapat Paripurna,
tingkat II dalam Rapat Paripurna,
tingkat II1 dalam Rapat Komisi, dan
tingkat I'V dalam Rapat Paripurna.

(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV diadakan Rapat Fraksi,

(4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menetapkan bahwa pembica-
raan tingkat II1 dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam suatu
Panitia Khusus. '

Pasal 116

Pembicaraan tingkat I ialah:
Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna atas Rancangan Undang-undang
oleh. Pemerintah atau Pengusul.

Pasal 117

Pembicaraan tingkat II jalah:

1. a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPR yang
membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta
keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116;

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Usul Rancangan
Undang-undang Usul Inisiatif beserta keterangan/penjelasan Pengusul sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 116.



263

a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum
para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;

b. Jawaban Pengusul terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana
dimaksud pada angka | huruf a dan terhadap tanggapan Pemerintah sebagai-
mana dimaksud pada angka 1 huruf b.

Pasal 118

Pembicaraan tingkat III ialah:
Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan:

a.

b.

(1

(2)

3)

(1

@

bersama-sama dengan Pemerintah, apabila membahas Rancangan Undang-undang
yang berasal dari Pemerintah, :

bersama-sama dengan para Pengusul dan Pemerintah, apabila membahas Rancang-
an Undang-undang Usul Inisiatif, dan

secara intern apabila dipandang perlu, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b. :

Pasal 119

Pembicaraan tingkat I'V ialah:

pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan didahului laporan hasil
pembicaraan tingkat [I1, dan Pendapat Akhir dari Fraksi yang disampaikan oleh
Anggotanya.

Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini dapat pula disertai dengan catatan tenfang pendirian Fraksi (minder-
heidsnota). ‘

Terhadap pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
kepada Pemerintah diberikan kesempatan yntuk menyampaikan sambutan,

Rancangan Undang-undang dari Pemerintah
Pasal 120
Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah .disampaikan kepada
Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden.

Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat () pasal ini, menyebut
juga Menteri vang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Ran-
cangan Undang-undang tersebut. ,

Pasal 121

Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali,
sebelum memasuki pembicaraan tingkat [V.



264

Pasal 122

Rancangan Undang-undang untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas
pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yvang
disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119.

Rancangan Undang-undang usul inisiatif
Pasal 123

(1) Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para Anggota DPR berdasarkan
pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus disertai memori penjelasan
dan ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR
vang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

(2) Tiap-tiap pengajuan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif yang dimaksud
dalam "ayat (1) pasal ini harus diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat
pengantar dan daftar tanda tangan para Pengusul serta nama Fraksinya.

(3) Dalam rapat Pleno berikutnya Pimpinan DPR memberitahukan kepada DPR
tentang masuknya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.

(4) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dimaksud setelah oleh Sekretariat DPR
diberi nomor pokok diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR dan
disampaikan kepada Pemerintah.

(5) Dalam rapat Badan Musyawarah kepada pengusul diberi kesempatan untuk mem-
berikan penjelasan tentang maksud dan tujuan daripada Rancangan Undang-
undang Usul Inisiatif tersebut. Kemudian kepada Anggota Badan Musyawarah
diberi kesempatan untuk mengadakan tanya-jawab dengan para Pengusul.

(6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan pasal 115 sampai
dengan 119 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku
dalam Usul Inisiatif tersebut. '

Pasal 124

(1) Selama suatu Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum disetujui menjadi
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, para Pengusul berhak mengajukan
perubahan atau menariknya kembali.

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan
tertulis kepada Pimpinan DPR dan harus ditandatangani oleh para Pengusul,
kemudian diperbanyak dan disampaikan kepada para Anggota DPR.

Pasal 125

Apabila jumlah penandatangan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan
usul-usul lain yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang
dari 30 (tiga puluh) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 123, maka
harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. :
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Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang diperiukan
tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersangkutan menjadi gugur.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Pasal 126

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan oleh DPR pada
kesempatan pertama dalam Masa Sidang berikutnya setelah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang tersebut dikeluarkan.

(2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan

pasal 119,
BAB XIV
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Pasal 127

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b dan ¢ pasal 4, maka diadakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara beserta Nota Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pembahas-
annya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

b. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Rancangan Undang-undang tentang
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

¢. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Ran-
cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

d. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah Tahunan,

pembahasan bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan Peru-
bahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, dan

f.  penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan
Anggaran.

Pasal 128

Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
Nota Keuangannya disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam 7 (tujuh) hari-
pertama tiap permulaan Tahun Takwim.

Pasat 129

Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Penda-
patan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal
128 dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.
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(1)

(2)

3)

89

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 130

Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara serta Nota Keuangannya dilaksanakan seperti penyelesaian suatu
Rancangan Undang-undang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 115 sampai dengan pasal 119, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi-Komisi,

b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Komisi-Komisi untuk
menampung saran dan pendapat dari Komisi-Komisi, dan

c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Komisi APBN
dengan Pemerintah dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Peman-
dangan Umum para Anggota, Komisi-Komisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-
Fraksi.

Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Komisi APBN kepa-
da DPR dalam Rapat Paripurna.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Be- -
lanja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 131

Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan cleh Presiden kepada DPR sebelum
Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan seperti penyelesaian
Anggaran induknya dengan menempuh prosedur sesingkat-singkatnya dan selesai
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan
mengenai Rancangan Undang-undang tersebut kepada DPR.

Pasal 132

Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-Komisi dalam Rapat Kerja dengan
Pemerintah hendaknya dilakukan dalam Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Si-
dang.

Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan
dalam rapat antara Pimpinan Komisi-Komisi dengan Komisi APBN.

Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh
Komisi APBN dengan Pemerintah.
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Pasal 133

(1) Laporan Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh Pemerintah kepada DPR
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pertengahan pertama Tahun Anggaran
yang bersangkutan berakhir.

(2) Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap Léporan Setengah Tahunan
tersebut.

Pasal 134

Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas perkiraan
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang
berjalan hendaknya dalam triwulan ketiga setiap Tahun Anggaran.

» Pasal 135
(1) Komisi APBN membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Ang-
garan dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal ini diselesaikan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya menurut prosedur seperti yang berlaku bagi
penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XV
TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Ketentuan umum
Pasal 136
(1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang
dibicarakan dalam rapat DPR. '

(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada azasnya diusahakan sejauh
mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal
ini tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 137

{1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.

(2) Keputusan rapat DPR berupa menyetujui atau menolak.
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Pasal 138

(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan mufakat
memerlukan quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dan untuk dapat
mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak memerlukan quorum sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 143.

(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai,
maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan tenggang waktu paling sedikit
24 (duapuluh empat) jam.

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini belum juga tercapai, maka:

a. jika terjadi dalam Rapat Peripurna, permasalahannya menjadi batal,

b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, BURT
dan BKSAP, cara pemecahannya diserahkan kepada Badan Musyawarah,
dan : '

c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara pemecahannya diserahkan
kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pim-
pinan Fraksi-Fraksi.

Pasal 139

Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara
terbanyak mengikat semua pihak yang bersangkutan.

- Keputusan berdasarkan mufakat
. Pasal 140

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, bilamana diambil dalam rapat yang daftar
hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Rapat dan
dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Pasal 141

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada para
Anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang
kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pen-
dapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

(2) Untuk dapat mencapai keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini, Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan
keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
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Keputusan berdasarkan suara terbanyak
Pasal 142 '

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan
mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya pendirian dari sebagian Anggota
Rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pihak lain dalam rapat
atan karena waktu yang sudah sangat mendesak,

Pasal 143

{1} Keputusan berdésarkan suara terbanyak adalah sah apabila:

a. diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
jumlah Anggota sidang (quorum);

b. disetujui oleh lebih dari separch jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi
quorum;

¢. didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi.

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan
pilihan (abstain) dilakukan oleh para Anggota Rapat yang hadir dengan cara lisan,
mengangkat tangan, berdiri atau tertulis.

(3) Pemungutan suara dilakukan dengan mengadakan penghitungan secara langsung
pada masing-masing Anggota, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan
suara secara rahasia.

Pasal 144

(1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan
berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan suara, maka Ketua
Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan ferakhir mengenai masalah
tersebut secara keseluruhan.

(2) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak ternyata
jumlah suara setuju sama besar dengan jumlah suara menolak, maka pemungutan
suara ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu
paling sedikit 24 (duapuluh empat) jam.

(3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak baik jumlah
suara sefuju maupun jumlah suara menolak tidak mencapai ketentuan pengambil-
an keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ¢ pasal 143, ma-
ka pemungutan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan
tenggang waktu paling sedikit 24 (duapuluh empat) jam. .

{(4) Apabila dalam rapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan {3)
pasal ini ternyata belum juga dapat dicapai keputusan berdasarkan suara ter-
banyak, maka masalah vang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 145

(1) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang dipandang penting oleh
rapat, dapat dilakukan secara rahasia.
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(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara:

a. tertulis,
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara, dan
¢. tanpa ditandatangani.

(3) Apabila pemungutan suara secara rahasia menghasilkan jumlah suara setuju yang
sama besar dengan jumlah suara menolak, atau jumlah suara setuju maupun
jumlah suara menoclak tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b pasal 143, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dalam
rapat yang sama, dan apabila pemungutan suara ulangan masih menghasilkan hal
yang sama, maka orang dan atau masalah yang bersangkutan dinyatakan ditolak.

BAB XVI
SEKRETARIAT DPR
Kedudukan

Pasal 146

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah yang bertugas tetap pada
DPR dan berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

Susunan
Pasal 147
(1) Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dalam melaksana-
kan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. :
(2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 148

(1) Sekretaris Jenderal dan Waki} Sekretaris Jenderal DPR diangkat dan diberhenti-
kan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.

(2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pem-
berhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 149

Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat DPR ditetapkan oleh Pimpinan DPR
setelah mendengar pertimbangan BURT dengan mengindahkan peraturan perundangan
vang berlaku. ‘

Tugas
Pasal 150

Tugas Sekretariat DPR adalah:

a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan wewenang dan
tugasnya dengan sebaik-baiknya;
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b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja
DPR, dengan ketentuan:

(a) hasii penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, sebelum
disampaikan kepada Pimpinan DPR, terlebih dahulu disampaikan kepada
BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan, sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) huruf ¢ sub (b) pasal 60,

(b) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR selanjutnya,
Sekretariat DPR harus senantiasa berkonsultasi dengan BURT, sebagai
pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢
sub (c) pasal 60,

(¢} melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan DPR kepadanya,

(d) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa Persidangan
yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Masa Persidangan,

dengan memberikan tembusan kepada Anggota Badan Musyawarah dan
Anggota BURT;

¢.  melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Pasal 151

Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat menjadi anggota organisasi
internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan
laporan tertulis serta pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam orga-
nisasi tersebut kepada Pimpinan DPR, dengan memberikan tembusan kepada Badan
Musyawarah.

BAB XVil
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Ketentuan umum
Pasal 152

Tatacara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya
diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.

Surat masuk
Pasal 153

{1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh Sekretariat DPR dan
segera dicatat serta diberi nomor agenda.

(2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPR,
segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberi-
tahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila dipandang
perlu dengan diberi keterangan bahwa masaiahnya sedang dalam proses pengolah-
an.
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Pasal 154

Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) pasal 153, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan

DPR.

Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut akan ditanganinya
sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR lainnya dan atau Pimpinan
Fraksi, sesuai dengan permasalahannya.

Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan
dibagikan kepada para Anggota DPR.

Pasal 155

Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat-surat dari Pimpinan
DPR, membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok-
pokok isi surat, dan segera disampaikan kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR
yvang bersangkutan,

Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-
surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya.

Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, surat masuk dapat
diperbanyak oleh Sekretariat yang bersangkutan dan dibagikan kepada para
Anggota untuk dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan yang bersangkutan,
serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Surat keluar
Pasal 156

Konsep surat jawaban dan atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh
alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris
Jenderal.

Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh
Pimpinan DPR, maka surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat
yang bersangkutan. :

Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak
disetujui oleh Pimpinan DPR, maka masalahnya dibicarakan dengan Pimpinan
alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak
menghasilkan kesepakatan, maka masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah
untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 157
Semua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang Anggota Pimpinan DPR
atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR,

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut
oleh Pimpinan DPR.
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Pasal 158

Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPR.
Sebelum dikirimkan kepada alamat yvang bersangkutan semua surat keluar dicatat
dan diberi nomor agenda.

Sekretariat DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan
DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan
dibagikan kepada para Anggota DPR.

Arsip surat
Pasal 159
Tatacara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris
Yenderal DPR.
BAB XVHI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 160
{1} Usul Perubahan dan Tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat
diajukan oleh sekurang-kurangnya 30 (figa puluh) orang Anggota DPR vyang
tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi.
(2) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
: ini, disertai penjelasan, ditandatangani oleh para Pengusul dan disampaikan
kepada Pimpinan DPR serta Anggota DPR.
Pasal 161
(1) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan di-
ambil kesimpulan. .
(2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 160, dengan disertai kesimpulan Badan Musyawarah, diajukan
kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 162

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh DPR atas
usul Badan Musyawarah.
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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
NOMOR 14/DPR-RI/IV/78-79
TENTANG
PENYEMPURNAAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Dalam Rapat Paripurna ke-38 pada tanggal 28 Juni 1979

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memi-
liki suatu Peraturan Tata Tertib dengan ketentuan-ketentuan da-
lam pasal-pasal yang bersifat tetap, yang akan mengatur tatacara
untuk menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak dan
tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
beserta alat-alat kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang berlaku sekarang ini masih terdapat
pasal-pasal yang bersifat sementara, sehingga perlu dissmpurnakan
agar menjadi ketentuan yang bersifat tetap;

3. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib yang berlaku sekarang ini
terdapat pula ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan dengan
hasil penyempurnaan terhadap pasal-pasal sebagaimana dimaksud
pada angka 2.

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 4/
DPR-RE/II/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-
nesia, dengan segala perubahan dan tambahannya;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/
DPR-RI/1V/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakil-
an Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan: Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan

Menetapkan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada
tanggal 28 Juni 1979,

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK IN-
DONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN PERATURAN TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONE-
SIA.
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Pertama : Menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam

(1)

(3)

¢y

(1

(2)

(1)

pasal-pasal 8 huruf f, 10 ayat (1), 12 ayat (3), 14 ayat (1), 15 ayat
(1), 20 ayat (2), 24 ayat (1), 28 ayat (3), 44 ayat (3) dan (4), 76 ayat
(1) huruf ¢, 123, 124, 125, 143 ayat (1) dan 160 ayat (1) Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang
termuat dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, sehingga meniadi ke-
tentuan yang bersifat tetap, dan ketentuan-ketentuan tersebut men-
jadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.
Pasal 10

Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dapat mengajukan
usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu
kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 12

Apabila jumlah penandatangan suatu usul permintaan keterangan yang belum

memasuki pembicaraan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

pasal 11 ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus-

diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurang-
nya 25 (dua puluh lima) orang. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah
penandatangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, ‘maka usul tersebut mem‘adi ,
gugur.

Pasal 14

Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang
tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terha-
dap jawaban Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 13.

Pasal 15

Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang, vang tidak
hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan
mengenai suatu hal.

Pasal 20

Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang
tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, laporan berkala sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)-pasal ini dapat dibicarakan dalam Rapat DPR kecuali apabila
DPR menentukan lain.

Pasal 24

Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya
terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain.
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Pasal 28

Apabila jumlah penandatangan suatu usul pernyataan pendapat yang belum
memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 235 (dua puluh lima)
orang, maka harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya men-
jadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari
satu Fraksi,

Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud
tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 44

Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR diusulkan oleh para Anggota dalam
satu paket.

Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus diusulkan
oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puiuh lima) orang Anggota DPR.

Pasal 76

¢. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR
dengan persetujuan Badan Musyawarah.

Pasal 123

Usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para Anggota DPR berdasar-
kan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1943, yang selanjutnya disebut usul
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif harus disertai penjelasan tertulis dan
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang
tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

Tiap-tiap pengajuan usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana
dimaksud dalam avat (1} pasal ini diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat
pengantar dan daftar tandatangan para Pengusul serta nama Fraksinya.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya Pimpinan DPR memberitahukan kepada para
Anggota tentang masuknya usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Usul Rancangan Undang-undang Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini dibagikan kepada para Anggota.

Dalam Rapat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi kesempatan untuk
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pada usul Rancangan
Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.

Kemudian kepada para Anggota Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk
mengadakan tanya jawab dengan Pengusul.

Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-undang Usul Ini-
siatif tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-undang
Usul Inisiatif DPR atau tidak.

Keputusan tersebut diambil setelah kepada Pengusul diberi kesempatan memberi
penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi memberikan pendapatnya.

Apabila usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini telah diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang
Usul Inisiatif DPR, maka DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi atau
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(8)

&)

(H

(2)

(3)

Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas dan menyelesazkan Rancangan
Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.

Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan
agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melaku-
kan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama DPR.

Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119 dengan memperhatikan
ketentuan yang khusus berlaku untuk Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 124

Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum dibicarakan
dalam Badan Musyawarah, para Pengusul berhak mengajukan perubahan-perubah-
an.

Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum diputuskan
menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, para Pengusul berhak
menariknya kembali.

Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikan-
nva kepada para Anggota.

Pasal 125

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna sebagaimana

dimaksud dalam ayat (6) pasal 123, jumlah penandatangan suatu usul Rancangan
Undang-undang Usul Inisiatif menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka
harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-
kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak
dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

1

(H

Pasal 143

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila:

a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih
dari separuh jumlah Anggota Rapat (korum),

b.  disetujui oleh lebih dari separuh korum,

c.  didukung oleh tidak hanya satu Fraksi.

Pasal 160

Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat
diagjukan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR.
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Kedua : Menyesuaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-

)

(2)

pasal 9 avat (1), L1 ayat (2), 116, 117 dan 118 Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang termuat
dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Republik
Indonesiz No. 17/DPR-RI/IV/77-78, dengan hasil penvempurnaan
sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sehingga menjadi
ketentuan yang bersifat tetap, dan ketentuan-ketentuan tersebut
menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota DPR mempu-
nyai:

a.  hak mengajukan pertanyaan;

b.  hak protokoler dan hak keuangan/administratif.

Pasal 111

Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau berupa Usul

Inisiatif dari DPR.

Pasal 116

Pembicaraan tingkat I ialah:

Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna: '
oleh Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerin-
tah;

oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR terhadap
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 117

" Pembicaraan tingkat 11 ialah:

a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPR yang
membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta
Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 haruf a;

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-
undang Usul Inisiatif beserta penjelasan Komisi, Gabungan Komisi atau
Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b.

a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum
para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka | huruf a;

b. Jawaban Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR
terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka | huruf b.

Pasal 118

Pembicaraan Tingkat IIf ialah:
Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilaku-
kan bersama-sama dengan Pemerintah;
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b. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, vang dilaku-
kan secara intern apabila dipandang perlu tanpa mengurangi ketentuan sebagai-
mana dimaksud pada huruf a. :

Ketiga : Menyatakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 56
“dan BAB XIV Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, yang termuat dalam {ampiran Surat Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/77-
78, menjadi ketentuan yang bersifat tetap.

Keempat : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik [ndonesia
adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keiima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

DARYATMO
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PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

(Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
No. 14/DPR-RI/1V/78-79 tanggal 28 Juni 1979).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang
selanjutnya disebut dengan singkatan DPR ialah Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945,
yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977.

(2} DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
dan Ketetapan-ketetapan-Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah mengangkat sumpah/janji sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya
sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS DPR

Kedudukan

Pasal 2

_ DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1978 dan merupa-
kan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Susunan
Pasal 3

(1) DPR beranggotakan 460 (empat ratus enam puluh) orang, terdiri atas anggota
Golongan Potitik dan Golongan Karya, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi-
fraksi.

(2) DPR terdiri atas Fraksi-fraksi, Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, K omisi-komisi,
' Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Panitia-pani-
tia Khusus.

(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat sebagai unsur pelayanan.
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Wewenang dan tugas
Pasal 4

(1) Wewenang dan tugas DPR adalah:

a.
b.

f.

bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;

bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belan-

ja Negara;

melakukan pengawasan atas:

(a) pelaksanaan Undang-undang,

(b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan
keuangan Negara, dan

(c) kebijaksanaan Pemerintah,

sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernya-

taan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang

dilakukan oleh Presiden; '

membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang

-diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-ketetapan Majelis Per-

musyawaratan Rgkyat kepada DPR.

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan
konsultasi dan kordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

BAB Il
KEANGGOTAAN DPR

Pasal 5

Anggota DPR harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Anggota DPR berhenti bersama-sama pada saat Anggota DPR hasil Pemilihan
Umum berikutnya mengangkat sumpah/janji.

Pasal 7

(1} Anggota DPR berhenti antar waktu karena:

a.
b.
c.

meninggal dunia;

atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;

tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5;

dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPR;

diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah terlebjh dahulu.
bermusyawarah dengan Pimpinan DPR;

merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua
dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Apung, Ketua dan Anggota Badan
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Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan
jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap, yang diatur dalam peraturan
perundangan.

Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal

ini, tempatnya diisi oleh:

a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan;

b. . calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organisasi yang bersangkutan
maupun atas prakarsa Pejabat itu.

Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu Anggota DPR, diresmikan dengan
Keputusan Presiden.

BAB IV
HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR

Pasal 8

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal 4, DPR mempunyai:

(H

2)

(3

a. hak meminta keterangan {interpelasi);

hak mengadakan penyelidikan {angket);

hak mengadakan perubahan (amandemen);

hak mengajukan pernyataan pendapat;

hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentuka:q oleh suatu pera-
turan perundangan;

o po

hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

la

Pasal 9

Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota DPR mem-
punyai:

a. hak mengajukan pertanvaan;

b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.

Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataannya
dalam rapat-rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan
atau tertulis, kecuali jika mereka mengumumkan hal-hal vang dibicarakan dalam
rapat tertutup dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) pasal 87, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengu-
muman rabasia Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan vang
berlaku.

a. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR harus sesuai dengan ketentuan
Undang-undang vang mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap Anggo-
ta DPR.

b. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian ialah:

(a) pemanggilan seshubungan dengan tindak pidana;
(b) meminta keterangan tentang tindak pidana;

{¢) penangkapan;

(dY penahanan;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(N

(2)

(3)

(e) penggeledahan;
(f) penyitaan.

¢. Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian harus diperhatikan kedudukan pro-
tokoler, Anggota DPR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Meminta keterangan (interpelasi)

Pasal 10

Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR dapat mengajukan
usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu
kebijaksanaan Pemerintah.

Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun secara singkat, jelas
dan ditandatangani oleh para Pengusul, kemudian disampaikan kepada Pimpinan
DPR. :

Pasal 11

Dalam Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada para
Anggota DPRtentang masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden.
Usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota.

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu bila-
mana usul permintaan keterangan itu dibicarakan dalam Rapat Paripurna, kepada
para Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul
tersebut.

Dalam suatu Bapat Paripurna para Pengusul memberikan penjelasan tentang
maksud dan tujuan usul permintaan keterangan itu.

Keputl_lsan apakah usul _peljmintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui
atag dltola}k untuk menjadi permintaan keterangan DPR, ditetapkan dalam Rapat
Paripurna itu atau dalam rapat Paripurna yang lain.

Pasal 12

Selama suatu usul permintaan keterangan belum dipufuskan menjadi permintaan
keterangan DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya
kembali.

Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangam
oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR,
yang kemudian membagikannya kepada para Anggota.

Apabila jumlah penandatangan suatu usul permintaan keterangan yang belum
memasuki pembicaraan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3.
pasal 11 ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus
diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurang-
nya 25 (dua puluh lima) orang. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah
penandatangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi

gugur.
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Pasal 13

Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden fersecbut disetujui sebagai
permintaan keterangan DPR, maka Pimpinan DPR mengirimkannya kepada Presi-
den dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.

Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} pasal ini,
diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada Pengusul maupun
Anggota lainnya untuk mengemukakan pendapatnya.

Atas pendapat para Pengusul dan atau Anggota lainnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) pasal ini, Presiden memberikan jawabannya,

Pasal 14

Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak
hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap
jawaban Prlesiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 13.

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diajukan
usul pernyataan pendapat - yang diselesaikan menurut ketentuan yvang dimaksud
dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29.

Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada
usul pernyataan pendapat yang digjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, maka pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden
tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang vang
bersangkutan. ’

Mengadakan penyelidikan (angket)
Pasal 15

Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang tidak
hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidik-
an mengenai suatu hal.

Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dinyatakan dalam
suatu perumusan yang memuat isi yang jelas tentang hal yang harus diselidiki
dengan disertai penjelasan dan rancangan jumliah biaya.

Usul itu setelah ditandatangani oleh para Pengusul disampaikan kepada Pimpinan
DPR. ' ‘

Pasal 16

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 beserta penjelasan-penjelasan dan

rancangan biaya, dibagikan-kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 17

Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-fraksi untuk mempelajari usul

tersebut, dan waktu pembicaraannya dalam Rapat Paripurna.
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Pasal 18

Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal belum
disetujui oleh DPR, para Pengusul berhak untuk mengadakan perubahan atau
menariknya kembali. :

Pemberitahuan téntang perubahan atau penarikan kembali harus'ditandatzmgani
oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR yang
kemudian membagikannya kepada para Anggota dan mengirimkannya kepada
Presiden:

Apabila jumlah penandatangan suatu usul untuk mengadakan penyelidikan me-
ngenai sesuatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna, ternyata
menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 15, maka
harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya mencukupi.
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang diperlu-
kan tidak dapat dipenuhi, maka usul itu menjadi gugur.

Pasal 19

Apabila DPR memutuskan menyetujui usul mengadakan penyelidikan, DPR
membentuk suatu Panitia Khusus Penyelidikan yang beranggotakan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan juga masa kerja
dan biaya Panitia Khusus Penyelidikan.

Atas permintaan Panitia Khusus Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, masa kerjanya dapat diperpanjang atau diperpendek oleh DPR.

Pasal 20

Panitia Khusus Penyelidikan -harus memberikan laporan tertulis berkala sekurang-
kurangnya sebulan sekali kepada Pimpinan DPR.
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR dan dikirimkan kepada Presiden.

Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak
hanya terdiri dari satu Fraksi, laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini dapat dibicarakan dalam Rapat DPR kecuali apabila DPR menentukan
lain.

Pasal 21

Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus Penyelidikan memberikan
laporan tertulis kepada DPR. Laporan itu dibagikan kepada para Anggota dan
kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan akhir,
kecuali kalau Rapat Paripurna itu menentukan lain,

Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Penyelidikan tersebut disampaikan
kepada Presiden.

Panitia Khusus Penyelidikan dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan
selesai.
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-Mengadakan perubahan (amandemen)
Pasal 22
Para Anggota DPR dapat mengajukan usul perubahan atas usul suatu Rancangan
Undang-undang.

Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Pemandangan Umum pada
pembicaraan tingkat I1.

Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat I1I, untuk
dibahas dan diambil keputusan.

Pasal 23

Pembahasan perubahan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan

secara musyawarah untuk mufakat. Jika terpaksa di;tmbil keputusan berdasarkan suara
-terbanyak, maka yang dilakukan pemungutan suara adalah ferhadap rumusan baru
hasil pendekatan dalam musyawarah,

(1

@

(3)

Mengajukan pernyataan pendapat
Pasal 24 7
Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya

terdiri dari satn Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik vang
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain.

Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis
kepada Pimpinan DPR.

Dalam Rapat Paripurna yang berikut Ketua Rapat memberitahukan kepada para
Anggota tentang masuknya usul tersebut.

Pasal 25
Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan kepada para Anggota dan

dikirimkan kepada Presiden.

(1)
@)

3

4)

Pasal 26

Pembahasan dan penyelesaian usul pernvataan pendapat dilakukan dalam 4
{empat) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115.

Badan Musyawarah menetapkan waktu untuk membicarakan usul pernyataan
pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna.

Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang
merupakan pembicaraan tingkat I, para Pengusul diberi kesempatan memberikan
penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

Dalam pembicaraan fingkat II, terhadap usul dan penjelasan para Pengusul,
kepada Anggota lain diberi kesempatan untuk memberikan pemandangannya dan
kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya.

Para Pengusul dapat memberikan jawaban atas pemandangan para Anggota serta
pendapat Presiden tersebut.
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(5) Jika Rapat Paripurna memandang perlu, maka dapat diberikan kesempatan satu
kali lagi kepada Anggota untuk memberikan pemandangannya, kepada Presiden
untuk menyatakan pendapatnya dan kepada Pengusul untuk memberikan jawaban
atas pemandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut.

(6) Setelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini
selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 27

(1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, maka pembicaraan lebih lanjut me-
ngenai usul pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan dalam pembicaraan
tingkat II1.

(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan atau Rapat
Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dengan pihak yang dipandang perlu,
termasuk Pengusul. -

Pasal 28

(1)' Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh DPR, pafa Pengusul
berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani
oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR yang
kemudian membagikannya kepada para Anggota, dan mengirimkannya kepada
Presiden.

(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul pernyataan pendapat yang belum
memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh
lima) orang, maka harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya
menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri
dari satu Fraksi. '

Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud
tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 29

Setelah pembicaraan tingkat III selesai, maka pembicaraan diakhiri dengan tingkat
IV, dimana DPR mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak usul pernya-
taan pendapat tersebut.

Pasal 30

(1) Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar
Haluan Negara, maka DPR menyampaikan pernyataan pendapat untuk mengingat-
kan Presiden {(memorandum).

(2) Tatacara pengajuan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini serta penyelesaiannya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. »

(3) Pelaksanaan selanjutnya daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu
peraturan perundangan

Pasal 31

(1) Apabila suatu peraturan perundangan menentukan agar DPR mengajukan/‘me-
nganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka Rapat Paripurna menugaskan
Badan Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbang-
annya.

(2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
sekurang-kurangnya berjumliah 2 (dua) kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali
apabila peraturan perundangan menentukan lain.

(3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan pertimbangan Badan
Musyawarah.
Pasal 32

Calon yang telah ditetapkan oleh DPR, disampaikan secara tertulis kepada
Presiden.

Mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif

Pasal 33

Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan penye-
lesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. dalam Bab
X111,

Mengajukan pertanyaan

Pasal 34
(1) Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun bersama-sama dapat mengaju-
kan pertanyaan kepada Presiden.

(2) Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat serta jelas dan disampaikan kepada
Pimpinan DPR.

(3) Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksinya dan atau Pimpinan DPR
dapat memberi/meminta penjelasan tentang pertanyaan tersebut.

(4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanvaan itu kepada Presiden dengan disertai
permintaan agar supaya mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkat-
nya, membagikan pertanyaan tersebut kepada para Anggota.

{5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak dapat diumumkan.
Pasal 35

(1) Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34 disampaikan oleh Presiden dengan tertulis, maka tidak diadakan pembica-
raan dengan lisan.

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut dijawab dengan lisan.
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(3)

Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka Penanya dalam rapat yang
ditentukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang
pertanyaannya supaya Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih luas ten-
tang soal yang terkandung di dalam pertanyaan itu.

Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif

Pasal 36

Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif bagi Pimpinan dan Ang—

gota DPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
FRAKSI

Kedudukan

Pasal 37
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan

sosial dan politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

1)

(2)

(1

(2)

(3)

Susunan

Pasal 38

DPR yang terdiri dari unsur Golongan Politik dan Golongan Karya sesuai dengan
Undang-undang No. 16 tahun 1969 juncto Undang-undang No. 5 tahun 1975,
membentuk 4 (empat) Fraksi, ialah:

Fraksi ABRI,

Fraksi Karya Pembangunan,

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan

Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan.

Setiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Tugas
Pasal 39

Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang
menyangkut urusan masing-masing Fraksi.

Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efisiensi kerja para
Anggota dalam melaksanakan tugasnya, yang tercermin dalam setiap kegiatan
DPR.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan sarana yang mema-
dai, dan anggaran menurut perimbangan jumlah Anggota masing-masing Fraksi,
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BAB V1
PIMPINAN DPR

Kedudukan

- Pasal 40

Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. '

Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Susunan

Pasal 41
Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.

Tugas
Pasal 42

Tugas Pimpinan DPR adalah:

a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan
Wakil-wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;

b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR vang dalam pelaksanaan-
nya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat DPR; -

c. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib ini

serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;

melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;

mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan;

menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu;

mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan, antara

tain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPR,

® oo

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
Pimpinan DPR bertanggungjawab kepada DPR.

Pasal 43

Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di DPR.

Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil-wakil
Ketua.

Dalam hal memimpin suatu rapat, apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berha-
langan, maka rapat itu dipimpin oleh Anggota DPR yang tertua usianya di antara
vang hadir.
Cara: pemilihan
Pasal 44

a. Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara wak-
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(2)
(3

4)

(5)

(6)

(7

(8)

&)

tu -dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu Anggota yang
termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.

b. Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini berhalangan, maka sebagai penggantinya
adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang
hadir.

Pimpinan DRR dipilih dari dan oleh para Anggota DPR.

Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR diusulkan oleh para Anggota dalam satu
paket.

Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus diusulkan
oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR.

Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musyawarah secara .
tertulis dengan disertai daftar tandatangan para Pengusul.

Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan
atas usulnya melalui juru bicara masing-masing.

Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk
mencapal mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat,

Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, sedangkan
jumlah penandatangan pada satu usul paket atau pada paket-paket yang sama
isinya telah melampaui jumlah (suara terbanyak‘ - sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar 1945, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menetapkan
paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan DPR.

Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8)
pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
sebagaimana diatur dalam Bab XV.

(10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara Musyawarah

(1

(2)

menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih.

Pasal 45

Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-wakil Ketua diambil sﬁmpah
menurut agamanya masing-masing atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung
dalam Rapat Paripurna DPR.

Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah
seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 46
Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, maka DPR secepat-

nya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbang-
an yang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal 40.
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BAB VII
BADAN MUSYAWARAR

Kedudukan
Pasal 47

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang

bersifat tetap.

(D
ey

3)

)

Susunan

Pasal 48

Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR.
Badan Musyawarah beranggotakan 66 (enam puluh enam) orang, dengan
perincian: '

Fraksi ABRI 11 (sebelas) orang,

Fraksi Karya Pembangunan 37 (tiga puluh tujuh) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 4 (empat) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 14 (empat belas) orang.

Badan Musyawarah mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
orang, dengan perincian:

Fraksi ABRI 6 (enam) orang,

Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapan belas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 (dua) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang.

Anggota Pengganti Badan Musyawarah menggantikan kedudukan Anggota Badan
Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan. '

Tugas
Pasal 49

Tugas Badan Musyawarah adalah:

menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa Persidangan atau
sebagian dari suatu Masa Sidang, dan menetapkan ancar-ancar waktu penyelesaian
sesuatu masalah, termasuk jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang-
undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;

memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pimpinan DPR dalam menentu-
kan garis kebijjaksanaan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;

menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR;
menetapkan pokok kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen;
melaksanakan hal-hal vang cleh DPR diserahkan kepada Badan Musyawarah.
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tetap.
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(2)

(h

Rapat dan pengambilan keputusan

Pasal 50

Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara DPR dapat mengundang
Ketua alat kelengkapan DPR lainnya atau yang mewakilinya dan atau Anggota
DPR yang dipandang perlu oleh Badan Musyawarah; mercka yang diundang itu
mempunyai hak bicara.

Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas
DPR dianggap prinsipiil dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPR
selaku Pimpinan Badan Musyawarah secepatnya .memanggil Badan Musyawarah
untuk mengadakan rapat.

Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Bab XV, dan apabila dalam penghitungan suara terdapat lebih dari satu
pendapat vang mempunyai pendukung yang sama jumlahnya, maka Pimpinan
Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

BAB VII
KOMISI
Kedudukan

Pasal 51
Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat

Susunan

Pasal 52

Jumiah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetapkan oleh DPR
dengan surat keputusan tersendiri.
Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 53
Setiap Anggota DPR, kecuali Anggota Pimpinan DPR, harus menjadi Anggota
salah satu Komisi.

Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetapkah komposisi keanggotaan
Komisi menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan Komi-
sinya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.

Penggantian antarwaktu Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila
Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 54

Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta
mencerminkan Fraksi-fraksi.
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‘Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua,
yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap permulaan Tahun Sidang dalam
rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Komisi diatur sendiri berdasarkan
tugas Komisi.

Apabila dalam rapat Pimpinan Komisi ada Anggota Pimpinan yang berhalangan
hadir, maka ia dapat digantikan oleh Anggota Fraksinya dalam Komisi yang
bersangkutan.

Penggantian antarwaktu Anggota Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperha-
tikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, apabila
Anggota vang bersangkutan berhalangan tetap.

Tugas

Pasal 55
Di bidang perundang-undangan, tugas Xomisi adalah:
mengadakan pembahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan Rancangan
Undang-undang yang termasuk ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan
vang diatur dalam Bab XIII.

Di bidang anggaran, tugas Komisi adalah:

a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yvang termasuk ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

b. mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

¢. mengadakan pembahasan atas laporan Keuangan Negara dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup
tugasnya;

d. memberikan bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimak-
sud pada huruf a dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b
dan c ayat ini.

D bidang pengawasan tugas Komisi adalah:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, termasuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya
yang termasukruang lingkup tugasnya;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Nega-
1a (GBHN} yang termasuk ruang lingkup tugasnya;

¢. menampung suarz rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang
termasuk ruang lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan
{3) pasal ini, Komisi dapat:
a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
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(5)

(6)

(7)

b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat Pemerintah
yang mewakili Instansinya;

c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing), baik atas
permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;

d. mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipandang periu,
yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada DPR
dalam Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya;

e. mengikuti dengan seksama serta mengadakan penyelidikan terhadap peristiwa
yang menyangkut kepentingan rakyat vang terjadi baik di dalam maupun di
luar negeri yang termasuk ruang lingkup tugasnya;

f.  mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah mapuun kepada pihak lain;
mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) apabila
dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, yang
tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal 52 atas persetujuan Pimpinan DPR;

h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang menyang-
kut beberapa Komisi;

i.  membentuk Panitia Kerja;

melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau Badan Musyawarah;

k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang perlu untuk
dimasukkan dalam acara DPR.

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, b dan ¢ pasal ini tidak boleh dilakukan di
tuar geding DPR, kecuali dengan persetujuan Pimpinan DPR.

Loy

Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d pasal ini tidak
boleh dilakukan dalam Masa Sidang, kecuali dengan persetujuan Badan Musyawa-
rah.

Komisi menentukan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini, terutama hasil Rapat Kerja
dengan Presiden.

Pasal 56

Di samping tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, khusus Komisi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut dengan singkatan Komisi
APBN, bertugas pula:

d.

menampung hasil pembicaraan pendahuluan dari Komisi lainnya dengan pihak
Pemerintah untukX dijadikan bahan dalam mengadakan pembicaraan pendahuluan
dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

memberikan pendapat kepada DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang disampai-
kan oleh Presiden kepada DPR, dalam Rapat Paripurna; A
menampung dan membicarakan semua bahan mengenai Rancangan Undang-
undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan
vang diperoleh dari:
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—  Pemandangan Umum para Anggota DPR dan jawaban Pemerintah.

—  saran dan pendapat Badan Musyawarah;

—  saran dan pendapat masing-masing Komisi, serta

—  saran dan pendapat masing-masing Fraksi;

mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan
Keuangan Negara pada keseluruhannya; ;

membahas bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan Perubah-
an atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, setelah
memperoleh . gambaran tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran yang sedang berjalan;

membahas dan mengajukan pendapat terhadap Rancangan Undang-undang ten-
tang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
disampaikan oleh Presiden kepada DPR;

membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran serta mem-
berikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna;

memberikan pendapatnya mengenai Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa
Keuangan kepada DPR untuk ditentukan tindak lanjutnya.

BAB IX
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Kedudukan

Pasal 57
Badan Urusan Rumah Tangga, vang selanjutnya disebut dengan singkatan BURT,

dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(D

(2)

(3

Susunan

Pasal 58
BURT beranggotakan 33 (tiga puluh tiga) orang dengan perincian:
Fraksi ABRI ' 6 {enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapan belas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 (dua) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang.

BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan
perincian:

Fraksi ABRI 3 (tiga) orang,
Fraksi Karya Pembangunan 9 (sembilan) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 1 (satu) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan 4 (empat) orang.

Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan Anggota BURT dari Fraksi-
nya yang berhalangan.
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Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang dan tidak
dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi.

BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 59

Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta
mencerminkan Fraksi-fraksi.

Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua,
yang dipilih dari dan oleh Anggota BURT pada setiap permulaan Tahun Sidang
dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BURT diatur sendiri berdasarkan tugas
BURT.

Tugas

Pasal 60

Tugas BURT adalah:

a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pelaksanaan
kerumahtanggaan DPR serta kescjahteraan Anggota DPR dan Pegawai
Sekretariat DPR;

b. atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan ketatalaksanaan Sekretariat DPR serta hal-hal lain yang berhubungan
dengan kerumahtanggaan DPR, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR
dan atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;

c. membantu Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
pasal 42 dan sesuai pula dengan pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan
oleh Badan Musyawarah, dalam hal:

(a) menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR,

(b) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja DPR yang
penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPR,

(c) mengawasi proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR
selanjutnya;

(d) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Belanja DPR;

d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtang-
gaan dan kesejahteraan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan
Musyawarah, termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang perlu.

Sekretariat DPR harus memberikan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang
diperlukan oleh BURT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BURT
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR.

BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun
Sidang kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah dan
dibagikan kepada para Anggota DPR.
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BAB X
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

Kedudukan

Pasal 61

Badan Kerjasama Antar Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan singkatan

BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1)

(2)

(3)

{1

2)

(3)

M

Susunan

Pasal 62
BKSAP beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang dengan perincian:
Fraksi ABRI 6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapan belas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 4 (empat) orang, dan
Fraksi Persatuan Indonesia 7 (tujuh) orang.

Keanggotaan BKSAP ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang,
BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 63

Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta
mencerminkan Fraksi-fraksi.

Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakii Ketua,
yang dipilih dari dan cleh Anggota BKSAP pada setiap permulaan Tahun Sidang
dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri berdasarkan
tugas BKSAP. ‘

Tugas
Pasal 64

Sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah,

BKSAP bertugas:

a. menggalang, membina dan mengolah hubungan persahabatan dan kerjasama
antara DPR dengan Parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun seca-
ra multilaterai;

b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri dan mengolah
serta mengembangkan hasil kunjungannya;

c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi
Parleinen negara lain yang menjadi tamu DPR;

d. memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja-
sama antar Parlemen;

e. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan Parlemen negara lain.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasa] ini dan
ayat (2) pasal 65, BKSAP bertanggungjawab kepada DPR.

BKSAP melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR.

BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Badan Musyawarah sekurang-kurang-

nya sekali dalam satu Tahun Sidang serta membagikannya kepada para Anggota
DPR.

Pasal 65

Pimpinan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan
Musyawarah, memberikan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen kepada
Pimpinan BKSAP.

BKSAP; selain melaksanakan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen, juga
dapat melaksanakan hubungan dengan luar negeri atas nama DPR berdasarkan
wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh Badan Musyawarah.

BAB XI
PANITIA

Kedudukan

Pasal 66
DPR dan atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu dapat membentuk
Panitia yang bersifat sementara.

Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat
kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR
disebut Panitia Kerja.

Susunan

- Pasal 67

Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPR yang
mencerminkan Fraksi-fraksi, dan apabila dipandang perlu dapat ditetapkan Ang-
gota Pengganti.

Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua yang dipilih dari
dan oleh Anggota Panitia setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi.

Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, sedangkan Panitia Kerja dapat
pula dibantu oleh sebuah Sekretariat apabila dipandang perlu.

Tugas

Pasal 68

Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR.

Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPR.
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DPR menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

Ketentuan yang berlakuy bagi Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal
55, berlaku pula bagi Panitia Khusus.

Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan selesai.

Pasal 69

Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang mem-.
bentuknya. '

Panitia Kerja bertanggungjawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuk-
nyva. _
Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang
membentuknya.

Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya seteiah
tugasnya dinyatakan sefesai.

BAB XII
PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DPR

Ketenfuan umum

Pasal 70

Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15
Agustus tahun berikutnya.

Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan Tahun Sidang
dapat-dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Tahun Sidang dibagi dalam 4 (émpat) Masa Persidangan.
Tiap-tiap Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama di dalam gedung
DPR.

Masa Reses adalah masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang dilakukan oleh
para Anggota DPR secara perorangan atau berkelompok, terutama di luar gedung
DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

‘Pasal 71

Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Badan Musyawa-
rah, dengan memperhatikan agar pembahasan Rancangan Undang-undang tentang
Angearan Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan
Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dapat selesai tepat pada waktunya.

Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan
acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pimpinan



302
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DPR dapat menetapkan acara dan jadWaI tersebut dengan memperhatikan penda-
pat Pimpinan Fraksi-fraksi. '

Pasal 72

Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan Presi-
den dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Kenegara-
an disampaikan oleh Wakil Presiden. ,

Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa 'Sidang, Pimpinan DPR menyam-
paikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan kegiatan DPR yang akan
dilakukan dalam Masa Sidang yang bersangkutan. :
Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyam-
paikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR dalam
Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan dan
rencana Kegiatan yang akan dilakukan dalam Masa Reses berikutnya.

Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang,
Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan
yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang ber-
sangkutan.

Pasal 73

Waktu-waktu rapat DPR ialah:

a. pagi : hari Senin sampai dengan hari Kamis
dari pukul 09,00 sampai pukul 14.00:
hari Jum’at dari pukul 08.30 sampai pukul 11.00;
hari Sabtu dari pukul 09.00 sampai pukul 13.00;

b. malam: hari Senin sampai dengan hari Jum’at
dari pukul 19.30 sampai pukul 23.30.

Penyimpangan dari waktu-waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (f)
pasal ini, dapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Jenis rapat

Pasal 74
Jenis<jenis rapat DPR ialah:

Rapat Paripurna;

Rapat Paripurna Luar Biasa;

Rapat Fraksi;

Rapat Pimpinan DPR;

Rapat Badan Musyawarah;

Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi;

Rapat BURT dan Rapat BKSAP;

Rapat Panitia;

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan
Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing).
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Pasal 75
Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPR yang dipimpin oleh Pimpinan DPR

dan merupakan_ forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

(1)

(2}

Pasal 76

Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa

Reses, apabila:

a. diminta ofeh Presiden; atau

b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah;
atau .

c.  diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR
dengan persetujuan Badan Musyawarah.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan DPR meng-

undang Anggota DPR untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut.

Pasal 77
Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi vang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi

‘ Pasal 78
Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Anggota Pimpinan DPR yang dipimpin oleh

Ketua DPR.

o)

(2)

(1)
(2

(3)

(4

Pasal 79

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Badan Musyawarah beserta
Anggota Penggantinya vang dipimpin cleh Pimpinan Badan Musvawarah.

Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila
daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Anggota Peng-
ganti vang jumlahnya lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Musyawarah, dan
dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Pasal 80

Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu
Komisi, dihadiri oleh Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin
oleh Pimpinan yang dipilih oleh rapat gabungan itu atau yang ditentukan oleh dan
dari Pimpinan Komisi-komisi yang bersangkutan.

Rapa.t sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat berlangsung
apabila daftar hadir teiah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlab Anggota
Komisi, atau Gabungar, Komisi, dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pimpinan Gabungan Komisi adalah rapat
Anggota Pimpinan Komisi atau Anggota Pimpinan Gabungan Komisi yang dipim -
pin oleh Ketua Komisi atau Ketua Gabungan Komisi.
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(1)
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Pasal 81

a. Rapat BURT adalah rapat Anggota BURT beserta Anggota Penggantinya
yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.

b. Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan
BKSAP.

a.  Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, dapat berlang-
sung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun
oleh Anggota Pengganti vang jumlahnya lebih dari separuh jumlah Anggota
BURT dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

b.  Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, dapat berlang-
sung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumliah
Anggota BKSAP dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat Anggota Pimpin-
an Badan yang bersangkutan yang dipimpin oleh Ketua Badan tersebut.

Pasal 82

Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh
Pimpinan Panitia Khusus.

Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila
daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Panitia
Khusus dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Anggota Pengganti, maka berlakulah
ketentuan yang mengatur tentang Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud
dalam pasal 79.

Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota Pimpinan Panitia Khusus,
yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus.

Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh
Pimpinan Panitia Kerja.

Pasal 83

Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus
dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk
untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR dan dipimpin oleh Pimpinan
Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.

Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada
Presiden dan atau Menteri vang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantum-
kan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk
mempelajari persoalan itu.

Pasal 84

Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi
atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, baik
atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan Pejabat yang bersangkutan,
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yang dipimpin oleh Pimpinan Kcmisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan
Panitia Khusus. .

Rapat Dengar Pendapat Umum {(Public Hearing) adalah rapat antara Komisi,
Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan perorangan, kelompok, organisa-
si, atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan
yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan
Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus. '

Sifat rapat
Pasal 85

Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan
Komisi dan Rapat Panitia Khusus pada dasarnya bersifat terbuka, tetapi atas
keputusan rapat yang bersangkutan atau atas keputusan Badan Musyawarah rapat-
rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat tertutup.

Rapat Pimpinan DPR, Rapat BURT dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup.

Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnya bersifat tertutup,
tetapi atas keputusan Rapat Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinya-
takan bersifat terbuka.

Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.

Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh para Anggota DPR, juga
dapat dihadiri oleh bukan Anggota DPR, baik diundang maupun tidak.

Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota DPR dan
mereka yang diundang.

Pasal 86

Rapat DPR vang sedang berlangsung, dapat diusulkan untuk dinvatakan tertutup
oleh Ketua Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi.

Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi
waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-fraksi dan Pengusul membicarakan usui
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, disetujui atau ditolak.

Dalam hal rapat menyetujui, maka Ketua Rapat menyatakan rapat yang bersang-
kutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para Peninjau untuk meninggal-
kan ruangan rapat.

Pasal 87
Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh
diumumkan.

Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus dipegang
teguh oleh mereka yang mengefahui pembicaraan dalam rapat tertutup itu.
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Berhubung dengan sifatnya dan atau karena hal tertentu, maka atas usul Pimpinan
Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi, rapat dapat memutuskan
untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian dari pembicaraan dalam rapat
tertutup itu. '

Tata cara rapat
Pasal 88

Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir.
Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 89

Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, daftar hadir
telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat dan dihadiri
oleh unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat membuka rapat.

Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum dipenuhi, maka Ketua
Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam.

Jika pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini belum juga dipenuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka rapat,
dengan ketentuan bahwa rapat tersebut tidak berwenang untuk mengambil
keputusan.

Pasal 90
Sesudah rapat dibuka, Ketua Rapat meminta Sekretaris untuk memberitahukan
kepada rapat mengenai surat masuk dan surat keluar.

Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut.

Pasal 91

Setelah semua acara yang telah ditetapkan selesai dibicarakan, maka Ketua Rapat
menutup rapat.

Apabila acara yang telah ditetapkan untuk rapat tersebut belum terselesaikan,
sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 telah habis maka
Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat
berikutnya, atan meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.

Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan
dan atau kesimpulan yang telah dihasilkan oleh rapat.

Pasal 9?2

Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua
apabila Kefua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh

Anggota vang tertua usianya diantara yang hadir.
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Tata cara merubah acara rapat yang telah
ditetapkan

Pasal 93

Usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan, baik mengenai perubahan
waktu dan atau mengenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat
diajukan oleh Fraksi dan alat kelengkapan DPR, atau oleh pihak Pemerintah kepa-
da Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.

Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan secara
tertulis dengan menyebutkan masalah dan waktu vang diusulkan, selambat-lam-
batnya dua hari sebelum acara rapat vang bersangkutan dilaksanakan.

Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini kepada Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul peru-
bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini.

Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, maka berlakulah
ketentuan sebagaimana dimaksud Jalam ayat (2) pasal 71.

Pasal 94

Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR atau Fraksi dapat mengajukan
usul perubahan acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.

Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap usul perubahan
acara itu.

Tata cara permusyawaratan

Pasal 95

Ketua Rapat menjaga agar rapat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan vang
termuat dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah
yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenar-
nya, mengembalikan pembicaraan pada pokok persoalan dan menyimpulkan pem-
bicaraan para Anggota.

Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota, maka untuk sementara
Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan yang lain.

Pasal 96

Sebelum berbicara, Anggota vang akan berbicara mendaftarkan nama lebih dahu-
lu. Pendaftaran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.

Anggota yang belum mendaftarkan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini, tidak berhak ikut berbicara; kecuali bila menurut pendapat Ketua Rapat
ada alasan yang dapat diterima.
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Pasal 97

Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.

Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh
Ketua Rapat.

Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat
digantikan oleh Anggota lain dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.

Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 98

Ketua Rapat dapat menentukan lamanya para Anggota berbicara.

Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua
Rapat memperingatkannya untuk mengakhiri pembicaraan, dan harus ditaati.

Pasal 99

Setiap waktu di dalam rapat dapat diberikan kesempatan interupsi kepada Anggo-

ta untuk: 7

a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masailah
yang sedang dibicarakan,

b.  menjelaskan scal-soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau
tugasnya, '

c. mengajukan usul prosedur mengenai soal vang sedang dibicarakan, atau-

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara mengadakan interupsi sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat H
huruf a dan b pasal ini tidak diadakan pembahasan.

Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d pasal ini, unfuk dapat
menjadi pokok pembicaraan, harus mendapat persetujuan dari rapat.

Pasal 100

Seorang pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok pembicaraan,
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 99.

Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari
pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya
pembicara kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 101

Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan kata-kata yang tidak layak,

atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka Ketua Rapat
memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan atau mem-
beri kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya.
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Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap
tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.
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Pasal 102

Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 101, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut untuk meneruskan
pembicaraannya.

Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masih juga tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat meminta yang bersang-
kutan meninggalkan rapat.

Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari
ruangan rapat atas perintah Ketua Rapat. Yang dimaksud dengan ruangan rapat
ialah ruangan yang dipergunakan unfuk rapat termasuk ruangan untuk umum,
undangan dan para tamu lainnya.

Pasal 103

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 dan pasal 102,
dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, maka
Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut.

Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak
boleh melebihi 24 (dug puluh empat) jam.

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat

Pasal 104

Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah Resmi yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat.

Risalah ialah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi
seluruh jalannya pembicaraan vang dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi dengan
catatan tentang:

jenis dan sifat rapat,

jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir dalam rapat, dan
undangan yang hadir.

a.

b. haridan tanggal rapat,

¢, tempat rapat,

d. acara rapat,

e. waktu pembukaan dan penutupan rapat,
f. Ketua dan Sekretaris Rapat,

g.

h.

Pasal 105

Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Risalah Sementara
untuk segera dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.
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Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengada-
kan koreksi terhadap Risalah Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak
diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretari-
at DPR. '

Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini lewat, maka
Sekretaris Rapat segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada para
Anggota dan pihak yang bersangkutan.

Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah, keputusan diserahkan
kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.

Pasal 106 -

Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi,
Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP dan Rapat Panitia Khusus,
dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.

Catatan Rapat ialah suatu catatan yang memuat pokok-pokok pembicaraan,
kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal-hal sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h pasal 104,

Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga dibuat Laporan
Singkat yang hanya memuat kesimpulan' dan keputusan rapat.

Pasal 107

Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 106 selesai, Sekretaris
Rapat secepatnya menyusun Catatan Rapat Sementara untuk segera dlbaglkan
kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan. :

Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengada-
kan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari
sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya
kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 108

Pada Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat mengenai rapat yang
bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA”, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 87.

Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicara-
kan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah,
Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat. .

Undangan dan Peninjau

Pasal 109

Undangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR yang hadir dalam rapat DPR
atas undangan Pimpinan DPR, dan Anggota DPR bukan Anggota suatu alat
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kelengkapan DPR yang hadir dalam rapat alat kelengkapan tersebut atas undangan
Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan
DPR.
Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.

Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain
yang diatur oleh DPR.

Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak
mempunyai hak suara, sedangkan Peninjau disamping tidak mempunyai hak suara,
juga tidak dibenarkan menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun
dengan cara lain.

Pasal 110
Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109
tetap dipatuhi.

Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan atau Peninjau yang mengganggu
ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak
diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat mengeluarkannya dari ruangan
rapat dengan paksa.

Dalam hal terjadi apa yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Rapat dapat
menutup atau menundsa rapat.

Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak
boleh melebihi 24 {dua puluh empat) jam.

BAB XII
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Ketentuan umum

Pasal 111 -

DPR bersama Presiden membentuk Undang-undang.

Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau berupa Usul
Inisiatif dari DPR.

Pasal 112

Di dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah Rancangan Undang-undang diterima
oleh Pimpinan DPR. Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang
masuknya Rancangan Undang-undang tersebut.

Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.
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Pasal 113

Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang diajukan mengenai persoalan
yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-undang yang diterima
lebih dulu, sedangkan Rancangan Undang-undang yang diterima kemudian diperguna-
kan sebagai pelengkap.

Pasal 114

Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui DPR, disampaikan oleh Pimpinan
DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Tingkat-tingkat pembicaraan

Pasal 115

(1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang dilakukan melalui 4 (empat)
tingkat pembicaraan, kecuali kalau Badan Musyawarah menentukan lain.

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,

adalah sebagai berikut:
tingkat 1 dalam Rapat Paripurna,
tingkat 1II dalam Rapat Paripurna,
tingkat III dalam Rapat Komisi, dan
tingkat IV . dalam Rapat Paripurna.

(3) Sebelum dilakukan pémbicaraan tingkat II, Il dan IV diadakan Rapat Fraksi.

(4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menetapkan bahwa pembica-
r raan tingkat III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam suatu
Panitia Khusus.

Pasal 116

Pembicaraan tingkat I ialah:
Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna:

a. oleh Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerin-
tah;

b. oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR terhadap
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 117

Pembicaraan tingkat I ialah: ,

1. a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPR vang
membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta
keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf a;

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-
undang Usul Inisiatif beserta penjelasan Komisi, Gabungan Komisi atan
Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b.
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a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum
para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka | huruf a;

b. Jawaban Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR
terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

Pasal 118

Pembicaraan tingkat I1{ ialah:

Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan
bersama-sama dengan Pemerintah;

Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan
secara intern apabila dipandang perlu tanpa mengurang1 ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Pasal 119

Pembicaraan tingkat [V ialah:

Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan didahului laporan hasil
pembicaraan tingkat 111, dan Pendapat Akhir dari Fraksi yang disampaikan oleh
Anggotanya.

Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini dapat pula disertai dengan catatan tenfang pendirian Fraksi (minder-
heidsnota).

Terhadap pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
kepada Pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan.

Rancangan Undang-undang dari Pemerintah

Pasal 120

Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah disampaikan Kepada
Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden.

Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, menyebut juga
Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan
Undang-undang tersebut.

Pasal 121

Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat d1tank kembali,

sebelum memasuki pembicaraan tingkat I'V.

Pasal 122

Rancangan Undang-undang untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan

atas %emyataan perang pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang
disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dengan pasal 119.
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Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif

Pasal 123

Usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para Anggota DPR berdasar-
kan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut usul
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif harus disertai penjelasan tertulis dan
ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang
tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

Tiap-tiap pengajuan usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat
pengantar dan daftar tandatangan para Pengusul serta nama Fraksinya.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya Pimpinan DPR memberitahukan kepada para
Anggota tentang masuknya usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif;

Usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota.

Datam Rapat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi kesempatan untuk
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pada usul Rancangan
Undang-undang Usul Inisiatif tersebut. Kemudian kepada para Anggota Badan
Musyawarah diberi kesempatan untuk mengadakan tanya jawab dengan Pengusul.

Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-undang Usul Inisia-
tif tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-undang
Usul Inisiatif DPR atau tidak. Keputusan tersebut diambil setelah kepada Pengusul
diberi kesempatan memberi penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi memberikan
pendapatnya.

Apabila usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini telah diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usul
Inisiatif DPR, maka DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi atau
Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan
Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.

Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan
agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melaku-
kan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama DPR.

Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119 dengan memperhatikan
ketentuan yang khusus berlaku untuk Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 124

Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum dibicarakan
dalam Badan Musyawarah, para Pengusul berhak mengajukan perubahan-perubah-
an.

Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum diputu;kan
menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, para Pengusul berhak
menariknya kembali.
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(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud
- dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikan-

nya kepada para Anggota.

Pasal 125

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) pasal 123, jumlah penandatangan suatu usul Rancangan
Undang-undang Usul Inisiaiif menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka
harus diadakan penambahan penandatangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-
kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila
sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan vang dimaksud tidak dapat
dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Pasal 126

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan oleh DPR pada
kesempatan pertama dalam Masa Sidang berikutnya setelah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang tersebut dikeluarkan.

(2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan
pasal 119,

BAB XIV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

Pasal 127

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b dan ¢ pasal 4, maka diadakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara beserta Nota Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pembahas-
annya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Rancangan Undang-undang tentang
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

¢. ~pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancang-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

d. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah Tahunan,

pembahasan bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan,
dan

f.  Penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan
Anggaran.
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Pasal 128

Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam 7 (tujuh)
hari pertama tiap permutlaan Tahun Takwim. '

Pasal 129

Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 128 dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.

Pasal 130

(1) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara serta Nota Keuvangannya dilaksanakan seperti penyelesaian suatu
Rancangan Undang-undang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 115 sampai dengan pasal 119, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi-komisi,

b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Komisi-komisi untuk
menampung saran dan pendapat dari Komisi-komisi, dan

¢. Rapat Xerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Komisi APBN
dengan Pemerintah dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Peman-
dangan Umum para Anggota, Komisi-komisi, Badan Musyawarah dan‘Fraksi-
fraksi.

(2) Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Komisi APBN kepada
DPR dalam Rapat Paripurna.

(3) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 131

(1) Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebelum
Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

(2) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan seperti penyelesaian
Anggaran induknya dengan menempuh prosedur sesingkat-singkatnya dan selesai
selambat-lambatnya | (satu) bulan setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan
mengenai Rancangan Undang-undang tersebut kepada DPR.

Pasal 132

{1} Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-komisi dalam Rapat Kerja dengan
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Pemerintah hendaknya dilakukan dalam Masa Sidang pertama pada tiap Tahun
Sidang. :

Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan
dalam rapat antara Pimpinan Komisi-komisi dengan Komisi APBN.

Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh
Komisi APBN dengan Pemerintah.

Pasal 133

Laporan Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh Pemerintah kepada DPR
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pertengahan pertama Tahun Anggaran
yang bersangkutan berakhir.

Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap Laporan Setengah Tahunan
tersebut.

Pasal 134

Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas

perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang sedang berjalan hendaknya dalam triwulan ketiga setiap Tahun Anggaran.

(1

(2)

(1)

(2)

(3

(1)
@

Pasal 135
Komisi APBN membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggar-
an dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya menurut prosedur seperti yang berlaku bagi
penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XV
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Ketentuan umum

Pasal 136
Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang
dibicarakan dalam rapat DPR.

Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada azasnya diusahakan sejauh mung-
kin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal
ini tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 137

Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.
Keputusan rapat DPR berupa menyetujui atau menolak.
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Pasal 138

(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan mufakat memer-
lukan korum sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dan uniuk dapat mengambil
keputusan berdasarkan suara terbanyak memerlukan korum sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) huruf a pasal 143.

(@3] Apabila\ korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai,
maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan tenggang waktu paling sedikit
24 (dua puluh empat) jam.

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini belum juga tercapai, maka:

a. jika terjadi dalam Rapat Paripurna, permasalahannya menjadi batal,

b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, BURT
BKSAP, cara pemecahannya diserahkan kepada Badan Musyawarah, dan

c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara pemecahannya diserahkan
kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat
Pimpinan Fraksi-fraksi.

Pasal 139

Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan
suara terbanyak mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Keputusan berdasarkan mufakat

Pasal 140

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, bilamana diambil dalam rapat yang
daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat dan
dihadiri oleh unsur semua Fraksi. ’

Pasal 141

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada para
Anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang
kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan penda-
pat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

(2) Untuk dapat mencapai keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan
keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak

Pasal 142

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan
mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya pendirian dari sebagai Anggota
Rapat vang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pihak lain dalam rapat
atau karena waktu yang sudah sangat mendesak.
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Pasal 143

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila:

a. diambil dalam rapat yang dattar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih
dari separuh jumlah Anggota Rapat (korum),

b.  disetujui oleh iebih dari separoh korum,

¢. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi.

Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan
pilihan (abstain) dilakukan oleh para Anggota Rapat yang hadir dengan cara lisan,
mengangkat tangan, berdiri atau tertulis.

Pemungutan suara dilakukan dengan mengadakan penghitungan secara langsung
pada masing-masing Anggota, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan
suara secara rahasia.

Pasal 144

Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan
berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan suara, maka Ketua
Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan terakhir mengenai masalah
tersebut secara keseluruhan.

Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak ternyata jumlah
suara setuju sama besar dengan jumlah suara menolak, maka pemungutan suara
ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam.

Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak baik jumlah
suara setuju maupun jumlah suara menolak tak mencapai ketentuan pengambilan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} huruf b dan ¢ pasal 143 maka
pemungutan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang
waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam.

Apabila dalam rapat permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3)
pasal ini ternyata belum juga dapat dicapai keputusan berdasarkan suara terba-
nyak, maka masalah yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 145

Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang dipandang penting oleh
rapat, dapat dilakukan secara rahasia.

Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara:

a. tertulis,

b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara, dan
c. tanpa ditandatangani.

Apabila pemungutan suara secara rahasia menghasilkan jumlah suara setuju yang
sama besar dengan jumiah suara menolak, atau jumlah suara setuju maupun
jumlah suara menolak tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b pasal 143, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dalam
rapat yang sama, dan apabila pemungutan suara ulangan masih menghasilkan hal
yang sama, maka orang dan afau masalah yang bersangkutan dinyatakan ditolak.
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BAB XVI
SEKRETARIAT DPR

Kedudukan

Pasal 146

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah yang bertugas tetap
pada DPR dan berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

Susunan

Pasal 147

(1) Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dalam melaksa-
nakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR.

(2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
Pasal 148

(1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas pertimbangan DPR.

(2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pember-
hentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 149

Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat DPR ditetapkan oleh Pimpinan DPR
setelah mendengar pertimbangan BURT dengan mengindahkan peraturan perundangan
yang berlaku. '

Tugas
Pasal 150

Tugas Sekretariat DPR adalah:
a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan wewenang
dan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran

Belanja DPR, dengan ketentuan:

(a) hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, sebelum
disampaikan kepada Pimpinan DPR, terlebih dahulu disampaikan
kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan, sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ sub (b) pasal 60.

(b) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR selanjut-
nya, Sekretariat DPR harus senantiasa berkonsultasi dengan BURT,
sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf ¢ sub (c) pasal 60.

c. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan DPR kepadanya;
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d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa Persidangan
yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Masa Persidangan
dengan memberikan tembusan kepada Anggota Badan Musyawarah dan
Anggota BURT; :

e. melaksanakan hal-hal lain vang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Pasal 151

Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat menjadi anggota
organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan
memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya
dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR, dengan memberikan tembusan
kepada Badan Musyawarah.

BAB XVI
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Ketentuan umum

‘Pasal 152

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya
diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR. )

Surat masuk

Pasal 153

(1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh Sekretariat DPR dan
segera dicatat serta diberi nomor agenda.

(2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPR,
segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberi-
tahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila dipandang
perlu dengan diberi keterangan bahwa masalahnya sedang dalam proses pengolah-
an.

Pasal 154

(1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) pasal 153, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR.

{2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut akan difanganinya
sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR lainnya dan atau Pimpinan
Fraksi, sesuai dengan permasalahannya.

(3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan
dibagikan kepada para Anggota DPR.
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Pasal 155

Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surta-surat dari Pimpinan
DPR, membuat daftar penerimaan surat; yang memuat dengan singkat pokok-
pokok isi surat, dan segera disampaikan kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR
yang bersangkutan,

Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-
surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya.

Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, surat masuk dapat
diperbanyak oleh Sekretariat yang bersangkutan dan dibagikan kepada para
Anggota untuk dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan yang bersangkutan,
serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Surat keluar
Pasal 156

Konsep surat jawaban dan atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh
alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris
Jenderal.

Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disefujui oleh
Pimpinan DPR, maka surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat
yvang bersangkutan.

Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak
disetujui oleh Pimpinan DPR, maka masalahnya dibicarakan dengan Pimpinan alat
kelengkapan DPR yang bersangkutan.

Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal- ini tidak
menghasilkah kesepakatan, maka masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah
untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 157
Semua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang Anggota Pimpinan DPR
atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh
Pimpinan DPR.

Pasal 158

Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPR.

Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan semua surat Keluar dicatat
dan diberi nomor agenda.

Sekretariat DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan
DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan
dibagikan kepada para Anggota DPR.
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Arsip surat

Pasal 159

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris
Jenderal DPR.

£

- BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160
Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat
diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR.

Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal
ini, disertai penjelasan, ditandatangani oleh para Pengusul dan disampaikan kepada
Pimpinan DPR serta Anggota DPR.

Pasal 161

Usul perubahan dan ataun tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan
diambil kesimpulan.

Oleh Pimpinan DPR usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 160, dengan disertai kesimpulan Badan Musyawarah, diajukan kepada
Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 162
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh DPR

atas usul Badan Musyawarah.






B. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TIDAK BERLAKU/DICABUT
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG TIDAK BERLAKU/DICABUT

NQO.

BENTUK PERATURAN  NOMOR/TAHUN

TENTANG

7

3

4

Undang-undang

PNPS

PNPS

PNPS

PRPS

Undang-undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

27/1948

1/1959

3/1960

14/1960

28/1960

10/1966

1/1970

2/1970

Susunan Dewan Perwakil-
an Rakyat dan Pemilihan
Anggota-anggotanya.

Dewan Perwakilan Rak-
yat.

Pembaharuan Susunan
Dewan Perwakilan Rak-
vat.

Peraturan Tata Tertib De-
wan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

Perubahan Peraturan Ta-
ta Tertib Dewan Perwa-

- kilan Rakyat Gotong Ro-

yong.

Kedudukan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Se-
mentara dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Gotong
Royong Menjelang Pemi-
lihan Umum.

Pelaksanaan Undang-un-
dang Nomor 15 Tahun
1969 Tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota.
Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat.

Pelaksanaan Undang-un-
dang Nomor 16 Tahun
1969 Tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis
Permusyvawaratan Rak-
vat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah.
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9.

Peraturan Pemerintah

3/1970

Pelaksanaan Undang-un-
dang Nomor 15 Tahun
1969 Tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota
Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat dan
Undang-undang  Nomor
16 Tahun 1969 Tentang
Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan Dewan Per-
wakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Dae-
rah untuk Propinsi Irian
Jaya.




BAB [II
PIMPINAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980






A. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980
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PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980

1.- Periode 17 Mei 1966 — 29 Oktober 1971

Ketua : H. Achmad Sjaichu

Wakil Ketua : Muh. Isnaent
Drs. Ben Mang Reng Say
Laksda{L) Mursalin D.M. (igl. 27-8-1968 diganti oleh Sulistio, SH.)
Brig. Jen. TNI Prof. Dr. Sjarif Thajeb.

Anggota : 15 Nopember 1965 — 19 Nopember 1566.
Gol. Nasionalis : 46 orang
Gol. Islam : 43 orang
Gol. Kristen - Katolik : 11 orang
Gol. Karya ©: 142 orang
Jumlah : 242 orang

21 Januari 1967 ditambah:

Gol. Politik : 45 orang
Gol. Karya : 63 orang
Jumlah : 108 orang

9 Pebruari 1968 ditambah: 64 orang

Jumlah semua : 414 orang.

2.  Periode 29 Oktober 1971 — 3 Oktober 1977

Ketua : Dr. K.H. Idiam Chalid

Wakil Ketua : Drs. Sumiskum
' R. Ng. 8. Domo Pranoto
Jaelani (Joni) Naro, SH.

Muh. Isnaeni
Anggota : Fraksi ABRI i 75 orang
- Fraksi Demokrasi Pembangunan : 30 orang
Fraksi Karya Pembangunan : 261 orang
Fraksi Persatuan Pembangunan : 94 orang

Jumlah semua : 460 orang.
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3. Periode 3 Oktober 1977 - sekarang

Ketua . Adam Malik (tgl. 3-10-1977 s/d 22 -3 - 1978)
Jenderal TNI Darjatmo (23 - 3- 1978 s/d sekarang)

Wakil Ketua : Mashuri, SH.
K.H. Masjkur
Mubh. Isnaeni
Mayor Jenderal (Purn). R. Kartidjo

Anggota : Fraksi ABRI ;75 orang
Fraksi Demokrasi Pembangunan ~ : 29 orang
Fraksi Karya Pembangunan : 257 orang
Fraksi Persatuan Pembangunan . 99 orang

Jumlah semua : 460 orang.



B. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980
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SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980

KOLONEL CKH DJOKO SUMARJONO, SH.
sejak 1962 s/d 5 Juli 1969,
sebagai Sekretaris Jenderal DPR-GR.

KOLONEL CKH SRI HARDIMAN, SH.
sejak 5 Juli 1969 s/d 27 Desember 1973,
sebagai Sekretaris Jenderal DPR-GR.

BRIGADIR JENDERAL TNI MUDJONO, SH.
sejak 1 Desember 1973 s/d 15 Juli 1978,
sebagai Sekretaris Jenderal MPR dan DPR.

BRIGADIR JENDERAL TNI WANG SUWANDI, SH.
sejak 15 Juli 1978 s/d sekarang,
sebagai Sekretaris Jenderal MPR dan DPR.
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